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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) sejarah perkembangan 
kurikulum mata pelajaran sejarah Indonesia  di Sekolah Menengah Atas pada 
masa, Orde Lama, Orde Baru, dan orde reformasi; (2) landasan filosofis 
diterapkannya kebijakan kurikulum mata pelajaran sejarah  Indonesia di SMA  
pada masa Orde Lama, Orde Baru dan masa reformasi; (3) posisi Mata Pelajaran 
Sejarah Indonesia di Sekolah Menengah Atas pada masa Orde Lama, Orde Baru, 
dan Orde  reformasi.  
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan 
menggunakan pendekatan historis. Penelitian ini menggunakan studi dokumen 
sebagai metode utama. Studi dokumen dilakukan terhadap sumber-sumber primer 
maupun sekunder untuk keperluan triangulasi sumber. Selain studi dokumen, 
penelitian ini juga menggunakan metode wawancara sebagai metode pelengkap. 
Wawancara dilakukan terhadap beberapa praktisi dan akademisi pendidikan 
termasuk didalamnya praktisi kurikulum sejarah Indonesia. Analisis data 
menggunakan model analisis interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) sejarah perkembangan 
kurikulum mata pelajaran sejarah Indonesia  di Sekolah Menengah Atas pada 
masa, Orde Lama, Orde Baru, dan Orde  reformasi, menunjukkan beberapa 
perubahan substansi dan teknis. Selama kurun waktu 1945-1951, kurikulum 
sejarah SMA masih menggunakan kurikulum AMS (Algemene Middelbare 
School) yang merupakan kurikulum warisan zaman Hindia Belanda, sedangkan 
kebijakan pemerintah terhadap kurikulum sejarah masa pemerintahan Orde Lama, 
Orde Baru lebih mengarah pada kebijakan politik, dan dengan jelas oreientasi 
materi lebih banyak  mengarah  pada doktrin  politik, idiologi bangsa. Pada masa 
awal Orde Baru terjadi perubahan kebijakan kurikulum, yakni dengan 
menerapkan kurikulum 1968. Kurikulum ini juga tidak terlepas dari muatan 
politik Orde Baru ingin menghilangkan citra dari pemerintahan orde lama yang 
disimbolisasikan dengan Presiden Sukarno yang lebih dikenal dengan ajaran 
NASAKOM. Sedangkan pada masa reformasi terdapat beberapa kali perubahan 
kurikulum yakni kurikulum 1999, 2004, 2006, dan 2013; (2) landasan filosofis 
diterapkannya kebijakan kurikulum mata pelajaran sejarah  Indonesia di SMA  
pada masa Orde Lama, Orde Baru dan Orde  reformasi pada dasarnya sama 
yakni berdasarkan pancasila dan UUD 1945, dalam implimentasinya 
filosofi pendidikan lebih bayak mengarah pada politik pemerintahan dan 
aliran filsafatesensialisme dan prenialisme; (3) posisi Mata Pelajaran Sejarah 
di Sekolah Menengah Atas pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde 
reformasi, memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran sejarah dan 
nasionalisme, meskipun indoktrinasasi MANIPOL USDEK sangat tampak.  
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Sedangkan materi sejarah pada masa Orde Baru lebih mengarah pada narasi 
Suhartoisme dan anti Sukarno di mana  peserta didik dijadikan instrumen 
pembangunan. Orde reformasi, di mana salah satu kajiannya adalah 
kurikulum 2013, di mana selain menempatkan mata pelajaran sejarah pada 
kelompok mata pelajaran wajib serta peminatan, mata pelajaran sejarah diberikan 
porsi lebih dibandingkan porsi pembelajaran pada kurikulum 2004. Penambahan 
jam pelajaran tersebut bertujuan agar guru memiliki waktu yang lebih leluasa 
untuk mengelola dan mengembangkan proses pembelajaran yang berorientasi 
pada pengembangan sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan peserta 
didik.  
 





ZULKARNAIN: Policy of Indonesian History Curriculum in Senior High School. 
Dissertation. Yogyakarta: Graduate School Yogyakarta State University , 2017. 
 
The research aimed to find out (1) the history of Indonesian history subject 
curriculum development in Senior High School during the Old Order, the New Order, and 
Reformation orde; (2) philosophical foundation of Indonesian History subject curriculum 
policy implementation in Senior High School during the Old Order, the New Order, and
Reformation Order; (3) the position of Indonesian History subject in Senior High School 
during the Old Order, the New Order, and Reformation Order. 
The research method used was qualitative research using historical approach. This 
research usesed documentation study as the main method. Documentation study was 
conducted toward botn primary and secondary source for the purpose of source 
triangulation. Besides documentation study, this research also usesed  interview method as 
complementary method. Interview was carried out toward several education practitioners 
and academics including curriculum practitioners of Indonesian History. Data analysis 
usesed  interactive analysis model. 
The research findings show that: (1) the history of Indonesian History subject 
curriculum development in Senior High School during the Old Order, the New Order, and
Reformation Order shows several substance and technical change. During the period of 
1945-1951, Senior High School history curriculum still usied  AMS (Algemene Middelbare 
School) curriculum which was heritage curriculum of Dutch East Indies era, while 
government policy toward history curriculum during the reign of Old Order, New Order 
was more led to political policy and obviously the material orientation was much more 
leading to politic, nation ideology doctrine. In the beginning of New Order, there is a 
change of curriculum policy by implementing curriculum 1968. This curriculum also cannot 
be separated from politics. The New Order wanted to eliminate the image of Old Order 
which is symbolized by President Sukarno who is better known for NASAKOM doctrine.
Meanwhile in reformation period, there are several changes in curriculum; those are 
curriculum 1999, 2004, 2006, and 2013; (2) philosophical foundation of Indonesian History 
subject curriculum policy implementation in Senior High School during the Old Order, the 
New Order, and Reformation Order is basically the same which is based on PANCASILA
and UUD 1945, but the implementation in education philosophy is much more in 
government politics and the education stream lead to essentialism and perenialism; (3) the 
position of Indonesian History subject in Senior High School during the Old Order, the New 
Order, and Reformation period has strategic roles in building historical and nationalism 
awareness although MANIPOLUSDEK doctrine is still highly noticeable. Meanwhile,
history materials in the New Order more lead to narration of Suhartoism and anti-Sukarno 
in which the students are used as the instrument of development. Reformation order, in 
which one of the studies is curriculum 2013, is not only positioning history subject in the 
group of compulsory subject and specialization but also history subject is given more 
portion than learning portion in curriculum 2004. The addition of learning hours aimed at 
the teacher has more time to manage and develop learning process oriented in developing 
spiritual, social, knowledge, and skill attitude of the students. 
 
Keyword: education policy, history curriculum, Senior High School 
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A. Latar Belakang Masalah 
 Pasca Proklamirkan dikumandangkan tanggal 17 Agustus 1945, bangsa 
Indonesia mengalami berbagai dinamika,pergolakan dan ancaman terhadap 
keutuhan bangsa terus berlangsung, bahkan setelah pengakuan kedaulatan oleh 
Belanda. Dalam waktu yang relatif  singkat bangsa ini harus bekerja keras 
menyamakan persepsi tentang kebangsaan, arah yang akan dituju,bentuk 
pemerintahan yang digunakan serta berbagai permasalahan yang berkenaan secara 
langsung maupun tidak langsung  terhadap keberlangsungan  
pemerintahan,kehidupan kenegaraan dan kelangsungan kebangsaan. 
Masalah serius yang dihadapi bangsa Indonesia selain masalah pergolakan 
dan ancaman perpecahan adalah masalah pembangunan dan pembinaan bangsa  
(nation and character building). Sebagai masyarakat majemuk, bangsa Indonesia 
harus menghadapi realitas sosial menyangkut keberagaman suku bangsa, ras, 
bahasa, agama, adat-istiadat, lapisan sosial, kesenjangan ekonomi, dan masalah-
masalah sosial lain yang sangat kompleks. Dalam upaya membentuk dan menjaga 
keberagaman dalam keserasian itu diperlukan berbagai upaya yang dapat 
membina sikap-sikap positif yang saling menghormati, menghargai, mengakui 
eksistensi, dan kerja sama di antara berbagai keanekaragaman  serta penemuan jati 
diri sebagai suatu bangsa.Kesadaran bangsa Indonesia akan jati diri sebagai 
sebuah bangsa dilakukan oleh pendiri bangsa selama masa pergerakan nasional 
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awal abad 20. Mereka menolak jati diri yang dibentuk  oleh pemerintah kolonial 
Belanda.Mereka memilih menggunakan Indonesia sebagai identitas kebangsaan 
dan memproklamirkannya menjadi sebuah negara merdeka,berdaulat, dan 
bermartabat telah memberikan dorongan yang kuat untuk lebih menigkatkan jati 
diri sebagai bangsa.  
 Dari berbagai pengalaman bagsa Indonesia  maka pembelajaran sejarah, 
terutama pembelajaran sejarah nasional, ditempatkan sebagai  salah satu di antara 
sejumlah pembelajaran yang mengandung tugas menanamkan semangat 
berbangsa dan bertanah air. Cara pandang seperti ini mendapat dukungan dari 
pemerintah ,partai partai politik dan kelompok kelompok sosial yang 
berpengaruh.Sayangnya keberpihakan mereka terhadap pentingnya pelajaran 
sejarah hanyalah kenagan massa lalu yang tidak terwariskan pada pemerintahan 
pada periode berikutnya. 
Seharusnya peningkatan kualitas pendidikan lebih lebih pendidikan yang 
bertujuan untuk penanaman karakter nasionalisme kebangsaan.  Sistem kebijkan 
pendidikan dan  pembelajaran  yang dinamis dan berkesinambungan bertujuan 
agar pendidikan menjadi terarah dan tingkatan ketercapaiaan hasil atau outputnya 
terlihat dengan  jelas dalam  menigkatan karakter, membentuk watak pada setiap 
warga negaranya, salah cara yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah 
kebijakan pendidikan melalui perubahan kurikulum di semua jenjang pendidikan, 
baik di jenjang pendidikan dasar maupun pendidikan menengah dan kejuruan. 
Kurikulum merupakan agen perubahan budaya dan peradaban bangsa sehingga 
seringkali secara filosofis merupakan transfer of culture yang merupakan 
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investasi peradaban. Kurikulum sebagai transfer of culture menunjukkan bahwa 
kurikulum merupakan sebuah kebijakan atau produk  politik dibidang pendidikan 
yang tidak bisa dipisahkan dari filsafat pendidikan dan idiologi negara yang 
dijadikan acuan sebagai pengembangan idiologi pendidikan.  
Keterkaitan antara kurikulum dan politik semakin jelas dalam kurikulum 
pendidikan sejarah,bahkan landasan politis dijadikan salah satu landasan atau 
pertimbangan utama dalam proses penyusunan kurikulum karena setiap bangsa 
wajib memiliki akar dari mana dan bagaimana bangsa itu terbentuk. Oleh 
karenanya landasan politik pengembangan kurikulum sejarah didasarkan atas 
dasar pemikiran bahwa suatu bangsa dan kehidupan kebangsaannya adalah hasil 
dari suatu proses realisasi aspirasi dan perjuangan masyarakat dengan segala 
tantangan yang dihadapi dalam merealisasikan aspirasi tersebut.Dengan 
pengetahuaaan tenatang apa yang tealh dilakukan oleh generasi pendahulunya dan 
kajian terhadap tantangan yang dihadapi bagsanya saat ini maka generasi sekarang 
diharapkan memiliki kemampuan dan kekuatan yang lebih baik dalam 
memperjuangkan bangsanya,oleh karenanya visi,misi dan konten kurikulum 
pendidikan sejarah merupakan produk kebijakan politik dari suatu pemerintahan. 
Perubahan dan pengembangan kurikulum disuatu negara selain 
dipengaruhi oleh aspek politik,ruang lingkup materi,isi materi pendidikan sejarah 
juga sangat dipengaruhi oleh filosofis kurikulum. Bagsa Indonesia yang memilih 
pancasila sebagai idiologi negara berbagsa dan bernegara maka orientasi 
perubahan dan pengembangan kurikulum seharusnya menjadi wahana 
kontekstualisasi dan implementasi nilai nilai yang terkadung dalam  Pancasila, hal 
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ini tentu membutuhkan pemikiran dan keberanian dari pengambil kebijakan dalam 
hal ini kebijakan politik pendidikan yang membutuhkan mediasi, internalisasi atau 
sosialisasi sehingga kebijakan tersebut bisa diterima oleh semua pihak.  
Perbuatan dan tindakan pengelola sekolah akan menjadi acuan peserta 
didik. Materi kurikulum bisa dalam bentuk deskripsi silabus, pedoman kurikulum, 
rencana pembelajaran, buku teks, bahan bacaan, peralatan laboratorium, dan alat 
bantu belajar.  
Proses atau transaksi pendidikan adalah proses pembelajaran yang terjadi, 
khususnya yang terjadi di kelas. Hasil pelaksanaan kurikulum adalah sejumlah 
kemampuan yang diperoleh peserta didik baik yang direncanakan maupun yang 
tidak. Isu atau permasalahan yang dimunculkan dalam pendidikan sejarah bangsa 
Indonesia adalah mengenai posisi pendidikan sejarah dalam kurikulum, tujuan 
pendidikan sejarah, materi sejarah dan bagaimana materi tersebut diorganisasikan, 
proses pembelajaran sejarah, dan asesmen hasil belajar pendidikan sejarah. Isu 
atau permasalahan yang dimunculkan ini memang bersifat klasik tetapi terus 
dimunculkan.  
Pengaruh kehidupan politik dan ekonomi memiliki kontribusi yang cukup 
dominan dalam permasalahan-permasalahan pendidikan sejarah hingga saat ini. 
Pengaruh kekuasaan yang merupakan bentuk nyata dari pengaruh politik pada 
tingkat pengambilan keputusan mengenai kurikulum mustahil dapat dihindarkan. 
Wawasan, visi, dan pemahaman tentang pendidikan dan pengaruh kekuatan 
politik yang mendukung dan memperkuat posisi pengambil keputusan dalam 
18 
 
menentukan kebijakan kurikulum berpengaruh terhadap keputusan tentang 
pendidikan sejarah. 
Berbeda halnya dengan pembahasan tentang kurikulum pelajaran secara 
umum, bila mencermati secara khusus dari kajian historis filosofis dan politik 
perkembangan  kurikulum Sejarah Indonesia dimulai sejak awal kemerdekaaan, 
Pemerintah Republik Indonesia menempatkan kurikulum sejarah melalui 
pengajaran sejarah Indonesia sebagai pengajaran yang sangat penting dalam 
sistim pendidikan nasional. Pemerintah dan Bangsa Indonesia  sangat percaya 
bahwa pengajaran sejarah Indonesia dapat memperkuat jati diri bangsa dan 
integrasi nasional bangsa Indonesia.  
Ini memberi petunjuk bahwa materi sejarah di samping konseptual, 
faktual, prosesual, juga kontekstual atau aktual. Berdasarkan substansi materi 
sejarah pada kurikulum yang pernah dilaksanakan sebelumnya, dapat dirumuskan 
indikator-indikator materi pelajaran sejarah yang berkualitas dan baik untuk 
diterapkan di tingkat sekolah menengah. Pertama, materi sejarah disajikan 
berdasarkan perspektif diakronis dengan indikatornya adalah: sistematik, 
prosesual, kausalistik, faktual, dan konseptual. Kedua, materi sejarah dalam 
perspektif sinkronis yakni sistemik dan multidimensif atau multikausalistik serta 
konstruktif. Ketiga, materi sejarah memiliki arti atau meaning yakni menunjukkan 
arti penting peristiwa dan kontekstual. Keempat, naratif-deskriptif yakni sajian 
materi menarik dan bahasa menyenangkan atau tidak membosankan. Berdasarkan 
beberapa fenomena permasalahan di atas, penelitian ini secara terfokus 
memusatkan perhatian pada kajian kebijakan kurikulum sejarah tingkat Sekolah 
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Menengah Atas sejak awal kemerdekaan sampai dengan masa reformasi, untuk 
memahami  landasan historis dan  filosofis diterapkannya kurikulum Sejarah pada 
mata pelajaran sejarah di Sekolah Menengah Atas. Hal ini mengingat 
implementasi kurikulum belum sejalan dengan tujuan pembelajaran sejarah secara 
substansial menyangkut kemampuan akademik, kesadaran sejarah, dan 
nasionalisme. Hal ini mendorong perlunya penelitian bagaimana dinamika 
kebijakan kurikulum sejarah selama ini, dan bagaimana pula implementasinya di 
lapangan. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan uraian tersebut, identifikasi masalah dalam penelitian adalah 
sebagai berikut. 
1. Kurikulum sejarah Indonesia selama ini seringkali dimanfaatkan oleh 
pemegang kekuasaan untuk melegitimasi sistem politik yang sedang berjalan. 
2. Generasi muda saat ini dinilai kurang peduli terhadap masalah-masalah  
kebangsaan, kondisi tersebut sebenarnya dapat diminimalisir melalui 
pengembangan kurikulum sejarah yang sesuai. 
3. Pengembangan kurikulum sejarah Indonesia sampai saat ini belum banyak 
dikaji secara khusus, terutama kajian yang meliputi aspek historis dan 
filosofisnya. 
4. Kajian kurikulum sejarah dari aspek historis dapat dilakukan sebagai 




5. Semakin banyak masyarakat yang meragukan instansi pendidikan untuk 
mendidik putra-putrinya karena ketidakpastian kebijakan pemerintah di 
bidang pendidikan, dengan seringnya kurikulum berganti tanpa 
memperhatikan kesiapan di lapangan. 
6. Selama ini ada dua kutub dalam menyikapi tujuan pendidikan. Dalam 
praktik ada kecenderungan menekankan tujuan manusia (being good) dan ada 
yang menekankan tujuan manusia cerdas (being smart), dibutuhkan 
keseimbangan tujuan pendidikan dalam pengembangan kurikulum di 
Indonesia. 
7. Bila mencermati perkembangan kurikulum, terlihat jelas bahwa kurikulum 
pendidikan tidak pernah  lepas dari pengaruh dan  intervensi negara atau yang 
lebih dikenal dengan politisasi.  
8. Derasnya arus globalisasi yang berdampak luas pada masyarakat di 
berbagai kalangan dengan tingkat perubahan yang cepat, memerlukan filter 
untuk mengendalikan arus perubahan yang terjadi. Salah satunya melalui 
proses pendidikan yang dilandasi konsep pendidikan yang sesuai dengan 
kultur asli masyarakat Indonesia, seperti konsep pendidikan keindonesiaaan 
melalui kajian historis, filosofis sehingga mampu menghasilkan generasi 
muda dan masyarakat Indonesia menjadi lebih bermoral, beradab, berbudaya, 
dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi. 
 
C.  Fokus dan Rumusan Masalah 
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Fokus penelitian ini adalah dinamika kebijakan kurikulum sejarah masa 
Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Berdasarkan latar belakang masalah 
dan fokus penelitian seperti yang telah dijelaskan  di atas maka dapat  dirumuskan 
permasalahan penelitian sebagai berikut. 
1. Bagaimana sejarah perkembangan kurikulum sejarah  di Sekolah 
Menengah Atas pada masa orde lama, orde baru, dan masa reformasi? 
2. Bagaimana landasan filosofis diterapkannya kebijakan kurikulum sejarah 
di SMA  pada masa orde lama, orde baru, dan orde reformasi? 
3. Bagaimana posisi mata pelajaran sejarah di Sekolah Menengah Atas pada 
masa orde lama,orde baru, dan orde reformasi ? 
 
D. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka tujuan penelitian ini 
adalah sebagai berikut. 
1. Menganalisis sejarah perkembangan kurikulum sejarah di Sekolah Menengah 
Atas pada masa orde lama, orde baru, dan masa reformasi. 
2. Menganalisis landasan filosofis diterapkannya kebijakan kurikulum sejarah  
pada masa orde lama, orde baru, dan orde reformasi.  
3. Menganalisis posisi mata pelajaran sejarah di Sekolah Menengah Atas pada 
masa orde lama, orde baru, dan orde reformasi. 
 
E. Manfaat Penelitian 
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Manfaaat penelitian diklasifikasikan menjadi dua yakni manfaat yang 
bersifat teoritis dan manfaat praktis. 
1. Manfaat Teoreitis 
       Penelitian ini secara teoritis akan menambah khasanah-khasanah, konsep dan 
teori dalam ilmu pendidikan, khususnya kajian kritis tentang perkembangan 
kurikulum pendidikan sejarah mulai awal kemerdekaaan sampai lahirnya 
kurikulum 2013. 
2. Manfaat Praktis 
a. Memberi gambaran secara historis tentang perkembangan kurikulum sejarah 
Indonesia mulai dari pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, orde reformasi 
dan perubahan menjadi kurikulum 2013. 
b. Memberi masukan kepada pengambil kebijakan tenatang perkembangan 
kurikulum dari zaman ke zaman dengan harapan kebijakan pendidikan 
khsusunya yang berhubungan dengan kurikulum sejarah Indonesia memiliki 
historisitas (kontinuitas) dan berkesinambungan. 
c. Memberi masukan pada pemerintah tentang proses pelaksanaan kebijakan 
kurikulum 2013 pada mata pelajaran sejarah  Indonesia di Sekolah Menegah 
Atas. 
d. Memberikan masukan dan solusi alternatif atas persoalan yang dihadapi guru 










A. Kajian Teori  
1. Konsep Pendidikan  
  Bila berbicara konsep dan tujuan  maka acuan atau rujukan  selalu 
dimulai dari landasan filosifis yakni Pancasila,kemudian diikuti dengan konstitusi 
negara yakn UUD 1945,representasi konstitusi tertinggi kemudian di 
refresentasikan secara lebih rincin dalam Undang Undang Sistim Pendidikan 
Nasional. Bayak undang undang Pendidikan yang bisa di jadikan rujukan 
diantaranya UUN pendidikan Nasional 1950 dan UU No.20 tahun 2003.  
Pandangan diatas berdasarkan analisis penulis sejalan dengan pemikiran 
Pestalozzi yang menyatakan sebagai berikut: “  a new system of education which 
would take fully into account the child himself, what he was capable of achieving 
mentally and phisycally, and he was capable of experiencing spiritually 
(Heafford, 1961. 41). Dalam paragraf tersebut Pestalozzi mengharapkan hadirnya 
sebuah sistem pendidikan baru yang mengembangkan anak secara utuh baik 
dalam aspek intelektual,  fisik, moral, maupun spiritual. Hal yang dianggap paling 
urgen, menurut Pestalozzi adalah pengembangan aspek moral yang diharapkan 
dapat memberikan fondasi yang kokoh bagi perkembangan anak selanjutnya.  
 Pendidikan bisa menjadi  starting point untuk mengurai benang kusut 
yang dihadapi oleh bangsa kita. Pendidikan sudah selayaknya berperan dalam 
menyelesaikan konflik yang sudah terjadi secara massif di masyarakat. Minimal 
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pendidikan harus mampu memberikan penyadaran (conciousness) kepada 
masyarakat bahwa konflik bukanlah hal yang baik untuk dibudayakan. Pendidikan 
sudah selayaknya memberikan tawaran yang mencerdaskan dalam menyelesaikan 
permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dalam kaitan dengan hal tersebut 
pendidikan harus dapat berperan sebagai media transformasi sosial, budaya, dan 
multikulturalisme (Choirul Mahfud, 2010: 5).  
 
2. Filosofi  Pengembangan Kurikulum Pendidkan 
Analisis Filosifis sering disebut juga sebagai filsafat analitis,filsafat 
analitis tidak mengespresikan posisi filosofis  khusus sebagaimana 
metateori,melainkan sebagai disiplin yang dicirikan dengan suatu refleksi dengan 
dengan kata kata atau pernyataaan pernyataan. Atas dasar inilah ,maka tipe filsafat 
ini disebut dengan filsafat kritis,fisafat analitis  atau filsafat metodologis 
(Brazinka,1992 :171). Analisis filosofis merupakan salah satu pendekatan 
terhadap isu isu di dalam filsafat pendidikan,oleh karenannya kajian dan teori 
teori tentang filsafat merupakan teori sang mutlak dipahami dalam proses 
pembahasan penelitiaan yang berhubungan dengan kebijkan kurikulum.  
Aliran Esensialisme, salah Satu sejarah penting pada masa Renaisan 
adalah lahirnya filsafat pendidikan esensialisme. Dengan demikian pendidikan 
harus bersendikan pada nilai-nilai yang dapat mendatangkan stabilitas yaitu nilai 
yang memiliki tata yang jelas dan telah teruji oleh waktu. Esensialisme 
merupakan aliran yang ingin kembali kepada kebudayaan-kebudayaan lama yang 
warisan sejarah yang telah membuktikan kebaikan-kebaikannya bagi kehidupan 
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manusia. Esensialisme didasari atas pandangan humanisme yang merupakan 
reaksi terhadap hidup yang mengarah kepada keduniawian, serba ilmiah dan 
materialistic. Selain itu juga didasari oleh pandangan-pandangan dari penganut 
aliran idealisme dan realisme.  
Berikut penulis akan memaparkan pendapat beberapa tokoh atau ahli 
filsafat yang beraliran  Esensialisme daiantaranya adalah : (1).  Desiderius Eranus, 
Belanda (abad 15/16),berusaha agar kurikulum sekolah bersifat humanis dan 
bersifat internasional, sehingga bisa mencakup lapisan menengah dan kaum 
aristocrat,  Johann henrich pestalozzi (1827-1946). Percaya bahwa sifat alam itu 
tercermin pada manusia dan manusia juga mempunyai hubungan transendental 
langsung dengan Tuhannya,(2). Immanuel kant Tokoh ini sampai kepada 
pengakuan bahwa ilmu itu mengandung kebenaran dan budi manusia dapat 
mencapai kebenaran tersebut. Menurutnya pengetahuan dapat dipaparkan dengan 
putusan, dan putusan adalah merupakan rangkaian pengertian subjek dan 
predikat,   (3). O.W.F. Hegel Berpendapat bahwa ia mencari yang mutlak dari 
yang tidak mutlak. Dikatakan bahwa yang mutlak itu adalah roh (jiwa)yang 
menjelma pada alam, maka sadarlah ia akan dirinya. Roh mempunyai inti yang 
disebut idea atau berfikir,(4). Thomas hobbes Berpendapat bahwa pengetahuan 
yang benar adalah yang dapat dijangkau oleh indera. Jadi, pengetahuan tidak 
dapat mengatasi (melampaui) penginderaan. Persentuhan dunia luar dengan 
indera, jadi bersifat empiric, menjadi pangkal dan sumber pengetahuan dan 
 (5).Francis Bacon Tokoh utama inggris yang lain ini adalah pemegang canang 
ilmupengetahuan modern. Dalam bukunya yang berjudul Novum Organum, bacon 
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mengatakan bahwa menurut pandangan dan kesimpulannya pada masa lampau 
dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan ini manusia bau sedikit hubungannya 
dengan dunia luar. Padahal dunia luar ini adalah realita yang sesungguhnya.  
Tujuan umum aliran esensialisme adalah membentuk seseorang yang 
berguna dan berkompeten dalam bidang tertentu sehingga ia dapat hidup dalam 
peradaban yang tinggi. Aliran Esensialisme Dalam Praksis Pendidikan, 
merupakan sebuah pemikiran kontinuistik-holistik yang memandang bahwa 
pendidikan merupakan proses yang tak berakhir dalam kehidupan umat manusia. 
Pendidikan harus meneruskan prestasi dan hal-hal baik yang telah dicapai oleh 
umat manusia (kontinuistik) serta berusaha menyempurnakan keseluruhan aspek 
kehidupan manusia berdasarkan perkembangan-perkembangan yang telah 
dicapainya itu (holistik). Pola pendidikan seperti ini merupakan sebuah refleksi 
dari keinginan manusia untuk terus-menerus menyempurnakan kehidupannya 
serta menjaga keberhasilan yang telah dicapainya pada sisi yang lain. Fundasi 
dasar dari aliran esensialisme lebih fleksibel, terbuka untuk perubahan, toleran, 
dan tidak mengikatkan diri dengan doktrin tertentu (Jalaludin & Abdullah, 2010: 
99). Kaum esensialis yakin bahwa ada beberapa keahlian yang memberikan 
kontribusi terhadap kebaikan manusia, diantaranya adalah membaca, menulis, 
menghitung, dan tindakan sosial yang rasional. Kompetensi tersebut merupakan 
elemen yang sangat baik dan dibutuhkan dalam kurikulum pendidikan pada 
jenjang pendidikan dasar. Sementara pada jenjang pendidikan menengah 
kurikulum terdiri dari sejarah, matematika, sain, bahasa, dan sastra. Setelah 
menuntaskan pelajaran tersebut, maka siswa diharapkan dapat menyesuaikan diri 
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dengan lingkungan alam maupun lingkungan sosial, karena ia telah dipersiapkan 
sebagai warga masyarakat yang beradap. Sedangkan disiplin ketrampilan, seni 
dan sains memerlukan pengaturan yang tepat dan guru yang matang (dewasa) 
yang memahami pelajaran dan mampu mentransformasikannya kepada siswa.  
Dalam praksis pendidikan di Indonesia, aliran esensialisme ini  
mendapatkan tempat yang sangat baik. Hampir semua sekolah di Indonesia (baik 
negeri maupun swasta) menggunakan model esensialisme mulai dari sekolah 
negeri, atau swasta (didirikan oleh masyarakat). Hal ini dapat kita lihat dari 
struktur kurikulum dimana terdapat mata pelajaran yang bersumber pada nilai-
nilai budaya dan moralitas yang telah diakui eksistensinya serta terbukti dapat 
menuntun Indonesia menjadi bangsa yang bersatu, dan beradab. Mata pelajaran 
yang dimaksud yaitu: pendidikan agama, pendidikan Pancasila, sejarah, bahasa, 
dan sastra. Mata pelajaran tersebut masuk dalam kurikulum inti dari jenjang 
sekolah dasar sampai sekolah menengah atas, bahkan sampai perguruan tinggi. 
Memang ada sekolah-sekolah di Indonesia yang mendasarkan diri pada aliran 
filsafat tertentu (terutama sekolah yang berafiliasi pada agama tertentu) namun 
kalau kita lihat bahwa kurikulum pokoknya mengikuti kurikulum nasional 
sebagaimana disebutkan di atas. Pilsafat Pendidikan Prenialisme. Aliran 
pendidikan Perennialisme menarik untuk dijadikan kajian karena di negara negara 
maju aliran juga dijakdikan dasar sebagai pengembangan filosofi pendidikan.  
Aliran Filsafat pendidikan Realisme. Kaum Realis menegaskan bahwa 
sekolah merupakan lingkungan khusus yang dirancang dalam rangka 
mengembangkan rasionalitas manusia. Sebagai institusi formal yang terdiri dari 
28 
 
para guru yang berkompeten, dan tenaga kependidikan lain yang profesional,  
sekolah menyiapkan mata pelajaran atau keterampilan tertentu yang akan 
diajarkan  kepada siswa. Tugas sekolah adalah tugas intelektual yaitu membentu 
siswa untuk mengeksplorasi alam semesta sehingga manusia mempunyai 
pengetahuan yang banyak atasnya. Dalam pandangan kaum realis, pendidikan 
merupakan proses mengembangkan kemampuan seseorang sehingga 
memungkinkan mereka untuk mengetahui kebenaran atas apa yang diketahuinya 
itu (Akinpelu, 1981: 139). Lebih jauh lagi Akinpelu (1981: 139) menulis tentang 
tujuan pendidikan di mata kaum Realis sebagai berikut: 
The ultimate aim of education is the achievement of the knowledge of the 
nature and the inner workings of the universe, so that the learner may conciously 
adjust himself to what is real. In more spesific term, it is to help the individual 
learner to form habits, dispositions and tendencies to search for the truth, to 
grasp it, enjoy it and use it in every aspect of his life. These truths are contained 
in his culture, they have accumulated over the ages and contain the best of the 
wisdom of past generations. Thus in another sense, education is essentially the 
transmission of inherited culture from one generation to another so that there may 
be cultural continuity. 
 
Kurikulum Pendidikan dalam pandangan Akinpelu (1981: 139) esensi 
dari kurikulum pendidikan merupakan keseluruhan spektrum budaya masyarakat 
yang direduksi ukurannya dan kemudian direpresentasikan dalam mata pelajaran 
disiplin-disiplin yang berbeda. Jadi masing-masing disiplin merupakan pandangan 
yang parsial dari kebudayaan, yaitu satu sisi budaya dari keseluruhan sistem 
budaya masyarakat. Pada tingkat dasar kurikulum didesain untuk mendapatkan 
ketrampilan membaca, menulis, matematika, dan kebiasaan belajar yang 
diperlukan untuk pengkajian yang lebih sistematis mengenai disiplin ilmu yang 
lebih mendalam. (Gutek, 1984: 34).       
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 Kurikulum sekolah menengah terdiri dari sejumlah pengetahuan yang 
sudah mapan yang dianggap mengandung kearifan manusia, sebagaimana 
ditetapkan oleh kalangan akademisi tepercaya. Tiap disiplin merupakan sistem 
konseptual yang mempunyai struktur. Struktur sendiri merupakan sebuah 
kerangka kerja yang tekait dengan makna konseptual dan generalisasinya yang 
menjelaskan fisik, alami, sosial, dan hubungan antarmanusia (Gutek, 1984: 36). 
Jadi disiplin ilmu geografi, bahasa, matematika, biologi, botany dan fisika terdiri 
dari kluster-kluster  dari konsep dan generalisasi yang menginterpretasi dan 
menjelaskan hubungan antar objek yang dipresentasikan oleh konsep tersebut 
(Gutek, 1984: 36). Dengan demikian kurikulum  bagi kaum realis haruslah 
merupakan keseluruhan dari dunia yang mungkin dipelajari oleh siswa untuk 
memperoleh kebenaran dan nilai dari objek itu sendiri.    
 Realisme memiliki bermacam mazhab seperti realisme ilmiah, realisme 
klasik, realisme natural, realisme teistik, realisme materialis, realisme idealis, 
realisme objektif, dan neorealisme (Lorens Bagus, 1991: 113). Untuk memahami 
terminologi Realisme ada beberapa istilah yang memiliki kaitan erat dengan 
istilah tersebut yaitu real, reality, dan realisme.   
Filsafat Pendidkan Idealisme. Filsafat Idealisme sebagai salah satu 
aliran filsafat dalam pendidikan memiliki keterkaitan yang erat dengan 
Idealisme. Idealisme memandang kenyataan dan kebenaran sesuatu pada 
hakekatnya sama kualitasnya dengan hal-hal yang spiritual atau ide-ide 
(gagasan-gagasan). Idealisme  memiliki keterkaitan dengan konsep-konsep  
abadi (ideas), seperti kebenaran, keindahan  dan kemuliaan. Idealisme 
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pada intinya adalah suatu penekanan pada realitas ide atau gagasan, 
pemikiran atau akal-pikir yang dijadikan sebagai dasar atau pijakan hal-hal 
yang bersifat materi atau material (George R. Knight, 2007: 67).  
 Menyadari hal tersebut, tulisan ini dimaksudkan untuk 
menemukan landasan filosofis dari filsafat idealisme, tercermin dalam 
pemikiran idealisme Plato, dan refleksinya dalam pendidikan khususnya 
dalam landasan filosofis tujuan pendidikan. Untuk mengkaji lebih jauh 
dari filsafat idealisme ini, disajikan seorang tokoh plato sebagai peletak 
dasar dari aliran idealisme. Plato merupakan salah seorang tokoh filsafat 
Yunani Kuno yang mempunyai pengaruh kuat dalam pengembangan ilmu 
pengetahuan. Ia juga dianggap sebagai pelopor filsafat idialisme yang 
mengagungkan nilai pengetahuan dan keadilan (Waini Rasyidi, 2007: 10). 
Begitu kuatnya pengaruh Plato terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, 
sehingga aliran teologi dan filsafat Kristen pada umumnya sampai abad 13 
bercorak Platonis (Betrand Russel, 2007: 141).   
Konsep pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan menurut  
Plato dikalasifikasikan menjadi 2 macam; pengetahuan inderawi (sensual) 
dan pengetahuan yang bersifat kejiwaan. Menurut Plato, pengetahuan  
yang diperoleh dengan menggunakan sarana inderawi hanya merupakan 
kesan-kesan yang bersifat sementara dan senantiasa berubah. Sementara 
pengetahuan yang diperoleh melalui proses perenungan kejiwaan dapat 
melahirkan  kebijaksanaan. (Betrand Russel, 2007: 114). Selain konsep 
pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dijelaskan di atas, Plato 
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memiliki sejumlah gagasan penting dalam filsafatnya, antara lain; 
gagasannya tentang utopia, teori-teori tentang ide, pendapatnya yang 
mendukung imortalitas, pandangan kosmogoninya dan konsepnya tentang 
pengetahuan yang lebih bersumber dari ingatan dibanding persepsi.  
Berbagai gagasan penting Plato tersebut turut mempengaruhi 
pandangannya terhadap pentingnya pendidikan bagi individu dan bagi 
bangsa. Aliran filsafat idealisme terbukti cukup banyak memperhatikan masalah-
masalah pendidikan, sehingga cukup berpengaruh terhadap pemikiran dan praktik 
pendidikan.  
Nilai-nilai moral dan budaya diwariskan melalui kurikulum yang 
memberikan tempat khusus tentang pemahaman sejarah. Karena di dalamnya 
terwariskan nilai moral, model budaya dan kepahlawanan maupun contoh 
kehidupan. Ilmu-ilmu alam  menjadi prioritas berikutnya karena menyediakan 
penjelasan tentang hubungan sebab akibat. 
Idealisme Penempatkan afektif (manusia yang baik) sebagai salah satu 
yang ideal untuk diraih. Siswa tidak hanya didorong  menanamkan nilai-nilai 
kebaikan yang secara naluri sudah ada dalam jiwa manusia. Nilai-nilai 
mencerminkan kebaikan yang terkandung pada alam semesta,  bersifat absolut, 
universal dan tidak berubah. Tindakan etis muncul dari warisan budaya. Pendidik 
mengajarkan kepada murid-muridnya akan nilai-nilai unggul. Sekolah adalah 
agen sosial di mana siswa berusaha mencari, mengungkap dan mendapatkan 
kebenaran. Sekolah adalah institusi dimana guru dan murid mencari jawab atas 
pertanyaan mendasar filosofis. Semua orang berhak sekolah, walau tidak setiap 
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orang mempunyai kemampuan intelektual yang sama. Murid yang cerdas perlu 
mendapatkan tantangan yang lebih dari guru.  
Nilai tidak timbul dengan sendirinya, melainkan ada faktor-faktor yang 
merupakan pra syarat. Nilai timbul karena manusia mempunyai bahasa, sehingga 
memungkinkan adanya relevansi seperti yang ada dalam masyarakat pergaulan. 
Oleh karena adanya faktor-faktor yang menentukan adanya nilai, maka makna 
nilai itu tidaklah bersifat eksklusif. Ini berarti berbagai jenis nilai seperti benar 
atau salah, baik atau buruk dapat dikatakan ada bila menunjukkan adanya 
kecocokan dengan hasil pengujian yang dialami manusia dalam pergaulan. 
Filsafat Pendidkan Rekonstruksianisme. Aliran filsafat 
rekonstruksianisme memandang bahwa Pendidikan adalah suatu upaya 
rekonstruksi sosial yang ditawarkan aliran rekonstruksianisme merupakan 
seperangkat gagasan yang bisa jadi merupakan tawaran pemikiran alternatif yang 
bisa diadapsi oleh pemikir pendidikan di Indonesia dalam upaya membebaskan 
pendidikan dari jebakan “carut-marut” dunia pendidikan yang terjadi saat ini. 
Pendidikan seharusnya diselenggarakan untuk membebaskan manusia dari 
“kerangkeng” kebodohan, akan tetapi sebagaimana terjadi pada saat ini, 
pendidikan tidak hadir dalam upaya rekonstruksi sosial pada masyarakat secara 
menyeluruh. 
Diantara beberapa prinsi-prinsip pokok pemikiran yang dikembangkan 
rekonstruksianisme dapat diuraikan sebagai berikut antara lain: 
1. Dunia sedang dilanda krisis kemanusiaan, jika praktik-praktik pendidikan 
yang ada tidak segera direkonstruksi, maka peradaban dunia yang ada akan 
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mengalami kehancuran. Krisis yang dimaksud adalah problem-problem sosial 
budaya yang timbul akibat semrawutnya persoalan pendudukan, sumber daya 
alam yang kian menipis, berakibat pada melonjaknya harga minyak dunia, 
kesenjangan global antara negara kaya dan miskin, kapitalisme global, 
proliferasi nuklir, rasisme, nasionalisme sempit dan penyalahgunaan 
teknologi.  
2. Selain aliran aliran pendidikan dari tokoh tokoh dunia, Pancasila sebaai 
idiologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga bisa dijakdikan 
landasan dalam pengembangan kurikulum pendidikan termasuk kurikulum 
pendidikan sejarah.Landasan filosofis bagi pengembangan suatu kurikulum 
amat penting. Schubert (1986:116) menyatakan philosophy lies at the heart of 
educational endeavor. This is perhaps more evident in curriculum domain 
than in any other, for curriculum is a response to the question of how to live a 
good life. Arti penting filosofi dalam suatu pengembangan kurikulum karena 
wawasan pengembang kurikulum didasari atas keyakinannya mengenai 
pendidikan sebagai proses pengembangan potensi peserta didik.  Oleh karena 
itu  Tanner dan Tanner (1986)  mengatakan philosophy serves as both a 
source and an influence for educational objectives and curriculum 
development. Untuk pengembangan kurikulum yang akan dilakukan, 
Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Indonesia menjadi sumber utama 
dan penentu arah yang akan dicapai dalam kurikulum. Nilai-nilai yang 





3.  Konsep Pengembangan Kurikulum Pendidikan. 
 Berbicara masalah kurikulum, berarti membahas sebuah system dan 
tidak bisa lepas dari teori dan konsep pengembangan pendidikan seperti teori teori 
perkembangan pendidikan termuktahir yang digunakan sebagai dasar membangun 
sebuah system pendidikan nasional. Kurikulum pasti berbicara konteks atau 
tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan 
nasional. Kurikulum menyangkut struktur atau susunan, konten atau materi, dan 
siswa sebagai sasaran implementasi kurikulum. Siswa merupakan input utama 
yang merupakan objek sekaligus subjek sistem pendidikan. Dikatakan sebagai 
subjek pendidikan karena sebagai input system pendidika, berarti siswa 
merupakan input utama yang pasti harus ada sebagai sasaran. Sebagai objek 
pendidikan, siswa dimaksudkan sebagai sasaran system pendidikan yang 
diharapkan akan berhasil dengan baik dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Para 
ahli mendefinisikan kurikulum begitu beragam, tetapi pada dasarnya definisi-
definisi tersebut bersifat operasional dan sangat membantu proses pengembangan 
kurikulum. 
Sementara itu Clifton Fadiman menyatakan bahwa logika dan 
pengalaman manusia menunjukkan bahwa beberapa pelajaran yang telah 
ditentukan oleh kaum esensialis mempunyai sifat generative power. Pelajaran 
yang mempunyai sifat generative power merupakan dasar bagi pelajaran yang lain 
yang membuat tuntas bagi pembelajar baik pelajaran yang dianggap minor 
(sederhana) maupun pelajaran yang lebih tinggi dan kompleks. Pelajaran yang 
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dianggap sebagai master dan mempunyai sifat generative adalah bahasa, bentuk, 
bilangan, angka, hukum alam, masa lalu, dan studi tentang ilmu bumi. Secara 
umum kurikulum yang dianjurkan oleh para esensialis yaitu: 
1) Kurikulum dasar yang seharusnya menitikberatkan pada ketrampilan dasar 
yang memberikan kontribusi pada peningkatan melek huruf. 
2) Kurikulum sekunder yang seharusnya terdiri dari pelajaran dasar termasuk: 
sejarah, matematika, sain, sastra, dan bahasa. 
3) Disiplin yang merupakan pelajaran yang disesuaikan dengan kondisi sekolah 
dimana proses pembelajaran terjadi. 
4) Menghargai pemegang kekuasaan yang sah baik di sekolah maupun di masya-
rakat, sebuah tindakan yang bernilai yang harus ditanamkan dalam diri siswa 
5) Belajar ketrampilan atau pelajaran yang membutuhkan ketuntasan. 
Barangkali bidang yang masih menjadi bahan perdebatan diantara para 
esensialis adalah pendidikan kejuruan. Meskipun beberapa penganjur esensialis 
menolak sistem pendidikan kejuruan yang kurang mempunyai kekuatan generatif, 
namun yang lain melihat bahwa sistem kompetensi kejuruan merupakan 
kebutuhan sosial dalam masyarakat industri. 
Bagi kaum esensialis sebagaimana diwakili oleh Morrison, pendidikan 
merupakan suatu alat untuk mengenalkan anak muda akan kebutuhan-kebutuhan 
dalam kehidupan yang beradap. Peradaban merupakan seni dari eksistensi 
masyarakat dan asosiasi hidup yang memungkinkan manusia menaklukkan 
lingkungannya. Seni dari kehidupan yang beradap ditemukan di dalam institusi-
institusi universal yang dibuat manusia dalam proses pemanfaat-an lingkungan. 
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Aspek umum atau esensial dari pendidikan harus sejalan dengan institusi tersebut 
yang dapat memajukan kehidupan beradap di semua masyarakat manusia. Dalam 
konteks pandangan Morrison institusi dasar mempunyai sumbangan atau 
kontribusi dalam bidang seni, sain, bahasa, matematika, ilmu alam, humaniora, 
perdagangan, dan industri. Dengan mempelajari kurikulum dasar, siswa dibawa 
untuk pendidikan kedewasaan, keadaan dimana seseorang mampu mengarahkan 
belajarnya lebih jauh. Memperoleh pendidikan kedewasaan bukan perkara 
gampang. Hal ini membutuhkan struktur pengajaran yang tinggi dan biaya yang 
tidak sedikit. 
Lima pelajaran esensial dalam kurikulum sekolah menengah adalah: sain, 
matematika, sejarah, bahasa Inggris, dan bahasa asing lain. Disiplin intelektual 
tersebut merupakan instrumen dalam sebuah pendidikan yang liberal dan 
merupakan alat yang terpercaya dalam memecahkan persoalan sosial dan 
personalnya. Siswa di sekolah menengah atas diharapkan mempunyai kemampuan 
untuk mengejar metodologi pe-lajaran dan menggunakannya untuk penalaran 
yang abstrak. Khususnya matematika yang dilanjutkan lebih mendalam melalui 
aljabar, geometri, trigonometri, analisis geometri, dan kalkulus. Kerja yang 
sistematis dalam bidang kimia, fisika, dan biologi melengkapi kebutuhan akan 
dasar-dasar pengetahuan ilmiah. Sedangkan tuntutan terhadap kemampuan 
menelaah pola dan struktur bisa dititikberatkan pada sejarah. Dalam bahasa 
Inggris ditekankan unsur akurasi (ketepatan), kejelasan serta keanggunan, 




Jhon Dewey berpendapat bahhwa  pengembangan kurikulum seharusnya 
berorientasi pada pengalaman hidup anak dalam pergaulan hidupnya. 
Pengembangan Kurikulum bukanlah untuk mengembangkan keperibadiaan 
dirinya sendiri. Jika kurikulum menjadi tujuan pendidikan, itu berarti anak 
berhenti berpikir, berhenti merenungkan pengalamannya, dan pada akhirnya 
kematian masyarakat itu sendiri. Pendidikan harus membawa konsep mengenai 
perubahan dan perkembangan masyarakat.  
Menurut Jhon Dewey, Sekolah dan kurikulumnya harus mengajarkan 
hal-hal yang berguna bagi anak dalam kehidupan sehari-hari serta akhirnya 
mampu menciptakan masyarakat yang lebih baik. Kurikulum harus mengabdi 
kepada anak sehingga dengan bantuan kurikulum anak dapat merealisasikan 
dirinya, mewujudkan bakat-bakat, nilai, sikap untuk hidup dalam masyarakat. 
Dengan kata lain, apa yang tersaji dalam kurikulum adalah interaksi antar anak 
didik serta interaksi guru dan murid. Bukan relasi menguasai atau pun relasi 
subjek-objek di mana anak adalah pihak yang harus menerima tanpa bertanya. 
Interaksi ini bukan hanya persoalan interaksi fisik, tapi juga bersifat sosiologis. 
Artinya, nilai, tujuan, sikap, makna telah termasuk di dalamnya. Seringkali, hal-
hal demikian disebut sebagai kurikulum tersembunyi.  
Dari apa yang dibahas di atas, kita tahu bahwa gagasan pendidikan John 
Dewey sebenarnya menekankan pendidikan yang berbasis pada pengalaman 
(experiential education) di mana anak mempertanyakan segala sesuatu yang 
dialaminya, memikirkannya dan mencari solusi untuk masalah yang dihadapi. 
Dalam konteks Indonesia, penerapan gagasan ini dapat dilakukan dengan 
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memanfaatkan monumen atau candi yang ada untuk pelajaran sejarah. Kunjungan 
ke kebun binatang atau cagar alam untuk memahami alam lingkungan ini beserta 
isinya. Pembelajaran kinestetik, penggunaan laboratorium, dan sebagainya. 
Sejauh ini pendidikan kita memang masih menggunakan Kurikulum Berbasis 
Kompetensi. Sebagai pendidikan yang berbasis kompetensi, itu berarti skill, 
kemahiran, kebiasaan diharapkan dapat dihasilkan dari pendidikan itu.  
Harapan ini memang berdasar pada kebutuhan masyarakat kita sendiri. 
Tapi, proses yang berlangsung seringkali dilumpuhkan oleh sistem pendidikan 
yang mekanis. Nilai dan ijazah menjadi dua hal penting dibandingkan dengan 
skill, bakat, minat dan keterampilan. Harus diakui masyarakat kita memang 
sedang menuju masyarakat industri walaupun sebagian besar masih berkarakter 
agrikultural dan malahan sangat multikultural. Inilah tantangan kita bersama 
dalam menetapkan arah pendidikan yang sesuai dengan masyarakat kita.   
Sedangkan George  S. dalam bukunya “Dare The School Build a New 
Socil Order” (Dalam Oliva)  mengemukakan pendapatnya bahwa 
“Recontructionism seharusnya bukanlah penghubung warisan budaya yang 
sederhana atau masalah-masalah studi yang  sederhana tetapi yang seharusnya 
menjadi agen untuk menyelesaikan masalah-masalah  politik dan sosial yang 
meliputi masalah-masalah yang tidak terpecahkan dan kontroversial” yang 
diperolehnya dapat mengidentifikasi dan memecahkan masalah-masalah sosial.  
 Ada beberapa ciri yang khusus dimiliki dalam desain kurikulum  
rekonstruksi sosial, yaitu sebagai berikut :  
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1. Asumsi : Tujuan utama kurikulum rekonstruksi sosial adalah penghadapkan 
para siswa pada tantangan, ancama, hambatan-hambatan atau gangguan-
gangguan yang  dihadapi manusia. Tantangan-tantangan tersebut merupakan 
bidang garapan studi sosial, yang perlu didekati dari bidang-bidang lain 
seperti ekonomi, sosiologi, psikologi, estetika, ahkan pengetahuan alam, dan 
matematika. Masalah-masalah masyarakat ersifat universal dan hal ini dapat 
dikaji dalam kurikulum.  
2. Masalah-masalah sosial yang mendesak : Kegiatan belajar 
dipusatkan pada masalah-masalah sosial yang mendesak. Masalah-masalah 
tersebut dirumuskan  dalam pertanyaan, seperti: Dapatkah kehidupan seperti 
ekarang ini memberikan kekuatan untuk menghadapi ancaman-ancaman yang 
akan mengganggu integritas kemanusiaan ? Dapatkah tata ekonomi dan politik 
yang ada dibangun kembali agar setiap orang dapat emanfaatkan sumber-sumber 
daya alam dan sumber daya manusia seadil mungkin. Pertanyaan-pertanyaan 
tersebut mengundang pengungkapan lebih mendalam, bukan saja dari buku-buku 
dan kegiatan laboratorium tetapi juga dari kehidupan nyata dalam masyarakat.  
Kurikulum adalah program pendidikan yang disediakan oleh lembaga 
pendidikan bagi siswa. Berdasarkan program pendidikan tersebut, siswa 
melakukan berbagai kebiatan belajar,sehingga mendorong pertumbuhan dan 
perkembangannya sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dengan 
kata lain, dengan program kurikuler tersebut, sekolah atau lembaga pendidikan 
menyediakan lingkungan pendidikan bagi siswa untuk berkembang (Oemar 
Hamalik, 2001: 65). Dengan demikian kurikulum disusun sedemikian rupa yang 
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memungkinkan siswa melakukan beraneka ragam kegiatan belajar. Kurikulum 
tidak terbatas pada sejumlah mata pelajaran, melainkan juga meliputi segala 
sesuatu yang dapat memengaruhi perkembangan siswa seperti bangunan sekolah, 
alat pelajaran, perlengkapan sekolah, perpustakaan, karyawan tata usaha, dan 
komponen pendukung lainnya. 
Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi 
dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 
kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi tertentu. Kurikulum adalah 
sesuatu yang harus diajarkan kepada peserta didik agar menguasai kompetensi 
atau kemampuan yang telah ditetapkan. Untuk meyakinkan kepada publik bahwa 
sekolah melaksanakan kurikulum nasional dan muatan lokal, maka bukti nyata 
berupa seperangkat dokumen kurikulum harus dimiliki oleh sekolah, mulai dari 
standar kompetensi, tujuan, silabus, satuan acara pelajaran, hingga bahan ajar 
yang siap untuk diajarkan kepada peserta didik. Disamping dokumen kurikulum, 
sekolah harus menunjukkan kepada publik bahwa kurikulum tersebut 
dilaksanakan sepenuhnya dengan alokasi waktu yang sesuai ketentuan (Djaali, 
2012: 18). 
Menurut General Medical Council (2010)  “ The curriculum must set out 
the general, professional, and specialty-specific content to be mastered, 
including: (a) the acquisition of knowledge, skills, and attitudes demonstrated 
through behaviours, and expertise (b) the recommendations on the sequencing of 
learning and experience should be rovided, if appropriate (c) the general 
professional content should include astatement about how Good Medical Practice 
is tobe addressed” 
 
 Dengan demikian, hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum harus 
berpatokan pada hasil belajar yang bersifat general (umum), profesional, dan yang 
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bersifat khusus dalam kemampuana penguasaan terhadap pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap. Selain itu juga kurikulum harus merekomendasikan 
terhadap pengalaman belajar dan dalam hal profesionalitas. 
Sedangkan secara terminologis pengertian dapat diartikan sebagai 
berikut. Kurikulum merupakan sejumlah pengetahuan atau mata pelajaran yang 
harus ditempuh atau diselesaikan oleh siswa guna mencapai suatu tingkatan atau 
ijazah (Sudirman, et.all, 1992). Kurikulum bukan hanya meliputi semua kegiatan 
yang direncanakan melainkan juga peristiwa-peristiwa yang terjadi di bawah 
pengawasan sekolah, jadi kurikulum meliputi kurikuler yang formal, dan kegiatan 
yang informal (ko kurikuler dan ekstrakurikuler) (S. Nastuion, 1989).  
“A course of study organized by the content to be covered and the 
activities used to cover it is called as a curriculum. A curriculum for any course of 
study is described by its scope and sequence, the instructional events and learning 
experiences it encompasses and the methods by which these events and 
experiences are delivered”. (Abbie Brown and Timothy D. Green, 2006). 
 
Serangkaian pembelajaran yang disusun berdasarkan materi dan aktivitas 
terkait dengan pembelajaran yang dilakukan disebut sebagai kurikulum. 
Serangkaian pembelajaran tersebut dijelaskan dengan dengan ruang lingkup 
materi serta urutan materi pembelajaran tersebut, langkah-langkah pelaksanaan 
pembelajaran serta metode penyampaian pembelajaran tersebut agar sesuai 
dengan tujuan dasar pelaksanaan pembelajaran yang disampaikan.  
“A curriculum development is a more comprehensive process than 
‘syllabus design’. It includes the processes that are used to determine the need of 
a group of learners, to develop aims or objectives for a program to address those 
needs, to determine an appropriate syllabus, course structure, teaching methods, 
and materials, and to carry out an evaluation of the language program that 
results from these processes”. (Jack C. Richard, 2011). Teori ini dikutip dari 
penyusunan serta pengembangan kurikulum kebahasaan yang bisa juga diaplikasi 




Pengembangan kurikulum merupakan suatu hal yang lebih mendalam 
dibanding menyusun suatu silabus. Sebelum munculnya kurikulum,  dulu materi 
pembelajaran hanya disusun secara sederhana dengan suatu rangkaian materi yang 
akan diajarakan tanpa melihat apa yang sebenarnya dibutuhkan siswa disebut 
sebagai ‘syllabus design’ muncul sebelum tahun 1960an. Kurikulum terdiri dari 
suatu step dimana kebutuhan peserta didik harus ditentukan, untuk menentukan 
dari apa yang dibutuhkan oleh peserta didik menjadi tujuan atau objektif 
pembelajaran yang mengarah ke dalam ketercapaian kebutuhan para peserta didik 
tersebut. Selain itu pula di dalam kurikulum harus pula ditentukan silabus apa 
yang sesuai, bagaimana susunan pembelajarannya, metode pengajarannya, materi 
serta evaluasi keseluruhan dari proses awal penentuan kebutuhan siswa hingga 
pelaksaan pembelajaran tersebut. “A curriculum can be defined as a plan for 
action or a written document that includes strategies for achievening desired 
goals or ends”. (Ralph Tyler and Hilda Taba, 1993). 
Saylor dan Alexander sejajar dengan pendapat Hilda Taba bahwa "a 
curriculum is a plan for learning". B. Othanel Smith, W.O. Stanley, dan J. Harlan 
Shores memandang kurikulum sebagai "a sequence of potential experiences is set 
up in the school for the purpose of disciplining children and youth in group ways 
of thinking and acting" (F. Michael Connelly dan D. Jean Clandinin, 1988: 5). 
David Pratt dalam “Curriculum Design and Development”, mendefinisikan: a 
curriculum is a organized set of formal educational and or training intention 
(David Pratt, 1980: 4). 
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Program pengalaman belajar merupakan jabaran dari silabus mata 
pelajaran. Silabus merupakan bagian dari kurikulum yang menentukan 
kompetensi  yang dicapai peserta didik. Cukup banyak diskusi tentang batasan 
kompetensi. Menurut pendekatan holistik, yang menggabungkan konsep 
kompetensi sebagai kinerja  teramati dengan paham kompetensi sebagai atribut 
yang mendasarinya tampak diterima secara luas  (Hager, Gonczi  & Athanasou, 
2008, 197). Kompetensi mencakup pengetahuan, pemahaman, keterampilan 
berpikir dan keterampilan praktis sebagai atribut individu,  pemecahan masalah 
dan harus fleksibel untuk menyesuaikan dengan perubahan tuntutan  sebagai 
performansi yang teramati (Horton, 2009, 35). Pendekatan holistik ini   diterima   
secara luas karena dalam banyak situasi, performans memerlukan atribut individu  
yang luas di luar kemampuan teramati. Jadi kompetensi bersifat dinamis sesuai 
dengan tuntutan lapangan atau masyarakat.     
 Kurikulum dirumuskan menggunakan acuan standar kompetensi oleh 
karena itu disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau kurikulum berbasis 
standar. Penerapan  kurikulum berbasis kompetensi berdasarkan dua 
pertimbangan, yaitu (1) persaingan yang terjadi  pada era global  terletak pada 
kemampuan sumber daya manusia, sehingga perlu ditentukan standar kompetensi 
lulusan tiap jenjang pendidikan, dan (2) standar kompetensi lulusan merupakan 
pemberian  tantangan yang akan memotivasi semua lembaga pendidikan untuk 
mencapainya. Standar kompetensi pada dasarnya merupakan kemampuan yang 
dapat didemonstrasikan atau dilakukan oleh lulusan suatu lembaga pendidikan. 
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Oleh karena itu, penerapan  kurikulum berbasis kompetensi diharapkan akan 
mendorong peningkatan kualitas pendidikan (Horton, 2009, 27).    
Menurut Ralph W.Tyler (1970) mengemukakan saran–saran dalam 
penggunaan sumber perumusan tujuan kurikulum yang terdiri dari: kebutuhan 
siswa baik yang besifat individu maupun sosial, tuntutan kehidupan yang bersifat 
kontemporer, saran berbagai ahli dari berbagai cabang ilmu pengetahuan. 
Sedangkan, sumber tujuan kurikulum menurut Smithville di antaranya: kesehatan, 
hubungan sosial termasuk di dalam keluarga, teman dan kenalan, hubungan sosio-
civics, termasuk di lingkungan sekolah dan masyarakat, konsumsi, jabatan atau 
pekerjaan, dan rekreasi. 
Dalam prakteknya untuk menentukan materi pembelajaran perlu 
memperhatikan hal-hal berikut :. 
1. Sahih (valid); dalam arti materi yang dituangkan dalam pembelajaran benar-
benar telah teruji kebenaran dan kesahihannya. Di samping itu, juga materi 
yang diberikan merupakan materi yang aktual, tidak ketinggalan zaman, dan 
memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. 
2. Tingkat kepentingan; materi yang dipilih benar-benar diperlukan peserta 
didik. Mengapa dan sejauh mana materi tersebut penting untuk dipelajari. 
3. Kebermaknaan; materi yang dipilih dapat memberikan manfaat akademis 
maupun non akademis. Manfaat akademis yaitu memberikan dasar-dasar 
pengetahuan dan keterampilan yang akan dikembangkan lebih lanjut pada 
jenjang pendidikan lebih lanjut. Sedangkan manfaat non akademis dapat 
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mengembangkan kecakapan hidup dan sikap yang dibutuhkan dalam 
kehidupan sehari-hari. 
4. Layak dipelajari; materi memungkinkan untuk dipelajari, baik dari aspek 
tingkat kesulitannya (tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit) maupun 
aspek kelayakannya terhadap pemanfaatan materi dan kondisi setempat. 
Untuk itu diperlukan model evaluasi pembelajaran sejarah yang dapat 
mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran secara komprehensif, dan 
memberikan informasi yang akurat bagi para pengambil kebijakan terutama 
pimpinan sekolah, yang dalam hal ini adalah kepala sekolah pada tingkat sekolah, 
dan juga guru pada tingkat kelas. Sebagai hasil evaluasi maka rekomendasi 
bertujuan untuk memberi masukkan bagi sekolah agar ditindaklanjuti untuk 
perbaikan-perbaikan proses pembelajaran. 
Berdasarkan teori-teori tentang substansi materi sejarah di muka, maka 
dapat dirumuskan indikator-indikator materi pelajaran sejarah yang berkualitas 
dan baik untuk diterapkan di tingkat sekolah menengah. Pertama, materi sejarah 
disajikan berdasarkan perspektif diakronis dengan indikatornya adalah: 
sistematik, prosesual, kausalistik, faktual, dan konseptual. Kedua materi sejarah 
dalam perspektif sinsronis yakni sietemik dan multidimensif atau multikausalistik 
serta konstruktif. Ketiga materi sejarah memiliki arti atau meaning yakni 
menunjukkan arti penting peristiwa dan kontekstual.Keempat naratif-deskriptif 





4. Kebijakan  Pendidikan dan Kurikulum   
a. Konsep  Kebijakan  
Setiap aktivitas manajemen baik manajemen organisasi pada umumnya 
dan organisasi Kementerian Pendidikan Nasional khususnya, akan selalu 
membuat kebijakan (policy) dan perencanaan (planning). Webster (1997) 
menyatakan bahwa policy adalah: “wisdom in the management affairs, also 
definite course or method of action selected to guide and determine present and 
future decisions” Kebijakan adalah metode bertindak yang dipilih sedemikian 
rupa, sehingga memberi arahan dalam membuat keputusan-keputusan baik untuk 
keperluan sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Selanjutnya Rue & 
Byars (2000) menyatakan bahwa policy adalah: general guide to action that direct 
the attainment of objectives. Policy does not tell organizational members exactly 
what to do, but they do establish the boundaries within which they must operate”.  
Kebijakan merupakan representasi dari visi dan misi kepala 
pemerintahan dalam menjalankan roda pemerintahan. Visi misi merupakan 
kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislative yang merupakan produck 
politik dan  dituangkan dalam bentuk bentuk undang undang.Kebijakan adalah 
kompromi politik yang dinamis dan intraktif,suatu penyelsaiaan diantara 
kepentingan yang saling bersaing,bahkan menurut  Taylor (1997: 13) Kebijakan 
adalah  dinamis dan intraktif,dan bukan hanya seperangkat suruhan atau 
niat.Kebijakan merupakan kompromi politik antara citra yang bertentangan 
mengenai bagaimana seharusnya perubahan harus berjalan ..kata kata yang 
diapakai dalam teks kebijakan dipilih dengan cermat dan banyak diperbaiki sesuai 
47 
 
dengan keberatan yang diajukan berbagai kelompok kepentingan. 
Berdasarkan definisi kebijakan seperti tersebut diatas maka di sini dapat 
dikemukakan bahwa, kebijaksanaan adalah pernyataan seseorang atau kelompok 
yang berkuasa secara lisan maupun tertulis, tentang arah dan tujuan organisasi 
serta tindakan yang ditetapkan untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, 
sehingga dapat dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha 
dalam mencapai tujuan.Nigro and Nigro dalam Irfan Islamy (1992) tidak 
membedakan antara pembuatan kebijakan (policy making) dan pengambilan 
keputusan (decision making). "No absolute distinction can be made between 
policy making and decision making, because every policy determination is 
decision. Policies, how ever, establish course of action that guide the numerous 
decision, in implementing the objective chosen".  
 
b. Konsep Kebijakan Kurikulum 
Richard elmore dan Garry Sykes (1992: 185) mengatakan bahwa 
kebijakan  Curiculum adalah sebuah kebijakan publik  yang dirancang secara 
khusus oleh organisasi pemerintah baik di pusat pemerintahan maupun di negara 
bagiaan atau lebih dikenal dengan local curriculum,agar semua rencana tersebut 
memperoleh hasil yang baik maka diperlukan sebuah persyaratan khusus melalui 
penelitiaan dan penyelidikan,bila mencermati pendapat Richard maka bisa 
dipastikan bahwa kajian kurikulum adalah kajian yang menarik karena 
berhubungan dengan kebijakan masrakat luas yang kadang kala mendapat resfon 
pro dan kontra dari masyarakat. 
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Menarik untuk dikaji dan dijadikan acuan oleh para peneliti, Paling tidak 
ada dua pernyataan yang turut mempengaruhi berkembangnya pemikiran politik 
pendidikan termasuk didalamnya politik kurikulum. Pernyataan pertama 
dikemukakan oleh David Easton dalam artikel terkenalnya The Function of 
Formal Education in A Political System pada tahun 1957 dan Thomas H. Eliot 
dengan artikelnya American Political Science Review ada tahun 1959 (Arifi, 
2010: 123). Easton mengatakan bahwa institusi pendidikan memainkan fungsi 
politik penting dan membuktikan secara singkat sebagai agen sosial politik. Eliot 
menegaskan bahwa politik mencakup pembuatan keputusan-keputusan 
pemerintah, dan upaya atau perjuangan untuk mendapatkan atau mempertahankan 
kekuasaan untuk membuat keputusan-keputusan tersebut. Sekolah-sekolah publik 
adalah bagian dari pemerintah. Maka dari itu lembaga ini merupakan entitas 
politik. 
Studi tentang politik kurikulum mengungkapkan tentang strategi yang 
ditempuh oleh penguasa negara dengan mengunakan kebijakan pendidikan dalam 
hal ini kurikulum sebagai alat dalam rangka mempuarkuat dan mencari 
pembenaran terhadap posisi rezim kekuasaan.Peristiwa dan kondisi ini terjadi di 
berbagai negara termasuk di Indonesia. Di Indonesia Kekuasaaan Orde Baru 
memperkuat posisi rezim kekuasaanya selama 32 tahun melalui penguatan  
pendidikan/kurikulum  Sejarah Indonesia di sekolah sekolah termasuk kurikulum 
sejarah Indonesia di SMA. Pemerintah yang berkuasa membuat kebijakan 
kebijakan politik yang dapat memciptakan ketergantuangan lembaga pendidikan 
terhadap pemerintah, di era reformasi peristiwa peristiwa seperti ini juga terjadi. 
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Dalam proses demokrasi local guru guru sebagai pengajar di sekolah sekolah 
terpaksa ikut dalam politik praktis karna ancaman para penguasa di daerah,,bila 
mereka tidak berpartisipasi dalam kontalasi politik local maka aka nada ancaman 
yang akan menghambat karir propesionalnya.politisasi pendidikikan seperti ini 
bila dibiarkan berlarut larut tanpa ada ketegasan dan kritik serius dari berbagai 
kalangan akan sangat berbahaya dan mempengaruhi stabilitas dan transformasi 
sistem politik  dan sistim  pendidikan. 
Dengan pendekatan histories filosofis,dan politik dalam pendekatan 
kurikulum pendidikan diharapkan dapat  mengungkap sistim penyelenggaraan 
pendidikan khususnya yang berhubungan dengan kajian kurikulum sejarah 
Indonesia muali dari kemerdekaaan,orde baru,reformasi sampai lahirnya 
kurikulum 2013, pengembangan kurikulum sejarah Indonesia  maupun 
pengembangan organisasi pendidikan dikembangkan dalam rangka penanamkan 
konsep-konsep filosofis tentang masyarakat politik dan menigkatkan  tatanan 
sosial yang baik dalam masyarakat.  
Dale dan Apple dalam Arifin,, menjelaskan fungsi politik pendidikan dari 
sudut pandang relasi negara dan pendidikan. Sekolah merupakan satu objek 
politik modern  yang ditunjukkan bagaimana kesadaran (consent) dan hegemoni 
tertentu terbangun. (2010:144), hal yang sama juga dikemukakan oleh Dedy 
Pradipto. Kebijakan Kurikulum  dianggap sebagai manepestasi  pengaturan negara 
terhdap dunia pendidikan.Negara berperan dalam mpengaturan pendidikan 
melalui kurikulum,dan tidak bias dilepas dari konstalasi kekuasaaan. Kebijakan 
politik dilihat sebagai petunjuk untuk bertindak,sebuah penerjemahan dari tujuan 
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tujuan umum ke dalam sebuah perencanaaan menyeluruh,yang mungkin 
membutuhkan muatan dan paksaaan hukum (2007:2010). 
Kendati perubahan kurikulum pendidikan adalah sesuatu yang lazin 
dilakukan oleh pemerintahan dalam suatu negara,tetapi selalu muncul tuduhan 
tuduhan dari berbagai kalangan bahwa setiap pergantian kepemimpinan yang 
disertai dengan pengangkatan menteri pendidikan selalu diikuti oleh perubahan 
kurikulum,oleh karnanya peran negara dalam pendidikan  pada akhirnya  akan 
sagat berpengaruh pada berbagai komponen pendidikan. termasuk di dalamnya 
kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan merupakan salah satu bentuk 
implementasi pendidikan yang konkrit. Karena itu, untuk melihat politik 
pendidikan di suatu negara, salah satunya dapat dilihat dalam perkembangan 
kurikulum pendidikan di negara tersebut. Kurikulum pendidikan berpengaruh 
besar dalam pelaksanaan pendidikan dan hal-hal lain yang kaitannya dengan 
penyelenggaraan pendidikan seperti isi atau materi pelajaran, sumber belajar yang 
digunakan (buku, media, dan sebagainya), maupun administrasi pembelajaran. 
Bebagai kalangan menganggap pendidikan sebagai faktor politik dan 
kekuatan politik.hal dilatar belakangi oleh asumsi bahwa pendidikan dan sekolah 
pada hakekatnya juga merupakan pencerminan dari kekuatan-kekuatan sosial-
politik yang tengah berkuasa,dan merupakan refleksi dari orde penguasa yang ada, 
sehingga muncul pameo bahwa setiap ganti rezim selalu diikuti oleh pergantian 
kebijakan pendidikan terutama hal hal yang berhubungan dengan kebijakan 
kurikulum. Sedang tujuan pendidikan di suatu negara merupakan  penjabaran dari 
filsafat negara dan tujuan politik negara Republik Indonesia, yang pada 
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hakekatnya merupakan realisasi dari keinginan dan keputusan para pemimpin 
yang tengah berkuasa (Kartini Kartono, 1997: 3). 
 
c. Kebijakan  Kurikulum  Nasional      
Pemerintah memperhatikan dunia pendidikan sudah sejak awal 
kemerdekaan. sebagai upaya utama dalam membangun jiwa bangsa. Kesadaran 
akan adanya suatu pendidikan nasional dirasakan sebagai suatu yang mendesak 
sehingga secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 
Ayat 1 Bab XIII Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan ”tiap-tiap warga 
negara berhak mendapatkan pengajaran” (Leo Agung, 2015: 22-23).  
Sebelum memiliki undang-undang, upaya untuk mengganti pendidikan 
kolonial dengan pendidikan yang bersifat nasional telah dilakukan. Menteri 
Pengajaran pertama, Ki Hadjar Dewantara, mengeluarkan instruksi yang dikenal 
dengan nama Instruksi Umum kepada para guru. Isinya adalah agar para guru 
mengganti sistem pengajaran kolonial dengan pengajaran untuk membangun 
semangat kebangsaan. Tidak sampai setahun setelah Indonesia 
memproklamasikan kemerdekaannya, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan 
Kebudayaan (PPK), Mr Soewandi, pada tanggal 1 Maret 1946 dengan Surat 
Keputusan No. 104/Bhg.0/1946 membentuk Panitia Penyelidik Pengajaran yang 
dipimpin oleh mantan Menteri PPK yaitu Ki Hadjar Dewantara dengan Sekertaris 
Panitia Soegarda Poerbakawatja (Sjamsuddin, 1993:13; Departemen Pendidikan 




5. Arah Kebijakan  Kurikulum Pendidikan Sejarah   
Perluasan edukasi memang perlu untuk mencerdaskan rakyat dan bagi 
gerak pembangunan semesta, berdasarkan tuntutan demokrasi. Namun, perluasan 
pendidikan tanpa dibarengi perluasan lapangan kerja baru untuk menampung 
para lulusan sekolah dan akademi, jelas akan menyebabkan timbulnya banyak 
keresahan sosial dan kerawanan politik. Sebab, semakin tinggi tingkat pendidikan 
para penganggur yang: a) mengalami frustasi karena tidak memperoleh peker-
jaan, b) terhambat dalam mencari posisi sosial di tengah masyarakat, dan c) tidak 
memperoleh peranan aktif dalam sistem politik yang ada, akan semakin ekstrim 
pula perilaku mereka dalam mendestabilisir sistem sosial dan sistem politik yang 
ada. 
Para lulusan sekolah yang tidak berkesempatan mendapatkan pekerjaan, 
akan menyulut kecemburuan sosial dan keresahan sosial yang kumulatif. Lulusan 
sekolah menengah yang tidak bisa mendapatkan posisi dan pekerjaan sesuai 
dengan ambisi mereka, akan merencanakan coup atau perebutan kekuasaan. 
Sedang lulusan perguruan tinggi yang menganggur dan tersingkir dari partisipasi 
aktifnya dalam sistem politik formal yang ada, bisa mempersiapkan 
pemberontakan dan revolusi. 
 
B. Kajian Penelitian Yang Relevan 
Untuk melihat koherensi dan relevansi kajian disertasi ini, maka perlu 
mengkaji beberapa hasil riset yang relevan dengan penelitian ini.  Disertasi 
tentang kebijakan kurikulum pendidikan sejarah ini memang sangat terbatas 
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lingkup kajiannya yakni terfokus pada kurikulum sejarah di SMA. Itu pun masih 
dibatasi pada focus-fokus kurikulum tertentu pada masa Orde Lama, Orde Baru, 
dan Masa Reformasi. Dalam hal ini, peneliti berusaha keras melakukan koordinasi 
dengan berbagai pihak di berbagai perguruan tinggi dan perpustakaan baik 
perpustakaaan nasional maupun perpustakaan kampus di seluruh wilayah 
Indonesia, ditengah keterbatasan penelitiaan peneliti menemukan beberapa 
penelitiaan yang bisa dijadikan pijakan dan dianggap relevan untuk dijadikan 
kajian penelitiaan yang relevan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.   
Penelitiaan Umasih pada tahun 2000, Disertasi di Program Studi Ilmu 
Budaya Universitas Indonesia. Umasih melakukan penelitiaan tentang perubahan 
kurikulum Sejarah Indonesia di SMA. Penelitiaan ini membahas tentang proses 
perubahan dan dinamika  pengembangan kurikulum  di Indonesia dalam kurun 
waktu 20 tahun terakhir (Kurikulum Sejarah nasional tahun 1975) ,serta kebijkan 
pemerintah yang mempengaruhi format kurikulum pendidikan nasional,khususnya 
pendidikan sejarah di SMA. 
Kesimpulan dari Penelitiaan yang dilakukan oleh Umasih bahwa 
kurikulum 1975 telah gagal  dalam menenmpatkan sejarah sebagai mata pelajaran  
yang dapat menanmkan nilai nilai nasionalisme dan patriotism bagi generasi muda 
bangsa Indonesia. Kegagalan dikaitkan dengan posisi mata pelajaran pelajaran 
sejarah dalam kurikulum 1975 yang menjadi bagiaan dari bidang studi IPS 
sehingga tujuan pendidikan sejarah  menjadi lepas dari dari tujuan utama 
pendidikan sejarah yakni  sebagai wahana mewujudkan nasionalisme dan 
fatriotisme kebangsaan.Karna kegagalan itu maka pemerintah melakukan 
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perubahan kedudukan mata pelajaran sejarah menjadi mata pelajaran yang 
mandiri  dalam kurikulum 1984 dan kurikulum 1994. 
Penelitiaan Sri Mastuti Purwaningsih (2016) Tesis  Pascasrjana 
Universitas Negeri Surabaya. Judul penelitiaan,  Kurikulum Nasional Mata 
Pelajaran Sejarah Massa Orde Baru. Pendidikan nassional dalam sejarah 
peradaban manusia adalah suatu komponenn kehidupan yang paling penting  
namun dalam perekmbangannya  Kebijakan pendidikan tidak mpernah lepas dari 
intervensi politik khususnya pada mataaa   pelajaran sejarah. Mata Pelajaran 
sejarah merupakan mata pelajaran penting dan strategis  dalam usaha membentuk 
watak nasional dan keperibadiaaa bangsa.Kedudukan ini membuat mata pelajaran 
sejarah  memegang peranan strategis  dalam membentuk watak dan moralitas 
peserta didik.Bagi pemerintah orde baru,hal ini malah dilihat sebagai sebuah 
kesempatan untuk menggunakan mata pelajaran sejarah sebagai insgtrumrn politik  
dalam menanamkan ideoleginya ke dalam mata pelajaran sejarah terutama 
kurikulum 1984 tentang Kurikulum PSPB. 
Hegemoni idiologi secara terang terangan  dalam seluruh materi PSPB  
yang merupakan manifest curriculum,dimana praktik kekuasaan digunakan untuk 
melegalkan kekuasaan pemerintah Orde Baru.Kurikulum Mata pelajaran Sejarah 
yang seharusnya digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan dalam rangka 
membentuk watak dan jati diri bangsa,malah dijadikan tempat bersemayamnya 
idiologi dan kepentingan kepentingan pemerintah sehinggga dapat dikatakan 
bahwa kurikulum sejarah 1984 adalah kurikulum yang bernuansa politik. 
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Penelitiaan Abdul Sukur (2013) tentang  Pengajaran Sejarah Indonesia 
Sebuah Stabilitas yang Dinamis. Berakhirnya pemerintah orde baru 1998 
mempengaruhi proses pembelajaran sejarah terutama pembelajaran sejarah di 
tingkat Sekolah Dasar,SMP dan SMA.Perubahan diawali dengan gerakan 
penolakan terhadap pengajaran sejarah dalam kurikulum 1994 karena dinilai 
syarat dengan kepentingan pemerintahan Orde Baru yang memperkuat legitimasi 
kekuasaannya.Media massa mempuayai peran utama sehingga urgensi 
pwerubahan pengajaran sejarah di sekolah menjadi isu nasional sepanjang tahun 
1999.  
Desakan direspon oleh Mendikbud pada saat itu yang diajabat oleh 
Prof.Dr Juwono Sudharsono dengan menerbitkan kurikulum 1994 suplement 
kurikulum 1999. Pada pihak lain, Kementeriaan Pendidikan dan Kebudayaaan 
juga melakukan perubahan GBPP seluruh mata pelajaran  IPS di Sekolah Dasar 
dan Mata pelajaran Sejarah di SMP dan SMA.Mereka menghasilkan document 
penyempurnaaan/Penyesuaian Kurikulum 1994 atau lebih dikenal dengan istilah 
penyesuaian kurikulum 1999.Perbaikan ini dilakukan tambal sulam sehingga tidak 
mencermikan aqdanya perubahan mendasar terhadap materi,ruang lingkup dan 
materi pengajaran sejarah di sekolah. Langkah Mendikbud Juwono Sudarsono 
untuk melanjutkan pengajaran sejarah terhenti setelah digantikan oleh Prof. Dr. 
Yahya A. Muhaimin pada bulan Oktober  1999. Penggantian dilakukan setelah 
K.H.Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Presiden dalam SU MPR 1999. 
Mendikbud Yahya Muhaimin tidak bersedia melajutikan kebijakan pendahulunya 
sehingga perbaikan  pengajaran sejarah terhenti, dan dilanjutkan kembali setelah 
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Yahya Muhaimin diganti oleh Prof. Dr. Abdul Malik Fadjar, MA pada tahun 
2001.Ia diangkat sebagai menteri Pendidikan dan Kebudayaan Oleh Megawati 
Sukarno Putri yang menggantikan posisi K.H.Abdurrahman Wahid Melalui proses 
Sidang Istimewa Majlis Permusyawaratan Rakyat. 
Perbaikan pengajaran Sejarah  di Sekolah dilanjutkan oleh Menteri Mali 
Fadjar setelah diminta oleh Presiden Megawati Soekarno Putri untuk melakukan 
perbaikan perbaikan terutama kurikulum yang berkaitan dengan materi 
G30S.Permintaaan itu dilanjutkan oleh Malik Fadjar kepada Kepala Balitbag 
Depdikbud yang merupakan lembaga yang khusus dan diberi tugas dalam 
mengelola dan perbaikan  Kurikulum yakni Pusat Kurikulum. Hasil Kerja mereka 
adalah terbitnya Kuriklum 2004 pada akhir massa Presiden Megawati Soekarno 
Putri 
Penelitian Dicky Wirianto Tesis Program Pascasarjana  UIN Ar-Ranirry  
dalam Jurnal Islamic Studies Jurnal (2014). Penelitian dan artikel ini membahas 
tentang perubahan kurikulum sejarah di Indonesia sejak tahun 1947 hingga 
kurikulum saat ini  di semua jendang pendidikan.Perubahan kurikulum  tidak 
terjadi dengan serta merta namun bayak hal  diantaranya faktor kebijkan,faktor 
politik dan bayak factor lain yang meyebabkan perubahan terhadap kurikulum 
Perubahan Kurikulum pendidikan disebabkan oleh banyak factor salah 
satu penyebabnya adalah perubahan structural kepemimpinan dalam lembaga 
pendidikan .Kalau dilihat dan dikaji secara mendalam masing masing perubahan 
kurikulum sejarah mempuyai kelibihan dan kekuarangan dari satu kurikulum ke 
kuriulum lainnya oleh karenanya pemahaman dari para pendidik dalam 
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memahami dan menguasai sebuah kurikulum sangatlah dibuthkan agar antara 
pendidik dengan tujuan kuriklum sangatlah dibutuhkan agar antara pendidik 
dengan tujuan kurikulum dapat berjalan seiring sejalan . 
Penelitiaan yang dilakukan oleh Amir Mahmud (2014) tentang Dinamika 
Pengembangan Kurikulum Pendidikan di Pesantren. Penelitiaan ini memang ada 
kesamaan dengan penelitiaan yang dilakukan oeleh peneliti yakni sama sama 
mengkaji tentang kebijkan pemerintah pada kebijkan kurikulum  sehingga peneliti 
menjadikannya sebagai  acuaan penelitaan yang relevan,  akan tetapi focus 
kajiaannya sangat berbeda dengan yang dilakukan oleh peneliti. Penelitiaan 
peneliti lebih focus pada kajian kebijkan kurikulum massa kemerdekaaan sampai 
orde reformasi,pengkaji tentang filosfi kebijkan kurikulum pendidikan sejarah dan 
mengkaji tentang posisi mapel sejarah dalam setiap perubahan kurikulum. Obyek  
dan metode penelitaan berbeda dengan yang dilakukan oleh peneliti. 
 Penelitiaan Umasih, lebih banyak menyoroti persoalan- persoalan  yang 
berkaitan dengan kebijakan yang terjadi pada perubahan kurikulum pendidikan 
sejarah pada tahun 1975  dimana pelajaran sejarah digabung dengan pelajaran IPS 
yang menyebakna pelajaran sejarah menjadi kehilangan makna,. Penelitiaan Sri 
Mastuti Purwaningsih (2016)  orientasinya lebih banyak  pada perkembangan  
Kurikulum Nasional Mata Pelajaran Sejarah Massa Orde Baru,sehingga pelajaran 
sejarah tidak pernah lepas dari intervensi politik.  
Penelitiaan Abdul Sukur (2013).  Pengajaran Sejarah Indonesia Sebuah 
Stabilitas yang dinamis dimana materi pelajaran sejarah disampaikan secara 
berulang ulang di semua jenjang pendidikan. Penelitian Dicky Wirianto 
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menjelaskan perubahan disebabkan oleh perubahan structural kepemimpinan 
dalam lembaga pendidikan .Kalau dilihat dan dikaji secara mendalam masing 
masing perubahan kurikulum sejarah mempuyai kelibihan dan kekuarangan dari 
satu kurikulum ke kuriulum lainnya oleh karenanya perlu kesepahaman antara 
pendidik dan peserta didik. Sementara penelitiaan Sunarso mengkaji tentang 
Intervesi politik dalam kurikulum pendidikan pancasila dan 
kewarganegaraan.begitu juga  Penelitiaan yang dilakukan oleh Amir Mahmud 
(2014) penelitaanya mengkaji tentang kebijkan Pengembangan Kurikulum 
Pendidikan di Pesantren. 
 
C.  Kerangka Pikir  
Dalam penelitian kualitatif, kerangka pikir dibangun secara reflektif, 
berpangkal pada pengalaman empiris yang dihayati oleh peneliti, kemudian 
peneliti mencari esensinya, mencari maknanya, lalu dikembangkan terus 
pemikirannya, dan diperkaya dengan teori-teori pendukung lain. Kebijakan  
pemerintah dibidang pendidikan  dalam rangka membentuk watak warga 
negaranya salah satunya adalah kebijakan pendidikan melalui perubahan dan 
pengembangan kurikulum di semua jenjang pendidikan, baik di jenjang 
pendidikan dasar maupun pendidikan menengah dan kejuruan.Pengaruh 
pandangan filofis terhadap pengertian kurikulum ditandai dengan pengertian 
kurikulum sebagai subjec mater, atau bahkan transfer of Cultur. Kurikulum 
sebagai transfer of culture menunjukkan bahwa kurikulum merupakan sebuah 
kebijakan politik dibidang pendidikan yang tidak bisa dipisahkan dari filsafat 
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pendidikan dan idiologi Negara yang dijadikan acuan sebagai pengembangan 
idiologi pendidikan.  
  Kurikulum pendidikan sejarah SMU  tahun 2013  memiliki filosofi dan 
nilai historis yang tinggi dalam sejarah pendidikan nasional dan sejarah 
perjuangan bangsa Indonesia sejak jaman penjajahan sampai saat ini. Walaupun 
dalam perjalanannya, konsep tersebut seolah menjadi terlupakan dan kurang 
disentuh sebagai pilar pendidikan nasional, dan akhirnya dalam penyelenggaraan 
sistem pendidikan nasional jauh dari nilai-nilai budaya dan kurang seseuai dengan 
jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. 
Perjuangan kemerdekaan dan penanaman nilai nilai kebangsaaan 
dilakukan dalam bentuk pendidikan, sehingga orientasi gerakannya selalu 
mengarah kedepan. Sedangkan, filosofi atau nilai-nilai dari pribadi seorang 
pejuang, ruh pendidikan merupakan nilai-nilai dari seorang anak bangsa yang 
patut dijadikan contoh atau suri tauladan bagi generasi penerus bangsa ini. 
Keduanya jika digabungkan menjadi satu konsep pendidikan nasional, akan 
menghasilkan konsep baru pendidikan nasional yang berakar dari nilai-nilai luhur 
dan karakter asli Bangsa Indonesia yang dapat dijiwai dan patut diambil sebagai 
model pendidikan secara umum. Karena di samping mengutamakan pendidikan 
karakter, juga diilhami oleh semangat kepahlawanan tokoh pergerakan nasional. 
Landasan kultur pendidikan dalam kurikulum pendidikan sejarah di SMA 
berpijak pada jati diri bangsa Indonesia dan segala sesuatu yang telah dicapai 
rakyat Indonesia di masa lampau, ini merupakan pijakan untuk bergerak ke masa 
depan untuk mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu, dalam 
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menyelenggarakan pendidikan, dalam konsep pendidikan kurikulum  harus 
melihat pada beberapa aspek, seperti aspek historis, filosofis, politis dan 
mengetahui posisi strategis kurikulum sejarah Indonesia dalam Kurikulum 2013.  
Berdasarkan uraian tersebut, konsep pendidikan nasional bagi peserta 
didik SMA yang tertuang dalam kurikulum pendidikan sejarah SMA mulai dari 
masa kemerdekaaan, orde lama, orde baru, orde reformasi sampai dengan saat ini 
atau atau lebih dikenal dengan istilah kurikulum 2013. Kurikulum ini selain  
memiliki nilai-nilai dan semangat perjuangan bangsa,materinya juga mengandung 
pesan-pesan nilai moral yang harus dikembangkan melalui pendidikan.  
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D. Pertanyaan Penelitian 
Berdasarkan uraian kajian teori dan kerangka berpikir tersebut, maka 
yang menjadi pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut. 
1. Bagaimana Kebijakan  kurikulum  Pendidikan Sejarah di SMU pada masa 
Orde Lama? 
2. Bagaimana landasan filosofis kurikulum  Sejarah di SMU pada masa Orde 
Lama? 
3. Bagaimana posisi dan muatan materi pelajaran sejarah dalam kurikulum masa 
Orde Lama? 
4. Bagaimana kebijakan  kurikulum sejarah  di SMU pada masa Orde Baru?  
5. Bagaimana landasan filosofis kurikulum sejarah  di SMU pada masa Orde 
Baru? 
6. Bagaimana posisi dan muatan materi pelajaran sejarah dalam kurikulum masa 
Orde Baru? 
7. Bagaimana kebijakan kurikulum Sejarah di SMA  masa reformasi?  
8. Bagaimana landasan filosofis kurikulum sejarah  di SMU pada Masa 
Reformasi? 
9. Bagaimana posisi dan muatan materi pelajaran sejarah dalam kurikulum 
sekolah Masa Reformasi? 









A. Jenis Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif dengan menggunakan pendekatan historis. Bogdan (1975:5) menyatakan 
bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian di bidang ilmu sosial, ilmu 
humaniora, filsafat, yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, atau 
catatan-catatan yang berkaitan dengan makna, nilai serta pengertian. Menurut 
Noeng Muhadjir (2007:159) metode penelitian kualitatif relevan untuk 
mengungkap penelitian studi pustaka yang lebih menekankan pada olahan 
kebermaknaan secara filosofis, teoritis, politis  dan kultural yang senantiasa terkait 
dengan sistem nilai nilai yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.  
Kajian penelitian ini berkaitan dengan obyek material yang ada 
hubungannya dengan dimensi sejarah, karena menyangkut data-data tentang 
kajian Kebijakan Pendidikan,kajian historis filosofis yang berhubungan dengan  
Kebijakan Kurikulum Sejarah Indonesia mulai dari masa kemerdekaaan, 
Kurikulum masa Orde Lama,Kurikulum masa Orde Baru sampai lahirnya 
kurikulum tahun tahun 2013. Sementara itu Kaelan berpendapat bahwa  data-data 
yang terkumpul baik melalui sumber primer maupun skunder dalam kaitannya 
dengan dimensi historis akan lebih baik jika  dianalisis dengan menggunakan 
metode historis pula. (2005:90). Dalam berbagai penelitian yang menggunakan 
metode sejarah, yang berhubungan dengan langkah-langkah penelitian, obyek 
penelitian, serta prosedur penelitian. Namun metode historis atau metode sejarah 
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yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah metode yang berkaitan dengan 
analisis data penelitian, karena berkait dengan dimensi historis.  
Penelitian ini akan melakukan kajian, mendeskripsikan data yang telah 
diperoleh oleh peneliti dari berbagai dokumen atau tulisan-tulisan yang bersifat 
kualitatif. Penelitian ini menempatkan peneliti sebagai faktor kunci dalam proses 
memperoleh data secara kualitatif, denganharapan akan mmperoleh data-data 
yang kredibel,valid dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah metodologis, 
karena yang menjadi cir khas dari pendekatan kualitatif adalah adanya dimana  
proses penelitian merupakan factor utama yang sangat menentukan hasil 
penelitian yang diharapkan. 
 
B. Seting Penelitian 
Penelitian dilaksanakan dengan mengkaji berbagai dokumen yang 
berhubungan dengan historisitas perkembangan kurikulum, serta tokoh-tokoh dari 
lembaga yang berperan dalam merancang dan membuat kurikulum pendidikan 
sejarah di jenjang Sekolah Menegah Umum, yang mewakili pemikiran dan konsep 
kurikulum pendidikan sejarah. Kegiatan penelitian dimulai pada awal bulan Mei 
2015 sampai dengan bulan Juni 2016. 
Data-data pendukung diperoleh dari berbagai karya ilmiah intelektual 
(referensi), hasil penelitian kontemporer yang ada relevansinya dengan topik 
kajian, dan dokumen-dokumen tentang perkembangan kurikulum sejarah 
Indonesia di SMA, kemudian dikritisi sebagai data sekunder.Data tersebut 
diperoleh melalui studi kepustakaan di: (1) perpustakaan pusat baik di tingkat 
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nasional maupun lokal, (2) Pusat Kajian Kurikulum dan Perbukuan Nasional,(3) 
Arsip Nasional, (4) perpustakaan Universitas Gajah Mada, (5) perpustakaan UIN 
Yogyakarta; dan  (6) perpustakaan Universitas Negeri Yogyakarta (7). 
Perpustakaan Taman Siswa dan perpustakaan lainnya yang dapat mendukung data 
penelitiaan. 
 
C. Unit Analisis/Subjek Penelitian  
Subyek dalam penelitian ini adalah karya,produk kebijakan pemerintah 
dibindang pendidikan terutama kebijakan yang berhubungan dengan kurikulum 
pendidikan sejarah di jenjang Sekolah Menegah Atas dan pemikiran yang 
berhubungan dengan kurikulum Sejarah Indonesia di SMA mulai dari semenjak 
Indonesia Merdeka,kurikulum sejarah pada masa orde lama,kurikulum masa orde 
baru,kurikulum sejarah Indonesia masa reformasi dan latar belakang lahirnya 
kurikulum sejarah Indonesia tahun 2013. Subyek penelitian ini juga para praktisi 
dan pelaku penyusun kurikulum Sejarah Indonesia yang diperkuat dengan 
penelaahan tentang kondisi pembelajaran  sejarah  selama ini. 
 
D. Sumber Data Penelitian  
Penelitian ini adalah tentang kajian kurikulum pendididikan sejarah sejak 
awal kemerdekaan hingga pasca reformasi. Sumber data atau yang menjadi obyek 
dalam penelitian ini terbagi menjadi dua sumber data yaitu sumber primer dan 
sumber sekunder. Sumber primer meliputi seluruh dokumen kebijkan pemerintah 
yang berhubungan dengan kurikulum sejarah Indonesia di SMA, baik dalam 
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bentuk,Undang Undang Pendidikan Nasional No.4 1950 sampaiPermendikbud 
Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar 
dan Menengah. dan dokumenyang ditulis oleh Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia seperti: Dokumen Kurikulum 2013, 
Implementasi Kurikulum 2013, Bahan Ajar Pengelolaan Pembelajaran Tematik 
Terpadu, Pendidikan Konsep Penilaian Autentik Pada Proses Dan Hasil Belajar, 
dan sebagainya.  
Selain menggunakan sumber primer, peneliti juga menggunakan sumber 
sekunder baik dari jurnal maupun pustaka lain yang mendukung seperti: Evaluasi 
Kurikulum yang ditulis Hamid Hasan; Asas-Asas Kurikulum dan Kurikulum dan 
Pengajaran yang ditulis Nasution, Pengembangan Kurikulum yang ditulis oleh 
Nana Syaodah Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum Baru yang ditulis Sholeh 
Hidayat, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik yang ditulis oleh Abdullah 
Idi, Pendekatan Baru Startegi Belajar Mengajar Berdasarkan CBSA yang ditulis 
Oemar Hamalik, Telaah Kurikulum Sekolah Menengah Di Indonesia Sejak 
Kemerdekaan Hingga Reformasi yang ditulis Leo Agung, Telaah Kurikulum dan 
Pengembangan Bahan Ajar yang ditulis Esti Ismawati, Dari KBK sampai MBS 
yang ditulis Drost, dan literatur-literatur lain yang relevan. 
 
E. Teknik Pengumpulan Data 
 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
wawancara mendalam, observasi, dan mancatat dokumen. 
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Untuk melengkapi data, dilakukan wawancara dengan tokoh penyusun 
kurikulum yang hidup sezaman maupun sesudahnya, berbagai pendapat dari para 
praktisi dan beberapa tokoh yang memahami kebijakan kurikulum sejarah 
Indonesia diantaranya. 
(a) Prof. Dr. Hamid Hasan (Ketua Tiem Perancang  Kurikulum Sejarah 
Indonesia  
(b) Prof. Zamroni, Ph.D (Ilmuan, Pejabat struktural yang pernah terlibat 
langsung dalam kebijkan pendidikan) 
(c) Prof. Dr. Djoko Suryo (Ilmuan dan Sejarawan  yang pernah terlibat  
pembuatan kurikulum sejarah Indonesia) 
(d) Prof. Suyanto, Ph.D (Akademisi dan pejabat Struktural yang pernah 
terlibat langsung dalam proses pebuatan kebijakan pendidikan terutama 
kebijakan pendidikan yang berhubungan dengan kebijkan Kurikulum. 
(e) Sardiman, AM., M.Pd  (Tim  Pembuat Kurikulum sejarah Indonesia 
2013) 
(f) Dr. Asvi Warman Adam (ilmuan dan penulis Materi Pelajaran Sejarah 
Indonesia) 
(g) Dr. Agus Mulyana (Ketua Prodi Pend.Sejarah Universitas Pendidikan 
Indonesia, Akademis dan praktisi Pendidikan Sejarah)  
(h) Dr. Abdul Sukur (Ketua Prodi Pend.Sejarah Univ.Negeri Jakarta, 




(i) Dr Aman, M.Pd. (AKademisi, peneliti pendidikan Sejarah dan Ketua 
Prodi S2 Pend.Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta)  
(j) Dr. Dyah Kumalasari, M.Pd. (Akademis dan Peneliti kurkulum 
pendidikan Sejarah dan Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah UNY) 
(k) Max lane, Ph.D (Ilmuan, penulis dan pemerhati sejarah Indonesia, 
Victoria University)  
Selain para tokoh tokoh diatas peneliti juga akan mewancarai para 
Ilmuan sejarah, praktisi (guru sejarah), dan nara sumber lainnya yang dianggap 
relevan dan dapat memberi informasi dan data data yang dibutuhkan oleh  
peneliti. 
Dalam penelitian ini, karena obyek kajian adalah konsep dan aplikasi 
kurikulum mulai  awal kemerdekaan sampai dengan kurikulum 2013 , maka 
observasi dilakukan terhadap jejak-jejak kurikulum. Pengamatan dalam penelitian 
ini digunakan, dengan alasan untuk menelusuri kembali jejak perkembangan 
kurikulum sejarah Indonesia di SMA, untuk memperoleh gambaran 
perkembangan kurikulum sejarah Indonesia dalam konteks kekinian.  
Pengalaman-pengalaman yang langsung diperoleh melalui proses 
observasi menurut Kaelan (2005:197) dapat dijadikan alat paling ampuh untuk 
mengetes suatu kebenaran. Dengan pengamatan  secara langsung diharapkan  
peneliti dapat memperoleh keyakinan tentang keabsahan data yang diperoleh 
sehingga dapat menumbuhkan sebuah keyakinan tenjtang suatu kebenaran. 
Teknik pengamatan juga sangat memungkinkan peneliti dapat  melihat, 
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mengamati sendiri secara langsung, mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana 
terjadi pada saat pemberlakuan kebijakan kurikulum sejarah Indonesia  di SMA . 
Penelitiaan dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap 
dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perkembangan  Kurikulum 
pendidikan pasca kemerdekaaan,kebijkan kurikulum pendidikan sejarah 
1968,kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994, suplemen GBPP 1999, 
kurikulum 2004, kurikulum 2006 dan dokument kurikulum 2013. Seluruh 
dokument yang berhubungan dengan kurikulum pendidikan sejarah dapat 
ditemukan di Pusat Kurikulum dan perbukuaan Balitbang Kemendikbud. Selain di 
Puskurbuk peneliti juga memperoleh data- data yang berhubungan dengan 
kurikulum melalui website Kemndiknas.go.id. dan website Kementerian negara 
Kemensesneg. 
Penemuaan terhadap Undang Undang Pendidikan yang berhubungan 
dengan kebijkan pendidikan dapat diakses melalui website Setneg.go.id. begitu 
juga dengan SK Mendikbud dalam kegiatan penelitaan ini  kurun waktu dari tahun 
19650 hingga tahun 1994 tersimpan di ANRI.Sedangkan SK pengangkatan 
kementeriaaan dari massa Ki Khadjar dewantara sampai massa reformasi berserta 
kebijkan kebijkannya dibidang pendidikan dan dalam kaitannya dengan 
kurikulum pendidikan sejarah diperoleh peneliti dari berbagai sumber dan 
perpustaaan baik perpustaaan nasional,perpustaan kampus,perpustaan Taman 





4. Validitas Data 
Menentukan validitas data diperlukan teknik pemeriksaan (Lincoln dan 
Guba, 1981:291). Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah 
kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan untuk menentukan validitas 
data, yaitu derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan dan kepastian. 
 
5. Analisis Data 
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
interaktif (Miles dan Huberman, 2014: 23)). Reduksi dalam penelitian ini 
dilakukan terhadap data-data hasil wawancara dan dokumen yang berhubungan 
dengan kurikulum Sejarah Indonesia. Hasil wawancara dari beberapa informan 
ketika didapati banyak kesamaan, seperti misalnya pendapat para informan 
tentang muatan wajib yang harus ada pada kurikulum sejarah di SMA, maka 
kemudian dilakukan reduksi data sehingga didapatkan simpulan materi-materi 
yang harus  ada di dalam kurikulum sejarah Indonesia. Reduksi data dilakukan 
untuk menyederhanakan data sebagai contoh terhadap hasil wawancara yang 
sangat banyak variannya, maka digolong-golongkan menjadi sember primer dan 
sumber sekunder. Hasil wawancara yang berupa hasil rekaman terutama melalui 
field note, di catat secara teratur dengan melakukan pemilahan, mana yang 
berhubungan dengan permasalahan pertama, kedua, dan seterusnya. Terhadap data 
yang berupa dokumen dan buku-buku pendukung, juga dilakukan reduksi dengan 
mengkategorisasi sesuai tingkat otentisitas dan kepentingan sumber tersebut. Di 
lakukan juga kritik apakah sumber tersebut asli atau tidak, dan isinya urgen atau 
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tidak. Demikian pula halnya dengan data-data lainnya, yang selanjutnya dilakukan 
display data.  
Sajian data atau data display, adalah kegiatan memberikan memo 
terhadap data-data yang sudah direduksi. Kegiatan ini merupakan kegiatan 
analisis lanjut dengan menyusun informasi-informasi dari data yang ada sehingga 
tercipta penyusunan arti dari informasi tersebut. Kumpulan informasi-informasi 
itu lah yang merupakan serangkaian fakta-fakta yang akan digunakan untuk 
kepentingan interpretasi. Oleh karena itu komponen analisis terakhir adalah upaya 
verifikasi terhadap seluruh konstruksi-konstruksi fakta-fakta lama menjadi suatu 
fakta-fakta baru berdasarkan hasil interpretasi. Aktivitas dalam analisis data 
dilakukan secara jalinan dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, 
sehingga datanya semakin homogen (Sutopo, 2002). Aktivitas dalam analisis data 
terdiri dari data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. 
Kegiatann selanjutnya adalah penyusunan laporan penelitian. Data yang telah 
terkumpul belum mampu menjawab permasalahan dan tujuan penelitian karena 
belum ditemukan konstruksi teoritisnya. Oleh karena itu setelah pengumpulan 
data, dilakukan analisis, dengan proses mengatur urutan data, 
mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. 
Setelah itu dilakukan proses interpretasi dan penafsiran terhadap proses analisis, 
menjelaskan pola atau kategori, mencari hubungan di antara unsur yang satu 
dengan yang lainnya, dan kemudian mulai merumuskan konstruksi teoritisnya 
untuk menemukan kejelasan logis dari suatu obyek materialnya. Secara skematis 
















































HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Penelitian kebijakan  pendidikan termasuk di dalamnya adalah kajian yang 
berhubungan dengan kurikulum sejarah dapat diklasifikasikan ke dalam penelitian 
dibidang kebijakan publik. Pengklasifikasian penelitiaan kebijakan didasari berbagai 
argumentasi  dan pertimbangan akademis dimana kajian dan pembahasan kurikulum 
menurut penulis  selalu dijadikan sebagai pijakan oleh pemerintah selaku pengambil 
kebijakan dalam  menentukan arah pendidikan di suatu negara, hasil kajian analisis yang 
berhubungan dengan kebijakan kurikulum berimplikasi positif terhadap kehidupan 
berbagsa dan bernegara, serta aspek aspek  seperti penjaminan mutu, penyelenggara 
pendidikan serta aspek yang berhungan dengan pembiayaaan pendidikan secara 
menyeluruh. Penjelasan ini sama dengan apa yang dikatan oleh Richart Elmore (baca 
Elmore 1992:188), penelitian kebijakan memerlukan kajian yang terorganisisir dengan 
baik, oleh karenanya  antara kajian kurikulum dan kebijakan politik kenegaraan  bukan 
hanya dalam bentuk action akan tetapi selalu berorientasi  pada peristiwa dan 
penyederhanaaan guna menjawab persoalan tentang  kurikulum yang baik dan ideal. 
Peneliti  sependapat dengan  teori yang dikemukakan oleh  Richar Elmore, oleh 
karenanya  teori ini layak digunakan sebagai salah satu teori pendukung penelitian dalam 
rangka mempertajam data penelitian. Berdasarkan komparasi data hasil pelitiaan dengan 
teori kebijkan menurut penulis bahwa  kebijakan pendidikan  termasuk kajian yang 
berhubungan dengan kebijakan kurikulum  mata pelajaran sejarah di Sekolah Menegah 
Atas yang dikeluarkan oleh instrumen resmi kenegaraaan berupa Kepres, Inpres maupun 
kebijakan berupa Surat  Keputusan dari Menteri Pendidikan, merupakan hasil dialogis 
dan uji publik dari naskah akademis yang mengarah pada  kesepakatan dua lembaga 
kenegaraan yakni lembaga eksekutif dan legeslatip. Pernyataan ini mengindikasikan 
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bahwa kebijakan publik yang berkaitan dengan kajian pendidikan dan kurikulum  tidak 
akan pernah lepas dari politik kekuasaan, kebijakan ini dengan sendirinya akan 
berimflikasi pada kehidupan berbagsa dan bernegara dimasa kini maupun massa yang 
akan datang. 
 Kebijakan di bidang kurikulum sebagai sebuah keputusan dan kesepakatan 
bersama di bidang pendidikan memiliki keterkaitan dengan tata kehidupan masyarakat 
yang dilayani,antara subyek dan obyek mengalami keterkaitan, antara pembuat kebijkan 
dan pengguna kebijakan juga harus singkron dan saling terkait satu dengan yang 
lainnya,oleh karenanya kurikulum tidak mungkin menjadi sebuah kebijakan publik 
apabila tidak mendapat dukungan politik. 
 Jika kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga politik yakni eksekutif maupun 
legislatip termasuk didalamnya adalah  kebijakan kurikulum baik itu kurikulum 
pendidikan yang bersifat umum maupun kurikulum mata pelajaran sejarah dari periode 
satu ke periode yang lainnya selalu menimbulkan pertentangan antara kelompok baik pro 
maupun kontra. Guna menghindari konflik kebijakan yang berkepanjangan  diperlukan 
suatu kearipan dari berbagai pihak yang dalam terori kebijakan public dikenal dengan 
istilah politik kebijaksanaaan  atau dengan kata lain dikenal dengan istilah bahwa setiap 
“kebijakan membutuhkan kebijkasanaan” (Ripley 1985,40-41). 
Dalam kebijkan publik sering kali kita mendengarkan istilah bahwa  suatu bangsa 
dan kehidupan kebangsaannya adalah hasil dari suatu proses realisasi aspirasi dan 
perjuangan kelompok masyarakat dengan segala hambatan dan  tantangan yang 
dihadapinya, oleh karenanya sangatlah tepat jika kurikulum pendidikan sejarah dapat 
diaflikasikan dalam sebuah  proses pendidikan yang bermartabat yang bisa digunakan 
sebagai  sarana pendidikan politik yang tepat dan ampuh serta dapat dikembangkan 
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sebagai landasan berfikir yang positif tentang kehadiran bangsa. Pembelajaran sejarah 
juga hendaknya dijadikan  media pendidikan yang mencerminkan dinamika kehidupan 
politik dan aspek kehidupan lainnya yang dapat dijadikan cermin bagi pengembangan 
kehidupan bangsa masa kini dan masa yang akan datang. Pendidikan sebagai upaya sadar 
dalam membangun insan yang cerdas spiritual, sosial, dan emosional sehingga luaran 
yang dihasilkan akan menjadi pembina dan pembangun bangsa ke arah yang lebih 
bermartabat. Politik pemerintah disuatu negara sangatlah dominan pengaruhnya terhadap 
perubahan kurikulum pendidikan, termasuk di dalamnya politik kurikulum sejarah 
Indonesia dengan segala konsekuensi logis ke arah yang lebih baik.  
Perubahan kurikulum sebagai representasi sebuah kebijakan merupakan tindakan 
politik kompromistis antara eksekutif dalam hal ini diwakili oleh pemerintah 
(Kementeriaan  Pendidikan Nasional)  dan legislatif dalam hal ini sebagai representasi 
dari masyarakat yang dipilih melalui proses pemilihan umum yang demokratis, hal ini 
suatu penyelsaiaan diantara kepentingan yang saling bersaing, senada dengan pendapat 
diatas, Taylor (1997: 13) Suatu kebijakan kurikulum adalah  dinamis dan intraktif, dan 
bukan hanya seperangkat suruhan atau niat. Kebijakan kurikulum pendidikan  merupakan 
suatu tindakan yang kompromistis politik antara citra yang bertentangan mengenai 
bagaimana seharusnya perubahan harus berjalan. Kompromi politik dicapai melalui 
proses negosiasi nilai nilai oleh pemerintah diantara kelompok berpengaruh dalam 
masyarakat. Pernyataan ini senada dengan pendapat dan pemikiran Easton, dia 
menganggap kebijakan sebagai sebuah jejaring keputusan dan tindakan yang menentukan 
nilai, hakekat kebijkan, demikian pendapat Easton (1953:30). 
Menurut General Medical Council (2010: 178) hal-hal yang berkaitan dengan 
kurikulum harus berpatokan pada hasil belajar yang bersifat general (umum), profesional, 
dan yang bersifat khusus dalam kemampuana penguasaan terhadap pengetahuan, 
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keterampilan, dan sikap. Selain itu juga kurikulum harus merekomendasikan terhadap 
pengalaman belajar dan dalam hal profesionalitas. 
Keterkaitan antara kebijkan kurikulum dan politik terlihat dengan jelas terutama 
dalam kurikulum pendidikan sejarah di tingkat Sekolah Menengah Umum, landasan 
politis dalam proses pembuatan kebijakan dan pengembangan dalam melakukan 
perubahan kurikulum terlihat sangat jelas. Oleh karenanya  landasan politis pendidikan 
sejarah dijadikan sebagai pertimbangan utama karena pada dasaranya orientasi materi 
lebih banyak mengarah pada proses dimana dan bagaimana negara dan bangsa itu 
terbentuk, bagaimana perjuangan yang telah dilakukan oleh para pendiri bangsa  dan 
bagaimana cara mempertahankan dan mengisis kemerdekaaan. Berdasarkan 
pertimbangan ini maka pendidikan sejarah adalah media pendidikan politik paling ampuh 
dalam membangun memeori kolektif sebagai suatu bangsa (Easton (1953:33). 
Membahas kurikulum sejarah tidak bisa hanya berbicara pada satu masa 
atau satu periodisasi, pembahahasannya harus kronologik, hal ini disebakan oleh 
pembahasan satu dan dengan perkembangan periode antara periode satu dengan 
periode yang lainnya saling berkaitan atau dalam bahasa yang sangat sederhana 
dapat dijelaskan bahwa kajian dan telaah kurikulum  sejarah Indonesia  harus 
runtut, sistematis, dan berurutan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang 
lainnya, antara periode satu dengan periode yang lainnya, sehingga bisa dilihat 
benang merah dan saling keterikatan antara satu kebijakan dengan periodesasi 
kebijakan lainnya. 
Selain politisasi kurikulum  sejarah Indonesia, kurikulum pendidikan pada 
massa orde baru juga menekankan pada praktek pendidikan, dimana pendidikan di 
sekolah dijadikan instrumen dalam proses pembangunan. Oleh karenanya, tidak 
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mengherankan kalau seiring dengan semangat dan pelaksanaan pembangunan 
pendidikan lebih banyak menitik  beratkan materi materi kesejarahannya pada 
materi pembangunan ekonomi,namun demikian perubahan kurikulum bukanlah 
sesuatu yang tabuh karena perubahan kurikulum di Sesuai dengan kompleksitas 
dan perkembangan dinamika bangsa, maka kebijakan pendidikan nasional 
mengalami perombakan-perombakan kurikulum pendidikan. 
Melihat kelemahan kurikulum sejarah dari periode ke periode dimana 
kurikulum sejarah dipenuhi dengan politisasi dan pembahasan tentang sejarah 
Idiologi politik maka di tahun 2013 kurikulum sejarah mendapat forsi yang sangat 
terhormat dan menempati posisi strategis dalam kurikulum 2013. 
Kebijakan Kurikulum Sejarah Indonesia tahun 1975 atau lebih dikenal 
dengan kurikulum 1975, materi dalam kurikulumnya  lebih banyak  diarahkan 
pada proses penanaman nilai nilai moral Pancasila serta lebih  menekankan akan 
pentingnya pemahaman terhadap nilai-nilai 1945 bagi generasi penerus bangsa.  
Berdasarkan kajiaaan dan analisis data yang dilakukan oleh para peneliti 
terhadap naskah dan  document kurikulum  mulai dari kurikulum orde baru, panca 
wardana sampai kurikulum sejarah Indonesia massa orde baru,terlihat jelas  
bahwa arah pengembangan lebih bayak bernuansa sejarah politik,hal ini bisa 
dilihat dari muatan materi dalam kurikulum sejarah lebih banyak  membahas 
tentang peran dan kehebatan dari para tokoh- tokoh besar,membahas tentang 
idiologi politik dan bayak  mengarah peda pembenaran  sepihak tentang 
perjuangan suatu bangsa  kurikulum sejarah lebih banyak berbicara tentang 
sejarah Indonesia dalam perspektif sejarah sebagai pendidikan bukan sejarah 
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sebagai Ilmu. Oleh karenanya di era reformasi muncullah ide, gagasan yang 
mengiginkan agar politisasi kurikulum sejarah segera dihentikan agar efek negatip 
sebuah kurikulum tidak terdistorsi dengan kepentingan penguasa atau 
kepentingan-kepentingan politik ke dalam pembelajaran sejarah di sekolah 
melalui kurikulum.  
Berdasarkan uraiaan diatas dapat dijelaskan  bahwa kebijakan pemerintah 
dalam proses penyempurnaan  dan penyusunan kurikulum nasional mutlak  
diperlukan,hal in disebabkan  kurikulum  termasuk kurikulum sejarah Indonesia 
haruslah bersifat pleksibel disesuaikan dengan perubahan zaman. Perubahan 
kurikulum diharapkan dapat mengikuti berbagai perkembangan yang terjadi di 
segala bidang yang selanjutnya diaktualisasikan dalam bentuk kurikulum 
pendidikan dengan harapan peserta didik segera mendapatkan berbagai 
pengetahuan dan wawasan baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Bila dilihat 
tujuan dari diadakannya suatu kurikulum oleh sebuah lembaga yang tugasnya 
diberikan kewenangan dalam membuat kebijakan adalah dalam rangka 
mewujudkan pembelajaran sejarah yang terarah pada tujuan pendidikan dan 
pengajaran seperti yang tercantum dalam Undang Undang Pendidikan. 
Komponen-komponen dalam proses pembelajaran tersebut satu sama lain saling 
berinteraksi dan berhubungan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional secara 
komprehensif. 
Berikut ini akan dikemukakan  beberapa temuan dan pembahasan  yang 
berhubungan dengan Kebijakan kurikulum sejarah Indonesia pada masa Orde 
Lama,orde baru sampai orde reformasi, landasan filosopis kurikulum sejarah 
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Indonesia Orde Lama,orde baru dan orde reformasi, serta posisi mata pelajaran 
Sejarah Indonesia dalam kurikulum  massa Orde Lama,orde baru dan  reformasi. 
Kurikulum massa reformasi titik tekan pembahasannya adalah pada kurikulum 
sejarah Indonesia 2013. 
A. Kebijakan Kurikulum Sejarah di Sekolah Menegah Atas 
1. Kebijakan Pemerintah terhadap Kurikulum Sejarah Indonesia Massa 
Orde Lama. 
 
Perubahan dan pembaharuan kurikulum pendidikan di Indonesia tidak 
pernah  lepas dari intervensi pemerintah dan politisasi oleh partai politik yang 
berkuasa.Kebijakan kurikulum dari periode satu ke periode  yang lain terjadi silih 
berganti ketika paradigma pemegang kekuasaan selalu berubah sesuai dengan 
terminologi subjektifnya. Bila dicermati secara teliti pada periode tahun 1945-
1951, Sekolah Menengah Atas menggunakan kurikulum AMS (Algemene 
Middelbare School) yang merupakan warisan pendidikan  zaman Hindia Belanda 
hal ini tentu bisa difahami mengigat Indonesia baru saja berdiri ditengah 
keterbatasan sumber daya manusia dan sumber pendukung lainnya, memasuki 
masa Orde Lama, orde baru sampai orde reformasi, pendidikan selalu menjadi 
primadona para penguasa karena dengan pendidikan merupakan alat,sarana 
mendukung konsep dan strategi pembangunannya, intervensi politik terhadap 
kebijakan pendidikan bisa berdampak positif maupun  negatif (Asvi Warman 
Adam, wawancara. Mei 2016). 
Secara defacto pada tanggal 17 Agustus 1945 , bangsa Indonesia menjadi 
bangsa yang mandiri dan terbebas dari belenggu kolonialisme dan cengkraman 
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para penjajah. Oleh karenanya langkah pertama yang dilakukan  agar bangsa 
Indonesia benar-benar terbebas dan tidak  terbelenggu oleh penderitaan yang 
maka salah satu solusi  yang diamanatkan konstitusi negara dalam pembukaaan 
UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidkkan. Sehari 
setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menetapkan Undang-Undang 
Dasar, yaitu UUD 1945. Sekaligus menetapkan dasar dan falsafah negara 
Indonesia, yaitu Pancasila yang kemudian dijadikan dasar dalam menjalankan 
sistem Pendidikan Nasional.(UUD 1945) 
Perkembangan pendidikan Indonesia pasca kemerdekaan mengalami 
perubahan dan perkembangan. Sistim pendidikan yang sebelumnya terpusat dan  
hanya berorientasi pada kepentingan para penjajah dan bangsa kolonial atau lebih 
bersifat kolonial sentris,eropa sentris, pasca Indonesia menjadi sebuah negara 
merdeka atau lebih dikenal dengan istilah pasca kemerdekaan, orientasi 
pendidikan mengalami berubah, baik dari sisi filosofi,bentuk maupun tujuan 
pendidikan itu sendiri. Tujuan  Pendidikan  pasca kemerdekaan secara umum jelas 
dan tegas mengatakan bahwa sistim pendidikan nasional  bertujuan mencerdaskan 
kehidupan bangsa dan berorientasi pada penanaman  nasionalisme rakyat terhadap 
bangsanya. Hal ini  sesuai dengan amanat konstitusi negara seperti yang termuat 
dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Pembukaan Alinea ke-IV). 
Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan salah satu cita-cita pembangunan 
nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. 
 Pada masa Orde Lama, pemerintah lebih fokuskan dalam membangun 
pendidikan sebagai upaya dalam pembentukan karakter bangsa. Inilah orde di 
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mana semua orang merasa sejajar, tanpa membeda-bedakan satu dengan lainnya 
dari segi apapun.  
Sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat penuh atas dirinya, 
maka selama dua hari tepatnya pada tanggal 18 -19 Agustus 1945, PPKI  
melakukan sidang resmi kenegaraan atau lebih dikenal dengan sidang perdana 
kenegaraan, materi yang dibahas dalam persidangan tersebut yakni menyepakati 
serta menyatukan kebulatan tekat dalam sebuah keputusan, yakni membentuk 
lembaga dan departemen yang akan berada di garda terdepan dalam menjalankan 
roda pemerintahan. Kesepakatan tersebut berupa pembentukan terhadap dua belas  
Departemen yang salah satunya adalah  departemen PPK. Selain pembentukan 
Departemen, hasil sidang PPKI,keputusan  lainnya adalah pada tangggal 19 
Agustus 1945 PPKI juga membentuk  KNIP dan KNID sebagai parlemen 
Republik Indonesia, Kepolisiaan Republik Indonesia, dan pembentukan Tentara 
Kebangsaan. Kepanitiaan ini dipimpin oleh Abdul Kadir yang beranggotakan Otto 
Iskandar Dinata dan Kasman Singodimedjo (Pusponegoro dan Notosusanto, 
2008). 
Dari hasil sidang PPKI, Departemen  PPK diberikan kewenangan penuh 
untuk menyususun sistem pendidikan beserta penyelenggaraannya, termasuk di 
dalamnya penyususunan kurikulum. Jabatan Kementeriaan PPK dipercayakan 
kepada Ki Hadjar Dewantara,pertimbangan penunjukkan beliau sebagai menteri 
pendidikan  didasari pertimbangan pengalaman pribadinya dalam perjuangan 
melawan penjajah serta pengalaman beliau dalam mencerdaskan kehidupan 
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bangsa melalui sitem pendidikan yang dikenal dengan sitem perguruan Taman 
Siswa. 
Pola pengembangan pendidikan yang dikembangkan oleh Ki Hadjar 
Dewantara rupaya menarik perhatian Presiden Sukarno, beliau akhirnya dipercaya 
untuk membangun marwah pendidikan Indonesia dengan pendekatan  budaya dan 
kearifan lokal. Sebelum memiliki undang-undang, pendidikan nasional upaya 
untuk mengganti pendidikan kolonial dengan pendidikan yang bersifat nasional 
telah dilakukan. Menteri Pengajaran pertama, Ki Hadjar Dewantara, 
mengeluarkan instruksi yang dikenal dengan nama Instruksi Umum kepada para 
guru. Isinya adalah agar para guru mengganti sistem pengajaran kolonial dengan 
pengajaran untuk membangun semangat kebangsaan. Tidak sampai setahun 
setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. 
Ki Khadjar Dewantara merupakan sosok tokoh pendidikan yang berhasil 
membuat kebijakan rintasan yang selanjutnya dijadikan sebagai pondasi atau 
dasar-dasar sistem pendidikan nasional yang berbasis kebudayaan, patriotism, dan 
nasionalisme (Tilaar, 1995: 70). Tujuan pendidikan nasional pada masa awal 
kemerdekaaan bertumpu pada proses penanaman semangat patriotisme dan 
peningkatan kesadaran nasional, dengan harapan  semangat  kemerdekaan dapat 
dipertahankan. Kementrian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Republik 
Indonesia pada tahun 1946 mengeluarkan suatu pedoman bagi guru-guru yang 
memuat sifat-sifat kemanusiaan dan kewarganegaraan sebagai dasar pengajaran 




Karena kondisi politik di tanah air yang belum stabil, posisi  beliau sebagai 
menteri  PPK  berlangsung sangat singkat, yakni hanya berlangsung selama empat  
bulan, yakni mulai dari 14 Agustus sampai 14 November 1945.Ki Khadjar 
Dewantara akhirnya tergantikan  tergantikan oleh Mr. T. S. G. Mulia, jabatan 
tersebut diemban mulai tanggal  4 November 1945 sampai 27 Juni 1946. Pasca 
pelantikan  tepatnya pada tanggal 29 Desember 1945, Badan Pekerja Komite 
Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) mengusulkan pada Kementrian Pendidikan 
dan Kebudayaan supaya segera menetapkan pondasi dan pembaharuaaan 
pendidikan dan pengajaran. ( Rapat BPKNIP 27 Desember 1945).  
Selain Sembilan poin diatas pembaharuan yang dilakukan oleh lembaga 
Kementeriaan dan Pendidikan adalah lembaga Kementeriaan PPK tidak  
membenarkan sekolah terutama  sekolah rendah memungut uang dari para siswa, 
sedangkan untuk sekolah menengah dan Perguruan Tinggi hendaknya diadakan 
aturan pembayaran dan tunjangan, sehingga soal keuangan tidak lagi menjadi 
halangan bagi pelajar–pelajar yang kurang mampu. Mr.T.S.G. Mulia juga hampir 
sama dengan Ki Khadjar Dewantara, beliau mengemban jabatan  dalam waktu 
yang  relative singkat,dan kemudian digantikan  oleh Mr. Suwandi. 
Mr.Suwandi menjabat sebagai menteri PPK mulai tanggal 2 Oktober 1946 
sampai 27 Juli 1947. Pada masa kepemimpinan Suwandi sebagai Kementeriaaan 
PPK, Pemerintah berhasil membentuk  panitia penyelidik pengajaran republik 
Indonesia, Panitia ad-hok yang dibentuk pemerintah dianggap sangat berjasa 
dalam meletakkan pondasi pendidikan nasional karena panitia berhasil  
merumuskan sistem pendidikan nasional secara resmi, rumusan  pendidikan 
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nasional yang dihasilkan pada massa Suwandi mirip bahkan hampir sama sama 
dengan konsep pendidikan Ki Hadjar Dewantara. (Posponegoro dan Nugroho 
Notosusanto, 2008). Menurut penulis kesamaaan konsep pendidikan tidak lepas 
dari posisi Ki Hadjar Dewantara yang diangkat oleh Suwandi sebagai ketua 
panitia perumus sistem pendidikan  
Pada tahun 1947  keluar kebijakan pemerintah berupa Kepmen Keputusan 
Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaaan yang ditandangani oleh Mr. 
Suwandi, Kebijakan tersebut  berhubungan dengan kebijakan kurikulum. 
Keputusan ini merupakan aspek ide kurikulum dan dinyatakan dengan istilah 
pedoman dasar-dasar pengajaran.  
Pijakan yang dihasilkan oleh Mr.Soewardi pada tahun 1947 di mana 
Kurikulum pendidikan pertama hadir pada masa kemerdekaan dengan 
menggunakan atau memakai istilah dalam bahasa Belanda “leer plan” yang 
artinya adalah rencana pembelajaran.  
Dengan demikian, susunan program pengajaran dalam rencana pelajaran 
1947 terdiri dari 16 mata pelajaran, dengan tiga catatan di antaranya, yaitu: bahasa 
daerah (Jawa, Sunda dan Madura) bagi peserta didik yang bersangkutan, 
pekerjaan keputrian bagi anak-anak perempuan, dan pendidikan agama bagi anak-
anak pemeluk agam yang bersangkutan. 
Dalam suasana perang kemerdekaaan, panitia berhasil menyusun 
rancangan Undang-Undang pendidikan nasional pada tahun 1948. Rancangan ini 
kemudian disetujui oleh Menteri Pendidikan Ali Sastromidjojo yang 
menggantikan posisi Suandi, sehinggga rancangan yang dibahas oleh Ki Hadjar 
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Dewantara selaku ketua tim perumus pendidikan, kembali membahas rumusan 
tentang sistem pendidikan nasional dalam sidang BP KNIP yang pada masa itu 
berfungsi sebagai pengganti DPR. Namun lagi-lagi pembahasan draf Undang-
Undang Sistem Pendidikan Nasional mengalami kendala dan gagal memperoleh 
pengesahan oleh BP KNIP. Hal ini disebabkan oleh adanya serangan Belanda ke 
pusat ibu kota negara di wilayah Yogyakarta, tepatnya pada tahun 1948. 
Akibatnya pasukan Belanda menangkap Presiden dan Wakil Presedien Republik 
Indonesia beserta jajaran di kementerian serta menyita seluruh dokumen negara. 
Termasuk dokumen tentang draf Undang-Undang sistem pendidikan nasional  
(Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 2008). 
Pengaruh pemikiran dalam peyusunan strategi dan kebijakan pendidikan nasional 
yang berbasis kebudayaan sangat kental, terlebih Menteri PPK pada kabinet Muhamad 
Hatta II dijabat oleh Ki Sarino Mangunkaskoro, yang latar belakangnya sama dengan Ki 
Hadjar Dewantara, yakni sama-sama datang dari perguruan Taman Siswa. Tokoh yang 
konsep dan pemikirannya sama-sama datang dari lingkungan Taman Siswa yang ingin 
membangun pendidikan berbasis budaya di Taman Siswa yakni (4 Agustus 1949 sampai 
6 September 1950).  Menteri PPK Ki Mangunkaskoro mengajukan kembali konsep 
pendidikan yang pernah dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan yang 
berbasis budaya. Konsep ini dibahas kembali dalam sidang Badan Pekerja KNIP. 
Pembahasan tentang konsep pendidikan nasional dilaksanakan mulai dari tanggal 26 
sampai 28 Oktober 1949. Selama persidangan berlangsung terjadi perdebatan yang cukup 
hangat, terutama menyangkut  hal-hal yang berkaitan dengan tujuan pendidikan, dasar 
pendidikan, bahasa pengantar, kewajiban belajar, beasiswa, dan pendidikan jasmani. 
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Setelah melalui proses  panjang yakni sejak Indonesia merdeka akhirnya 
Badan Pekerja KNIP  akhirnya berhasil menyepakati tujuan pendidikan nasional 
dan draf RUU Pendidikan disahkan  menjadi Undang Undang oleh pemerintah 
pada tanggal 2 April 1950 menjadi Undang-Undang No.4 Tahun 1950 Tentang 
Dasar-Dasar Pengajaran di Sekolah. Pengesahaan Undang-Undang Pendidikan  
dilakukan dalam kondisi negara tidak lagi berbentuk negara kesatuaan Republik 
Indonesia, tetapi negara pada saat itu sudah berubah dari NKRI menjadi negara 
serikat. Hal ini terjadi sebagai akibat dari hasil perjanjian  Konferensi Meja 
Bundar antara Indonesia dengan Belanda. Dengan perubahan sistem kenegaraaan 
dari NKRI menjadi sistem republik Indonesia Serikat, maka negara republik 
Indonesia menjadi bagian dari negara republik Indonesia Serikat. Negara 
Republik Indonesia Serikat di bawah kepemimpinan Ir. Sukarno sebagai Presiden 
dan Muhamad Hatta sebagai Wakil Presiden. Sementara Presiden negara bagian 
Republik Indonesia depegang oleh Mr. Asaat Datuk Mudo, mantan ketua BP 
KNIP. 
Dari kajian dan telaah dokumen kurikulum yang dilakukan oleh peneliti 
terhadap Undang-Undang Pendidikan No. 4 Tahun 1950 dapat dikemukakan  
bahwa kajian  kebijakan pendidikan nasional yang diformalkan dalam bentuk 
Undang-Undang Pendidikan nasional pertama kali disahkan oleh Mr. Asaat, 
bertindak atas nama Presiden negara bagian republik Indonesia, dan diundangkan 
oleh Menteri Kehakiman negara bagian Rebublik Indonesia A.G.Pringgodigdo. 
Namun demikian ada yang sangat menarik dalam Undang-Undang Pendidikan 
Nasional 1950, walaupun  undang-undang ini dibuat dan disahkan oleh Presiden 
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negara bagian Republik Indonesia, tetapi penerapan sistem pendidikan melalui 
undang-undang sistem pendidikan nasional diberlakukan untuk semua wilayah 
negara bagian, termasuk di negara RIS (Dokumen UU Pendidikan Nasional 
1950). Perluasan pemberlakuan undang-undang ini dilakukan setelah tercapai 
kesepakatan antara Perdana Menteri negara bagian Republik Indonesia yang pada 
saat itu dijabat oleh dr. Abdul Halim, sedangkan Perdana Menteri Negara 
Republik Indonesia Serikat dijabat oleh  Drs. Mohamad Hatta. Dari penjelasan di 
atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan nasional dianggap sebagai 
kebijakan bersama antar kedua negara atau dalam bahasa yang sangat sederhana 
dapat dikatakan  bahwa pada tahun 1950 Republik Indonesia menghasilkan 
Undang-Undang pertama tentang pendidikan yang kemudian digunakan oleh RIS 
dan setelah itu digunakan kembali oleh negara Republik Indonesia dengan nama 
UU No. 12 Tahun 1954 (Hamid Hasan, 2010: 116). 
Bila dicermati secara detil dan mendalam, kajian Undang-Undang 
pendidikan No.4 Tahun 1950 sebenarnya terdapat penjelasan bahwa tujuan 
pelaksanaan pendidikan nasional adalah melaksanakan pendidikan yang bersifat 
nasional dan demokratis. Negara harus mengembangkan sistem tim pendidikan 
nasional ke seluruh wilayah pemerintah RIS dan pola pelaksanaan pendidikan 
haruslah berbeda dengan pelaksanaan sistem pendidikan yang pernah digunakan 
oleh pemerintahan Belanda yang kolonialisme dan Eropa sentries, serta 
menghindari pelaksanaan pendidikan yang menjauhkan masyarakat dari akar 
budayanya. (Undang-Undang Pendidikan  No.4 Tahun 1950) 
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Dalam Undang-Undang Pendidikan  No. 4 Tahun 1950, penjelasan umum 
No. 8 dan No. 9 dijelaskan bahwa pendidikan nasional memberi jaminan 
“keharusan untuk pendidikan kita atas kebudayaan nasional” (UU No.4/1950 
Tentang Kebijakan Nasional). Kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan UU 
No. 4 Tahun 1950 terhadap pendidikan nasional telah menempatkan kurikulum  
sejarah Indonesia pada posisi terhormat. Pengajaran sejarah diberikan perhatian 
khusus oleh negara. Pengajaran sejarah Indonesia diharapkan mampu 
membalikkan situasi dan kondisi, dari masyarakat yang selama ini dibodohkan 
dengan pengajaran yang eropa sentris, pro-kolonialisme dan lambat laun dapat 
mengikis budaya feodal yang merupakan warisan turun temurun sebagai 
peninggalan pemerintahan kolonial Belanda.  
UU No. 4 Tahun 1950, memberi ruang yang khusus  pada kurikulum 
sejarah,kurikulum sejarah diharapkan bisa diterapkan dalam sebuah  proses 
pembelajaran yang mencerdaskan, serta dapat mewujudkan rasa nasionalisme 
generasi muda terhadap bangsa dan negara tercinta Indonesia.Pada masa 
penjajahan kolonialisme, baik Belanda maupun Jepang, bangsa Indonesia merasa 
terasing dari sejarahnya sendiri,lembaga pendidikan lebih bayak membahas dan 
menceritakan sejarah dari negeri perantauan,sejarah  bangsa penjajah dan 
pembenaran terhadap langkah dan tindakan yang dilakukan oleh kaum 
kolonialismen sehigga sejarah Indonesia  menjadi tamu di negerinya sendiri. (UU 
No.4 tahun 1950) 
Di bawah kepemimpinan Sarmidi Mangun Sarkoro  yang merupakan 
menteri PPK di era itu berhasil meletakkan pondasi pendidikan sejarah yang 
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ditandai dengan munculnya UU No. 4 Tahun 1950. Karena sistem politik yang 
tidak stabil yang ditandai dengan jatuh bangunnya kabinet, maka pada tahun 1951 
beliau digantikan oleh Bahder Djohan. Program menteri PPK pada masa ini 
adalah membentuk Panitia Sejarah Nasional sejarah nasional dianggap sebagai 
satu satunya cara mencegah perpecahan dan disintegrasi politik sebagai akibat 
memanasnya suhu politik menjelang pesta demorasi.  
Pembentukan tim sejarah Indonesia diketuai oleh Prijono dengan 
keanggotaan sejarawan UI dan sejarawan Belanda yang bekerja di UI dan Dinas 
Kepurbakalaan. Pembentukan kepanitaan ini dilatarbelakangi oleh adanya 
pandangan pemerintah terhadap pelajaran sejarah Indonesia sebagai wahana yang 
strategis dalam rangka membentuk waktak, karakter dan keperibadian warga 
negara ke arah yang lebih baik melalui pengajaran sejarah. Oleh karenanya satu-
satunya cara adalah melakukan revisi terhadap materi buku-buku pengajaran 
sejarah Indonesia maupun revisi buku-buku teks yang merupakan kebutuhan yang 
sangat praktis dan penting  (Sodjatmoko, G. Mct. Kahin, 1995: xiii).  Namun, tim 
ini gagal  menyusun buku dan materi pelajaran sejarah, hal ini disebabkan oleh 
situasi dan kondisi politik yang tidak stabil yang ditandai dengan jatuh bangunnya 
kabinet akibat dari mosi tidak percaya yang dilakukan oleh parlemen serta waktu 
yang tersedia relative singkat  serta lemahnya sumber-sumber yang dijadikan 
represi dalam proses penulisan sejarah Indonesia (Asvi Warman 
Adam,Wawancara,  April 2016) 
Meskipun penyusunan buku sejarah Indonesia mengalami kegagalan, tetapi posisi 
strategis dan pentingnya pengajaran sejarah dalam sisitem pendidikian nasional tidak 
bergeser. Kedudukan pengajaran sejarah semakin kuat dalam sisitem pendidikan nasional 
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setelah menteri PPK dipegang oleh Muhamad Yamin yang mengggantikan Bahder Johan. 
Program pertama Muhamad Yamin di awal kepemimpinannya sebagai menteri PPK 
adalah mengajukan kembali UU No. 4 Tahun 1950  kepada  DPR. Pengajuan ini 
diangggap sangat penting karena UU No. 4 Tahun 1950 disahkan pada saat negara 
berbentuk federal, sementara sejak bulan Agustus 1950 bentuk negara kembali lagi ke 
bentuk negara kesatuan. Pada tanggal 27 Januari 1954, pimpinan DPR menyetujui 
pemberlakuan kembali UU No. 4 Tahun 1950 tanpa perubahan, baik dari sisi konsedran 
maupun pasal-pasal yang mengatur tentang pendidikan. Hasil persetujuan  DPR ini 
disahkan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 12 Maret 1954 menjadi Undang-Undang 
No. 4 Tahun 1954 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang  No. 4 Tahun 1950  
dari Republik terdahulu tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah untuk 
seluruh Indonesia. Pemberlakuannya diundangkan oleh Menteri Kehakiman Djody 
Gondo Koesumo dan PPK Mr. Muhamad Yamin pada tanggal 18 Maret 1954.( UU No. 4 
Tahun 1950) 
Pada masa kementerian  PPK dijabat oleh  Muhamad Yamin, kebijakan 
pendidikan memberi perhatian serius pada proses membangun nasionalisme kebangsaan 
melalui proses pembelajaran sejarah di sekolah-sekolah. Kegagalan panitia penyusunan 
Sejarah Nasional Indonesia pada tahun 1951 yang dipimpin Prijono sangat berpengaruh 
terhadap upaya pemerintah dalam mengatasi kerancuan materi pengajaran sejarah di 
sekolah yang sudah terasa semenjak tahun 1945.  
Kerancuaan materi pembelajaran sejarah  disebabkan oleh berberapa factor 
diantaranya : pihak kementeriaaan PPK membuat kebijakan yang sangat  menguntungkan 
bagi pembelajaran sejarah dimana  pelajaran sejarah dijadikan sebagai pelajaran prioritas 
utama. Kementeriaaan PPK memberi ruang dan instruksi agar dalam proses pembelajaran 
sejarah di sekolah perlu sarana penunjang pembelajaran berupa penyediaaan buku paket. 
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Instruksi ini  disambut antusias oleh para praktisi sejarah,akademisi,guru dan penulis 
sejarah,sayangnya antusiasme penulisan buku pelajaran  sejarah disekolah tidak 
terstadarisasi dengan baik, terutama materi pelajaran sejarah untuk pendidikan rakyat dan 
Sekolah Rakyat. Guru-guru di kedua sekolah tersebut berusaha membuat diktat-diktat 
sejarah yang pada akhirnya diterbitkan pula menjadi sebuah buku.  
Antusiasme penulisan yang tidak terstandarisasi berakibat fatal yakni kualitas 
materi buku paket sejarah sangatlah,hal ini terlihat  dengan jelas pada baian bagian 
ikhtiar, intisari, dan pokok-pokok sejarah Indonesia. Banyak jumlah dan jenis buku 
sejarah Indonesia memunculkan kekacauan di bidang pelajaran sejarah di sekolah-sekolah 
maupun pada masyarakat umum (Joko Suryo : Wawancara Agustus 2016 ).  
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mengawali proses politisasi pendidikan terutama 
sejarah Indonesia, dekrit presiden 5 juli 1959 dikenal dengan istilah  era indoktrinasi 
pendidikan nasional oleh pemerintah Sukarno guna mendukung kebijakan politik dalam 
negeri maupun luar negeri. Materi-materi indoktrinasi dikumpulkan dari berbagai naskah 
pidato Presiden Sukarno dalam berbagai kesempatan.Guna memperkuat 
indoktrinasi,MPRS yang merupakan lembaga negara hasil dekrit presiden 5 Juli 1959 
membuat ketetapan MPRS yang khsusus mengatur masalah pendidikan nasional. Hal 
tersebut terdapat dalam TAP MPRS No II/MPRS/1960 yang menetapkan Pancasila dan 
manipol sebagai mata pelajaran wajib dari sekolah tingkat rendah sampai perguruan 
tinggi, dan mengarahkan sistem pendidikan nasional agar membentuk tenaga ahli dalam 
pembangunan yang sesuai dengan syarat-syarat masyarakat sosialis Indonesia. 
Berdasrkan TAP MPRS tersebut, Presiden menerbitkan Kepres  yang memfungsikan 
pendidikan nasional sebagai alat revolusi, menentang faham imperialisme, 
kolonialisme/neokolonialisme, feodalisme, dan kapitalisme. Oleh karenanya 
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dirumuskanlah Kepres yang bersifat revolusioner, yakni Keppres tertanggal 28 Mei  
No.145. 1965.(Kepres no.145 28 Mei 1965) 
Menteri PPK yang pada saat itu terkenal sangat loyal sama presiden Sukarno 
yakni  Prijono mengeksekusi kebijakan dan instruksi dari presiden Sukarno dengan cara 
memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan indoktrinasi dalam pendidikan sejarah. 
Kurang dari satu bulan setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, hal ini terbukti dengan 
dienerbitkan instruksi No. 1/17 Agustus 1959 yang isinya mewajibkan seluruh pejabat 
Kementerian PPK untuk menyesuaikan diri dengan perubahan politik pasca Dekrit 
Presiden 5 Juli 1959. Berdasarkan  instruksi Menteri PPK, Kepala Jawatan Pendidikan 
Umum Kementeriaan PPK Ali Marsaban  membentuk badan khusus, yakni Urusan Sapta 
Usaha Tama (dilaksanakan di tingkat Sekolah) dan Pancawardhana. Pancawardhana 
menyangkut sistem pendidikan baru yang didasarkan pada lima prinsip 
perkembangan,yakni moral, intelegensi/kecerdasan, emosional–artistic, keprigelan atau 
keterampilan, dan jasmani. 
Konsep Pancawardhana kemudian dijadikan program unggulan jangka panjang 
Kementerian PPK dalam Kabinet Sukarno. Guna memantapkan gerak langkah program 
pancawardhana, Prijono mengeluarkan instruksi ke-2 pada tangggal 17 Agustus 1961 
yang dipengaruhi oleh gagasan Presiden Sukarno dalam melakukan indoktrinasi dalam 
pendidikan nasional. Berdasarkan instruksi ini disusun kurikulum baru oleh pembantu  
Menteri Bidang Pendidikan Mr. Soepardo. Ia kemudian menugaskan Kepala Urusan 
Pendidikan Menegah Umum Tingkat Atas Idris M.T. Hutapea untuk pelajaran SMA. 
Penyusunan pelajaran baru tingkat SMA dirumuskan pertama kali pada rapat kerja  
Direktur SMA Negeri dan swasta seluruh Indonesia di Bandung pada tangggal 25 April 
hingga 2 Mei 1962. Rumusan awal dirapatkan kembali dalam rapat Undang-Undang  
Pendidikan SMA Gaya Baru yang diterapkan pada tanggal 21 sampai 29 Maret 1963 di 
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Tugu, Kabupaten Bogor. Rencana pelajaran ini dikenal juga dengan rencana pelajaran 
pancawardhana (Wignjoamidjojo, 163: 23) 
Materi pelajaran sejarah di SMA kelas 1 juga dimasukkan sebagai bagian dari 
kelompok mata pelajaran khusus. Sedangkan mata pelajaran sejarah pada kelas II sangat 
tergantung pada penjurusan, sehinggga mata pelajaran sejarah tidak diajarkan pada 
penjurusan ilmu pasti, tetapi diajarkan pada jurusan IPS dan budaya. Mata pelajaran 
sejarah kebangsaan dalam kelompok dasar SMP kedudukannya merupakan pendukung 
mata pelajaran Civic Education (Pendidikan Kewargaan Negara) sebagai mata pelajaran 
utama. Mata pelajaran ini bertujuan untuk menentukan sikap hidup manusia sosialis  
Indonesia yang berjiwa pancasila dan bertanggung jawab terhadap pembentukan 
masyarakat sosialis Indonesia yang adil makmur secara materiil dan spiritual. 
Kurikulum pendidikan pancasila dan kewarganegaraan yang merupakan pelajaran 
utama dan diperkuat kedudukannya oleh kurikulum sejarah Indonesia yang berifat 
revolusioner bertujuan agar pendidikan Indonesia dapat menghasilkan warga negara yang 
sosialis Indonesia (Document Indonesia,no.2.oct 1966) pp 185-222). Doktrin revolusioner 
dan sosialis Indonesia menyebabkan pendidikan sejarah dirumuskan menjadi bersifat 
proklamasi sentris dan bereskatologi masyarakat sosialis Indonesia. Dengan 
diberlakukannya pembelajaran MANIPOL USDEK,  maka kurikulum harus diubah 
karena diharuskan untuk memasukkan pikiran-pikiran yang ada pada MANIPOL 
USDEK. Hal tersebut secara tegas dinyatakan dalam Instruksi Menteri Pendidikan Dasar 
dan Kebudayaaan No. 2 tahun 1961. Berbekal  instruksi menteri tersebut, maka dunia 
pendidikan Indonesia mengenal mata pelajaran baru yang dinamakan Civic untuk 
membentuk manusia Indonesia baru, manusia yang sesuai dengan ajaran MANIPOL 
USDEK. Mata pelajaran ini kemudian menjadi mata pelajaran wajib di setiap jenjang 
pendidikan di Indonesia. Menurut B. Wignjoamidjojo dalam buku Pendidikan Mengabdi 
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MANIPOL, kebijakan ini kembali memperlihatkan  bahwa kurikulum tidak bisa dilepas 
dari unsur politik.(B. Wignjoamidjojo, 163: 35). 
Selain konsep manipol USDEK, politik dan dunia pendidikan di Indonesia 
pernah mengkampanyekan ideologi Marhaenisme, di mana ideologi ini milik 
kelompok  Partai  Nasional milik Soekarno. Ideologi ini pernah memiliki massa 
yang besar, namun ke depannya Marhaenisme tidak mampu bertahan lama 
meskipun pada sekitar tahun 1966 ideologi ini dianggap sesuai dengan  jalan 
revolusi seperti yang dikatakan Drs. Gatot Suwiryo pada koran Suluh Marhaenis 
pada 3 Oktober 1966. Selain ideologis, politik juga turut berpengaruh dalam 
pendidikan melalui kebijakan, kebijakan yang dimaksud di sini tentunya adalah 
kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dalam pendidikan juga sangat sarat 
akan kepentingan politik. Kebijakan dalam pendidikan ada yang langsung dari 
pemerintah pusat, namun ada juga yang melalui pendidikan tinggi (perguruan 
tinggi) (Koran  suluh Marhaenis,30 November 1966). 
2. Kurikulum Sejarah Indonesia Massa Pemerintahan Orde Baru. 
Orde baru sebenaranya lahir dengan harapan baru dengan harapan lahir 
untuk mengoreksi, dan mengevaluasi kembali secara menyeluruh pelaksanaan 
Pancasila dan UUD 1945, yang menurut pandangan tokoh dan penguasa Orde 
Baru sudah disalah arahkan atau disalah artikan oleh pemimpin Orde Lama.  
Proses peralihan kekuasaaan dari Orde Lama ke Orde Baru ditandai 
dengan kondisi perpolitikan yang masih belum stabil. Hal ini disebabkan oleh 
penguasa Orde Baru masih ingin menghilangkan citra dari pemerintahan Orde 
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Lama yang disimbolisasikan dengan Presiden Sukarno yang lebih dikenal dengan 
ajaran NASAKOM (Nasionalis, Sosialis, dan Komunis). Perubahan kondisi 
politik Indonesia pasca peristiwa 1965 ditandai dengan munculnya Suharto pada 
panggung politik sebagai pemimpin rezim yang baru disebut dengan Orde Baru. 
Pada tahun 1966 sampai dengan tahun 1980 merupakan tahun di mana membuat 
desain pemerintahan baru di mana pemerintahan membuat rakyat patuh dan 
menerima segala hal yang diatur oleh pemerintah. 
Dalam konstitusi negara, tepatnya dalam pembukaan Undang-undang 
Dasar 1945 alenia ke-IV, jelas-jelas menempatkan pendidikan sebagai salah satu 
prioritas utama. Secara teoritis tentu hal ini sangatlah menyenangkan, akan tetapi 
realita dilapangan, peran strategis pendidikan terutama sejarah Indonesia lebih 
banyak digunakan sebagai alat politik semata dalam rangka melanggengkan 
kekuasaannya selama 32 tahun. Fokus pembangunan pemerintah Orde Baru yang 
selama 32 tahun berkuasa lebih menitikberatkan dalam penguatan politik dan 
ekonomi. Salah satu alasan penulis berani mengatakan bahwa pendidikan di masa 
Orde Baru hanya digunakan sebagai alat indoktrinasi politik adalah adanya 
Pancasila dan P4 (pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) begitu juga 
dengan pelajaran sejarah di sekolah,sekolah lebih banyak berbicara tentang sosok 
ketokohan,kehebatan pelaku sejarah yang kebetulan sedang berkuasa. 
Hal ini diperkuat juga dari tulisan Tilaar (2002: 3) yang menyoroti secara 
khusus pendidikan pada masa Orde Baru. Solusi yang diambil pemerintah 
bukanlah solusi konstruktif, tetapi pemerintah Indonesia justru mengambil 
kebijakan yang destruktif, yakni mengambil kebijakan dengan cara mengurangi 
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anggaran di bidang pendidikan. Kasus di atas cukup buat kita untuk sampai pada 
sebuah keputusan atau kesimpulan bahwa tindakan dan sikap pemerintah Orde 
Baru menempatkan lembaga pendidikan di bawah birokrasi negara. 
Pemerintah Orde Baru berusaha keras memperbaiki citra dirinya dengan 
melakukan perubahan dalam berbagai sendi kehidupan. Pembenahan dimulai 
dalam bidang politik, ekonomi, pertahanan keamanan, dan bidang pendidikan. 
Perubahan di bidang pendidikan ditandai dengan adanya perubahan kurikulum 
pendidikan di Indonesia. Dalam Kurikulum 1968, posisi materi sejarah Indonesia 
dimasukkan dalam materi kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan. Ruang 
lingkup dan isi materi pengajaran sejarah Indonesia merupakan bagian terpenting 
karena menyangkut penguatan legitimasi kekuasaan Orde Baru yang 
sesungguhnya telah mengambil alih kekuasaan dari Presiden Sukarno ke Presiden 
Suharto melalui peralihan kekuasaan bertahap, terencana, dan sistematis. 
Kelahiran Kurikulum Sejarah tahun 1968 lebih bersifat politis, menggantikan 
rencana pendidikan tahun 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama.  
Poin dari kurikulum 1968 hanya pada materi-materi yang tepat diberikan 
pada jenjang pendidikan. Selanjutnya pada tahun 1969 di Indonesia terjadi 
perubahan akibat lajunya pembangunan nasional yang mulai tumbuh sebagai 
akibat kebijakan pemerintahan Orde Baru yang memberikan insentif bagi 
pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ini berdampak juga terhadap 
program pendidikan nasional dan keinginan pemerintah untuk melakukan 
pembaharuan di bidang kurikulum.  
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Pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto 
menyadari sepenuhnya bahwa begitu penting melakukan perubahan mainset 
generasi muda agar tidak terpengaruh terhadap ideologi pengajaran MANIPOL 
USDEK yang dikembangkan oleh pemerintahan orde sebelumnya. Oleh 
karenanya perubahan materi kurikulum dalam sejarah Indonesia menjadi sangat 
penting guna memperkuat legitimasi kekuasaannya dan menunjukkan 
keberhasilan orde baru selama di bawah kepemimpinanya. Pengalaman ini 
mendorong penguasa untuk merubah pola pikir ideologi masa lalu dalam 
pengajaran sejarah menjadi memori kolektif bangsa berdasarkan versi sejarah 
masa kini. Walaupun terkesan subyektif, namun terlihat jelas dalam kurikulum 
1968 adanya kontroversi atau benturan materi pengajaran sejarah antara konsep 
sejarah yang dikembangkan pada masa Orde Lama dengan materi sejarah yang 
dikembangkan oleh orde baru. Perubahan mainset generasi muda melalui 
pembaharuan kurikulum 1968 membuahkan hasil yang signifikan. Hal ini 
berimplikasi postif, orde baru terkesan sebagai orde penyelamat bangsa dari 
serangan ideologi asing dan dapat mencegah terjadinya perpecahan dan 
keterpurukan anak bangsa. 
Kurikulum 1968 menjadi program nasional dan harus diajarkan di sekolah-
sekolah termasuk di SMA secara menyeluruh. Pengajaran diseragamkan di semua 
sekolah. Hal ini berakibat pada kurikulum dan materi sejarah Indonesia di SMA menjadi 
terstandarisasi. Standarisasi dilakukan oleh Mendikbud Masruri dibantu oleh para 
sejarawan Indonesia dengan membentuk panitia Penulisan buku standar Pengajaran 
Indonesia. Pada tahun 1975, buku ini kemudian diterbitkan oleh Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Syarif Thajeb yang menggantikan posisi Mendikbud sebelumnya yakni 
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Masruri. Buku ini kemudian diterbitkan setelah sebelumnya dikonsultasikan dan 
mendapat persetujuan Presiden Suharto 
Secara umum, kurikulum 1968 berisi materi tenatang anti komunisme, anti 
Sukarno, anti Demokrasi Libral, dan anti terhadap Demokrasi Terpimpin. Di samping 
materi kuriklumnya anti terhadap yang berbau Orde Lama, materi kurikulum dan buku 
yang diterbitkan yang berstandar SNI sangat pro bahkan mengkultuskan perjuangan 
Suharto dalam perjuangan menjaga kemerdekaaan dan menyelamatkan bangsa Indonesia 
dari konflik internal yang mengarah pada disintegrasi bangsa dan disintegrasi sosial. 
Materi sangat pro pancasila, pro penguasa, dan program-program Orde Baru. Oleh karena 
kurikulum 1968, penulis semakin meyakini bahwa kurikulum sejarah Indonesia dari 
waktu ke waktu disusun dan dirancang dalam rangka indoktrinasi dan melegitimasi 
kekuasaan. Kurikulum sejarah Indonesia tidak pernah lepas dari pengaruh ideologi negara 
dan kekuasaan. 
Kurikulum 1968 berjalan selama kurang lebih enam tahun, tetapi masih 
banyak kelemahan sehingga pemerintah menerapkan kembali kurikulum baru 
yang dikenal dengan kurikulum pendidikan nasional tahun 1975. Munculnya 
Kurikulum 1975 dikarenakan laju dan keberhasilan pemerintah Orde Baru yang 
sedemikian pesat. Oleh karenanya keberhasilan-keberhasilan tersebut perlu 
diajarkan pada peserta didik melalui perubahan kurikulum. Perubahan tersebut 
terjadi sejak 1969, seperti: Pelita I melahirkan gagasan baru tentang pelaksanaan 
sistem pendidikan nasional, adanya GBHN 1973 yang mengatur tentang 
pendidikan, adanya hasil analisis dan penilaian tentang pendidikan nasional oleh 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, adanya inovasi dalam sistem belajar 
mengajar, dan keluhan masyarakat tentang mutu lulusan pendidikan. Selain itu, 
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kurikulum 1968 belum sesuai dengan tuntutan masyarakat (Depdiknas, 1975: 11; 
Sholeh Hidayat, 2013: 5). 
GBHN 1973 telah menggariskan bahwa bulan Mei 1974 telah dilakukan 
penyusunan kurikulum 1975 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan 
Dan Kebudayaan Nomor 008d/U/197 dan Nomor 008e/U/1975 tanggal 17 Januari 
1975. (Depdiknas, 1975:Depdiknas, 1995: 250 dan 500). Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan RI pada waktu itu bernama Syarif Thayeb. Ruang lingkup dan materi 
pengajaran sejarah Indonesia dalam kurikulum 1975 dikritik oleh Presiden 
Suharto karena tidak dapat menanamkan semangat perjuangan Bangsa Indonesia 
dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaaan. Suharto mengggap bahwa 
perlu ada pembenahan dalam kurikulum pelajaran sejarah Indonesia di sekolah 
sebagai alat untuk mewariskan nilai-nilai perjuangan Bangsa Indonesia yang 
tumbuh dan berkembang selama masa kemerdekaaan 1945 sampai 1949. 
Pelaksanaan kurikulum 1975 dilakukan secara bertahap meliputi: tahap pertama 
tahun ajaran 1976 dilaksanakan di kelas I; tahap kedua tahun ajaran 1977 
dilaksanakan di kelas I dan II; tahap ketiga tahun ajaran 1978 berlaku sepenuhnya 
dari kelas I sampai kelas III (Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 
008-E/U/1975 Bab VI Pasal 11). Berdasarkan kurikulum 1975, tujuan SMA 
adalah meningkatkan proses belajar mengajar agar: 1) lulusan menjadi manusia 
yang utuh, sehat, kuat lahir dan batin; 2) menguasai hasil pendidikan umum; 3) 
membekali peserta didik untuk melanjutkan ke perguruan tinggi; 4) membekali 
peserta didik untuk terjun ke masyarakat (Keputusan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan No 008-E/U/1975 Bab III Pasal 4; Depdiknas 1995: 250 dan 500). 
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Kurikulum 1975 adalah kurikulum pertama di Indonesia yang 
dikembangkan berdasarkan proses dan prosedur yang didasarkan pada teori 
pengembangan kurikulum. Meskipun demikian, kurikulum 1975 masih 
dikembangkan berdasarkan pemikiran orientasi filosofis pendidikan keilmuan 
yang dominan dan tidak berorientasi kepada pembangunan. Tidak berarti 
kurikulum 1975 telah melepaskan dirinya dari pengaruh politik. Hal ini bukan 
sesuatu yang aneh dan spesifik di Indonesia, karena di mana pun di dunia ini, 
kurikulum tidak mungkin melepaskan diri dari pengaruh politik. (Apple, 1979; 
Giroux, 1984; Longstreet dan Shane, 1993; Li, 2004). 
Prinsip pelaksanaan kurikulum 1975 meliputi: berorientasi pada tujuan, 
menganut pendekatan integratif dan fleksibilitas, menekankan efektifitas dan 
efisiensi, menganut pendekatan sistem PPSI (Prosedur Pengembangan Sistem 
Intruksional), dan dipengaruhi oleh psikologi lingkungan. Pendekatan baru yang 
digunakan dalam pengembangan kurikulum 1975 adalah proses pembelajaran 
yang menggunakan pendekatan cara belajar siswa aktif (CBSA), pendekatan PPSI 
(prosedur pengembangan sistem instruksional), dan penerapan butir soal objektif 
untuk asesmen hasil belajar (Depdiknas, 1975: ii; Depdiknas, 1995: 501; Abdullah 
Idi, 2014: 18; Sholeh Hidayat, 2013: 7). 
Pemikiran yang ada dalam model CBSA adalah peserta harus aktif 
mencari, menemukan, dan mengkomunikasikan hasil belajarnya, sedangkan guru 
bertugas memberikan fasilitasi untuk belajar. Sayangnya, model kurikulum dan 
definisi konten kurikulum yang digunakan tidak disesuaikan dengan pendekatan 
ini. Model kurikulum yang berorientasi pada proses (process curriculum model) 
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yang menghendaki adanya penguatan (reinforcement) tidak digunakan, model 
kurikulum yang digunakan adalah “content-based curriculum”. Definisi konten 
kurikulum juga terbatas pada konten substantif sehingga proses tidak 
dikembangkan dan diajarkan sebagai konten (Oemar Hamalik, 2001: 16-25). 
Dalam pelaksanaannya, buku kurikulum 1975 dilengkapi dengan contoh-contoh 
konkrit tentang cara penyusunan proses pengajaran di kelas “model satuan 
pelajaran”. Kerangka model satuan pelajaran ini meliputi: bidang studi, mata 
pelajaran/sub bidang studi, pokok bahasan, kelas, semester, dan waktu 
(Depdiknas, 1975: 23-24). 
Dengan demikian ciri khusus dari kurikulum 1975 adalah menganut 
pendekatan yang berorientasi kepada tujuan sehingga menuntut setiap guru harus 
berkompeten, menganut pendekatan integratif, menekankan kepada peserta didik 
agar memiliki moral yang sesuai dengan Pancasila sehingga pembinaan moral 
Pancasila dibebankan juga pada pelajaran Ilmu Sosial terutama sejarah yang 
banyak memiliki nilai-nilai moral dalam setiap peristiwa dan keteladan tokoh 
pahlawan, menekankan kepada efisiensi dan efektivitas penggunan dana, daya, 
dan waktu (Depdiknas, 1975: iv; Depdiknas 1995: 250 dan 500). Maka ciri dari 
kurikulum SMA 1975 adalah orientasi pada tujuan dengan pendekatan integral 
(integrated curriculum organization) dengan beberapa mata pelajaran yang 
serumpun. Prinsip-prinsip yang melandasi kurikulum 1975 adalah 1) prinsip 
fleksibilitas program yang diukur dari ekosistem (lingkungan), kemampuan 
pemerintah dan masyarakat serta wali murid dalam menyediakan fasilitas; 2) 
prinsip efisiensi dan efektifitas berpengaruh pada jumlah jam pelajaran yang 
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dikurangi dari kurikulum sebelumnya (42 jam menjadi 36 jam seminggu), setiap 
mata pelajaran diberikan minimal 2 jam bukan 1 jam, dan penyusunan jadwal 
pelajaran setiap minggunya; 3) prinsip berorientasi pada tujuan berpengaruh 
kepada setiap jam dan kegiatan pelajaran benar-benar terarah pada tercapainya 
tujuan pendidikan; 4) prinsip kontinuitas berpengaruh kepada hubungan hirarkis 
antara satuan-satuan pelajaran; 5) prinsip pendidikan seumur hidup berarti bahwa 
sekolah bukanlah satu-satunya tempat belajar (Depdiknas, 1975: 14-19). 
Program pendidikan dalam kurikulum 1975 meliputi: Program Pendidikan 
Umum, Pendidikan Akademis, dan Pendidikan Ketrampilan. Penjurusan dibagi 
menjadi Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan 
Bahasa. Penjurusan peserta didik dilakukan pada semester dua kelas I. Kelas I dan 
II jumlah jam pelajarannya 37 jam per minggu  (9 mata pelajaran di kelas I dan 13 
mata pelajaran di kelas II), sedangkan kelas III 36 jam per minggu dengan 10 
mata pelajaran. (Depdiknas, 1995: 250 dan 345; Leo Agung, 2015: 42, Depdiknas, 
1995: 502). 
Mata pelajaran sejarah hanya diberikan pada progam IPS di kelas I dan II 
serta program bahasa di kelas III. Pada kelas I mata pelajaran sejarah diberikan 
pada semester 2 dengan 4 jam per minggu. Pada kelas II mata pelajaran sejarah 
diberikan selama dua semester dengan 3 jam per minggu, sedangkan untuk kelas 3 
mata pelajaran dihapuskan. Pada progam bahasa, mata pelajaran sejarah diberikan 




Untuk mengimplementasikan tujuan dari kurikulum 1975 yang 
menekankan agar lulusan SMA benar-benar berkualitas sehingga dalam 
kurikulum kemampuan (kecerdasan dan ketrampilan), pengetahuan, dan sikap 
dirumuskan dalam bentuk-bentuk tujuan pendidikan yang terbagi menjadi 
beberapa tingkatan, maka mata pelajaran sejarah juga mempunyai tujuan kurikuler 
(tujuan yang pencapaiannya dibebankan kepada program sesuatu bidang 
pelajaran); dan tujuan instruksional (tujuan yang pencapainnya dibebankan 
kepada suatu satuan program pengajaran sesuatu bidang pelajaran) (Depdiknas, 
1975: ii).  
Berdasarkan tujuan kurikuler dan tujuan instruksional mata pelajaran 
sejarah tahun 1975, sejarah mempunyai potensi dalam mewujudkan tujuan 
pendidikan nasional, terutama membentuk karakter peserta didik, tanpa 
mengesampingkan pengetahuan sejarah. Oleh karena itu, peran guru diperlukan 
dalam mengarahkan peserta didik dalam memahami setiap hikmah dari setiap 
peristiwa sejarah terutama sejarah nasional. Berikut materi mata pelajaran sejarah 
yang diajarkan pada kurikulum 1975.  
Begitu pula untuk mata pelajaran sejarah, perangkat pembelajaran sudah 
menggunakan model satuan pelajaran. Dalam susunan model satuan pelajaran 
untuk mata pelajaran terdiri atas judul, bidang studi, mata pelajaran, pokok 
bahasan, kelas, semester, waktu, petunjuk umum (metode, hal yang perlu diulang 
dalam satuan pelajaran, titik tolak dari penyajian satuan pelajaran), tujuan 
instruksional (tujuan instruksional umum dan khusus), materi pelajaran, kegiatan 
belajar-mengajar (kegiatan guru dan siswa), tugas kelompok, alat-alat pelajaran 
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(sumber, alat-alat/bahan yang terdiri dari alat siswa dan guru), dan evaluasi (Balai 
Pustaka, 1975: 114-134). Oleh karena itu, kurikulum ini menuntut guru untuk 
lebih detail dalam membuat laporan, tanpa mengesampingkan materi yang 
disampaikan kepada peserta didik sehingga guru juga harus menguasai materi 
pelajaran. Selain itu juga, kemampuan peserta didik dapat terlihat dari evaluasi 
yang dilakukan guru, baik melalui pre test maupun post test. Pre test menuntut 
kesiapan peserta didik dalam belajar, sedangkan post test memberikan gambaran 
tentang perkembangan pemahaman peserta didik terhadap materi yang 
disampaikan. 
Tugas-tugas yang diberikan guru pun melatih siswa untuk cerdas, kreatif 
dan aktif, karena kebanyakan tugas berjenis portofolio sehingga keaktifan siswa 
sangat menentukan. Maka, kurikulum ini potensial dalam mendidik peserta didik 
untuk mempunyai karakter yang siap menghadapi tantangan global.  
Mata pelajaran PSPB (Perjuangan Sejarah Perjuangan Bangsa) dalam kurikulum 
1984 sebenaranya berasal dari gagasan Presiden Suharto. Presiden Suharto beranggapan 
bahwa proses penanaman nilai-nilai perjuangan yang tumbuh dan berkembang selama 
kemerdekaaan tahun 1945-1949. Periode ini dalam pandangannya menghasilkan nilai-
nilai kebijakan yang harus diwariskan kepada generasi muda di sekolah. Nilai-nilai 
kebijakan yang dimaksudkan adalah pengorbanan terhadap kepentingan nasional, 
pembelaan terhadap kedaulatan dan harga diri bangsa dan negara, serta penguatan ikatan 
persatuan dan kesatuan antara tentara dengan rakyat. Gagasan Suharto akhirnya 
memperoleh dukungan politik dari seluruh fraksi yang ada di MPR, yang selama ini 
memang dikenal sebagai loyalis Suharto. Gagasan tersebut secara legalitas tertuang dalam 
104 
 
GBHN 1983. Keputusan politik ini menjadi kewajiban bagi Menteri Pendidikan dan 
Kebuadayaan yang pada saaat itu dijabat oleh Nugroho Notosusanto. 
Kebutuhan pembangunan nasional mempengaruhi perkembangan 
kurikulum, sehingga terbentuk kurikulum 1984 sebagai pengganti kurikulum 
1975. SMA termasuk pendidikan luar sekolah berdasarkan TAP MPR Nomor 
II/MPR/1983, terlalu padatnya isi kurikulum yang diajarkan, dan adanya program 
studi baru sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan di perguruan tinggi. 
(Depdiknas, 1984: 1; Depdiknas, 1995: 261; Leo Agung, 2015: 53-55; Sholeh 
Hidayat, 2013: 8-9). 
Struktur kurikulum SMA 1984 mengalami perubahan yang cukup 
mendasar dibandingkan dengan kurikulum SMA 1975. Pada kurikulum SMA 
1984 mata pelajaran dikelompokkan menjadi dua, yaitu program inti (wajib 
diikuti seluruh siswa) dan program khusus (pilihan). Namun, program B 
mengalamai penundaan dalam pelaksanaanya sesuai dengan SK Menteri 
No.0261a/U/1985 tanggal 20 Juni 1985 tentang Penundaan Program B. Program 
inti mencakup 60% atau 134 kredit dengan jumlah mata pelajaran sebanyak 15 
jenis, sedangkan program pilihan mencakup 40% atau 88 kredit yang disesuaikan 
dengan programnya masing-masing. Waktu menentukan pilihan jurusan ketika 
peserta didik naik ke kelas II dan bukan pada semester II, ini sama dengan 
kurikulum SMA 1968 (Depdiknas, 1984: 2 -4; Depdiknas, 1995: 261;  Leo 
Agung, 2015: 56-58). 
Pengambilan program A dan B dapat dilakukan di semester bagi lulusan 
yang bekerja setelah tamat SMA apabila nanti berhasil mengembangkan 
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kemampuan akademis untuk melanjutkan ke perguruan tinggi setelah 2 atau 3 
tahun masih terbuka kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di perguruan 
tinggi, asal memenuhi persyaratan oleh pihak perguruan tinggi yang 
bersangkutan. (Depdiknas, 1984: 9). 
Pelaksanaan kurikulum 1984 di SMA terjadi secara bertahap: tahap 
pertama tahun ajaran 1984/1985 mulai kelas 1, tahap kedua tahun ajaran 
1985/1986 mulai kelas 1 dan II, tahap ketiga tahun ajaran 1986/1987 seluruh 
kelas. (Leo Agung, 2015: 63).   
Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GGBPP) mata pelajaran 
Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa berisi tentang penjabaran bahan 
pengajaran yang terbagi menjadi dua bagian. Bagian A menggambarkan 
hubungan antara tujuan kurikuler, tujuan instruksional, dan bahan pengajaran. 
Bagian B menggambarkan hubungan antara program, bahan pengajaran, 
metode,sarana, dan sumber belajar, serta penilaian.Untuk mengimplementasikan 
tujuan dari kurikulum 1984 sehingga dalam kurikulum kemampuan (kecerdasan 
dan ketrampilan), pengetahuan, dan sikap dirumuskan dalam bentuk-bentuk 
tujuan pendidikan yang terbagi menjadi beberapa tingkatan. Maka mata pelajaran 
Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa juga mempunyai tujuan kurikuler (tujuan 
yang pencapaiannya dibebankan kepada program sesuatu bidang pelajaran); dan 
tujuan instruksional (tujuan yang pencapainnya dibebankan kepada suatu satuan 
program pengajaran sesuatu bidang pelajaran) (Depdiknas, 1984: i-iv; Depdiknas, 
1985: 13).  
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Dari telaah document yang dilakukan oleh peneliti  terlihat jelas  bahwa 
tujuan dari mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa adalah  
menanamkan kepada peserta didik nilai-nilai rela berkorban, persatuan, 
kerjasama, saling menghargai, dan bangga sebagai bangsa dan tanah air Indonesia. 
Mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa ini merupakan mata 
pelajaran inti yang wajib diikuti para peserta didik. Jumlah jam pelajaran ini untuk 
kelas 1 sejumlah 36 jam pelajaran, kelas II sebanyak 34 jam pelajaran, kelas III 
sejumlah 34 jam pelajaran. Metode yang digunakan seputar ceramah beragam, 
pemberian tugas, diskusi kelompok, sosiodrama (bermain peran), simulasi, 
peragaan gambar, bercerita dan tanya jawab, serta penelitian sederhana. Penilaian 
dari kelas I sampai kelas III hanya mengacu pada pengamatan dan laporan. 
(Depdiknas, 1984: 11-27 dan 13-16; Depdiknas, 1985: 5-11). 
Bahan pengajaran mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa 
tentang kurun waktu mulai dari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai 
dengan era pengisian kemerdekaan yang dibagi dalam tiga kelas. Bahan 
pengajaran kelas I seputar penjajahan Belanda sampai pembentukan kementerian 
negara. Kelas II bahan pengajaran seputar permulaan perundingan antara 
Indonesia dengan Belanda sampai dengan aksi-aksi sepihak PKI bertentangan 
dengan nilai-nilai 1945. Bahan pengajaran kelas III seputar perjuangan Kesatuan 
Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) sampai dengan pembangunan Nasional 
Berencana sebagai upaya mengisi kemerdekaan. (Depdiknas, 1984: 11-27 dan  
Depdiknas, 1985: 5-11). Sumber bacaan yang digunakan sebagai bahan 
pengajarannya terbagi menjadi empat yaitu: memoar, laporan kewartawanan 
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seperti majalah dan surat kabar, buku-buku sastra, dan buku-buku riwayat hidup. 
(Depdiknas, 1984: 43-44). 
Berdasarkan  analisis dan telaah document yang dilakukan oleh peneliti 
terlihat bahwa mata pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa memang 
strategis dikembangkan kepada peserta didik agar menjadi generasi muda yang 
mempunyai semangat kebangsaan dan cinta tanah air, terutama dewasa ini 
generasi muda sudah banyak melupakan jati diri keindonesiaan. Namun, waktu 
pelajaran di kelas II dan III berkurang dua jam, padahal mata pelajaran ini 
potensial dalam membentuk karakter generasi muda melalui keteladanan tokoh 
maupun hikmah dari peristiwa. Hal ini seiring dengan himbauan menteri 
pendidikan dan kebudayaan (Nugroho Notosusanto) bahwa pendekatan yang 
digunakan dalam proses belajar mengajar menggunakan pendidikan nilai-nilai dan 
peran aktif siswa. Pemerintah juga menargetkan kurikulum mata pelajaran 
pendidikan sejarah perjuangan bangsa mampu berdaya guna dan berhasil guna. 
Maka dilakukan usaha pengembangan dan pengadaan sarana dan sumber belajar, 
meliputi penulisan buku pelajaran dan buku bacaan untuk siswa, buku pegangan 
dan buku petunjuk untuk guru, serta drama sejarah, film sejarah, nyanyian 
kepahlawanan, museum, gambar dinding, situs sejarah, foto sejarah, dan 
monumen sejarah, sehingga dapat membina semangat perjuangan dan persatuan 
bangsa (Depdiknas, 1984: iii). Oleh karena itu, mata pelajaran ini sinergis dengan 
mata pelajaran sejarah sehingga dalam kegiatan belajar mengajar perlu ada 
koordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih materi. 
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Mata pelajaran sejarah dalam kurikulum 1984 disebut sejarah nasional 
Indonesia dan sejarah dunia. Mata pelajaran ini diberikan untuk semua program 
dan termasuk pada pelajaran inti dengan jumlah beban belajar sama yaitu 14 
kredit. Sejarah diberikan menyeluruh dari semester 1 sampai semester 6. Kelas 1 
diberikan 4 jam per minggu, kelas II dan III diberikan 2 jam per minggu 
(Depdiknas, 1984: 3; Depdiknas, 1995: 348-351). Materi pelajaran kelas 1 sampai 
kelas III sama dengan kurikulum 1975. Namun, ada penambahan unsur-unsur 
baru yang harus diintegrasi dengan pokok-pokok materi yang sesuai seperti 
pendidikan politik dan wawasan nusantara.  
Berdasarkan analisis document dapat disimpulkan bahwa  kurikulum 1984 
mata pelajaran sejarah lebih menekankan pemahaman konsep sehingga peserta 
didik memiliki kemampuan terhadap inti-inti materi yang memudahkan peserta 
didik dalam mengkaitkan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain dan 
peserta didik mempunyai daya guna. Selain itu, terdapat penambahan unsur-unsur 
baru yang sesuai dengan materi. Urutan materi dalam kurikulum 1984 juga lebih 
kronologis. 
Kurikulum 1994 ini merupakan revisi terhadap kurikulum 1984 yang 
dirasakan muatan materi yang terdapat di dalam pokok bahasan terlalu padat 
sehingga kurang materi yang diberikan kepada peserta didik kurang mendalam. 
Disamping itu, ada tumpang tindih dalam mata pelajaran sejarah dengan 
pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Dasar pelaksanaan kurikulum 1994 adalah 
dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
Dasar penetapan kurikulum 1994 adalah Keputusan Menteri Pendidikan dan 
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Kebudayaan No.061/U/93 Tanggal 25 Febuari 1993 dan PP No.29/1990 Tentang 
Pendidikan Menengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, nama 
SMA berubah menjadi SMU. 
Pelaksanaan kurikulum 1994 dilakukan secara bertahap, kelas I mulai 
tahun ajaran 1994/1995, kelas II dan III mulai tahun ajaran 1995/1996, sehingga 
kurikulum 1994 dapat dilaksanakan seluruh kelas tahun ajaran 1996/1997. Selain 
itu, terdapat juga sifat-sifat baru dalam kurikulum 1994 yang meliputi: 1) luwes 
dan fleksibel, 2) SMU dipersiapkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi; dan 
3) kurikulum untuk pendidikan kejuruan ditambah jam praktek dan magang di 
industri. (Depdiknas, 1995: 503). 
Jika dalam kurikulum 1984 penjurusan di kelas II, pada kurikulum 1994 
penjurusan di kelas III. Jam belajar untuk program umum mengalami penambahan 
dibandingkan kurikulum sebelumnya, yaitu dari 37 menjadi 42. Kurikulum 1994 
terdapat juga program kurikuler dan program ekstrakurikuler yang 
diselenggarakan di luar jam sekolah (Depdiknas, 1996: 270-271). 
Mata pelajaran sejarah pun berubah menjadi Sejarah Nasional dan Sejarah 
Umum (dalam kurikulum 1984 disebut Sejarah Indonesia dan Sejarah Dunia). 
Begitu pula dalam jam pelajaran untuk kelas I berkurang satu jam dari yang 
awalnya 3 jam per minggu dalam kurikulum 1994 menjadi 2 jam per minggu. 
meskipun mata pelajaran sejarah masih diberikan dalam kurikulum SMA jurusan 
IPA dengan waktu 2 jam per minggu. Dalam kurikulum 1994 media berfungsi 
sebagai sarana penyampai informasi/menarik perhatian siswa. Dari segi evaluasi, 
dalam kurikulum 1994 penilaian dilakukan untuk mencapai standar Nasional, 
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kriteria penilaian tidak dibedakan sehingga tidak menyentuh aspek kepribadian 
siswa. 
Kurikulum 1994 memberikan ruang mata pelajaran Sejarah untuk 
menumbuhkan rasa bangga dan cinta tanah air, sehigga materi difokuskan pada 
perjalanan hidup masyarakat masa lampau sampai sekarang, nasional maupun 
dunia. Materi sejarah nasional dan sejarah umum terdapat sembilan ruang lingkup 
yang terbagi menjadi tiga kelas. Waktu pelajaran sejarah nasional dan sejarah 
umum untuk kelas 1 caturwulan 1 selama 24 jam pelajaran, caturwulan 2 selama 
24 jam, caturwulan 3 selama 20 jam; kelas II caturwulan 1 selama 24 jam 
pelajaran, caturwulan 2 selama 24 jam, caturwulan 3 selama 20 jam; dan kelas III 
caturwulan 1 selama 24 jam pelajaran, caturwulan 2 selama 24 jam, caturwulan 3 
selama 16 jam. (Depdiknas, 1995:1-10). Mata pelajaran sejarah nasional dan 
sejarah umum ini berfungsi sebagai sarana untuk memahami pengetahuan tentang 
sejarah sehingga dapat menumbuh kembangkan jati diri bangsa dan wawasan 
antar bangsa. Berikut tujuan pengajaran Mata Pelajaran Sejarah Nasional dan 
Sejarah Umum Kelas I, II dan II Kurikulum 1994 . 
Berdasarkan analisis dan telaah terhadap document kurikulum yang 
dilakukan oleh Peneliti, dapat dijelaskan  bahwa mata pelajaran sejarah nasional 
dan sejarah umum sangat strategis dalam membekali generasi muda yang 
berkarakter Indonesia melalui nilai-nilai di balik setiap peristiwa sejarah yang 
diperoleh di bangku SMU. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka terdapat pokok 
bahasan dan sub pokok bahasan dalam materi pelajaran sejarah nasional dan 
sejarah umum. Berikut materi pelajaran sejarah nasional dan sejarah umum pada 
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kurikulum 1994. Materi sejarah nasional dan sejarah umum pada kurikulum 1994 
memperbaiki kurikulum sebelumnya yang mana pokok bahasan materi begitu 
mendalam dan tidak hanya membahas permukaannya saja, sehingga pengusaan 
materi wajib dimiliki oleh guru sejarah. Muatan materi tidak begitu banyak, 
sehingga tidak menjadi beban peserta didik. Selain itu, kemampuan peserta didik 
memahami materi mendalam atau bahkan mendetail dapat teroptimalkan. Oleh 
karena itu, tujuan dari kurikulum 1994 yang mempersiapkan lulusan SMU 
melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi mudah terealisasikan karena 
lulusan sudah dipersiapkan secara kematangan berfikir. 
Kurikulum  Sejarah Indonesia 1994 merupakan kurikulum produk Orde 
Baru yang sudah tidak asing lagi,kurikulum ini banyak mendapat kritikan dari 
berbagai kalangan mulai dari pemerhati sejarah,ilmuaan maupun tokok tokoh 
masyarakat  dan NGO (non Goverment Organitation) karena kurikulum yang 
kemudian direpresentasikan dalam bentuk  buku teks sejarah, dianggap sarat 
dengan muatan politik  pemerintah sehingga banyak buku sejarah yang jauh dari 
fakta-fakta sejarah yang ada. (Joko Suryo : Wawancara,    2016). Materi-materi 
yang dianggap kontroversi dalam kurikulum 1994 dan banyak dikritik oleh 
berbagai pihak adalah  masalah Gerakan 30 September 1965 yang selalu 
diidentikan dengan PKI sebagai tokoh utama dalam peristiwa tersebut. Padahal 
berdasarkan fakta-fakta terbaru yang ditemukan bahwa peristiwa tersebut tidak 
hanya dilakukan oleh PKI, tetapi ada banyak dalang yang terlibat dalam peristiwa 
tersebut. Namun, fakta-fakta baru tersebut terbungkam selama Suharto berkuasa, 
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kalaupun materi ini harus masuk dalam kurikulum sejarah Indonesia harusnya 
bisa disampaikan secara seimbang. 
Kurikulum 1994 dibuat oleh para ahli dengan melibatkan berbagai 
kalangan termasuk melibatkan para ilmuan, akademisi dan praktisi pendidikan 
sejarah, namun situasi yang tidak kondusuif membuat tim tidak berdaya, karena 
situasi orde Baru yang otoriter  menyebabkan penulisan sejarahnya banyak yang 
jauh dari fakta fakta sejarah yang sesungguhnya sehingga terkesan materinya 
dimanipulasi.  
3. Kurikulum Sejarah  Indonesia masa Reformasi 
Sejak saat itu pendidikan dipahami sebagai: “usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.”. 
Berakhirnya pemerintahan orde baru pada tahun 1998 sangat mempengaruhi 
perubahan kiurikulum.Perubahan diawali dengan gerakan penolakan terhadap pengajaran 
sejarah dalam kurikulum 1994 karena dinilai sangat diupengaruhi oleh pemerintah 
kepentingan pemerintah Orde Baru  untuk memperkuat legitimasi kekuasaannya.  
Lahirnya kurikulum ini juga dipengaruhi oleh kondisi politik Indonesia, 
yaitu jatuhnya rezim Soeharto yang berkuasa hampir selama 32 tahun. Hal ini 
berpengaruh sekali pada mata pelajaran sejarah nasional dan sejarah umum karena 
ditemukan fakta-fakta sejarah baru yang selama ini tertutup oleh adanya rezim 
penguasa. Fakta-fakta tersebut meliputi Gerakan 30 September, Surat Perintah 
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Sebelas Maret, awal Orde Baru, dan integrasi Timor-Timur. (Depdiknas, 1999: 1). 
Tumbangnya rezim Orde Baru menjadikan keterbukaan akan informasi semakin 
jelas, semua orang punya kebebasan untuk berbicara, begitu pula dengan para 
saksi sejarah dan para sejarawan yang secara terus menerus menemukan fakta-
fakta baru tentang peristiwa sejarah yang telah terjadi. Keadaan ini didukung oleh 
kebebasan pers untuk menyampaikan berita yang sebenarnya terjadi. Maka, 
Indonesia memasuki masa reformasi yang menyebabkan para guru sejarah 
kesulitan, karena pokok bahasan yang selama ini diajarkan ditemukan fakta-fakta 
sejarah baru yang berbeda dari informasi buku-buku pelajaran sebelumnya. 
Dengan alasan inilah, pemerintah melakukan peninjauan kembali dan 
penyempurnaan terhadap beberapa materi pelajaran sejarah, sehingga lahirlah 
suplemen 1999 sebagai sarana mempermudah guru menyampaikan materi sejarah 
kepada peserta didik. 
Tujuan dari suplemen 1999 bagi mata pelajaran sejarah nasional dan 
sejarah umum adalah agar guru memiliki fakta yang lebih akurat tentang Gerakan 
30 September, Surat Perintah Sebelas Maret, awal Orde Baru, dan integrasi 
Timor-Timur. Sehingga peserta didik lebih yakin, guru dapat menjelaskan 
kerancuan antara fakta dan penafsiran yang terdapat dalam berbagai sumber 
informasi. Sehingga peserta didik tidak salah tafsir, guru dapat mengembangkan 
materi untuk sejarah kontemporer sesuai dengan fakta-fakta sejarah yang terbaru. 
(Depdiknas, 1999:2). Oleh karena perubahan materi dalam mata pelajaran sejarah 
nasional dan sejarah umum menyebabkan perubahan dalam proses evaluasi hasil 
belajar yang disesuaikan dengan sifat materi sejarah nasional dan sejarah umum 
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tersebut. Evalusi hasil belajar tersebut dapat dilakukan melalui keaktifan peserta 
didik dalam kegiatan menyampaikan pendapatnya (diskusi, tanya jawab, kegiatan 
kelompok), penugasan karya tulis, laporan pengamatan terhadap suatu obyek 
sejarah (foto, replika, video, benda sejarah lainnya), dan tes (obyektif maupun 
uraian). Dengan kegiatan tersebut guru dapat mengamati berbagai aspek yang 
telah dikuasi peserta didik meliputi penugasan fakta sejarah, kemampuan 
bercerita, berfikir kronologis, kritis, kemampuan menarik informasi dari suatu 
sumber sejarah, kemampuan menulis, menghargai pelaku sejarah, kemampuan 
memecahkan masalah dengan menghindari pertanyaan yang bersifat menghafal, 
dan semangat nasionalisme secara tidak langsung tertanam dalam diri peserta 
didik. (Depdiknas, 1999:2,3). 
Penyempurnaan mata pelajaran sejarah nasional dan sejarah umum yang 
terdapat di dalam kurikulum 1994 meliputi: struktur dan organisasi 
materi/substansi kurang jelas, cakupan materi tertentu terlalu meluas, beberapa 
pokok bahasan/PB kurang bermakna, dan beberapa kalimat kurang jelas. Oleh 
karena itu, mata pelajaran sejarah nasional dan sejarah umum dilakukan 
penyesuaian kurikulum yang tertuang dalam suplemen 1999 meliputi: 
pemindahan PB, pemindahan pembelajaran, penyederhanaan kalimat dan 
pengaturan kembali kalimat dalam GBPP (Garis-Garis Besar Program 
Pengajaran) karena dapat menimbulkan salah konsep, penghapusan pembelajaran 
karena terlalu sulit dan kurang bermakna, penyederhanaan pembelajaran dengan 
hanya diberi prinsip-prinsip saja, dan penggabungan, pengurangan, dan 
penambahan pembelajaran. Oleh karena itu, guru sejarah dalam membuat 
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perencanaan pembelajaran dan penyusunan materi penilaian mengacu pada 
kurikulum 1994 GBPP mata pelajaran sejarah SMU/MA. (Depdiknas, 1999:1).  
Ruang lingkup mata pelajaran sejarah nasional dan sejarah umum dalam 
kurikulum suplemen 1999 berbeda dengan kurikulum 1994 yang mana mengalami 
pengurangan yang awalnya delapan materi menjadi tiga materi. Pengurangan 
ruang lingkup ini bertujuan agar peserta didik lebih memahami materi sejarah 
secara mendetail dan tidak begitu banyak beban materi yang diberikan kepada 
peserta didik. Berikut perbedaan ruang lingkup mata pelajaran nasional dan 
sejarah umum pada kurikulum 1994 dengan suplemen 1999. 
Selain itu, penambahan fakta-fakta baru sejarah juga diatur dalam buku 
pedoman yang berisi tentang materi-materi terbaru yang terdapat dalam suplemen 
1999. Beberapa fakta-fakta baru diberikan kepada peserta didik agar mereka lebih 
kritis dalam menanggapi setiap peristiwa sejarah dan juga melatih siswa untuk 
memecahkan masalah.  
Penyempurnaan materi pelajaran sejarah nasional dan sejarah umum 
mengalami pemadatan materi, sehingga mempermudah peserta didik untuk belajar 
dan mempermudah guru dalam menyampaikan materi karena tidak terlalu banyak 
materi yang perlu diberikan. Maka, beban belajar peserta didik semakin ringan. 
Selain itu, juga terdapat tambahan materi terhadap materi yang bertanda bintang 
(*) karena adanya penemuan fakta sejarah baru yang selama ini terbungkam pada 
masa Orde Baru, sehingga guru mendapatkan buku pedoman bahan ajar sejarah 
SMU. Kurikulum suplemen 1999 melatih siswa untuk dapat memecahkan 
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masalah dan belajar berfikir kritis terhadap sejarah terutama sejarah kontemporer 
yang sumber sejarah begitu dekat dengan mereka. 
Kurikulum 2004 suplemen kurikulum 1999 masa pemberlakuannya sangat 
singkat. Hal ini terjadi karena pendukung utama kurikulum ini adalah kabinet reformasi 
di bawah kepemimpinan Presiden B. J. Habibie. Habibie kemudian digantikan oleh K. H. 
Abdurrahman Wahid  pada tanggal 21 Oktober 1999. Pergantian Presiden juga diikuti 
dengan pergantian menteri yang dengan sendirinya juga terjadi perubahan kebijakan. 
Mendiknas Prof. Juwono Sudarsono digantikan dengan Prof. Dr. Yahya Muhaimin. 
Kedua menteri tersebut berbeda pandangan terhadap urgensi kurikulum pembelajaran 
sejarah. Mendiknas sebelumnya menempatkan perubahan materi dalam kurikulum 
pembelajaran sejarah menjadi skala perioritas utama. Sementara Mendiknas Yahya 
Muhaimin memandang tidak terlalu mendasar perubahan terhadap kurikulum 
pembelajaran sejarah di SMA, sehinga menghentikan kebijakan pendahulunya untuk 
memperbaiki kurikulum sejarah dan pembelajaran sejarah di sekolah, termasuk di SMA. 
Sehingga Mendiknas Yahya Muhaimin menginstruksikan kepada jajarannya agar kembali 
menggunakan kurikulum 1994. (Kompas 8 November 1999).  
Kebijakan Yahya Muhaimin sebagai Mendiknas diduga bernuansa politis. Hal ini 
disebabkan kondisi politik pasca peralihan dari kabinet reformasi notabene masih diisi 
oleh orang-orang yang masih pro terhadap Orde Baru akan tetapi kelihatan seperti tokoh 
reformasi. Melihat situasi seperti itu Yahya Muhaimin tidak mau mengambil resiko 
kegaduhan, karena esensi dari sebuah perubahan materi kurikulum cukuplah mengurus 
energi, tenaga, dan dapat berimplikasi negatif terhadap aspek politik dan sosial 
kemasyarakatan. Sehingga Yahya Muhaiman lebih terkonsentrasi terhadap pekerjaan di 
Kementerian Pendidikan nasional secara menyeluruh, yakni peningkatan akses, 
perbaikan, dan rehabilitasi sekolah, serta peningkatan mutu pendidikan. 
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Naiknya Megawati Sukarno Putri pada tanggal 1 Oktober tahun 2001 
menggantikan posisi K. H. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia 
melalui proses sidang Istimewa. Pergantian tersebut juga berimplikasi terhadap 
pergantian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.Mendiknas sebelumnya, Yahya 
Muhaimin digantikan oleh Malik Fajar membawa pengaruh yang signifikan terhadap 
kurikulum dan materi pelajaran sejarah di sekolah.  
Presiden Megawati Sukarno Putri menginstruksikan Mendiknas Malik Fajar agar 
melakukan kajian yang intensif dan mendalam terhadap kurikulum serta materi 
pembelajaran sejarah, termasuk kurikulum sejarah Indonesia di SMA. Menurut Malik 
Fajar, gagasan itu bermula dari Inspektur Upacara pada tanggal 1 Oktober 2001 yang 
dikenal dengan perayaaan hari kesaktian pancasila. Penyelanggaraan hari kesaktian 
Pancasila di Lubang Buaya tahun 2001 sampai 2004 merupakan protes dari pihak-pihak 
yang merasa dirugikan dengan penafsiran G 30S pada tahun 1965 yang terdapat dalam 
buku SNI dan diajarkan di kurikulum SD, SMP, serta SMA.  
Megawati mewakili pihak yang dirugikan karena merasa keluarganya yang 
merupakan orang yang berjasa dalam mendirikan republik ini seolah-olah mempunyai 
dosa sejarah yang tidak terampuni. Sementara menurut Megawati apa yang dirasakan 
selama pemerintahan Orde Baru lebih banyak tindakan penzoliman dan tekanan-tekanan 
yang bernuansa politik. Protes Megawati sangat dipahami oleh Mendiknas Malik Fajar. 
Sebagai bawahan Presiden Megawati, pada tanggal 1 Oktober 2001, Mendiknas 
menyampaikan ke publik tentang rencana penyempurnaan kurikulum pengajaran sejarah 
Indonesia dengan mengundang para sejarawan. (Abdul Sukur,2013). Mendiknas 
kemudian membentuk tim yang dipimpin oleh Taufik Abdullah. Penyempurnaan 




Seperti ditegaskan Conny Semiawan, bahwa Indonesia mengalami 
kurikulum yang sentralistis sangat lama. Kurikulum terpusat ini sangat bertolak 
belakang dengan pendidikan multikultural yang sangat menekankan kesamaan. 
(2004: 41-42). Dalam pembelajaran sejarah banyak dijumpai anak-anak di daerah 
luar Jawa mengenal Pangeran Diponegoro sebagai pahlawan, tetapi tidak 
mengenal pahlawan yang ada di sekitar mereka. Hal ini disebabkan terpusatnya 
sumber belajar yang digunakan di seluruh Indonesia. 
Pelarangan yang dikeluarkan oleh Kejagung Republik Indonesia dianggap 
terlambat karena buku-buku tersebut sudah beredar di dunia maya sebagai efek 
dan pengaruh dari dunia global. Daya kritis dan didorong oleh keingin tahuan 
yang tinggi membuat siswa penasaran dan ingin memperoleh informasi dari buku-
buku yang dibredel oleh Kejaksaan Agung RI.  
Kebijakan pengembangan Kurikulum 2013 bermula dari ide, gagasan, dan kritik 
yang disampaikan Wakil Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. Budiono di salah satu 
surat kabar harian nasional dengan judul “Pendidikan adalah Kunci Pembangunan”. 
Beliau berpendapat bahwa output pendidikan nasional belum berkompeten,kondisi ini 
sebagai akibat dari belum jelasnya konsep tentang pendidikan nasional. Pendidikan 
nasional yang tidak diimbangi dengan konsep dan filosofi pendidikan  yang jelas 
memiliki kecendrungan untuk mengadopsi apa saja yang dianggap penting ke dalam 
kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah tanpak melihat substansi dan kebutuhan peserta 
didik,kondisi ini berakibat pada menigkatnya resiko dan  beban belajar peserta didik. 
Materi pelajaran yang diajarkan di sekolah selama ini dianggap  sangat berat, sementara 
guru dan pihak sekolah kurang memperhartikan outputnya  secara jeli. Apakah anak didik 
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atau peserta didik memperoleh pengetahuaan yang seharusnya diperoleh dalam 
pendidikan. 
 Dalam tulisannya Wakil Presiden Budiono juga menyampaikan kegelisahaannya 
tentang perkembangan pendidikan anak secara keseluruhan pada setiap tingkatan. Agar 
pendidik dan anak didik merasakan manfaat dari pendidikan, maka anak didik perlu 
memiliki kompetensi wajib, kompetensi tersebut adalah sebagai berikut: Guna menjawab 
berbagai persoalan dan keluhan tentang lemahnya output lembaga pendidikan, Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono melalui Departemen Pendidikan Nasional telah membuat 
kebijakan di bidang pendidikan dengan cara melakukan perubahan dan pembahuruan di 
bidang kurikulum pendidikan nasional yang lebih dikenal dengan kurikulum 2013. 
Kurikulum pendidikan 2013 lebih berorientasi pada penghargaan terhadap peserta didik. 
Peserta didik diharapkan tidak dibebani dengan beban materi pelajaran yang begitu 
banyak dan materinya diharapkan berorientasi pada penanaman nilai- nilai karakter.  
Negara memberikan perhatian serius terhadap persoalan pendidikan dan 
penanaman karakter melalui pembaharuan kurikulum yang lebih dikenal dengan 
kurikulum 2013. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan 
Muhammad Nuh  (Kompas edisi 11 maret 2013). Menurut Nuh, keungggulan kurikulum 
2013 jika dibandingkan dengan  kurikulum KTSP tahun 2006,  mata pelajaran  dalam 
KTSP ditentukan terlebih dahulu  untuk menetapkan standar kompetensi lulusan ,maka 
dalam kurikulum 2013 pola pikir itu dibalik. Keunggulan lainnya adalah kurikulum 2013 
memiliki pendekatan yang lebih utuh dengan berbasis pada kreatifitas siswa dan 




Ki Khadjar Dewantara (1977:15)  juga telah  memprediksi bahwa kondisi bangsa 
ke depan akan menghadapi persoalan  bangsa yang serius, terutama berhubungan dengan 
lemahnya penghayatan generasi muda terhadap nilai-nilai budaya sebagai akibat dari 
kekurang waspadaan. Sikap waspada diperlukan oleh setiap insan manusia agar dapat 
memilah antara kebaikan dan keburukan dalam rangka menambah kemuliaan hidup dan 
mana yang akan merugikan. 
Melihat fenomena kebangsaan yang mulai mengkhawatirkan, sudahsaatnya 
pemerintah mengambil kebijakan dengan langkah-langkah prepentif dan kuratif, tindakan 
prefentif bisa dilakukan dengan cara penanaman karakter kebangsaan pada generasi muda 
melalaui pendidikan.Salah satunya adalah dengan melakukan revisi terhadap kurikulum 
sejarah Indonesia di sekolah Menegah Atas. Pembelajaran di sekolah-sekolah sudah 
selayaknya menonjolkan kearifan lokal bangsa Indonesia daripada mengambil pemikiran-
pemikiran barat yang belum tentu dan sesuai dengan keperibadian bangsa Indonesia. 
Berdasarkan analisis dan kajian yang dilakukan oleh penulis terhadap 
dikument kurikulum 2013 khususnya kurikulum mata pelajaran Sejarah di SMA 
baik di kurikulum kelas wajib dan peminatan. Dalam kuriklum tersebut mata 
pelajaran sejarah  mendapat porsi yang istimewa bila dilihat dari isi dan jam 
pelajarannya, olehkarenanya kurikulum ini diharapkan dapat menjadi diharapkan 
sekaligus alat dalam membangun karakter dan martabat bangsa dan menurut 
peneliti sangat sesuai dengan pemaknaan sejarah yang sesungguhnya.  
  Dengan forsi yang istimewa   guru mempuyai watu yang cukup sehingga 
dapat memperkaya khasanah penguasaan pembelajaran. 
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Berdasarkan kajian documen yang dilakukan oleh peneliti diketemukan 
beberapa hal diantaranya, Kurikulum sejarah Indonesia 2013  di tingkat SMA baik 
untuk kelas wajib dan peminatan, mengalami inovasi dalam mengubah posisi 
pendidikan Sejarah dalam banyak hal. Hasil kajian document yang dilakukan oleh 
peneliti kembali diperjelas oleh Hamid Hasa, Kurikulum 2013 menjadikan 
pendidikan sejarah dapat sebagai tempat untuk dunia dengan tetap memiliki 
kepribadian sebagai orang Indonesia (Hamid Hasan, t.th: 18). Dalam documen 
kurikulum 2013 mata pelajaran Sejarah Indonesia, sangat jelas bahwa orientasi 
kurikulumnya lebih menekankan pada pengenalan peserta didik terhadap 
lingkungan sekitarnya dengan harapan peserta didik tidak tercrabut dari akar 
budayanya. Dalam kurikulum sejarah Indonesia materi materi  yang memiliki 
lingkup atau cakupan nasional keindonesiaan diharapkan dapat dikembangan 
dapat dikaitkan dengan materi materi pelajaran sejarah dalam konteks materi 
sejarah  lokal dan berbicaranya dalam tarap  kekinian. Oleh karena dalam 
kurikulum sejarah Indonesia 2013, sejarah lokal yang sebelumnya tidak menjadi 
prioritas dalam pembelajaran sejarah,dalam kurikulum ini memiliki posisi tawar 
tinggi,memiliki makna yang sangat penting dan strategis dan diajarkan menyatu 
dalam sejarah nasional. 
Karakteristik materi  pelajaran Sejarah Indonesia pada jenjang pendidikan 
SMA/MA  dalam kurikulum 2013 adalah berbicara berbagai macam peristiwa.  
Pendekatan pembelajaran yang dikembangkan dalam Kurikulum 2013 adalah 
pendekatan ilmiah (scientific) karena melatih peserta didik untuk aktif dalam 
pembelajaran sehingga sikap kritis dalam berfikir maupun bersikap dapat menjadi 
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kebiasaan. Dalam pendekatan ilmiah ini peserta didik dibiasakan untuk berproses 
dalam belajar seperti untuk mengungkapkan suatu fakta sejarah peserta didik 
harus melakukan kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, 
menalar/ mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Hal ini senada dengan metode 
sejarah kritis yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Maka, 
setiap kegiatan dalam pendekatan ilmiah itu melatih peserta didik untuk mandiri, 
berfikir kritis, aktif, dan bersikap yang baik (Hamid Hasan, t.th: 15). Karena 
dalam kegiatan menanya apalagi dalam kaitannya dengan wawancara dengan 
orang lain peserta didik harus sopan. Oleh karena itu, pendekatan ilmiah ini 
potensial dalam mengembangkan peserta didik berfikir kritis dan aktif tanpa 
meninggalkan pendidikan karakter. 
Dalam mengimplementasikan pendekatan ilmiah dalam mata pelajaran 
sejarah Indonesia diperlukan berbagai strategi pembelajaran terutama guru harus 
mempunyai kreatifitas dalam model pembelajaran. Rencana pelaksanaan 
pembelajaran harus dibuat terlebih dahulu oleh guru sehingga pembelajaran dapat 
terarah.Model pembelajaran harus disesuaikan dengan dengan karakteristik 
kompetensi dan jenjang pendidikan. Dalam metode berbasis proyek ini memberi 
kesempatan kepada peserta didik untuk memilih peristiwa sejarah yang tercantum 
dalam satu semester dan mengerjakannya sebagai tugas proyek untuk semester 
tersebut. Metode discovey  mengajak peserta didik untuk beralatih menemukan 
konsep, generasi atau prinsip meskipun hasil dari konsep, generalisasi atau prinsip 
sudah diketahui atau direkayasa terlebih dahulu oleh guru.  
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Berdasarkan kurikulum 2013 yang melihat kompetensi peserta didik itu 
secara utuh baik dari pengetahuan, sikap, maupun ketrampilan maka penilaian 
sejarah Indonesia pun dilakukan secara utuh. Penilaian sikap dapat diperoleh dari 
ucapan, cara berpikir, cara bersikap, dan bertindak yang dimiliki peserta didik. 
Caranya dengan observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, jurnal/ catatan 
guru. Penilaian pengetahuan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Penilaian 
ketrampilan meliputi praktik, penilaian proyek, dan portofolio. Dengan demikian, 
laporan hasil penilaian untuk sejarah Indonesia disampaikan secara periodik oleh 
wali kelas/guru kelas sebagai akumulasi dari laporan dari seluruh guru mata 
pelajaran dalam bentuk deskripsi kompetensi sesuai dengan hasil belajar setiap 
peserta didik. 
       Penilaian otentik merupakan penilaian yang digunakan pada Kurikulum 2013. 
Salah satu asumsi yang harus ada dalam penilaian otentik adalah manusia berbeda pada 
identitas dan dimensi yang bisa diukur. Mardapi (2012: 166) mengemukakan bahwa 
“penilaian otentik merupakan salah satu bentuk assesmen yang meminta peserta didik 
untuk menerapkan konsep atau teori pada dunia nyata”. Penilaian otentik menerapkan 
pengetahuan yang diperoleh peserta didik  pada situasi nyata. Penerapan konsep atau teori 
pada dunia nyata dapat juga diartikan bahwa kegiatan penilaian otentik harus bermakna. 
Sebagaimana yang dikemukakan oleh Nitko & Brookhart (2007: 253) bahwa “authentic 
assesment usually means presenting student with tasks that are directly meaningful to 
their education instead of indirectly meaningful”. Maksud pendapat tersebut menjelaskan 
bahwa penilaian otentik merupakan kegiatan menilai tugas yang diberikan kepada peserta 
didik yang bermakna dan memiliki unsur pedagogis.  
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       Sesuai dengan konsep kurikulum 2013, istilah akademik, sosial, dan kepribadian 
lebih dinyatakan dalam kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan. Sebagaimana 
penjelasan Kemendikbud (2013: 218) bahwa “penilaian otentik merupakan pengukuran 
bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap pengetahuan 
dan keterampilan”. Konsep yang serupa juga dikemukakan oleh Guliker, et. al (2004: 69) 
bahwa “authentic assesment requiring students to use the same competencies, or 
combinations of knowledge, skills, and attitudes, that they need to apply in the criterion 
situation in professional life. Maksud pendapat tersebut adalah penilaian otentik menilai 
beberapa kompetensi peserta didik atau kombinasi dari pengetahuan, keterampilan dan 
sikap yang mereka dapat aplikasikan dalam kehidupan secara profesional.  
       Penilaian otentik memiliki relevansi kuat terhadap pendekatan ilmiah dalam 
pembelajaran sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013. Karena, penilaian semacam ini 
mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik, baik dalam rangka 
mengobservasi, menalar, mencoba, membangun jejaring, dan lain-lain.Penilaian otentik 
cenderung fokus pada tugas-tugas kompleks atau kontekstual, memungkinkan peserta 
didik untuk menunjukkan kompetensi mereka dalam pengaturan yang lebih otentik. 
Karenanya, penilaian otentik sangat relevan dengan pendekatan tematik terpadu dalam 
pembejajaran, khususnya jenjang sekolah dasar atau untuk mata pelajaran yang sesuai.  
       Kata lain dari penilaian otentik adalah penilaian kinerja, portofolio, dan penilaian 
proyek.  Penilaian otentik adakalanya disebut  penilaian responsif, suatu metode yang 
sangat populer untuk menilai proses dan hasil belajar peserta didik yang miliki ciri-ciri 
khusus, mulai dari mereka yang mengalami kelainan tertentu, memiliki bakat dan minat 
khusus, hingga yang jenius. Penilaian otentik dapat juga diterapkan dalam bidang ilmu 
tertentu seperti seni atau ilmu pengetahuan pada umumnya, dengan orientasi utamanya 
pada proses atau hasil pembelajaran. Berdasarkan konsep tentang penilaian otentik yang 
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telah dijelaskan di atas, dapat diketahui bahwa penilaian otentik mempunyai perbedaan 
yang mendasar dengan penilaian tradisional. Menurut Lombardi (2008: 6) perbedaan 
penilaian otentik dapat dijelaskan dalam bagan sebagai berikut. 
Traditional Assesment  Authentic Assesment  
Generally relies forced choice written 
measured  
Promotes integration of various wriitten 
and performance measures  
Relies on proxy measures of student 
learning to represent target skills  
Relies on direct measures of target skilss  
Encourages memorization or correct 
answers  
Encourages divergent thinking in 
generating possible answers 
Goal is to measure acquiration of 
knowledge  
Goal on is to enhance development of 
menaingfull skill 
Curriculum direct assesment  Assesment direct curriculum 
Emphasis on developing a body of 
knowledge  
Empahsis on ensuring proficiency at real 
word tasks 
Promotes ‘what” knowledge Promotes “how” knowledge  
Provides a one-time snapshot of student 
understanding 
Provides an examination of learning over 
time 
Emphasizes competion  Emphasizez cooperation 
Target simplistic skill or tasks in a 
concrete singular fashion  
Prepares student for ambigitues and 
exceptions that are found in realistic 
problem setting  
Priority on summative outcomes or 
products  
Priority of the learning sequence or 
process.  
 
       Maksud pendapat di atas adalah penilaian tradisional secara umum memiliki ciri-ciri 
berikut: 1) menggunakan bentuk tes pilihan ganda; 2) menilai keterampilan secara tidak 
menyeluruh; 3) mendorong peserta didik untuk mengingat pada satu jawaban yang benar; 
4) tujuannya hanya pada aspek pengetahuan; 5) kurikulum digunakan sebagai pedoman 
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untuk menilai; 6) menekankan pada aspek pengetahuan; 7)  mengetahui apa itu 
pengetahuan; 8) menyediakan kesempatan belajar bagi peserta didik dalam satu waktu; 9) 
menekankan kompetisi; 10) tugas yang diberikan hanya berdasarkan masalah yang sudah 
jelas; dan  11) prioritas pada hasil sumatif atau produk. 
       Penilaian otentik memiliki ciri-ciri berikut: 1) integrasi tes tertulis dan tes unjuk 
kerja; 2) mengukur seluruh kemampuan peserta didik; 3) mendorong peserta didik untuk 
berpikir secara divergen dalam menjawab pertanyaan; 4) tujuan penilaian digunakan 
untuk mengukur seluruh keterampilan yang dimiliki peserta didik; 5) penilaian digunakan 
untuk menilai kurikulum secara langsung; 6) tugas yang diberikan berhubungan dengan 
situasi nyata; 7) mempelajari bagaimana pengetahuan diorganisir; 8) menyediakan 
kesempatan belajar bagi peserta didik dalam suatu waktu tertentu; 9) menekankan adanya 
sikap kerjasama; 10) menyediakan kesempatan peserta didik untuk memecahkan masalah; 
dan  11) penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan.   
       Berdasarkan bahan-bahan TOT kurikulum 2013 yang dikeluarkan oleh kemendikbud, 
dengan demikian pembaharuan kurikulum sebagai ciri kurikulum 2013 terdiri dari 
tujuh aspek yaitu: 1) kompetensi lulusan memperhatikan keseimbangan soft skil 
dan hard skill yang meliputi pengembangan nilai (sikap), pengetahuan, dan 
ketrampilan; 2) standar isi fokus pada kompetensi yang dikembangankan menjadi 
mata pelajaran melalui pendekatan tematik-integratif; 3) standar proses dilengkapi 
dengan mengamati, menanya, mengolah, menalar, menyajikan, menyimpulkan 
dan mencipta; guru wajib merancang dan mengelola proses pembelajaran yang 
akftif dan guru bukan satu-satunya sumber belajar; sikap tidak diajarkan secara 
verbal, tetapi melalui contoh dan teladan; 4) standar evaluasi (penilaian) 
berdasarkan pada penilaian otentik (kompetensi sikap, ketrampilan, dan 
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pengetahuan); 5) pendekatan kompetensi dikembangkan melalui mata pelajaran 
wajib dan pilihan pada jenjang SMA; 6) struktur kurikulum pada SMA 
mengalami perubahan sistem, pengurangan mata pelajaran, dan jumlah jam 
bertambah 2JP/minggu akibat pendekatan pembelajara; 7) kegiatan 
ekstrakurikuler pramuka menjadi wajib dan ekstrakurikuler partisipatif (Abdullah 
Idi, 2014: 28; Sholeh Hidayat, 203: 126-132). 
Menurut peneliti keberhasilan penerapan  kurikulum 2013 ditentukan oleh 
beberapa factor yang  meliputi: dan penguatan manajemen dan budaya sekolah. 
Maka, buku teks yang perlu disusun adalah buku siswa (substansi pembelajaran 
untuk mencapai kompetensi); buku panduan guru berupa panduan pelaksanaan 
proses pembelajaran, panduan pengukuran dan penilaian proses serta hasil belajar; 
dan dokumen kurikulum meliputi: struktur kurikulum, standar kompetensi 
lulusan, kompetensi inti dan kompetensi dasar; karakteristik kurikulum mencakup 
ruang lingkup ide baru suatu kurikulum dan kejelasannya bagi pengguna di 
lapangan (Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2013: 116; Sholeh Hidayar, 
2013: 156 dan 158; Mulyasa, 2009: 179-180). 
 
B. Landasan Filosofis  Kebijakan  Kurikulum Sejarah Indonesia di SMA 
Para pengambil pengambil kebijakan pendidikan sering kali tidak menyadari efek 
dari sebuah keputusan penting dan strategis yang diambilnya, termasuk didalamnya 
kebijakan pemerintah dalam melakukan perubahan ataupun melakukan  pengembangan 
terhadap kurikulum sekolah di semua jenjang pendidikan terutama berkaitan dengan  hal-
hal yang berhubungan dengan masalah filosofi kurikulum. Padahal efek dari sebuah 
keputusan yang ditimbulkan dalam jangka panjang dari sebuah kebijakan pendidikan 
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yang keliru  sangatlah fatal bagi kelangsungan kehidupan generasi di suatu negara karena 
tolak ukur berkualitas atau tidaknya suatu generasi bisa menggunakan indikator 
keseriusan pemerintah dalam melakukan pengelolaaan dan tanggung jawab  dalam 
mencerdas kehidupan bangsa melalui pengelolaan dunia pendidikan yang baik.  
Berdasarkan kajian dan analisis peneliti terhadap kajian dokument kurikulum 
mulai Orde Lama,orde baru sampai orde reformasi dapat dijelaskan bahwa filosofi 
pengembangan kurikulum yang dijadikan pijakan oleh pemerintah dalam hal ini 
kementerian pendidikan ternyata sangat berpengaruh dan menentukan arah 
perkembangan aspek-aspek yang berhubungan dengan kebijakan kurikulum pendidikan. 
Aspek-aspek tersebut meliputi: tujuan, materi, proses, dan evaluasi hasil belajar siswa.  
Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan oleh peneliti bahwa perubahan 
dan pengembangan kurikulum pendididikan pada umumnya dan kurikulum sejarah 
Indonesia khususnya menunjukan bahwa para pengambil kebijakan pendidikan di negeri 
ini lebih mempedulikan perubahan pada materi ajar dan proses pembelajaran tanpa 
memperhatikan masalah filosofinya. Akibatnya perubahan kurikulum hanya pada label 
dan nama kurikulumnya tapi tidak membawa perubahan pada jiwa dan karakter peserta 
didik yang merupakan target atau sasaran dari sebuah perubahan. 
Di negara manapun, baik negara maju, negara berkembang, maupun negara 
miskin, mereka meyakini bahwa setiap peradaban bangsa selalu menempatkan ajaran 
filsafat yang komprehensif pada posisi dan status tertinggi dalam peradaban dan 
kebudayaan manusia. Ajaran filsafat dijadikan sebagai pandangan, pendoman hidup, atau 
ideologi dalam kehidupan berbagsa dan negara. Dengan demikian, kehidupan sosial, 
politik, ekonomi, pendidikan dan kebudayaaan, atas kesadaran nilai-nilai moral selalu 
bersumber dari ajaran filsafat. Ideologi atau ajaran filsafat pancasila sebagai ajaran 
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filsafat tertinggi dalam kehidupan berbagsa dan bernegara di Indonesia dapat 
didefinisikan secara ringkas sebagai suatu refleksi kritis dan rasional tentang pancasila 
dalam pembangunan dunia pendidikan melalui pembaharuan kurikulum. Pancasila 
sebagai filosofi pendidikan tertinggi yang diadopsi dari agama dan kebudayaan lokal serta 
nasional perlu terpatri dalam sanubari bagi setiap warga, termasuk di dalamnya para 
peserta didik. Proses penanaman nilai-nilai pancasila bisa dilakukan dengan bermacam 
cara mulai dari kehidupan keluarga, masyarakat, dan pendidikan. (Dwi Siswoyo, 2015). 
Ruang lingkup materi da nisi materi pendidikan sejarah sangat dipengaruhi oleh 
filosofis kurikulum,yang menurut  D.Tanner dan L.N.Taner (1980) terdiri atas empat 
filosofis kurikulum (Hasan,2013:4-5) 
1. Prenialisme,yakni menempatkan pendidikan sejarah sebagai media dalam 
mengembagkan rasa bangga terhadap prestasi bangsa pada masa 
lampau.Kebangggan ini di transper kepada generasi massa kini melalui pewarisan 
2. Esensialisme,Yakni menempatkan pendidikan sejarah untuk mengembangkan 
kemampuan intelektual generasi muda sehingga sejarah diajarkan sebagai suatu 
disiplin ilmu 
3. Huminasme yang menempatkan pendidikan sejarah untuk mengembangkan 
keperibadiaaan peserta didik,kebebasan dalam berfikir,bertindak  dan 
mengembangkan nilai nilai yang dianggap mengembangkan nilai nilai yang 
dianggap menguntungkan dirinya dan tidak bertentangan dengan masyarakat. 
4. Rekontruksi sosial yang menenmpatkan pendidikan sejarah berorientasi ke masa 
sekarang dan masa depan.Pendidikan sejarah dipersiapkan untuk suatu kehidupan 
yang lebih baik.Artinya pendidikan sejarah tidak hanya terpaku pada massa lampau 
tetapi lebih memberikan perhatiaan yang sama mengenai apa yang terjadi pada 




a. Filosofi  Kurikulum Sejarah Masa Orde Lama 
Walupun sistim pendidikan pada massa awal kemerdekaaan masih bersifat eropa 
senteris dan warisan kolinialisme Belanda karena Secara formal sebenarnya Indonesia 
baru mempuyai undang undang pendidikan nasional pada tahun 1950. Para pengambil 
kebijakan lebih banyak disibukkan pada hal hal yang berhubungan dengan konstitusi 
kenegaraan, mereka  lupa bahwa ketika Indonesia merdeka seharusnya perdebatan utama 
justru pada tataran filosofi pendidikan. Oleh karenanya, 5 tahun setelah Indonesia 
merdeka tepatya pada tahun 1950, barulah Indonesia memiliki Undang-Undang Sistem 
Pendidikan nasional. (dokumen Kenegaraan UU NO. 4 Tahun 1950) 
Walaupun belum mempuayai undang undang sistim pendidikan nasional, pada 
massa awal kemerdekaaan yakni tahun 1945 sampai 1950, filosofi pendidikan yang 
digunakan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan  adalah pendidikan Pancasila 
dengan titik tekan pada aspek penigkatan kecerdasan kehidupan berbagsa dan bernegara 
serta mengupayakan penigkatan dan munculnya nasionalisme, patriotisme dan penigkatan 
kesadaran nasional kebangsaan Indonesia, hal ini bisa dipahami mengigat sebagai negara 
yang baru mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara merdeka tentu ancaman dan 
rongrongan dari kaum penjajah yang ingin kembali menguasai Indonesia menjadi sesuatu 
yang mengkhawatirkan,hal ini sesuai dengan filosofi pendidikan yang  dikembangkan 
oleh tokoh pendidikan yang pada saat itu ditunjuk oleh Presiden Sukarno sebagai menteri 
PPK yakni Ki Khadjar Dewantara.  
Filosofi  kurikulum  massa  awal kemerdekaaan lebih  berorientasi pada 
penanaman sikap dan semangat patriotisme bertujuan untuk mengobarkan  semangat  
kemerdekaan dan semangat juang generasi muda  agar muncul keberaniaan dalam 
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mempertahankan kemerdekaaan Indonesia. Dalam undang Undang pendidikan nasional 
tahun 1950 menyatakan  bahwa : pendidikan dan pengajaran di Republik ini diutamakan 
sifat nasionalisme. Menindaklanjuti kebijakan tentang pendidikan nasional,  Kementrian 
Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 1946 
mengeluarkan suatu pedoman bagi guru-guru yang memuat sifat-sifat kemanusiaan dan 
kewarganegaraan sebagai dasar pengajaran dan pendidikan di negara Republik Indonesia 
yang pada dasarnya berintisarikan pada Pancasila,Pancasila dijadikan sebagai landasan 
Pilosofi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara  (UU.No.4 Tahun 1950) 
Untuk mewujudkan gagasan dan ide  besar Sukarno  dibutuhkan kerja keras 
melalui semua pihak mulai dari pengambilkan kebijakan sampai pada pelaku di tatan 
bawah melalui sebuah strategi yang salah satunya adalah melalui  pendidikan. Ada 
banyak konsep dan filosofi pendidikan yang bisa dijadikan acuaan dalam menanamkan 
nilai nilai pancasila salah satu konsep filosofinya adalah  tujuan pendidikan nasional akan 
tercapai bila sejalan dengan filosofi myang dtelah ditentukan oleh para pengambil 
kebijakan seperti yang tertera dalam undang undang pendidikan nasional,Pada massa 
pemerintahan Orde Lama filosofi  pendidikan yang menjadi dasar pengembangan 
pendidikan nasional seperti yang tertuang Dalam Undang-Undang Pendidikan No. 4 
Tahun 1950, penjelasan umum No. 8 dan No. 9 dijelaskan bahwa pendidikan nasional 
memberi jaminan “keharusan untuk pendidikan kita atas kebudayaan nasional”. 
Kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan UU No. 4 Tahun 1950 terhadap pendidikan 
nasional telah menempatkan kurikulum sejarah Indonesia pada posisi terhormat.  
Bila pendapat para ahli tersebut diakaitkan dengan proses termasuk 
didalamnyanya pengajaran maka proses pengajaran sejarah Indonesia diharapkan mampu 
membalikkan situasi dan kondisi, dari masyarakat yang selama ini dibodohkan dengan 
pengajaran yang Eropa sentris, pro-kolonialisme dan lambat laun dapat mengikis budaya 
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feodal yang merupakan warisan turun temurun sebagai peninggalan pemerintahan 
kolonial Belanda. Kurikulum sejarah diharapkan dapat diaplikasikan dalam sebuah 
pembelajaran yang mencerdaskan, serta dapat mewujudkan rasa nasionalisme generasi 
muda terhadap bangsa dan negara tercinta Indonesia. Pada masa penjajahan kolonialisme, 
baik Belanda maupun Jepang, Bangsa Indonesia merasa terasing dari sejarahnya sendiri. 
(UU No.4/1950 Tentang Kebijakan Nasional). 
 Setelah disahkannya Undang Undang No.4/1950, pemerintah mengeluarkan 
kebijakan baru dibidang pendidikan dan pengajaran yakni kurikulum 1952. Filosofi 
Kurikulum pendidikan 1952 mengarah kepada sistem pendidikan nasional,jal ini bisa 
dilihat dari tujuan pendidikan dan pengajaran seperti yang tertuang dalam UU No 12 
Tahun 1954 Bab II Pasal 3 yakni membentuk manusia susila yang cakap dan warga 
negara yang demokratis serta bertanggung jawab kesejateraan masyarakat dan tanah air.  
Selain tujuan pendidinkan dalam UU NO.12 tahun 1954 juga dijelaskan dasar 
pendidikan dalam Bab III Pasal 4 yang berbunyi “pendidikan dan pengajaran berdasarkan 
atas asas-asas yang termaktub dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar RI dan atas 
kebudayaan kebangsaan Indonesia” (UU No 12 Tahun 1954).Pasal 7 menjabarkan tujuan 
setiap jenjang pendidikan yang dinyatakan pada Pasal 6 (pendidikan dan pengajaran 
taman kanak-kanak, pendidikan dan pengajaran rendah, pendidikan dan pengajaran 
menengah, pendidikan dan pengajaran tinggi). (UU No 12 Tahun 1954). 
UU No 12 1954 Pasal 7 secara eksplisit menyatakan tujuan jenjang tersebut 
berfokus pada kualitas manusia sebagai suatu pribadi. Untuk pendidikan menengah 
disebutkan ”melanjutkan dan meluaskan pendidikan dan pengadjaran jang diberikan di 
sekolah rendah untuk mengembangkan cita-cita hidup serta membimbing kesanggupan 
murid sebagai anggota masyarakat, mendidik tenaga-tenaga ahli dalam pelbagai lapangan 
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khusus sesuai dengan bakat masing-masing dan kebutuhan masjarakat dan/atau 
mempersiapkannya bagi pendidikan dan pengadjaran tinggi oleh karenanya dapat 
dikatakan nahwa kebijakan kurikulum pendidikan Masa awal kemerdekaaan ketika 
menteri PPK dijabat oleh Ki Hadjar Dewantara sangat memperhatikan hal-hal yang 
berhubungan dengan filosofi pendidikan, kecuali diawal pendirian republik, dimana 
menteri PPK-nya dijabat oleh Ki Hadjar Dewantara pada tahun 1950 dan tahun 1954” 
(UU No 12 Tahun 1954). 
Pasal 7 Undang-Undang ini menunjukkan landasan filosofis pendidikan yang 
mendasar. Pertama, peserta didik ditempatkan sebagai subjek dan kepentingan mereka 
adalah fokus pendidikan yang utama. Kedua, pernyataan bahwa ”menuntun tumbuhnya” 
dan ”memberi kesempatan mengembangkan bakat dan minat” mereka adalah jelas 
memberikan tempat kepada peserta didik sebagai subjek dalam pendidikan dan sangat 
jelas berdasarkan pandangan pedagogi yang modern.  
 Berdasarkan kajian document kurikulum Sejarah Indonesia mulai dari 
kementeriaan PPK yang di jabat oleh Ki Khadjar 1945  sampai lahirnya kurikulum 
sejarah 1964, menurut peneliti filosofi pengembangan kurikulumnya  lebih banyak 
mengarah pada pembahasan materi dan topic- topik yang berkaitan dengan periode 
pergerakan nasional,kurikulum sejarah Indonesia lebih banyak megharapkan  guru-guru 
sejarah agar menekankan pengajaran pada proses penanaman nilai nilai.   
Kemudian juga bisa membahas biografi beberapa tokoh seperti Bung Karno, 
Bung Hatta, Sudirman, untuk mendapatkan nilai-nilai kepemimpinan dan keteladanan. 
Penanaman nilai nilai seperti ini merupakan representasi dari nilai-nilai filsafat pancasila 
yang secara subsatansi meliputi nilai persatuan (Pengamalan sila ketiga dari pancasila, 
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atau sosionalisme, sosio demokrasi, gotong royong, monodualisme dan monoplolaris, 
mahluk sosial, cinta kasih dan keadilan social).  
Garis besar pikiran filosofis Sukarno mengenai Pancasila, diantaranya: Pancasila 
sebagai wawasan kebangsaan atau filsafat persatuan. Pidato Sukarno 1 Juni 1945 “Kita 
hendak mendirikan suatu negara ‘semua buat semua’ Pancasila berpangkal pada dasar 
pikiran kekeluargaan atau gotong royong, yang membuat Pancasila berpangkal pada dasar 
pikiran kekelurgan atau gotong royong, yang membuang pikiran individualisme sebagai 
sosionasionalisme dan sosiodemokrasi. Sosionasionalisme adalah nasionalisme yang 
berkemanusiaan suatu nasionalisme politik dan ekonomi, suatu nasionalisme yang 
bermaksud mencari keberesan politik dan keberesan ekonomi, keberesan negeri dan 
keberesan rezeki. Sosiodemokrasi adalah bukan demokrasi ala Revolusi Perancis, bukan 
revolusi ala Amerika. ala Inggris…tetapi ia adalah demokrasi sejati yang mencari 
keberesan politik dan keberesan ekonomi. Sosiodemokrasi adalah adalah demokrasi 
politik dan demokrasi ekonomi, Trilogi Bung Karno, yaitu “Berdaulat dan bebas dalam 
politik, berkepribadian dalam kebudayaan, dan berdikari dalam ekonomi”, menurut Buya 
Syafii Ma’arif, seharusnya menjadi arah Kurikulum pendidikan di Indonesia untuk 
memantapkan karakter manusia Indonesia. 
 Dari perspektif historis terlihat jelas bagaimana peran pendiri republik dan 
peran para tokoh-tokoh pergerakan nasional yang pada akhirnya mereka bersepakat 
bahwa perlu landasan filosofi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Landasan 
filosofis tersebut kemudian dicetuskan oleh Ir. Sukarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang 
lebih dikenal dengan pancasila dan UUD 1945 (alinea ke IV). Ketentuan yuridis 
konstitusional tersebut dijadikan konstruksi hukum yang tentunya mengandung 
konsekuensi formal, fungsional, dan impratif. Pancasila dijadikan pijakan sebagai norma 
dasar dan norma tertinggi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negera 
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republik Indonesia. Pancasila adalah ideologi negara dan ideologi bangsa Indonesia. 
Pancasila adalah identitas dan karakteristik bangsa atau keperibadian nasional yang 
perwujudannya secara melembaga sebagai sistem pancasila yang menjiwai setiap  
keperibadian bangsa, pandangan hidup (keyakinan bangsa) sistem kenegaraaan dan 
masyarakat Indonesia. (Jimy Assidiqi, 2008). 
Filosofi kurikulum Sejarah Indonesia mengalami sedikit kemunduran pada 
kurikulum Sejarah tahun 1964, filosofi kurikulum sejarah pada saat ini adalah manipol 
usdek, hal ini secara tegas dijelaskan dalam instruksi Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaaan No.2 tahun 1961.Filosofi pendidikan diwajibkan berdasarkan Pancasila dan 
Manipol (Manipesto politik) UUD 1945 yang materinnya berorientasi pada sosialisme 
dalam perspektif Indonesia.Selain Idiologi Pancasila dan manipol usdek,dunia pendidikan 
6termasuk kurikulum sejarah di instruksikan untuk mengkampayekan idiologi 
marehenisme,idiologi ini di sosialisasikan oleh kelompok nasionalis. 
Kondisi pendidikan pada saat itu bisa dikatakan melenceng dari roh filosofi 
sesungguhnya yakni pancasila dan UUD 1945, Akibatnya terlihat jelas dalam kegiatan 
pembelajaran dimana pendidikan kita kurang peduli terhadap persoalan kebangsaan dan 
kehidupan kebangsaan padahal kondisi politik saat itu sangat memanas dan kondisi 
negara diambang perpecahan   
b. Filosofi Kurikulum Sejarah  Pada massa Orde baru  
Pada masa Orde Baru, Suharto menyakini bahwa demokrasi terpimpin 
seperti  yang diterapkan oleh Soekarno adalah penyimpangan dari semangat sejati 
dan otentik Indonesia dalam UUD 1945 dan ideologi Pancasila. Soeharto juga 
menyatakan bahwa Pancasila adalah satu-satunya ideologi bangsa Indonesia. 
Belakangan Suharto menyatakan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala 
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gagasan dan merupakan perwujudan identitas seluruh bangsa Indonesia. (R. E. 
Elson, 363).  
Pengalaman massa orde baru yang dianggap melenceng dari nilai nilai 
pancasila, Soeharto berusaha mengembalikan peran dan fungsi pancasila pada 
pungsi yang sesungguhnya,menurutnya  Pancasila terdiri  dari tiga dimensi  yakni 
: Pancasila adalah sumber kebangkitan nasional, Pancasila adalah kelangsungan 
kehidupan nasional dan Pancasila adalah pemersatu. (Thomas J. Conners, 166). 
Pelaksanaan Pancasila pada masa Suharto lebih sistematik dan integratif daripada 
masa Sukarno. Hal ini dapat dilihat dari posisi penting Pancasila yang 
mendominasi politik dan sistem pendidikan di Indonesia. Pada bidang pendidikan, 
tahun 1966 dimulai program pendidikan  P4. Pada strata pendidikan juga 
diterapkan mata pelajaran PMP.Secara ontologi, nilai-nilai yang terkandung 
dalam falsafah Pancasila diyakini oleh setiap warga negara sebagai sebuah 
kebenaran yang hakiki.        
  Susunan dari sila-sila Pancasila yang disepakati sebagai dasar negara 
sekaligus sebauah landasan dalam membuat kebiajakan di semua aspek 
kehidupan, termasuk di dalamnya adalah kebijakan kurikulum nasional. Adalah 
suatu kebulatan hirarkis pyramidal yang mengakibatkan hubungan yang tak 
terpisahkan antara sila satu dengan sila yang lainnya,(Notonegoro,1955). 
Pernyataan ini kemudian dikukuhkan kembali dengan Ketetapan 
No.XX/MPRS/1960, Ketetapan no.5/MPR/1973, kemudian diperkuat kembali 
dengan Ketapan MPR No.XI/MPR 1978.      
  Seperti yang telah dikemukakan diatas, bahwa landasan filosofis 
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pendidikan menjadi sangat mendasar karena landasan filosofis pendidikan akan 
menentukan arah dan tujuan yang diibaratkan dengan kapal yang sedang berlayar. 
Filosofis adalah jarum kompas yang akan menunjukkan arah, yang akan 
memandu agar kapal dapat sampai tujuan dan berlabuh di pelabuhan dengan 
selamat. Saking pentingnya filosofi kurikulum, sekaliber Schubert (1986:116) 
memberikan perhatian khusus terhadap kurikulum. Schubert (…th?.) “philosophy 
lies at the heart of educational endeavor. This is perhaps more evident in 
curriculum domain than in any other, for curriculum is a response to the question 
of how to live a good life”. Pengembangan kurikulum di Indonesia, perlu 
mengacu pada ideologi negara, yakni pancasila. Pancasila wajib hukumnya 
digunakan sebagai filsafat bangsa dan negara Indonesia. Selama ini praktek 
pelaksanaan pendidikan massa orde baru hampir kehilangan orientasi dan 
tercerabut dari akar sejarahnya.Praktek pendidikan di Indonesia hampir 
tidak lagi diilhami oleh Pancasila sila pertama yakni Ketuhanan Yang 
Maha Esa. Penanaman nilai-nilai luhur serta pembudayaannya menjadi 
pandangan yang langka di sekolah-sekolah di Indonesia. Proses 
pembelajaran di sekolah-sekolah Indonesia lebih diorientasikan pada 
pembentukan satu ranah potensi siswa (kognitif) saja, sementara aspek 
yang lain; aspek pembudayaan nilai-nilai luhur dan psikomotorik siswa 
menjadi prioritas yang tidak begitu diperhitungkan (Soedijarto, 1998:70).  
             
  Dari berbagai kajian dan analisis dokumen terhadap  kurikulum Sejarah 
Indonesia penulis menemukan fakta-fakta menarik yang menguatkan argumentasi 
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para pakar seperti yang telah diuraikan di atas, yakni: Perubahan kurikulum 
sejarah Indonesia dari waktu ke waktu memang lebih didominasi oleh aliran 
filsafat esensialisme, aliran ini menghendaki sejarah Indonesia diajarkan secara 
utuh dalam bentuk disiplin sejarah sebagai ilmu. Oleh karenanya, tidaklah 
mengherankan kalau pada saat itu kurikulum sejarah yang diaflikasikan dalam 
proses pembelajaran sejarah Indonesia identik dengan pelajaran hafalan  
  Berdasarkan analisis dokumen terhadap kurikulum pendidikan sejarah 
SMA pada massa orde baru terlihat jelas bahwa kurikulum sejarah Indonesia 
mulai tahun 1975 menggunakan paradigma filosofis prenialisme. Kurikulum ini 
sudah mulai mengenalkan  mata pelajaran yang tidak lagi beroreintasi pada 
pemurnian disiplin ilmu seperti yang terjadi pada kurikulum sebelumnya, akan 
tetapi paradigm filosofinya sudah mulai berubah menjadi pendekatan 
multidisiplin. Salah satu contohnya adalah adanya perubahan nama mata 
pelajaran, diantaranya diperkanalkannya mata pelajaran IPA untuk kurikulum SD, 
SMP, SMA, dan SMK. Sayangnya perubahan kurikulum ini tidak dikembangkan 
sebagai suatu kesadaran sebagai yang dikemukakan oleh Olivia (1997: 190), 
yakni: 
“ The curriculum should be congnizan of the major principles of the leading 
shool of   filosophy,particularly essentialism an progressivism. The should know where 
they stand as individuals and as a gruup in the philosophical spectrum.The may diccover 
they have  perhaps a majority of educator and eclectic approach to philosophy,chosing 
the best from several philosophies”. 
 
Guru-guru mengalami kesulitan dalam menerapkan kurikulum IPS, dimana 
sejarah  menjadi salah satu komponen kurikulum IPS. Kurikulum SMK tetap 
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menggunakan filosofi prenialisme. Posisi filosofi untuk kurikulum 1984 dipertahankan 
dan baru pada tahun 1994 filosofinya dikembangkan. Permasalahan yang sama terjadi 
pada kurikulum 1975 dan kurikulum 1984 sehingga perubahan filosofi adalah kembali 
pada sudut pandang prenialisme  dan oleh karena itu sejarah diajarkan terpisah dari 
komponenn ekonomi dan geografi. Dalam realitanya sejak tahun 1975 tidak terjadi 
perubahan pandangan filosofi, bahkan guru sejarah tetap diajarkan secara terpisah sebagai 
sejarah dan tidak sebagai bagian dari IPS. 
Kurikulum Sejarah Indonesia yang lebih berkiblat pada esensialisme dan 
prenialisme menyebabkan kurikulum sejarah kurang peka terhadap permasalahan-
permasalahan sosial kemasyarakatan lainnya. Oleh karenanya, tidaklah mengherankan 
jika banyak keluhan dan kritikan tajam tentang kurikulum sejarah yang diaktualisasikan 
dalam proses pembelajaran. Sejarah dianggap sebagai pelajaran hafalan yang 
membosankan dan jauh dari sentuhan lingkungan. Kedua pandangan tersebut di atas 
yakni perubahan dan perkembangan kurikulum di Indonesia yang lebih banyak 
didominasi oleh aliran filsafat esensialisme, prinialisme dan lebih memberi porsi khusus 
pada kurikulum dan peningkatan sains dan teknologi  makin lama makin mendominasi 
perubahan kurikulum di Indonesia. Hal ini terlihat jelas dari kebijakan kurikulum 
mengenai ujian negara (UN) dan beban belajar yang dialokasikan untuk mata pelajaran di 
SMA.(Hamid Hasan:Wawancara April 2016) . 
 Beban belajar yang diterjemahkan dalam bentuk kredit semester diberikan 
kepada pendidikan matimatika dan sains. Pendidikan matimatika dan sain diprioritaskan 
sebagai pendidikan yang elitis dan diyakini dapat membawa bangsa ke arah kehidupan 
yang lebih baik. Kondisi ini semakin membuat jarak antara siswa dalam proses pemilihan 
jurusan atau peminatan di tingkat SMA. Persoalan ini bisa dilihat secara jelas ketika masa 
Orde Baru, dimana Menristeknya pada saat itu di bawah kekeuasaan B. J. Habibie. 
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Pendidikan memberi porsi khusus pada perkembangan ilmu-ilmu excakta dalam 
pengembangan karena arah kebijakan nasional memang pada pengembangan IPTEK atau 
penguasan sain. 
c. Filosofi Kurikulum Sejarah massa reformasi  
Pada awal era reformasi muncul berbagai pendapat dan pandangan 
mengenai perlunya reformasi pendidikan nasional. Maraknya tuntutan reformasi  
dalam bidang pendidikan di Indonesia didorong oleh keinginan mendudukkan 
pendidikan sebagai alat yang efektif untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 
Kenyataan ini tentu bertentangan dengan apa yang terjadi selama era sebelumnya 
dimana pendidikan lebih berfungsi sebagai alat pengendali kekuasaan dan 
membangun dominasi, ketimbang sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat 
dan membangun kesadaran kolektif sebagai sebuah bangsa dan negara (H.A.R. 
Tilaar, 2000: 4)     Reformasi yang ditandai dengan bergulirnya 
masa transisi kehidupan bermasyarakat  di Indonesia, dari situasi yang represif  
berubah menjadi demokratis,melahirkan berbagai situasi baru. Berbagai 
perubahan kebijakan tersebut tentu diharapkan dapat  memberikan harapan baru 
bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia dan pencapain tujuan 
pendidikan nasional yakni terwujudnya manusia Indonesia yang memiliki 
kepribadian yang utuh, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 
(Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional). 
Di era reformasi, Pancasila mengalami perubahan fungsi, yaitu sebagai ideologi 
kebangsaan. fungsi Pancasila secara sosial sebagai salah satu perubahan sosial, local 
wisdom, dan lainnya. Wajah Pancasila menggalami perubahan dengan adanya globalisasi 
dan moderinitas. Satu sisi, nilai Pancasila dapat memberikan panduan dalam kehidupan 
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sosial dan salah satu falasafah hidup. Namun disisi lain, nilai-nilai  globalisasi dan 
modernisasi menjadi unsur penting yang terus menyebar di masyarakat Indonesia. Hal 
inilah yang menyebabkan wajah Pancasila berubah kini. Sebagai ideologi, Pancasila 
tentap penting dan diperlukan, namun dalam aplikasi tatanan masyarakat nilai-nilai 
Pancasila sudah mulai terkikis oleh adanya modernisasi.      
  Sementara di era reformasi, orientasi penanaman nilai-nilai karakter dan budaya 
bangsa merupakan cerminan dari nilai-nilai filosofi pancasila yang perlu ditekankan 
sedini mungkin dalam proses pendidikan, agar pendidikan dan aplikasi dari nilai-nilai 
pancasila terkonsep dengan baik, jelas, terstruktur, dan terorganisir dengan baik melalui 
sebuah kebijakan nasional di bidang pendidikan yang salah satu kebijakannya adalah 
pembaharuan kurikulum nasional sejarah Indonesia 2013 di SMA.  Penerapan nilai-nilai 
Pancasila dalam kehidupan sehari-hari  dapat dilakukan melalui pembaharuan kurikulum. 
Dengan adanya pembaharuan kurikulum diharapkan adanya proses memberdayakan, 
penghargaan, perubahan, dan aplikasi nilai-nilai pancasila pada semua peserta didik 
sesuai dengan tingkatan, kemampuan, bakat, serta minat yang dimiliknya. Sehingga 
kajian filsafat pendidikan pancasila harus diorentasikan  pada nilai-nilai pancasila yang 
menjiwai dan memberikan identitas sistem pendidikan nasional. (M. Noor Syam, 1983: 
351). 
Dalam sebuah penelitian yang mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan  
kajian filosofis pendidikan diperlukan pendekatan dan analisis filosofis yang berorientasi 
pada proses penananaman nilai-nilai kebudayaaan yang berkembang dalam masyarakat, 
baik kebudayaan lokal (local genius), maupun kajian-kajian yang berhubungan dengan 
sejarah lokal. Kajian filosofis pendidikan seringkali digunakan oleh para ahli di negara-
negara modern untuk melakukakan kajian tentang pendidikan dalam rangka mencari 
solusi  konstruktif terhadap berbagai persoalan-persoalan yang berhubungan dengan 
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pengetahuan.     Kajian filosifis dengan pendekatan filsafat 
analistis memang tidak sepenuhnya bisa digunakan dalam mengekspresikan posisi 
filosofis khusus sebagai teori. Akan tetapi bisa digunakan  sebagai disiplin yang dicirikan 
dengan refleksi dalam bentuk analisis dan kata-kata atau pernyataan-pernyataan. Atas 
dasar inilah, maka tipe filsafat ini disebut dengan filsafat kritis, filsafat analistis atau 
filsafat metodologis. (Brezinka, dalam Dardiri, 2013: 1).Secara mendasar, analisis 
filosofis merupakan pengujian yang digunakan dalam membuat pernyataan-pernyataan 
tentang pengetahuan, pendidikan, persekolahan, dan mencoba untuk mengklarifikasi 
dengan menetapkan maknanya.Dengan menggunakan metode analisis filsafat diharapkan 
dapat memperoleh kajian secara utuh, menyeluruh, dan mendalam tentang kajian 
pendidikan dan kurikulum.   Seiring dengan perkembangan zaman, 
harus kita akui bahwa untuk mengaflikasikan nilai-nilai Pancasila semakin sulit 
dilakukan,ha ini dikarenakan kondisi masyarakat sudah mengalami perubahan nilai akibat 
adanya globalisasi diberbagai bidang termasuk globalisasi dibidang pendidikan. 
Peryataaan ini dikemukakan oleh Sardiman. Perubhan orientasi bisa dilihat dari sila 
pertama pancasila“Ketuhanan Yang Maha Esa”, saat ini telah terjadi pegesaran dengan 
banyak interpretasi mengenai sila ini. Hal ini dikarenakan perbedaan cara pandang 
terhadap agama. Saat ini agama dilihat lebih sederhana menjadi bagian indentitas dan 
budaya, serta agama sebagai komoditas.(Sardiman,Wawancara,Mei 2016).  
   Sila kedua “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradap”,  yang dulunya menjadi 
identitas kepedulian sesama manusia dan tepo sliro harus berhadapan dengan egoistik, 
materialism, individualistik, dan hedonisme.Idiologi Pancasila seolah olah berhadapan 
dengan situasi yang berseberangan Rasa tepo sliro semakin menipis dalam kehidupan 
sosial masyarakat,satu kelompok kadang menghujat kelompok lainnya kadang kadang 
karena perbedaaan pandangan politik,ekonomi  dan idiologi pendidikan. 
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 Sila ketiga, “Persatuan Indonesia”, yang mencerminkan persatuaan dan kesatuan 
dari keberagaman dan nasionalisme. Saat ini kita disuguhkan dengan konflik baik dari 
kalangan elite maupun pada kolempok bawah.. Konflik sosial terus terjadi dan 
dipertontonkan ke hadapan publik yang seolah oleh menjadi proses pembelajaran 
politik,tontonan konflik tanpak mereka sadari berakibat fatal pada jiwa dan 
keperibadiaaan generasi muda.bila hal ini terus dibiarkan maka akan semakin berat bagi 
dubia pendidikan terutama pendidik dalam mengaflikasikan nilai nilai persatuaaan dan 
nasionalisme.       Sila ke empat “Kerakyatan 
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan”.makna 
dari sila ini adalah bahwa proses pengambilan keputusan di usahakan dilakukan melalui 
proses musyawarah dalam rangka mencapai kemufakatan, proses pengambilan keputusan 
berdasarkan suara terbayak merupakan cara terakhir ketika proses musyawara mufakat 
menemui jalan buntu. Keputusan yang disepakati baik melalui proses musyawra mupakat 
maupunmelalui mekanisme poting dengan menggunakan suara terbayak haruslah menjadi 
keputusan bersama dan tidak boleh dianggap sebagai keputusan dan kemenangan bagi 
kelompoknya, sehinggga kita tidak lagi mengenal kalah menang atau mayoritas dan 
kelompok minoritas.         Belum 
ditegaknya keadilan hukum juga menjadi tatangan berat bagi nilai sila ke lima “Keadilan 
Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.Penerapan hukum yang masih terkesan sangt 
diskriminatif, tajam ke bawah dan tumpul ke atas menjadi tantangan sendiri bagi dunia 
pendidikan kita,sistim pembangunan politik,ekonomi yang tidak merata mengakibatkan 
ketimpangan sosial dalam masyarakat,kondisi ini tentu sangatlah menarik untuk dikaji 
dan analisis menjadi sebuah refrensi dalam membahas filosofi pendidikan Indonesia  . 
   Berikut akan dijelaskan arah kebijakan pengembangan kurikulum Sejarah 
Indonesia (Renstra Depdiknas,2010 : 46): Kebijakan Kurikulum pendidikan haruslah 
144 
 
dikembangkan berdasarkan filosofi yang mengarah pada sebuah konsep pendidikan 
dimana proses pendidikan dimaknai sebagai suatu yang terencana.  
Bila mencermati renstra diknas seperti yang telah dijelaskan di atas, maka 
filosofi  pendidikan dan kurikulum berbicara atau lebih menitik beratkan pada 
hakekat dan potensi  manusia sebagai mahluk social.(Oliva1997). Bila 
pengembangan manusia yang menjadi target atau sasaran, maka kurikulum 
pendidikan termasuk kurikulum sejarah Indonesia 2013 harus diarahkan dan 
dikaitkan dengan pengembangan berbagai potensi setiap anak menjadi 
kemampuan prima (intelligence) yang bersifat jamak.  
Dari uraiaan di atas terlihat jelas bahwa Pancasila yang merupakan 
ideologi negara, dasar Negara, sekaligus filosofi kenegaraaan, diwajibkan menjadi 
pijakan atau landasan filosofi negara yang dengan sendirinya menjadi landasan 
pengembangan filosofi kurikulum pendidikan, termasuk di dalamnya kurikulum 
sejarah Indonesia 2013 di SMA (Sekolah Mengah atas). Pancasila sebagai 
landasan filosofis ini merupakan proses yang terintegrasi dan terharmonisasi dari 
nilai-nilai atau norma-norma utuh yang terkandung dalam ke lima sila pancasila.  
Penerapan Pancasila sebagai landasan filosofis pengembangan pendidikan 
nasional dapat dilihat secara jelas dalam  Undang-Undang  No. 2 tahun 1989 pasal 
2 yang berbunyi: “menetapkan bahwa sistem pendidikan nasional harus 
berdasarkan Pancaila dan UUD 1945. (UU Sisdiknas, 1989). Rincian tentang 
dasar pendidikan tersebut tercantum juga dalam penjelasan UU RI No. 20 tahun 
2003 tentang sistem pendidikan nasional. Sistem ini menegaskan bahwa  
pembangunan nasional, termasuk di dalamnya pendidikan sebagai representasi 
145 
 
pengamalan dari sila-sila pancasila. Dengan bahasa yang sangat sederhana dapat 
dikatakan bahwa pancasila adalah sumber sistem nilai yang dikembangan dalam 
sistem pendidikian nasional melalui kurikulum sekolah di semua jenjang, baik 
kurikulum yang sifatnya formal maupun kurikulum yang sifatnya non formal. 
(Undang-Undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003). 
Bila berbicara dalam konteks makro, perkembangan kurikulum Pendidikan 
Indonesia termasuk di dalamnya kurikulum sejarah Indonesia 2013, landasan 
filosofi kurikulumnya selain berdasarkan Pancasila juga berdasarkan pada 
budaya-budaya lokal serta agama yang ada dan berkembang di dalam  
masyarakat. Karena pada khakekatnya Pancasila juga lahir dari akar dan budaya. 
baik lokal maupun nasional. Oleh karenanya, kurikulum pendidikan di semua 
satuan pendidikan di semua tingkatan haruslah beriorientasi pada proses 
penanaman nilai-nilai karakter yang lahir dan berakar dari kebudayaan dan agama 
yang ada di Indonesia. Pelaksanaan pendidikan karakter sebagai representasi dari 
sebuah proses penanaman nilai-nilai kebangsaan seperti yang tercantum dalam 
pancasila merupakan komitmen bangsa yang akan dikembangkan dan 
diaplikasikan dalam sektor kehidupan. Mulai dari sektor keagamaan, 
kesejahteraan, pemerintahan, komunikasi dan informasi, kesehatan, hukum dan 
hak asasi manusia, serta pemuda dan olahraga. Pendidikan, termasuk di dalamnya 
kurikulum sejarah Pendidikan 2013 di SMA. 
Kuriklum Sejarah SMA 2013 mempuyai tujuan menanamkan nilai-nilai 
karakter berdasarkan nilai nilai pancasila yang secara substansi mencakup: nilai 
relegiusitas, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Kelima nilai 
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substansial ini tentunya bisa dielaborasi lebih rinci dalam lingkup pelaksanan 
sebagai karakter privat dan publik (subyektif dan obyektif). Karakter privat nilai-
nilai pancasila diyakini kebenarannya oleh setiap individu dan warga negara, 
sedangkan pelaksanaan melalui karakter publik adalah nilai-nilai pancasila 
ditanamkan dan menjadi program bersama yang ditanamkan secara melembaga 
dalam kehidupan berbagsa dan bernegara melalui proses yang teritengrasi melalui 
kurikulum dan sistem pendidikan nasional. 
Pengembangan pendidikan karakter kebangsaan seperti yang termuat 
dalam tujuan kurikulum pendidikan termasuk di dalamnya adalah kurikulum 
sejarah Indonesia 2013 dapat dijelas bahwa dalam proses pengembangkan 
pendidikan karakter kebangsaan bisa dilakukan dengan cara pembaharuan 
kurikulum  sejarah dengan mengambil contoh-contoh sederhana dan terdekat yang 
ada di sekitar lingkungan siswa. Orang Aceh bisa menggunakan pembelajaran 
sejarah dengan konteks kebudayaaan dan religiusitas dengan mengambil beberapa 
contoh konsep pendidikan karakter yang bisa dikembangkan berdasarkan kondisi 
kelokalannya. Orang Papua juga bisa  melakukan penanaman karakter kebangsaan 
melalui proses pembelajaran yang terintegrasi antara unsur kebudayaaan lokal di 
Papua, begitu juga dengan wilayah-wilayah lain yang ada di Indonesia.  
Nilai-nilai kelokalan yang menyejarah juga bisa dijadikan pijakan dan 
acuan dalam proses penanaman karakter kebangsaan. Salah satu contohnya adalah 
pengembangan karakter yang menyejarah yang dikembangakan dalam 
pembelajaran sejarah, yang bisa diadopsi dalam Kurikulum Sejarah Indonesia 
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2013 di SMA diantaranya adalah konsep atau teori pendidikan karakter yang 
dikembangkan oleh K. H. Ahmad Dahlan dan tokoh tokoh lainnya di Indonesia. 
Konsep pendidikan karekter menurut K. H. Ahmad Dahlan dapat 
dimasukkan pada teori pendidikan yang mempunyai kekuatan dalam hal 
penigkatan karekter kebangsaaan melalui penanaman nilai-nilai keagamaan. 
Landasan filosofis pengembangan karakter yang bernuansa humanis religiusitas 
berdasarkan Filsafat Pendidikan Pancasila menjadi dasar antara lain dalam 
menentukan pendekatan pendidikan karakter. Pendekatan Humanis Relegius 
dinilai sejalan dengan filsafat Pancasila. Pola yang digunakan oleh K. H. Ahmad 
Dahlan lambat laun semakin menunjukkkan eksisitensi di negara yang 
multikultur, sekaligus menggoyahkan spritualitas barat. Hal ini sejalan dengan apa 
yang dikemukan oleh Sujipto bahwa dominasi spiritual barat pelan-pelan sedang 
goyah, dan barat mulai menengok kepada kearifan Timur. Bahkan dengan terang-
terangan Zohar dan Marshal dalam “Spiritual Intelegence, The Ultimate 
Intelegence” menyebut kultur Barat sebagai “spiritually dumb culture”. 
(Satjipto,2019:12). 
Berdasarkan teori pendidikan yang dikemukan oleh  K.H. Ahmad Dahlan, 
diharapkan peserta didik  dapat menggali nilai-nilai luhur yang berbasis dari 
ajaran agama sebagai representasi dari sila pertama dari Pancasila.(KI.1) Proses 
penanaman nilai dengan pendekatan spritualitas diharapkan dapat meningkatkan 
ahlak mulia dari manusia/peserta didik. Sedangkan kajian teori pendidikan yang 
dikemukakan oleh Ki Hadjar Dewantara dapat diajadikan pijakan dalam menggali 
nilai-nilai luhur yang berbasis sejarah lokal dengan tujuan akhir manusia yang 
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berbudi pekerti luhur, sesuai dengan filosofi pancasila terutama sila pertama,hal 
ini sesuai dengan tuntutan ketercapaiaan K1 kurikulum sejarah di SMA (Dyah 
Kumalasari ,wawancara 18 Februari 2016). 
Perpaduan filosofi pancasila yang berakar dari nilai-nilai karakter seperti 
yang diajarkan K. H. Ahmad Dahlan dan Ki Hadjar Dewantara sangat mungkin 
dijadikan teori pengembangan Sejarah Indonesia dan sesuai dengan roh, filosofi, 
serta tuntutan dari Kurikulum Sejarah Indonesia 2013. Hal tersebut dikarenakan 
budaya lokal yang menjadi dasar pembinaan karakter oleh Ki Hadjar Dewantara 
dapat bersumber dari nilai-nilai universal yang bisa diambil dari ajaran 
Islam/nilai-nilai religius. Nilai-nilai religius inilah yang menjadi pondasi ideologi 
Negara, yakni pancasila 
Kurikulum sejarah Indonesia 2013 sebenarnya perpaduan antara konsep 
religiusitas dengan konsep kebudayaan (pemikiran pendidikan karakter K. H. 
Ahmad Dahlan dan Ki Hadjar Dewantara), berarti memadukan pendidikan akhlak 
berdasarkan ajaran agama dan pendidikan budi pekerti yang berbasis pada 
kebudayaan dan sejarah  lokal. Keduanya saling melengkapi, hal ini sangat sejalan 
dengan landasan filosofi pendidikan Indonesia yang merupakan impian dari para 
pendidiri negara republik Indonesia. Filosofi dan konstruksi hukum yang 
dimaksudkan adalah Pancasila dan UUD 1945. Impian dan cita-cita pendiri 
republik ini jelas tertuang dalam pancasila dan UUD 1945. Jelas dikatakn bahwa 
“pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak, serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi 
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peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab”. (Pernyataan ini 
lebih detil dan rinci terdapat juga dalam Undang-Undang Pendidikan No. 20/2003 
(UU No. 20 Tahun 2003). 
Bila undang-undang tersebut dijadikan pijakan dalam setiap 
pengembangan pendidikan dan kurikulum Sejarah Indonesia, maka penggabungan 
prinsip pendidikan karakter menurut K. H. Ahmad Dahlan dan Ki Hadjar 
Dewantara sangatlah ideal dan bisa diaplikasikan dalam kurikulum sejarah 
Indonesia 2013 di SMA. Penerapan pendidikan karakter perlu disesuaikan dengan 
nilai-nilai lokal, yang sesuai dengan kondisi riil masyarakat Indonesia, dan selaras 
dengan teori-teori pendidikan karakter yang ada pada masa sekarang. 
Implementasi dari kedua teori tersebut didasari juga oleh kenyataan bahwa budaya 
lokal yang ditanamkan dalam pendidikan karekter Ki Hadjar Dewantara ternyata 
banyak mengambil nilai-nilai universal dari ajaran Islam sebagai dasar/referensi. 
Kebijakan pendidikan di Indonesia, walaupun Pancasila digunakan sebagai 
pondasi utama tapi aplikasi dan interprestasinya di lapangan lebih banyak 
menggunakan pendekatan filsafat esensialisme dan prenialisme. Padahal idealnya 
pendidikan di Indonesia menggunakan gabungan filsafat pendidikan esensialisme, 
prenialisme, idelaisme, rekonstruksi sosial dan pendekatan humanisme. 
Kurikulum sebagai suatu rancangan dan pemikiran dari tokoh-tokoh 
pendidikan, lahir dan dikembangkan berdasarkan keinginan dan kebutuhan 
masyarakat  melalui  pemikiran ilmiah yang berlandaskan filosofi Negara, yakni 
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filsafat pancasila. Filosofi ini bila dikaji berdasarkan perkembangan kajian filosofi 
pendidikan dikenal dengan istilah esensialisme. 
Dalam teori besar filosofi pendidikan, dijelaskan bahwa aliran filsafat 
Esentialisme menempatkan kurikulum pendidikan termasuk kurikulum sejarah. 
Kurikulum sejarah digunakan sebagai alat pengembangan kemampuan intlektual 
generasi muda, sehingga sejarah diajarkan sebagai satu disiplin ilmu dan bukan 
hanya terbatas pada pengetahuan sejarah tapi adanya kesinambungan. Pendidikan 
harus memperhatikan keseimbangan antara tumbuhnya budi pekerti, intelektual, 
serta tubuh atau jasmani anak demi sempurnanya tumbuh kembang anak. Konsep 
pendidikan seperti ini senada dengan apa yang dikemukan oleh Ki Hadjar 
Dewantara, Indonesia pernah mempunyai sejarah yang kelam dimana sistem 
pendidikannya hanya mengedepankan intelektual semata. Hal ini tidak lepas dari 
strategi yang dikembangkan oleh pemerintah kolonial. Pendidikan yang hanya 
mengutamakan intelektual, menurut Ki Hadjar sudah tidak sesuai lagi untuk 
diterapkan. Dalam salah satu tulisannya yang dimuat dalam Pusara Djilid 1 No. 4, 
Nopember 1931, 
“Kalau zaman jg lalu dan zaman jang telah datang ini kita banding2kan, 
maka teranglah perbedaannja jg pokok jaitu: dulu orang mementingkan 
pengetahuan, sekarang orang mulai mementingkan ketjerdasan budi; dulu 
kebidjaksanaan mendjadi tujuan jg terachir, sekarang kebidjaksanaan ini hanja 
mendjadi alat untuk dapat menjempurnakan hidup.” 
 
Pandangan tersebut menyiratkan keberpihakan Ki Hadjar Dewantara 
dengan ilmu pendidikan yang mengedepankan kecerdasan budi, yang saat itu 
banyak digali dari pemikir-pemikir pendidikan di Eropa seperti Pestalozzi, 
Spranger, Heymans, Freud, Foerster, Montessori, Kerschenteiner, dan lain-lain. 
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Nilai-nilai seperti inilah yang seharusnya menjadi landasan filosofis 
pengembangan pendidikan sejarah  Indonesia dalam kurikulum 2013. 
Konsep pendidikan semacam itu, yang sedang banyak dipelajari di Eropa, 
menurut Ki Hadjar Dewantara sebenarnya bukanlah hal baru bagi bagsa 
Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari tulisan beliau seperti yang tertuang dalam 
tulisannya, “…tentang ilmu pendidikan modern, jg kini hidup di Eropa itu, 
sedikitpun ta’ ada jg asing bagi kita. Segala-galanja kita mengerti dengan 
seketika, karena bukan lain itulah ilmu kita belaka. Teranglah ilmu pendidikan jg 
sekarang timbul sebagai ‘ilmu baru’ di negeri-negeri Barat itu bagi kita bukan 
barang baru, tetapi simpanan kita, kekajaan bangsa kita jg statis tetapi terkandung 
dlm jiwa kita sebagai sikap ‘among’ (Ki Hadjar Dewantara, 1951b:69).” 
Untuk lebih jelasnya akan dibahas dalam pokok bahasan berikutnya. Bila 
mencermati filosofis perkembangan pendidikan dan kurikulum di Indonesia dapat 
dikatakan bahwa selama ini negara dan para pengambil kebijakan dibidang pendidikan 
sering kali tidak menyadari efek dari sebuah keputusan strategis yang diambilnya di 
bidang  pendidikan, termasuk di dalamnya kebijakan pengembangan kurikulum Sejarah 
Indonesia. Kebijakan yang dimaksudkan terutama kebijakan yang berhubungan dengan  
masalah filosofi kurikulum. Filosofi pindidikan termasuk di dalamnya kurikulum yang 
digunakan ternyata sangat berpengaruh pada penentuan arah, tujuan, materi, proses, dan 
evaluasi hasil belajar. Perubahan dan pengembangan kurikulum pendididikan pada 
umumnya dan kurikulum sejarah Indonesia pada khususnya menunjukkan bahwa betapa 
para pengambil kebijakan di negeri ini lebih mempedulikan perubahan pada materi ajar, 
proses, dan target pada hasil belajar  tanpa memperhatikan masalah filosofinya. Oleh 
karenanya, persoalan-persoalan yang menimpa pelajaran sejarah selama ini tidak lepas 
152 
 
dari perubahan kurikulum yang tidak disertai dengan perubahan filosofinya. Akibatnya 
bisa diduga bahwa perubahan kurikulum sejarah tidak mengalami perubahan pada tataran 
aplikasi dan perubahan sikap pada peserta didik, walaupun perubahan kurikulum telah 
dinyatakan terjadi. Kurikulum baru hanya pada label dan namanya tapi efek perubahan 
pada siswa tetap sama dengan kurikulum lama (menjadi kurikulum lama dalam jiwa 
tetapi baru dalam nama dan label).  
Pemikiran di atas sejalan dengan pemikirian tokoh yang mengabdikan dirinya 
uttuk pembangunan pendidikan dan kurikulum. Menurut D. Tanner dan L. N. Tanner 
(1980), filosofis kurikulum sejarah Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh empat 
filosofi kurikulum (Hamid Hasan,2013). 
1. Filsafat Prenialisme, yakni penempatan pendidikan sejarah sebagai media dalam 
mengembangkan rasa bangga terhadap prestasi bangsa pada masa lampau. Kebanggan 
ini di transfer kepada generasi masa kini melalui pewarisan. 
2. Filsafat Esensialisme, yakni menempatkan pendidikan sejarah sebagai alat 
kemampuan intelektual generasi muda sehingga sejarah diajarkan sebagai satu disiplin 
ilmu. 
3. Filsafat Humanisme, menempatkan pendidikan sejarah untuk mengembangkan 
keperibadian peserta didik, kebebasan berfikir, bertindak, dan mengembangkan nilai-
nilai yang dianggap menguntungkan dirinya dan tidak bertentangan dengan 
masyarakat. 
4. Filsafat rekonstruksi sosial, yakni menempatkan pendidikan sejarah berorientasi ke 
masa sekarang dan masa depan. Pendidikan sejarah dipersiapkan untuk kehidupan 
yang lebih baik. Hal ini mengandung pengertian bahwa kurikulum sejarah Indonesia 
tidak hanya terpaku pada masa lampau tetapi lebih memberikan perhatian pada masa 
sekarang, peristiwa masa lampau digunakan untuk kehidupan masa sekarang dan 
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pengalaman masa lampau, serta masa sekarang digunakan dalam memperediksi 
persitwa pada massa yang akan datang. 
Landasan ketiga dari kurikulum pendidikan sejarah yakni filosofi filsafat 
humanisme, dimana kurikulum sejarah digunakan untuk mengembangkan keperibadian 
peserta didik, kebebasan berfikir, bertindak, dan mengembangkan nilai-nilai yang 
dianggap menguntungkan dirinya dan tidak bertentangan dengan masyarakat. Menurut S. 
Wineburg,(2001) merupakan pertimbangan akademik karena pertimbangan didasari pada 
kenyataan bahwa pengetahuan sejarah berhubungan dengan berbagai aspek kehidupan 
manusia di masa lalu atau masa lampau yang terus berlanjut hingga masa kini dan masa 
yang akan dating. Sehingga pengetahuan sejarah dapat dijadikan rujukan dalam 
menghadapi persoalan-persoalan kebangsaan dalam konteks kekinian (Hamid hasan, 
Wawancara Oktober 2016,). 
Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai tokoh pendidikan dan hasil kajian 
dokumen yang dilakukan oleh penulis, pengembangan kurikulum Sejarah Indonesia 
mulai masa kemerdekaan sampai masa Orde Reformasi terindikasi kuat masih didominasi 
oleh dua aliran filosofis pendidikan, yakni filsafat esensialisme dan perenialisme. 
Kosentrasi pengembangan pendidikan yang hanya diorientasi pada dua ajaran filsafat ini 
mengakibatkan pendidikan sejarah Indonesia menjadi kehilangan arah dan tujuan. 
Pendidikan sejarah tidak fokus pada filosofi kurikulum sejarah yang sesungguhnya.  
Pancasila sebagai dasar negara diangkat dari nilai-nilai dasar di dalam sosio 
budaya Indonesia yang hidup dan berkembang sejak awal kemedekaaan sampai saat ini. 
Nilai-nilai tersebut meliputi: Kesadaran dan keagamaaan secara sederhana dan potensial, 
kesederhanaan kekeluargaan yang berwujud cinta keluarga sebagai dasar dan kodrat 
terbentuknya masyarakat dan berkesenimbungannya generasi, kesadaran musyawarah 
mupakat ataupun memecahkan masalah-masalah bersama di dalam keluarga atau dalam 
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kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesadaran gotong royong sebagai semangat dan 
kekeluargaan dan kebersamaaan, sikap saling hormat menghormati dan memeilihara 
kesatuan, saling pengertian dan keutuhan kekeluargaan ataupun kebersamaan. (M.Nur 
sam). Pancasila sebagai dasar negara juga dijadikan sebagai landasan pendidikan 
nasional, termasuk di dalamnya menjadi bagian dalam pengembangan kurikulum 
pendidikan nasional. 
Dalam bukunya yang berjudul “Curriculum Development”, Oliva (1992) 
mengatakan “curriculum is a product of its time. . . curriculum responds to and is 
changed by social forces, philosophical positions, psychological principles, accumulating 
knowledge, and educational leadership at its moment in history”.  
Hampir semua sekolah di Indonesia (baik negeri maupun swasta) 
menggunakan model esensialisme mulai dari sekolah negeri, atau swasta 
(didirikan oleh masyarakat). Hal ini dapat kita lihat dari struktur kurikulum 
dimana terdapat mata pelajaran yang bersumber pada nilai-nilai budaya dan 
moralitas yang telah diakui eksistensinya serta terbukti dapat menuntun Indonesia 
menjadi bangsa yang bersatu, dan beradab. Mata pelajaran yang dimaksud yaitu: 
pendidikan agama, pendidikan Pancasila, sejarah, bahasa, dan sastra. Mata 
pelajaran tersebut masuk dalam kurikulum inti dari jenjang sekolah dasar sampai 
sekolah menengah atas, bahkan sampai perguruan tinggi. Memang ada sekolah-
sekolah di Indonesia yang mendasarkan diri pada aliran filsafat tertentu (terutama 
sekolah yang berafiliasi pada agama tertentu) namun kalau kita lihat bahwa 




 Dengan menggunakan dua pendekatan filosofis, yakni esensialisme dan 
prenialisme,posisi ini berakibat kurikulum sejarah Indonesia hanya terfokus pada 
perkembangan keilmuan, sedangkan sejarah sebagai pendidikan kurang mendapat 
perhatian. Bila sejarah sebagai ilmu mencari kebenaran masa lalu tanpa 
memperdulikan dampak bagi kehidupan masa kini dan masa yang akan dating 
,sementara sejarah untuk kepentingan pendidikan sangat memperdulikan dampak 
dari pengungkapan masa lalu terhadap masa kini dan masa yang akan dating. 
Menurut pemikiran sejarawan Inggris Bernard Lewis, pemaknaan sejarah seperti 
ini dinamakan Recovered History (Abdul Syukur) dan sejarah untuk kepentingan 
pendidikan masuk dalam katagori Invented history yang ditulis bukan untuk 
mencari kebenaran abstrak  sebagaimana yang dilakukan oleh dalam recovered 
history. Tetapi diciptakan untuk menciptakan visi baru tentang masa lalu yang 
lebih sesuai dengan kepentingan masa kini dan cita-cita masa depan. Kurikulum 
sejarah hanya memberikan legitimasi kekuasaan atau memberikan legitimasi 
kekuasaan pada para pengusa atau lebih dikenal dengan istilah invented history. 
Ada beberapa ahli pendidikan yang meyakini bahwa filosofi pendidikan, 
pandangan, dan aliran filsafat di atas sebenaranya tidaklah sepenuhnya keliru karena di 
beberapa negara maju juga memberi perioritas khusus bagi peningkatan dan penguasaan 
teknologi melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum. Tidak ada satupun kehidupan 
yang lepas dari teknologi dan sains, tapi harus juga disadari bahwa seiring dengan 
perkembangan zaman dan globalisasi.  Proses meningkatnya saling ketergantungan antara 
teknologi, ekonomi, kultural, lingkungan, sosial dan lingkungan lintas negara yang bebas, 
serta munculnya kecenderungan bentuk dan proses homogenisasi, hibridisasi dan 
diferensiasi kultur (nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan, dan perilaku masyarakat) global. 
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Berkembangnya proses penyatuan integrasi ekonomi masyarakat  yang  
disebabkan oleh kemajuan teknologi komunikasi-informasi, yang menjadikan dunia 
semakin kecil, sehingga faktor-faktor produksi dapat bergerak antar bangsa dengan cepat 
nyaris tidak dapat dikontrol. Oleh karenanya dibutuhkan keseimbangan dan keterpaduan 
antara perkembangan IPTEK dan ilmu-ilmu social, termasuk perkembagan nilai-nilai 
karakter kebangsaan (Zamroni, 2013). Kebijakan negara terhadap perubahan kurikulum 
yang kurang memperhatikan perkembangan ilmu-ilmu sosial termasuk kurikulum sejarah 
Indonesia berakibat fatal dimana masyarakat  menjadi skeptik dan kurang peduli terhadap 
persoalan-persoalan sosial keamasyarakatan. Hampir di semua wilayah masyarakat 
bergolak. Kadang-kadang hanya disebabkan hal-hal sepele bisa berikabat fatal, mengigat 
bangsa Indonesia terdiri dari beribu-ribu suku dan etnis, persoalan ini bisa membawa efek 
negatif karena keberagaman adalah suatu anugrah dan aset bangsa. Akan tetapi kalau 
tidak dikelola dengan baik bisa menjadi benih-benih kehancuran yang dapat mengancam 
disintegrasi bangsa dan toleransi masyarakat. Sampai pada tingkat  terendah,  sikap-sikap 
negatif hampir setiap hari kita saksikan melalui media masa baik cetak maupun 
elektronik. Kehidupan perekonomian bangsa sangat tergantung pada inisiatif pemerintah, 
mental menerabas bangsa makin berkembang sampai ke tingkat akar rumput, sikap 
konsumtif dan boros masyarakat semakin hari semakin dipicu oleh iklan di media, dan 
sebagainya tetap menjadi masalah bangsa tetapi tidak menjadi kepedulian kurikulum. 
Melihat kondisi seperti yang dipaparkan di atas, agar sejarah Indonesia menjadi 
pelajaran yang bermakna dan dapat meningkatkan kesadaran sejarah peserta didik, maka 
kurikulum sejarah Indonesia butuh perhatian serius dari pemerintah. Salah satunya adalah 
melalui perubahan dan pembaharuan kurikulum atau lebih dikenal dengan kurikulum 
sejarah Indonesia 2013 di SMA. Filosofi pengembangan kurikulum harus diorientasikan 
pada nilai-nilai dasar yang ada dan berkembang dalam masyarakat, yakni perpaduan pada 
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nilai-nilai kebudayaaan lokal dengan unsur religiusitas. ideologi ini lebih dikenal dengan 
ideologi atau filosofi pancasila. Pancasila sebagai ideologi kurikulum sebenaranya 
mencakup unsure-unsur filosofi esensialisme, prenialisme, idealism, konstruksivisme, dan 
rekonstruksi sosial. 
Kurikulum sejarah Indonesia 2013 yang diaplikasikan dalam pengajaran sejarah 
yang bersifat destruktif sebagaimana sering dijumpai di sekolah-sekolah harus segera 
dibenahi. Pemikiran seperti ini sebenaranya sudah ada, tapi kesulitan pada tataran 
implimentasi. Sartono Kartodirdjo, yang mengungkapkan bahwa: “Apabila sejarah 
hendak tetap berfungsi dalam pendidikan dan lahir dari akar kebudayaan masyarakat 
Indonesia, maka harus bisa  menyesuaikan diri dengan situasi sosial dalam konteks 
kekinian. Jika studi sejarah terbatas hanya pada pengetahuan fakta-fakta, maka lama 
kelamaan sejarah akan menjadi steril dan mematikan segala minat terhadap sejarah”. 
(Sartono Kartodirdjo, 1982).   
Perkembangan kurikulum sejarah dari dekade ke decade hanya memberikan 
pengalaman yang dibenarkan oleh “transfer of knowledge” untuk perkembangan 
kemampuan intelektual bukan kecerdasan,  dan “immune” terhadap perkembangan yang 
ada di masyarakat. Ketika masyarakat dan bangsa Indonesia merencanakan suatu 
kehidupan baru, yaitu mengubah dirinya dari masyarakat agraris tradisional ke 
masyarakat industri, kurikulum kurang peka menangkap tantangan tersebut. Ketika 
masyarakat dan bangsa Indonesia memasuki periode reformasi (jika ini dapat dikatakan 
suatu periode), kurikulum menutup dirinya terhadap tuntutan tersebut, termasuk bahaya 
besar yang mengancam keutuhan bangsa. Kurikulum pendidikan kita terlalu kosentrasi 
pada kekurangan bangsa dalam penguasaan matematika, fisika, kimia, dan biologi dengan 
cara menambah materi kajian dan jam kajian bidang-bidang ini dalam kurikulum, 
Kurikulum kita lebih banyak mencetak intlektual tukang dan manusia robot. Kurikulum 
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hanya menjawab pertanyaan yang dikemukakan Spencer dan bukan pertanyaan lainnya. 
(Hamid Hasan, 2015). 
Jika kita menggunakan teori pendidikan sebagai acuan dalam peningkatan sumber 
daya manusia, teori ini mengatakan bahwa proses penanaman nilai-nilai pada setiap 
manusia atau peserta didik haruslah dikembangkan agar proses pembelajaran tidak hanya 
berorientasi pada (being good), akan tetapi berorientasi pada manusia cerdas (being 
Smart). Berdasarkan pengamatan penulis selama penelitian bahwa praktik pengembangan 
kurikulum pendidikan termasuk kurikulum pendidikan sejarah Indonesia selama ini ada 
kecenderungan menekankan pada peningkatan tujuan manusia (being good) dan ada yang 
menekankan tujuan manusia cerdas (being smart). Apabila menekankan pada salah satu 
sisi saja, jelas hasilnya mengisyaratkan ketidak lengkapan sebagai manusia ideal. Jika 
pendidikan hanya  menekankan  pada satu kondisi yakni “being good”, maka dapat 
terjadi subjek didik menjadi orang-orang bermoral, orang-orang baik, tetapi tidak 
berilmu, akhirnya akan menjadi independen, atau lebih parah lagi menjadi beban 
masyarakat. Masyarakat menjadi tidak maju peradabannya. Tetapi, dapat pula ditafsirkan 
bahwa “being good” tercakup pula di dalamnya kehendak baik untuk menjadi pintar atau 
manusia cerdas, mengaktualisasikan potensi memperoleh kebenaran ilmiah sehingga 
akhirnya ia menjadi “being smart” dalam “being good”. Kalau ditafsirkan tujuan manusia 
baik terpisah dengan tujuan manusia cerdas, artinya masing-masing tujuan berjalan 
dengan ekstrimitasnya sendiri, maka yang terjadi adalah ketimpangan manusia. 
. 
Bila mencermati dokumen kurikulum sejarah Indonesia tahun 2013, roh dan 
filosofinya hampir sama dengan Undang-Undang No. 4 1950 yang disahkan oleh 
Presiden negara bagian yakni Mr. Asaat dan mendapatkan pengesahaaan kembali oleh 
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Presiden Sukarno pada tahun 1954 setelah mendapat persetujuan dari DPR. Kesamaan 
filosofinya dapat dilihat dari isi sifat dan jiwa pendidikan itu sendiri. Oleh karenanya, 
mungkin saja filsafat pendidikannya pro Perancis, Inggris, Arab, Amerika, dan 
sebagainya, tapi intinya adalah pendidikan haruslah bersifat kebangsaan. Sebagaimana 
masing-masing pendidikan nasional tersebut berdasarkan kebudayaaan nasional. Begitu 
juga kebudayaan bangsa kita haruslah berdasarkan pada kebudayaaan kita. Keharusan  
untuk mendasarkan pendidikan kita atas kebudayaan kita sendiri tidaklah berarti bahwa 
apriori menolak kekayaan kebudayaan kita oleh pengaruh asing. Sejarah kebudayaan kita 
adalah menjadikan jaminan bahwa pendirian yang sempit itu tak akan terjadi, tetapi 
sebaliknya pendidikan yang bersifat nasional dan berdasarkan pada kebudayaan sendiri 
harus dengan keinsafan bermaksud menjadi perisai terhadap bahaya “cultural bondage” 
yang pernah dialami oleh bangsa kita dalam zaman kolonial yang tidak kita inginkan 
kembali. 
Karena itu dalam pendidikan dan pengajaran di Republik ini diutamakan sifat 
nasionalisme dalam arti bahwa dengan pendidikan yang demikian pengajaran sejarah 
akan menjadi pengajaran yang penting sekali (UU. No. 4. Tahun 1950). Oleh karenanya 
berkaca pada pengalaman masa lalu dan melihat kondisi pada saat ini, ada ruang bagi kita 
untuk melakukan perubahan dan pembaharuan terutama dari sisi filosofis kurikulumnya. 
Oleh karenanya sudah seharusnya filosofi pendidikan terintegrasi dan dibutuhkan sebuah 
penyempurnaan serta perubahan oreientasi mengingat adanya tuntutan dan berbagai 
tantangan, baik internal maupun eksternal. Tantangan internal misalnya terkait dengan 
kondisi pendidikan yang menyangkut tuntutan pendidikan yang mengacu delapan Standar 
Nasional Pendidikan yang meliputi standar kompetensi lulusan (SKL), standar isi (SI), 
standar proses, standar penilaian, standar pengelolaan, standar biaya, standar sarana 
prasarana, serta standar pendidik dan tenaga kependidikan. Di samping itu, terkait dengan 
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tuntutan kehidupan dan perkembangan IPTEK perlu ada penyempurnaan pola pikir dan 
penguatan tata kelola kurikulum, pendalaman dan perluasan materi, serta penguatan 
pembelajaran dan penilaian. Hal ini semua adalah upaya untuk meningkatkan kualitas 
pendidikan dalam rangka menyiapkan generasi emas mendatang, yakni generasi yang 
tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki sikap dan keterampilan yang 
dilandasi akhlak mulia, dan yang kokoh semangat keindonesiaannya. Sementara itu 
tantangan eksternal terkait dengan globalisasi dan kompetensi yang dibutuhkan untuk 
menjawab tantangan masa depan yang semakin kompleks. 
Untuk memenuhi tuntutan dan menjawab tantangan tersebut maka dalam 
Kurikulum 2013 dirumuskan SKL yang bersifat umum dan mendasar yang 
menggambarkan lulusan sebagai insan yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi 
juga memiliki kecerdasan spiritual, sikap sosial, dan keterampilan yang memadai. Oleh 
karena itu, di dalam Kurikulum 2013 dirancang sedemikian rupa pada desain isi yang 
menggunakan Kompetensi Inti (KI) sebagai arah dan pengikat konten mata pelajaran dan 
KD sebagai isi setiap mata pelajaran. Kompetensi Inti (KI) merupakan terjemahan atau 
operasionalisasi SKL, yaitu kemampuan yang harus dimiliki peserta didik setelah 
menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan 
tertentu. Kompetensi Inti (KI) adalah kemampuan untuk mencapai SKL yang harus 
dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program. Kompetensi Inti (KI) juga 
menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian hard skills dan soft skills. 
(Kurikulum Sejarah Indonesia 2013). 
Berikut ini akan dijelaskan empat unsur nilai-nilai yang terkandung dalam 
Pancasila yang dijadikan sebagai acuan atau pondasi filosofi oleh negara dalam 
pengembangan  kebijakan kurikulum nasional khususnya kurikulum Sejarah Indonesia 
2013, nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut: Kompetensi Inti-1 (KI-1) untuk 
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kompetensi inti sikap spiritual; Kompetensi Inti-2 (KI-2) untuk kompetensi inti sikap 
sosial;  Kompetensi Inti-3 (KI-3) untuk kompetensi inti pengetahuan;  Kompetensi Inti-4 
(KI-4) untuk kompetensi inti keterampilan. Analisis dan kajian tetang landasan filosofis 
kurikulum sejarah Indonesia 2013 di SMA diharapkan dapat dikembangkan pada proses 
penanaman nilai-nilai karakter yang berlandasakan pancasila, artinya setiap aspek 
karakter haruslah dijiwai oleh lima sila pancasila secara utuh komperhensif. 
Pada pasca reformasi pancasila mengalami perubahan fungsi, yaitu sebagai 
ideologi kebangsaan. Fungsi Pancasila secara sosial sebagai salah satu perubahan sosial, 
local wisdom, dan lainnya. Wajah Pancasila menggalami perubahan dengan adanya 
globalisasi dan modernitas. Satu sisi, nilai Pancasila dapat memberikan panduan dalam 
kehidupan sosial dan salah satu falasafah hidup. Namun disisi lain, nilai-ilai globalisasi 
dan modernisasi menjadi unsur penting yang terus menyebar di masyarakat Indonesia. 
Hal inilah yang menyebabkan wajah Pancasila berubah kini. Sebagai ideologi, Pancasila 
tentap penting dan diperlukan, namun dalam aplikasi tatanan masyarakat nilai-nilai 
Pancasila sudah mulai terkikis oleh adanya modernisasi. Agar memudahkan memahami 
Pancasila dan fungsinya dari masa ke masa dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 
Seiring dengan perkembangan zaman, harus kita akui bahwa mengaaplikasikan 
nilai-nilai Pancasila semakin sulit dilakukan. Hal ini dikarenakan kondisi masyarakat 
sudah mengalami perubahan nilai akibat globalisasi. Misalnya, pada Sila pertama 
“Ketuhanan Yang Maha Esa”, saat ini telah terjadi pegesaran dengan banyak interpretasi 
mengenai sila ini. Hal ini dikarenakan perbedaan cara pandang terhadap agama. Saat ini 
agama dilihat lebih sederhana menjadi bagian indentitas dan budaya serta agama sebagai 
komoditas.  Sila kedua “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradap”,  yang dulunya menjadi 
identitas kepedulian sesama manusia dan tepo sliro harus berhadapan dengan egoistik, 
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materialism, individualistik dan hedonisme. Rasa tepo sliro semakin menipis dalam 
kehidupan sosial masyarakat. 
Ketiga ; “Persatuan Indonesia”, yang mencerminkan kesatuan dari keberagaman 
dan nasionalisme, saat ini harus terus dihadapkan dengan adanya konflik individu, gap, 
desentralisasi dan sebagainya. Konflik sosial dan tidak adanya demokrasi yang 
sesungguhnya menjadi tantangan yang berat bagi nilai-nilai yang harus diaplikasikan 
pada sila keempat “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam 
Permusyawaratan Perwakilan”. Belum ditegakkannya keadilan hukum juga menjadi 
tantangan berat bagi nilai sila ke lima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. 
Berikut akan di jelaskan landasan filosifis kurikulum sejarah Indonesia 2013 di SMA 
yakni sebagai berikut: 
Pertama: Kurikulum Sejarah Indonesia Diharapkan Dapat  Membangun 
Spritualitas Tinggi. Dalam KI 1, tertulis dengan jelas bahwa pendidikan sejarah 
diharapkan dapat menigkatkan spritualitas walaupun  harus kita akui bahwa penerapan 
nilai-nilai Pancasila semakin sulit dilakukan. Hal ini dikarenakan kondisi masyarakat 
sudah mengalami perubahan nilai akibat globalisasi. Misalnya, pada Sila pertama 
“Ketuhanan Yang Maha Esa”, saat ini telah terjadi pegesaran dengan banyak interpretasi 
mengenai sila ini. Hal ini dikarena perbedaan cara pandang terhadap agama. Saat ini 
agama dilihat lebih sederhana menjadi bagian indentitas dan budaya serta agama sebagai 
komoditas. Jika ditelisik secara lebih filosofis, masalah tersebut terjadi karena 
dunia pendidikan tidak mempunyai landasan filsafat dan ideologi pendidikan 
yang kuat. Pendidikan di Indonesia pada kurikulum 1994 dan sebelumnya telah 
mengandaikan bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk manusia Indonesia 
yang sempurna lahir dan batin, mampu menguasai segalanya, bisa apa saja. 
Intinya pendidikan di negeri ini ditujukan untuk membentuk manusia super 
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(superman) yang serba unggul yang ternyata hal itu pun masih dalam kontroversi 
secara filsafati dan mengabaikan realitas sosial-budaya bangsa Indonesia. 
Sejalan dengan bergulirnya masa transisi kehidupan bermasyarakat di 
Indonesia, dari situasi yang represif berubah menjadi demokratis, banyak 
melahirkan berbagai situasi baru. Di bidang pendidikan misalnya, lahir berbagai 
kebijakan baru yang mendorong pemberian wewenang kepada sekolah sebagai 
ujung tombak pelaksanaan pendidikan seperti; Manajemen Berbasis Sekolah, 
Kurikulum Berbasis Sekolah, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Sertifikasi 
Guru, Standarisasi Mutu Pendidikan dan lain sebagainya. Di bidang 
pemerintahan, juga lahir berbagai kebijakan baru, salah satunya adalah 
diputuskannya otonomi daerah sebagai model pemerintahan pasca Orde Baru, 
yang tentu juga akan memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan di 
tingkat daerah. Berbagai perubahan kebijakan tersebut tentu diharapkan dapat 
memberikan harapan baru bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia dan 
pencapain tujuan pendidikan nasional, yakni terwujudnya manusia Indonesia 
yang memiliki kepribadian yang utuh, beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa (Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 
Pendidikan Nasional). 
Selama ini praktek pelaksanaan pendidikan di Indonesia hampir 
kehilangan orientasi dan tercabut dari akar sejarahnya, praktek pendidikan yang 
merupakan refresentasi dari kurikulum di Indonesia hampir tidak lagi diilhami 
oleh Pancasila sebagai filosofi dalam proses pembelajaran. Proses penanaman 
nilai-nilai luhur yang merupakan peninggalan para pendahulu serta 
pembudayaannya menjadi pandangan yang langka ditemui di sekolah-sekolah di 
Indonesia, termasuk di Sekolah Menengah Atas. Proses pembelajaran di sekolah-
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sekolah Indonesia lebih diorientasikan pada pembentukan kognitif (kognitif), 
sementara aspek yang lain; aspek pembudayaan nilai-nilai luhur dan 
psikomotorik siswa menjadi prioritas yang tidak begitu diperhitungkan 
(Soedijarto, 1998:70).  
Seharusnya dalam rangka membangun spiritualitas yang tinggi, kurikulum 
Sejarah Indonesia harusnya berkiblat pada pancasila karena sila-sila pancasila 
mengandung nilai-nilai yang terintegrasi, dimana Sila pertama pancasila yang 
berbunyi Dalam UUD 1945 jelas dikatakan bahwa pendidikan nasional termasuk 
di dalamnya pengembangan pendidikan Sejarah Indonesia yang dijabarkan dalam 
bentuk kebijakan negara dalam proses pengembangan dan perbaikan kurikulum 
haruslah berakar pada Pancasila dan UUD 1945 yang bersumber dari nilai nilai-
adat istiadat, budaya, dan agama. Dengan sila pertama dijadikan sebagai landasan 
filosofi Kuriukulum pendidikan yang diharapkan dapat menjadi manusia yang 
bertaqwa dan mempunyai sifat religiusitas tinggi terhadap sang pencipta. (H. E. 
Mulyasa: 252). 
Oleh karenanya, banyak konsep filosofi pendidikan yang dihasilkan oleh 
pemikir-pemikir pendidikan kelas dunia sebenarnya lahir dan berkembang juga 
dalam kebudayaan Indonesia. Bisa dikatakan filosofi pendidikan Pancasila pada 
dasarnya mengandung nilai-nilai universal yang berlaku secara umum di seluruh 
negara. Menyadari hal tersebut, peneliti berusaha menganalisis hubungan antara 
ideologi pancasila yang dijadikan sebagai landasan filosofis kurikulum sejarah 
Indonesia 2013 dengan aliran landasan filosofis dari filsafat idealisme. Filsafat 
idealisme tercermin dalam pemikiran idealisme Plato. Pembahasan filsafat 
pendidikan diawali dari aliran filsafat idealisme dengan mengangkat Plato 
sebagai iconnya dan memfokuskan pada landasan filosofis tujuan pendidikan 
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yang diawali dengan sajian urgensi pendidikan dalam realita kehidupan dan 
abstraksi filsafat idealisme dalam tujuan pendidikan. 
Dalam bidang pendidikan menurut filsafat idealisme, manusia yang dalam 
hal ini peserta didik adalah subyek pendidikan. Pendidikan perlu mengetahui 
secara jelas tentang manusia atau peserta didik tersebut. Dengan sendirinya 
muncullah pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai manusia dan apa peserta 
didik. Karena jawaban-jawaban pertanyaan tersebut bersifat abstrak, maka di 
sinilah diperlukan adanya filsafat dalam pendidikan. (Imam Barnadib, 2002; 5-6). 
Filsafat idealisme sebagai salah satu aliran filsafat dalam pendidikan memiliki 
keterkaitan yang erat dengan idealisme. Idealisme memandang kenyataan dan 
kebenaran sesuatu pada hakekatnya sama kualitasnya dengan hal-hal yang 
spiritual atau ide-ide (gagasan-gagasan). Idealisme memiliki keterkaitan dengan 
konsep-konsep abadi (ideas), seperti kebenaran, keindahan dan kemuliaan. 
Idealisme pada intinya adalah suatu penekanan pada realitas ide atau gagasan, 
pemikiran atau akal-pikir yang dijadikan sebagai dasar atau pijakan hal-hal yang 
bersifat materi atau material (George R. Knight, 2007: 67). 
Urgensi Tujuan Pendidikan dalam Realita Kehidupan, Pendidikan 
merupakan kebutuhan manusia yang paling mendasar, tidak ada seorangpun yang 
dapat hidup layak tanpa pendidikan. Pendidikan yang sangat sederhana dan 
primitif berawal dari pendidikan dalam keluarga, kemudian melebar ke 
komunitas masyarakat yang lebih luas. Di dalam masyarakat modern dikenal 
sekolah sebagai institusi yang membekali sekelompok orang dengan sejumlah 
pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan. Berdasarkan tinjauan secara mikro ini 
pula peserta didik dan pendidik merupakan elemen sentral. Elemen sentral ini 
tetap harus bermuara pada tujuan pendidikan. 
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Melalui filsafat idealisme diharapkan adanya penekanan pendidikan 
dalam rangka pewarisan dan transformasi nilai-nilai yang berlangsung di 
lingkungan keluarga atau dalam sejarah Indonesia dikenal dengan penulisan 
biografi dan riwayat, masyarakat dan sekolah sangat berbeda. Pendidikan dalam 
keluarga lebih menitik tekankan pada penanaman nilai-nilai, tata krama atau juga 
sering disebut dengan unggah-ungguh, moral dan etika. Istilah moral dan etika 
kadang penggunaannya disama artikan, pada hal kedua istilah tersebut berbeda. 
Etika merujuk pada suatu teori atau sistem yang menggambarkan baik dan buruk 
sedangkan moral merujuk pada aturan-aturan yang mengatakan sesuatu yang 
harus diperbuat dan tidak. Sedangkan moral terbagi menjadi tindakan benar dan 
salah, secara lebih mudah dipahami bahwa etika merupakan teori dan moral lebih 
dekat dengan praktek. 
Pendidikan di lingkungan masyarakat lebih kental dengan adat-istiadat, 
masalah-masalah sosial politik (hakikat, fungsi dan tujuan), pendidikan 
kewarganegaraan yang penuh dengan kebajikan dan keadilan, sebagaimana 
pemikiran Plato. Oleh karena seni memiliki pengaruh yang besar bagi manusia, 
maka seni perlu diajarkan di lingkungan pendidikan. Bahkan Aristoteles 
mengatakan hahwa puisi lebih filsafati daripada sejarah. Seni diajarkan untuk 
mengembangkan estetika dan nilai-nilai kehalusan dan kelembutan pada anak 
sebagai salah satu pengejawantahan dari tujuan pendidikan. 
Pendidikan di sekolah lebih banyak ke arah pengetahuan umum. 
Pendidikan  dapat berlangsung sepanjang hayat, yaitu mulai dari dalam 
kandungan sampai meninggal dunia. Plato berpandangan bahwa pendidikan 
sepanjang hayat dipandang dari kacamata aliran idealisme, bahwa pengetahuan 
itu terdiri dari ide, dan ide itu sendiri merupakan produk akal (the mind) atau 
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hasil proses mental dari intuisi dan penalaran. Dikatakan bahwa nilai akan 
menjadi kenyataan apabila orang yang bersangkutan berusaha menyesuaikan diri 
dengan sesuatu yang menunjukkan nilai kepadanya. Pengetahuan itu akan timbul 
manakala adanya hubungan antara dunia maya dan dunia nyata, serta program 
pendidikan yang ideal harus didasarkan atas paham adanya nafsu, kemauan dan 
akal. Lebih lanjut dikatakan Plato bahwa sebenarnya manusia mempunyai sifat 
dasar intuitif tentang kebaikan. 
Secara historis, idealisme yang dirumuskan oleh Plato pada abad IV 
sebelum masehi (427-347 SM) menyatakan bahwa kebenaran sebagai suatu yang 
sempurna dan abadi (ekternal). Selanjutnya Plato percaya bahwa kebenaran-
kebenaran itu ada yang bersifat universal, sehingga semua orang mengakui 
adanya kebenaran tersebut dan kebenaran tersebut tidak hanya berlaku sekarang 
tetapi juga berlaku untuk yang akan datang. Kebanaran universal terdapat pada 
setiap aspek kehidupan, termasuk di dalam politik, agama, etika, dan kehidupan, 
sedangkan untuk mencapai kebenaran universal Plato melangkah melalui dunia 
sensori (indrawi) dan selanjutnya berubah menjadi dunia ide. 
Menurut pandangan idealisme, realitas di dunia ini adalah bersifat 
dikotomik yaitu adanya penampakan yang dapat ditangkap melalui indra dan 
realitas yang dapat ditangkap melalui kecerdasan akal-pikir (mind). Dunia akal-
pikir terfokus pada ide-gagasan, dan ide yang ekternal lebih dulu ada dan lebih 
penting daripada dunia empiris-indrawiah. Ide-gagasan lebih dulu ada daripada 
obyek material, sehingga adanya sesuatu itu atas dasar ide yang tercetuskan yang 
selanjutnya ditindak lanjutinya. Kunci pemahaman epistemologi penganut 
idealisme terletak pada metafisika, sehingga kebenaran itu terletak pada dunia 
168 
 
ide-gagasan. Kata kunci dalam epistemologi idealistik adalah konsistensi dan 
koherensi. 
Gagasan Plato ini tercermin dalam karyanya berjudul Republic. Plato 
berkeyakinan bahwa pendidikan bukan merupakan hasil dari pengetahuan 
empiris ke dalam elemen pembelajaran. Akan tetapi Plato ingin membuat isi 
pembelajaran diperoleh dari pendirian yang apriori, yakni ide tentang kenyataan, 
pengetahuan, dan nilai yang di kembangkan dari peserta didik sebagai realisasi 
dan refleksinya pada sifat-sifat kemanusian dan kemasyarakatan.Beberapa 
pemikiran Plato yang dapat dijadikan acuan dalam pengembangan pendidikan, 
terutama landasan filosofis tujuan pendidikan antara lain; 1) Tujuan pendidikan 
bersifat idealis, 2) Tujuan pendidikan tidak akan tercapai dalam waktu sekarang 
dan segera, akan tetapi merupakan proses untuk mencapai, 3) Tujuan pendidikan 
yang menitik beratkan pada idealisme adalah pencapaian manusia yang 
berkepribadian mulia dan memiliki taraf hidup kerohanian yang tinggi dan ideal, 
dan 4) Tujuan  pendidikan bersifat sementara. 
Berdasarkan kajian dokumen terhadap kurikulum Sejarah Indonesia 2013 
di Sekolah Menegah Atas, penulis menemukan bahwa materi dalam kurikulum 
sejarah Indonesia 2013  mengatur dan memuat nilai-nilai Kompetensi Inti 1 (KI-
1).  
Penerapan pancasila sebagai landasan filosofis kurikulum sejarah 
Indonesia tahun 2013 dapat dilihat dalam teks materi kurikulum sejarah Indonesia  
Kedua: Kurikulum Sejarah Indonesia diharapkan dapat Meningkatkan Solidaritas 
Kemanusiaan/Humanis Religius (Sila ke-2). Sila kedua “Kemanusiaan Yang Adil dan 
Beradap”,  yang dulunya menjadi identitas kepedulian sesama manusia dan tepo sliro 
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harus berhadapan dengan egoistik, materialism, individualistik, dan hedonisme. Rasa tepo 
sliro semakin menipis dalam kehidupan sosial masyarakat, oleh karenanya filosofi 
kurikulum sejarah Indonesia 2013 dikembangkan berdasarkan filosofi. 
 Sodiq Azis Kuntoro, melontarkan beberapa gagasan yang cerdas dan 
reflektif Dalam pandangan beliau sistem pendidikan Indonesia yang berorientasi 
pada hasil (khususnya hasil ujian yang merujuk pada aspek kognitif) telah gagal 
dalam mencapai tujuan utama pendidikan, yaitu membentuk manusia sebagai 
pribadi yang utuh. Kecurangan dalam ujian, perkelahian antar pelajar, kekerasan, 
seks di luar nikah, pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, dan lain-lain, 
merupakan indikator dari kegagalan-kegagalan itu. 
Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Pestalozzi yang menyatakan 
sebagai berikut (Heafford, 1961. 41). Dalam paragraf tersebut Pestalozzi 
mengharapkan hadirnya sebuah sistem pendidikan baru yang mengembangkan 
anak secara utuh, baik dalam aspek intelektual,  fisik, moral, maupun spiritual. 
Hal yang dianggap paling urgen, menurut Pestalozzi adalah pengembangan aspek 
moral yang diharapkan dapat memberikan fondasi yang kokoh bagi 
perkembangan anak selanjutnya. 
John Dewey (2001: 105) mengatakan bahwa pendidikan merupakan 
rekonstruksi pengalaman. Kualitas pengalaman yang dibutuhkan oleh anak adalah 
aspek langsung, yaitu menyenangkan atau tidak menyenangkan, dan aspek kedua 
ialah pengaruhnya atas berbagai pengalaman kemudian. Pandangan tersebut 
merupakan akumulasi reflektif dari seorang begawan pendidikan yang telah lama 
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bergumul dengan teori-teori pendidikan serta pandangan tokoh-tokoh besar dunia 
pendidikan seperti John Dewey, Pestalozzi, Emile Durkheim, dan lain-lain. 
Untuk membangun harmonisasi pendidikan dalam semua lini: formal, 
informal, dan nonformal mencerminkan kejernihan pemikiran yang berangkat dari 
keprihatinan terhadap kondisi bangsa ini. Sebagai seorang begawan pendidikan 
yang sadar bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah, beliau 
mempunyai pemikiran besar untuk menyatukan insitusi kemasyarakatan dalam 
proses pendidikan. Hal ini memang sangat beralasan, karena pendidikan tidak 
sekedar persekolahan, akan tetapi meliputi seluruh proses sosial di dalam 
keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Harmonisasi pendidikan di sekolah 
merupakan hal yang urgent dalam kehidupan yang semakin global dan modern 
dewasa ini. Dengan demikian pendidikan telah menjadi denyut nadi dalam 
kehidupan masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup 
dan kehidupan. Konsep kurikulum 2013 yang berusaha mengaktualisasikan nilai-
nilai humanis religus seperti yang terkadung dalam sila pancasila, yakni sila ke-2 
sebenarnya sama dengan konsep filsafat pendidikan yang humanisme. 
Internalisasi nilai-nilai filosofi pancasila, terutama sila kedua dari 
pancasila dapat dikembangkan dalam kurikulum Sejarah Indonesia 2013. Bahkan 
secara dikotomis dapat  diaktualisasikan nilai-nilai kemerdekaan. “Kemerekaan 
ialah hak segala bangsa, oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus 
dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. 
Filsafat pancasila diatas sejalan dengan konsep filosofi pendidikan humanisme. 
Filsafat humanisme mamandang atau menempatkan kurikulum pendidikan sejarah 
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haruslah dipelajari untuk mengembangkan kepribadian peserta didik dan bukan 
hanya intelektual peserta didik semata, melainkan kebebasan berfikir, bertindak, 
dan mengembangkan nilai-nilai yang dianggap menguntungkan dirinya dan tidak 
bertentangan dengan masyarakat.  
Konsep pendidikan yang memanusiakan manusia secara adil dan beradab 
sesuai dengan landasn filosopi pendidikan sila ke dua dari  dasar negara yakni 
pancasila juga sejalan dengan konsep dan pemimiran Ki Hadjar dan K. H. Ahmad 
Dahlan,keduanya mempuyai  kekuatan dalam hal agama, dan teori pendidikan Ki 
Hadjar Dewantara mempunyai kekuatan dalam budaya lokal. Berdasarkan teori 
pendidikan K. H. Ahmad Dahlan, dapat digali nilai-nilai luhur yang berbasis dari 
ajaran agama dengan tujuan akhir manusia yang berakhlak mulia, sedangkan dari 
teori pendidikan Ki Hadjar Dewantara digali nilai-nilai luhur yang berbasis pada 
budaya lokal dengan tujuan akhir manusia yang berbudi pekerti luhur. 
Memadukan pendidikan karakter K. H. Ahmad Dahlan dan Ki Hadjar 
Dewantara sangat mungkin untuk dapat dilakukan, karena budaya lokal yang 
menjadi dasar pembinaan karakter oleh Ki Hadjar Dewantara dapat bersumber 
dari nilai-nilai universal yang bisa diambil dari ajaran Islam/nilai-nilai religius. 
Sesuai dengan teori Harun Nasution (1998:289), bahwa kriteria untuk menentukan 
tentang baik dan yang diinginkan, jika orang-orang Barat lebih memakai pendapat 
akal, maka orang-orang Timur lebih memakai pendapat agama. 
Perpaduan kedua pemikiran pendidikan karakter K. H. Ahmad Dahlan dan 
Ki Hadjar Dewantara berarti memadukan pendidikan akhlak berdasarkan ajaran 
agama (seperti yang diatur dalam filosofi pendidikan, yakni sila1) dan pendidikan 
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budi pekerti yang berbasis pada kebudayaan lokal. Keduanya saling melengkapi, 
dan sejalan dengan dasar pendidikan di Indonesia, yaitu Pancasila dan UUD 1945. 
Berpedoman pada undang-undang tersebut, penggabungan prinsip pendidikan 
karakter menurut K. H. Ahmad Dahlan dan Ki Hadjar Dewantara ideal untuk 
dapat dilakukan. Penerapan pendidikan karakter perlu disesuaikan dengan nilai-
nilai lokal, yang sesuai dengan kondisi riil masyarakat Indonesia, dan selaras 
dengan teori-teori pendidikan karakter yang ada pada masa sekarang. 
Implementasi dari kedua teori tersebut didasari juga oleh kenyataan bahwa budaya 
lokal yang ditanamkan dalam pendidikan karekter Ki Hadjar Dewantara ternyata 
banyak mengambil nilai-nilai universal dari ajaran Islam sebagai dasar/referensi 
 Ketiga; Filosofi Kurikulum Sejarah  Indonesia  berorientasi pada  
penanaman nilai nilai kebhinnekaan  dalam rangka meningkatkan nation and caracter 
building. Sila Ketiga, “Persatuan Indonesia” yang mencerminkan kesatuan dari 
keberagaman dan nasionalisme, saat ini harus terus dihadapkan dengan adanya konflik 
individu, gap, desentralisasi dan sebagainya. Konflik sosial dan tidak adanya demokrasi 
yang sesungguhnya menjadi tantangan yang berat bagi nilai-nilai yang harus 
diaplikasikan pada sila keempat “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan 
dalam Permusyawaratan Perwakilan”. Belum ditegakkannya keadilan hukum juga 
menjadi tantangan berat bagi nilai sila ke lima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat 
Indonesia. 
Kurikulum sejarah diharapkan dapat mengembangkan kemampuan peserta 
didik  selaku generasi penerus bangsa yang selanjutnya akan meneruskan 
perjuangan bangsa dapat menghargai hasil karya para pendahulunya di masa yang 
lalu, memupuk rasa bangga, rasa cinta tanah air, persatuan dan kesatuan nasional. 
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Pernyataaan ini mengandung pengertian bahwa secara ontology pancasila 
dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan  nilai-nilai yang material dan nilai 
yang bersifat non material. Dalam hubungan ini, manusia memiliki otoritas nilai 
yang berbeda-beda, tergantung pada pandangan hidup dan filsafat hidup masing 
masing. Ada yang mendasarkan pada orientasi nilai material, tetapi ada pula yang 
sebaliknya yaitu berorientasi pada nilai nilai yang non material. Nilai material 
relatife lebih mudah diukur menggunakan panca indra ataupun alat ukur. Akan 
tetapi nilai-nilai yang bersifat rohaniah sulit di ukur,tetapi dapat juga dilakukan 
dengan hati nurani manusia sebagai alat ukur yang dibantu oleh cipta,rasa,serta 
karsa dan keyakinan manusia (Kaelan,2005). 
Menurut  Muhamad Yamin, filsafat sejarah mengandung pengertian yang 
Universal tetapi pengertiannya menjadi sangat khusus setelah diberikan kata sifat 
nasional. Yamin juga berpendapat bahwa dalam merumuskan fingsi filsafat sejarah 
nasional untuk memberikan petunjuk kepada pengajar dan cara mengajarkan atau kepada 
penulis yang menuliskan sejarah Indonesia. Ia menegaskan bahwa pusat dan motor 
sejarah nasional Indonesia adalah pembentukkan karakter kebangsaan (National 
Bulding) dengan peristiwa kemerdekaaan sebagai urat nadi nasionalisme bagi bangsa 
Indonesia (Surjhimardjo, 1967, P. 2013). 
Sementara  Sortono  dalam seminar sejarah di Universitas Gajah Mada 
mengigatkan tentang filosfi pengajaran sejarah dalam jangka pendek yang tertuang dalam 
pembelajaran sejarah di masa mana dan kapanpun, yakni mengatasi ancaman disintegrasi 
bangsa. Ancaman itu terasa nyata tertuama kondisi Indonesia pasca menghadapi pemilu 
1955. Ia tidak mempersoalkan antara penyebab dan akibat. Apakah penyebab gangguan 
keamanan, gejala-gejala sparatisme atau krisis pemerintahan. Menurutnya semua aspek 
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dan unsur saling berpengaruh dan menegaskan kembali bahwa perkembangan setelah 
pemilu 1955 sangat bertentangan dengan cita-cita bangsa Indonesia, yakni persatuan 
bangsa. Untuk mengatasinya, ia mengususlkan agar politik pendidikian dan pengajaran 
diarahkan dalam mengembangkan semnagat nasionalime dan menghormati pemerintah. 
Bila kita bicara dalam konteks kekikinian sebenaranya peritiwa dan kejadian kejadian 
yang di khawatirkan oleh pendidiri bangsa pada tahun 1955 sebenaranya terjadi juga di 
Indonesia. Pada saat ini dimana ancaman disintegrasi bangsa dan disintegrasi sosial juga 
sedang menimpa bangsa Indonesia. Disintegrasi bangsa mengancam kita terutama di 
daerah daerah perbatasan dan ketidak mampuan pemerintah dalam mengatasi masalah-
masalah yang berhubungan dengan perbatasan. Kelemahan pemerintah dalam mengatasi 
dan melakukan negosiasi dengan kelompok-kelompok bersenjata yang berusaha 
memisahkan dirinya dari NKRI seperti Organisasi Papua Merdeka, RMS, dan kelompok-
kelompok radikal yang berusaha dan memaksakan ideologi radikalisme. Sementara di 
bidang sosisal kemasyarakatan masyartakat kita dihantui oleh rasa cemas dan khawatir 
yang berlebihan, sedikit saja terjadi gesekan dalam masyarakat, tanpa pikir panjang 
masyarakat gampang sekali tersulut emosinya dan melakukan tindakan-tindakan anarkis. 
Lebih-lebih kalau konflik itu bernuansa SARA. Guna mengatasi persoalan tersebut 
dibutuhkan strategi jangka panjang dan dilakukan oleh negara melalui pendidikan yang 
salah satunya adalah melakukan perbaikan terhadap kurikulum sejarah Indonesia 2013. 
Dinegara negara maju dan negara berkembang lainnnya orientasi dan penanaman 
karakter nasionalisme juga dilakukan melalui perbaikan dan penananaman filosofi 
pendidikan. Bila kita cermati penjelasan di atas, kurikulum  nasional harus berakar pada 
nilai-nilai budaya lokal dan haruslah berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Maka 
konsep filosofis kurikulum yang dimaksud sama dengan konsep filosofi pendidikan 
prenialisme. oleh karenanya berbicara landasan filosofis kurikulum, antara kurikulum dan 
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pembelajaran sejarah sama halnya antara sejarawan dengan sejarah. Keduanya adalah 
suatu kesatuan yang utuh dalam rangka menjadikan sejarah menjadi lebih bermakna.  
Selain Konsep kebhinekaan, filosofi kurikulum sejarah Indonesia harus lah 
diorientasikan pada proses. Penanamn nilai-nilai nasionalisme merupakan 
perwujudan dari nilai-nilai pancasila, yakni persatuan rakyat Indonesia. Persatuan 
merupakan nilai dasar yang sangat penting dalam menjunjung eksistensi bangsa 
Indonesia. Persatuan kebangsaan ini diharapkan mampu mengikis nilai dasar yang 
penting dalam menjunjung eksistensi bangsa Indonesia. Nilai-nilai persatuan dan 
nation on carecter bulding diharapkan dapat mengikis semangat kedaerahan 
ataupun kelompok. Pancasila dan UUD 1945 serta semangat persatuan Indonesia 
dapat menghapus sifat primodialisme yang sempit yang dapat merugikan bangsa 
Indonesia. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam konstitusi negara kita 
UUD 1945 pasal 31 ayat 1. (Naskah UUD 1945). 
Dalam kurikulum 2013 terlihat jelas tujuan pembelajaran dan materi 
sejarah Indonesia yang mengarahkan semua KI KD pada nasionalisme yang 
merupakan representasi dari filosofi kurikulum sejarah Indonesia 2013 di SMA. 
Dalam membahas materi nasionalisme, guru selama ini sering terjebak pada 
menjelaskan definisi, angka, tahun-tahun, dan tentang kehebetan para pahlawan 
dalam mengusir penjajah dari muka bumi Indonesia. Hal ini bisa dipahami karena 
materi yang harus disampaikan begitu banyak, sementara waktu yang tersedia 
sangat terbatas sehingga guru dalam proses pembelajaran sejarah lebih terfokus 
pada penyelsaiaan materi yang sifatnya kognisi. Sementara dalam kurikulum 2013 
waktu yang diberikan begitu luas yakni…../Mingggu sehinggga guru diberikan 
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keleluasaan dalam mengembangkan pembelajaran sejarah, oleh karenanya dalam 
membahas materi tentang kepahlawanan makna dan filosfinya yang harus di 
pertajam dengan cara memasukkan materi-materi tentang riwayat hidup para 
pahlawan yang mencakup masalah kepribadian, solidaritas yang tinggi antar 
sesam, termasuk terhadap musuh-musuhnya, perwatakan semangat berkorban, 
perlu ditanam historical mindedness, perbedaan antara sejarah dan mitos, legenda, 
dan novel histories. (Wawancara dengan Sardiman, 2016). 
Keempat; Kurikulum Sejarah Diharapkan dapat Mewujudkan Demokrasi  dan 
rekonstruksi sosial (Sila ke-4 dan ke-5). Demokrasi dapat diartikan pemerintahan 
dari, oleh, dan untuk rakyat. Artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, 
baik itu dilaksanakan secara langsung maupun melalui perwakilan. Implikasi dari 
konsep ini bila dilihat dari aspek kepemimpinan yang demokratis, maka seorang 
pemimpin yang berkuasa di dalam pemerintahan pada hakekatnya karena atas 
nama rakyat, karena ia mendapatkan amanat dari rakyat. Sebagai konsekuensinya 
maka pemimpin harus mengutamakan kepentingan rakyat, melindungi dan 
menyejahterakan rakyat bukan mengutamakan kepentingan pribadi, keluarga, dan 
kroni-kroninya. Kepemimpinan yang demokratis dan bertanggungjawab banyak 
ditemukan atau dicontohkan dalam pelajaran sejarah umat manusia. Misalnya 
kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan Khulafa-ur Rasyiddin, di samping 
tokoh-tokoh yang lain. Nabi Muhammad sendiri mengajarkan bahwa bagi para 
pemimpin yang meninggal dalam keadaan menipu rakyat, tidak mengutamakan 
kesejahteraan rakyat, maka ia haram mencium bau surga, apalagi memasukinya. 
Inilah salah satu model kepemimpinan dunia yang mengembangkan 
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kepemimpinan demokratis-moralis, kepemimpinan  yang amanah, yang sangat 
penting untuk diajarkan kepada para peserta didik melalui pelajaran sejarah. 
Rekontruksianisme sebagai aliran filsafat kontemporer lahir sebagai 
respon masyarakat dunia yang sedang dalam kondisi krisis. Jika praktek 
yang ada tidak diubah secara mendasar, maka peradaban manusia akan 
mengalami kemunduran (George R. Knight, 1982). Upaya mengkontruksi 
kembali kondisis peradaban dan pendidikan manusia menjadi asumsi dasar 
dari aliran rekontruksianisme. Solusi yang dipandang efektif mengatasi 
krisis adalah penciptaan tatanan sosial (social order) yang biasa disebut 
wordorder. Tatanan sosial yang mendunia ini dicapai melalui pendidikan 
formal. Mengapa demikian, karena pendidikan formal dapat menjadi agen 
utama dalam rekontruksi tatanan sosial. Pendidikan seyogyanya 
didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi yang bertumpu pada 
kecerdasan asali. Disamping itu pendidikan seyogyanya juga secara aktif 
mengajarkan perubahan sosial. Dengan demikian pendidikan dapat 
dijadikan sebagai leveling of dari peningkatan masyarakat yang berbasis 
pada kemampuan individu dalam menyerap ilmu pengetahuan. Hasil 
belajar dari individu atau kelompok mampu berperan sebagai 
kontruktivisme. 
Sekolah masih dipercaya mampu mengubah tatanan sosial, sehingga 
sekolah mampu merefleksikan nilai-nilai sosial. Sekolah masih dianggap 
mampu dan rekonstruksianisme menolak teori esensialisme dan 
perenialisme konservatif. Akan tetapi rekonstruksianisme menghormati 
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teori-teori yang reflektif dalam mewariskan cerminan bentuk dan nilai 
sosial. 
Pengembangan kemanusiaan tidak bisa dipisahkan dari gambaran 
tentang manusia dengan sifat kodrati yang serba monodualis; yang 
memiliki sifat dasar a) kedudukan kodrat manusia, sebagai pribadi berdiri 
sendiri dan sebagai makhluk Tuhan. b) Susunan kodrat manusia terdiri 
dari kejiwaan (dengan cipta, rasa karsanya) dan kejasmanian. c) Sifat 
kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. (Imam 
Barnadib, 1994: 45) Sebagai makhluk individu dan makhluk sosial; 
berjiwa, punya rasa, cipta, karsa, dan makhluk ciptaan Tuhan yang bebas 
dan otonom. 
Pendidikan dalam kancah perubahan masyarakat menempatkan 
posisi manusia sebagai makhluk multi dimensional, sehingga perlu 
dikembangkan asas equality (selaras, serasi dan seimbang). Sebagai 
antitesa terhadap fungsi pendidikan dalam konstelasi kehidupan tidaklah 
sui generis (Imam Barnadib, 1995: 90). Pendidikan pada dasarnya kurang 
berfungsi sendiri, melainkan akan berfungsi penuh dalam keterkaitannya 
dengan aspek-aspek kehidupan yang lain. Maka hubungan masyarakat 
dengan pendidikan itu tidaklah bersifat linier satu arah, melainkan timbal 
balik. Bahkan bisa bersifat kompleks bila dikaitkan dengan kenyataan 
gejala perubahan-perubahan yang terus menerus terjadi. 
Pendidikan berusaha untuk menanamkan keteraturan hingga timbul 
suasana yang tiada gejolak suasana masyarakat yang struktur dan 
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fungsinya mantap, namun dinamis dan kreatif. Namun karena desakan 
faktor-faktor tertentu seperti ide dan proses modernisasi, masyarakat 
cenderung untuk menjadi kurang stabil.  
Dalam kenyataanya di Indonesia landasan filosofi yang dominan 
digunakan adalah esensialisme dan prenialisme, pendidikan sejarah harusnya 
dapat mengambil keuntungan dari berbagai filosfi yang ada. Penggunaaan 
landasan filosofis  yang beragam dan bersifat elektik merupakan kewajaran yang 
tak terbantahkan. Kehadiran pendidikan sejarah Indonesia dalam kurikulum 
pendidikan formal dilandasi oleh pertimbangan akademik. Wineburg (2011:11) 
mengatakan ”historical knowlwdge should serve as a bank of contenplating 
present problems ” Cerita sejarah sangatlah imuninatif tentang bagaimana siswa 
berupaya mengembangkan diri  dan menghadapi tantangan hidup,berupaya untuk 
kreativ,inspiratif, dan bertahan hidup serta kemampuan dalam berfikir yang 
antisivatif. 
C. Posisi Mata Pelajaran Sejarah  dalam Kurikulum  
Sebenarnya kalau pemimpin di negeri ini mau merenung ulang dan belajar 
dari sejarah masa lalunya ada ruang mewujudkan nasionalisme bagi generasi  
muda melalui pelajaran sejarah karena mata pelajaran sejarah merupakan mata 
pelajaran yang cukup tua dalam kurikulum di Indonesia. Kehadiran mata pelajaran 
sejarah yang sudah lama bukannya membuat mata pelajaran sejarah menempati 
posisi yang penting tetapi malah sebaliknya. Kehadiran yang lama itu tidak juga 
menjadikan mata pelajaran sejarah sebagai mata pelajaran yang menyenangkan 
namun juga sebaliknya. Mata pelajaran sejarah menjadi sesuatu yang bukan lagi 
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dibutuhkan tetapi tidak mungkin pula untuk dihilangkan.( Hamid Hasan, 2008, P. 
1).  Kondisi mata pelajaran sejarah yag demikian sangat memperihatinkan, 
padahal mata pelajaran sejarah sesungguhnya merupakan mata pelajaran yang 
teramat penting dalam sebuah negara. Banyak negara di dunia ini yang 
menempatkan mata pelajaran sejarah sebagai unsur penting dalam pendidikan 
kebangsaan mereka. Hal ini disebabkan adanya keyakinan bahwa materi pelajaran 
sejarah mampu mengembangkan sifat dan karakter generasi muda bangsa. Ketika 
generasi muda menjadi pemegang peran utama dan pendukung dalam 
menjalankan kehidupan bangsa, maka karakter yang sudah terbentuk pada diri 
mereka menjadi landasan yang kuat dalam melaksanakan peran tersebut. (Erlina 
Wiyanarti,). 
Berikut penulis akan jelaskan posisi mata pelajaran sejarah dalam kurikulum pada 
massa Orde Lama,orde baru dan orde reformasi.Khusus pembahasan mapel sejarah 
Indonesia pada orde reformasi,titik tekan pembahasannya lebih banyak pada posisi mata 
pelajaran sejarah dalam kurikulum 2013. 
a. Posisi Mapel Sejarah dalam Kurikulum  Masa Orde Lama 
Pada massa awal kemerdekaan  tepatnya pasca pengesahaaan undang 
undang pendidikan tahun  1950, Materi sejarah yang ditampilkan dalam 
pembelajaran di sekolah sekolah masih materi yang memerankan  peran dan 
ketokohan bangsa penjajah, sementara ketokohan bangsa kita hanyalah sebagai 
pelengkap. Pelukisan dari sudut penglihatan barat jelas berat sebelah karena 
subyektivitas yang timbul dari kepentingan perdagangan khususnya dan 
penjajahan pada umumnya. Melihat tujuan pendidikan sejarah yang begitu mulia, 
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akhirnya semua peserta rapat di DPR dengan suara bulat bersepakat bahwa 
pengajaran sejarah haruslah mendapat porsi terbesar dalam sistem pendidikan 
nasional (Poesponegoro dan Notosusanto,1984: xi). 
  Pada  saat kementerian PPK PPK di jabat Muh.Yamin   Pemerintah 
memberi perhatiaaan  serius pada pembelajara sejarah dimana sejarah dianggap 
sebagai salah satu sarana  membangun nasionalisme kebangsaan,oleh karena 
presiden memerintahkan agar kementeriaan PPK mengambil langkah-langkah 
strategis,hal ini dikarenakan adanya kerancuaaan materi sejarah terutama pasca  
kegagalan panitia dalam melakukan  penyusunan buku  Sejarah Nasional 
Indonesia yang pada saat itu di ketuai oleh  Prijono. Ketidak sesuaiaan materi 
mata sejarah berawal dari kebijakan pemerintah yang memberikan kebebasan 
pada guru dan pemerhati sejarah untuk menuliskan materi pelajaran sejarah, 
kondisi ini menyebabkan  munculnya penulis- penulis muda/ pemula  terutama 
penulisan yang berhubungan dengan materi pelajaran sejarah di sekolah 
Pendidikan Rakyat dan Sekolah Rakyat, sedangkan mata pelajaran  sejarah di 
tingkat sekolah umum ( SMU ) pada saat ini belum diajarkan secara khusus dalam 
bentuk mata pelajaran sejarah seperti saaat ini.  
Selain munculnya penulis- penulis muda yang kurang memahami  
metodologi dan sistimatika penulisan sejarah dengan benar, hampir semua guru-
guru di Sekolah  pendidikan rakyat dan sekolah rakyat tersebut berusaha membuat 
diktat-diktat sejarah yang kualitas dan metodologinya masih sangat jauh dari 
kaidah kaidah penulisan buku yang ilmiah dan perlu penyempurnaaan baik dari 
sisi narasi,tata penulisan dan data data pendukung fakta sejarah oleh karena 
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dibutuhkan penyempurnaaan menyeluruh, akan tetapi karena kebutuhan mendesak   
pada akhirnya  diktat tersebut  diterbitkan pula menjadi sebuah buku pegangan 
dalam proses pembelajaran di sekolah.Tindakan yang terburu buru menyebabkan  
kualitas buku sejarahnya sangat rendah dan tidak dapat memenuhi stadart dan 
kaidah ilmiah dalam rangka membangkitkan nasionalisme . buruknya kualitas  
dan narasi materi dalam buku pelajaran sejarah jelas terlihat pada  bagian ikhtiar, 
intisari, dan pokok-pokok sejarah Indonesia.  
Menyikapi kerancuaaan persoalan tersebut,menteri PPK  kemudiaan 
membentuk  panitia sejarah nasional, yang dianggap sebagai satu satunya cara 
dalam rangka mencegah perpecahan dan disintegrasi politik sebagai akibat 
memanasnya suhu politik menjelang pesta demorasi. Pembentukan kepanitaan ini 
dilatar belakangi oleh adanya pandangan pemerintah terhadap pelajaran sejarah 
Indonesia sebagai wahana yang strategis dalam rangka membentuk waktak, 
karakter dan keperibadian warga negara ke arah yang lebih baik melalui 
pengajaran sejarah. Oleh karenanya satu-satunya cara adalah melakukan revisi 
terhadap materi buku-buku pengajaran sejarah Indonesia maupun revisi buku-
buku teks yang merupakan kebutuhan yang sangat praktis dan penting 
(Sodjatmoko, G. Mct. Kahin, 1995: xiii).  Namun, tim ini gagal  menyusun buku 
dan materi pelajaran sejarah, hal ini disebabkan oleh situasi dan kondisi politik 
yang tidak stabil yang ditandai dengan jatuh bangunnya kabinet akibat dari mosi 
tidak percaya yang dilakukan oleh parlemen serta waktu yang tersedia relative 
singkat  serta lemahnya sumber-sumber yang dijadikan represi dalam proses 
penulisan sejarah Indonesia (Asvi Warman Adam,Wawancara,  April 2016) 
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Belum selsai kontradiksi dan perdebatan mengenai materi pembelajaran 
sejarah disatu sisi sementara disi lain situasimpolitik tanah air terus bergerak kea 
rah yang tidak  stabil  sehingga mendorong presiden Sukarno mengeluarkan 
Dekrit Presiden 5 Juli 1959, pada pase inilah konsep Ki Khadjar yang ingin 
menanamkan konsep nasionalisme pada generasi muda melalui pembelajaran 
sejarah berubah menjadi alat yang digunakan oleh penguasa menjadi proses 
Indoktrinasi sehiggga  Dekrit presiden 5 juli 1959 dikenal dengan istilah  era 
indoktrinasi pendidikan nasional oleh pemerintah Sukarno guna mendukung 
kebijakan politik dalam negeri maupun luar negeri. Materi-materi indoktrinasi 
dikumpulkan dari berbagai naskah pidato Presiden Sukarno dalam berbagai 
kesempatan.Guna memperkuat indoktrinasi,MPRS yang merupakan lembaga 
negara hasil dekrit presiden 5 Juli 1959 membuat ketetapan MPRS yang khsusus 
mengatur masalah pendidikan nasional. Hal tersebut terdapat dalam TAP MPRS 
No II/MPRS/1960 yang menetapkan Pancasila dan manipol sebagai mata 
pelajaran wajib dari sekolah tingkat rendah sampai perguruan tinggi, dan 
mengarahkan sistem pendidikan nasional agar membentuk tenaga ahli dalam 
pembangunan yang sesuai dengan syarat-syarat masyarakat sosialis Indonesia. 
Berdasrkan TAP MPRS tersebut, Presiden menerbitkan KEPPRES yang 
memfungsikan pendidikan nasional sebagai alat revolusi, menentang faham 
imperialisme, kolonialisme/neokolonialisme, feodalisme, dan kapitalisme. Oleh 
karenanya dirumuskanlah KEPPRES yang bersifat revolusioner, yakni Keppres 
tertanggal 28 Mei  No.145. 1965. 
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Menteri PPK yang pada saat itu terkenal sangat loyal sama presiden 
Sukarno yakni  Prijono mengeksekusi kebijakan dan instruksi dari presiden 
Sukarno dengan cara memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan 
indoktrinasi dalam pendidikan sejarah. Kurang dari satu bulan setelah Dekrit 
Presiden 5 Juli 1959, hal ini terbukti dengan dienerbitkan instruksi No. 1/17 
Agustus 1959 yang isinya mewajibkan seluruh pejabat Kementerian PPK untuk 
menyesuaikan diri dengan perubahan politik pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959. 
Berdasarkan  instruksi Menteri PPK, Kepala Jawatan Pendidikan Umum 
Kementeriaan PPK Ali Marsaban  membentuk badan khusus, yakni Urusan Sapta 
Usaha Tama (dilaksanakan di tingkat Sekolah) dan Pancawardhana. 
Pancawardhana menyangkut sistem pendidikan baru yang didasarkan pada lima 
prinsip perkembangan, yakni moral, intelegensi/kecerdasan, emosional–artistik, 
keprigelan atau keterampilan, dan jasmani. 
Konsep Pancawardhana kemudian dijadikan program unggulan jangka 
panjang Kementerian PPK dalam Kabinet Sukarno. Guna memantapkan gerak 
langkah program pancawardhana,Prijono mengeluarkan instruksi ke-2 pada 
tangggal 17 Agustus 1961 yang dipengaruhi oleh gagasan Presiden Sukarno 
dalam melakukan indoktrinasi dalam pendidikan nasional. Berdasarkan instruksi 
ini disusun kurikulum baru oleh pembantu Menteri Bidang Pendidikan Mr. 
Soepardo. Ia kemudian menugaskan Kepala Urusan Pendidikan Menegah Umum 
Tingkat Atas Idris M.T. Hutapea untuk pelajaran SMA. Penyusunan pelajaran 
baru tingkat SMA dirumuskan pertama kali pada rapat kerja  Direktur SMA 
Negeri dan swasta seluruh Indonesia di Bandung pada tangggal 25 April hingga 2 
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Mei 1962. Rumusan awal dirapatkan kembali dalam rapat Undang-Undang  
Pendidikan SMA Gaya Baru yang diterapkan pada tanggal 21 sampai 29 Maret 
1963 di Tugu, Kabupaten Bogor. Rencana pelajaran ini dikenal juga dengan 
rencana pelajaran pancawardhana (Wignjoamidjojo, 163: 23) 
Materi pelajaran sejarah di SMA kelas 1 juga dimasukkan sebagai bagian 
dari kelompok mata pelajaran khusus. Sedangkan mata pelajaran sejarah pada 
kelas II sangat tergantung pada penjurusan, sehinggga mata pelajaran sejarah tidak 
diajarkan pada penjurusan ilmu pasti, tetapi diajarkan pada jurusan IPS dan 
budaya. Mata pelajaran sejarah kebangsaan dalam kelompok dasar SMP 
kedudukannya merupakan pendukung mata pelajaran Civic Education 
(Pendidikan Kewargaan Negara) sebagai mata pelajaran utama. Mata pelajaran ini 
bertujuan untuk menentukan sikap hidup manusia sosialis  Indonesia yang berjiwa 
pancasila dan bertanggung jawab terhadap pembentukan masyarakat sosialis 
Indonesia yang adil makmur secara materiil dan spiritual. 
Kurikulum pendidikan pancasila dan kewarganegaraan yang merupakan 
pelajaran utama dan diperkuat kedudukannya oleh kurikulum sejarah Indonesia 
yang berifat revolusioner bertujuan agar pendidikan Indonesia dapat 
menghasilkan warga negara yang sosialis Indonesia (Document 
Indonesia,No.2.Oct 1966)pp 185-222).  Doktrin revolusioner dan sosialis 
Indonesia menyebabkan pendidikan sejarah dirumuskan menjadi bersifat 
proklamasi sentris dan bereskatologi masyarakat sosialis Indonesia. Dengan 
diberlakukannya pembelajaran.  
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Selain konsep manipol USDEK, politik dan dunia pendidikan di Indonesia 
pernah mengkampanyekan ideologi Marhaenisme, di mana ideologi ini milik 
kelompok Partai Nasional milik Soekarno. Ideologi ini pernah memiliki massa 
yang besar, namun ke depannya Marhaenisme tidak mampu bertahan lama 
meskipun pada sekitar tahun 1966 ideologi ini dianggap sesuai dengan  jalan 
revolusi seperti yang dikatakan Drs. Gatot Suwiryo pada koran Suluh Marhaenis 
pada 3 Oktober 1966. Selain ideologis, politik juga turut berpengaruh dalam 
pendidikan melalui kebijakan, kebijakan yang dimaksud di sini tentunya adalah 
kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dalam pendidikan juga sangat sarat 
akan kepentingan politik. Kebijakan dalam pendidikan ada yang langsung dari 
pemerintah pusat, namun ada juga yang melalui pendidikan tinggi (perguruan 
tinggi) (Koran  suluh Marhaenis,30 November 1966). 
b. Posisi Mapel Sejarah Dalam Kurikulum Massa Orde Baru 
Proses peralihan kekuasaaan dari Orde Lama ke Orde Baru ditandai 
dengan kondisi perpolitikan yang masih belum stabil. Hal ini disebabkan oleh 
penguasa orde Baru masih ingin menghilangkan citra dari pemerintahan Orde 
Lama yang disimbolisasikan dengan Presiden Sukarno yang lebih dikenal dengan 
ajaran NASAKOM (Nasionalis, Sosialis, dan Komunis). Perubahan kondisi 
politik Indonesia pasca peristiwa 1965 ditandai dengan munculnya Suharto pada 
panggung politik sebagai pemimpin rezim yang baru disebut dengan Orde Baru. 
Pada tahun 1966 sampai dengan tahun 1980 merupakan tahun di mana membuat 
desain pemerintahan baru di mana pemerintahan membuat rakyat patuh dan 
menerima segala hal yang diatur oleh pemerintah. 
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Semua kebijakan pendidikan dilaksanakan dan dikontrol dari pusat Pada 
massa orde baru hanyalah digunakan sebagai alat politik semata dalam langkah 
melanggengkan kekuasaannya selama 32 tahun. Fokus pembangunan pemerintah 
Orde Baru yang selama 32 tahun berkuasa lebih menitikberatkan dalam penguatan 
di bidang ekonomi. Salah satu alasan penulis berani mengatakan bahwa 
pendidikan di masa Orde Baru hanya digunakan sebagai alat indoktrinasi politik 
adalah adanya Pancasila dan P4 (pedoman Penghayatan dan Pengamalan 
Pancasila) akhirnya menjadi salah satu kendaraan indoktrinasi politik.  
Dalam kajian historis, Kurikulum Pendidikan Nasional  
“Pancawardhana’’ yang diterapkan oleh pemerintahhan Orde Lama di bawah 
kekuasaan pemerintahan Sukarno  mengalami perubahan drastis setelah 
Pangkostrad Mayjen Suharto tepatnya pada tanggal 1 Oktober berhasil 
menghancurkan pasukan Gerakan 30 September  dan memperoleh dukungan dari 
rakyat serta kekuatan-kekuatan lainnya yang anti komunis untuk mengambil alih 
kekuasaaan dari Presiden Sukarno. Pengambil alihan kekuasaan dimulai dari 
kesalahan Presiden Sukarno yang mengeluarkan Surat Perintah  11 Maret 1966 
kepada Suharto untuk mengembalikan stabilitas keamanan ibukota Jakarta. 
Berdasarkan surat perintah itulah Suharto atas nama presiden RI Sukarno tanggal 
12 Maret 1966 melakukan kegiatan pembubaran terhadap organisasi PKI dari 
pusat sampai ke daerah-daerah. Organisasi-organisasi komunis yang dibubarkan 
oleh Mayjen Suharto telah menanamkan ideologinya melalui berbagai cara 
termasuk mempengaruhi kebijakan sistem pendidikan nasional dan kurikulum 
Pancawardhana (Sakti Slamet dkk, 1961: 28). 
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Pada massa orde Baru kurikulum pertama yang diberlakukan adalah 
Kurikulum 1968, posisi materi sejarah Indonesia dimasukkan dalam materi 
kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan. Ruang lingkup dan isi materi 
pengajaran sejarah Indonesia merupakan bagian terpenting karena menyangkut 
penguatan legitimasi kekuasaan Orde Baru yang sesungguhnya telah mengambil 
alih kekuasaan dari Presiden Sukarno ke Presiden Suharto melalui peralihan 
kekuasaan bertahap, terencana, dan sistematis. Kelahiran Kurikulum Sejarah 
tahun 1968 lebih bersifat politis, menggantikan rencana pendidikan tahun 1964 
yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama.  
Poin dari kurikulum 1968 hanya pada materi-materi yang tepat diberikan 
pada jenjang pendidikan. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi 
materi pelajaran: kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan 
kecakapan khusus. Muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan 
dengan permasalahan faktual di lapangan. Pada masa ini peserta didik hanya 
berperan sebagai pribadi yang masif, dengan hanya menghafal teori-teori yang 
ada, tanpa ada pengaplikasian dari teori tersebut. Aspek afektif dan psikomotorik 
tidak ditonjolkan pada kurikulum ini. Praktis, kurikulum ini hanya menekankan 
pembentukkan peserta didik hanya dari segi intelektualnya saja. 
Selanjutnya pada tahun 1969 di Indonesia terjadi perubahan akibat lajunya 
pembangunan nasional yang mulai tumbuh sebagai akibat kebijakan pemerintahan 
Orde Baru yang memberikan insentif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. 
Pertumbuhan ini berdampak juga terhadap program pendidikan nasional dan 
keinginan pemerintah untuk melakukan pembaharuan di bidang kurikulum. 
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Pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto menyadari 
sepenuhnya bahwa begitu penting melakukan perubahan mainset generasi muda 
agar tidak terpengaruh terhadap ideologi pengajaran MANIPOL USDEK yang 
dikembangkan oleh pemerintahan orde sebelumnya. Oleh karenanya perubahan 
materi kurikulum dalam sejarah Indonesia menjadi sangat penting guna 
memperkuat legitimasi kekuasaannya dan menunjukkan keberhasilan Orde Baru 
selama di bawah kepemimpinanya. Pengalaman ini mendorong penguasa untuk 
merubah pola pikir ideologi masa lalu dalam pengajaran sejarah menjadi memori 
kolektif bangsa berdasarkan versi sejarah masa kini. Walaupun terkesan subyektif, 
namun terlihat jelas dalam kurikulum 1968 adanya kontroversi atau benturan 
materi pengajaran sejarah antara konsep sejarah yang dikembangkan pada masa 
Orde Lama dengan materi sejarah yang dikembangkan oleh Orde Baru. Perubahan 
mainset generasi muda melalui pembaharuan kurikulum 1968 membuahkan hasil 
yang signifikan. Hal ini berimplikasi postif, Orde Baru terkesan sebagai orde 
penyelamat bangsa dari serangan ideologi asing dan dapat mencegah terjadinya 
perpecahan dan keterpurukan anak bangsa. 
Kurikulum 1968 segera menggantikan kurikulum 1966. Struktur 
kurikulum 1968, atau istilah yang digunakan Rencana Pendidikan (Depdikbud, 
1996:120) mengalami perubahan mendasar. Struktur kurikulum SMA, yaitu 
Kelompok Pembinaan Jiwa Pancasila, Pembinaan Pengetahuan Dasar, dan 
Pembinaan Kecakapan Khusus. Di dalam Rencana Pendidikan SMA 
pengelompokkan mata pelajaran sama dengan apa yang terdapat pada Rencana 
Pendidikan SD dan SMP. Perbedaannya pada mata pelajaran kelompok 
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Pembinaan Pengetahuan Dasar terdapat jurusan Sastra-Sosial-Budaya, dan Ilmu 
Pasti dan Pengetahuan Alam untuk kelas II dan kelas III. Dalam kelompok 
Pembinaan Kecakapan Khusus terdapat mata pelajaran pendidikan kesejahteraan 
keluarga, dan prakarya pilihan (kesenian, bahasa, ketrampilan). Jumlah mata 
pelajaran kelas I berdasarkan kurikulum 1968 yang harus diikuti oleh seluruh 
peserta didik adalah  15 mata pelajaran dengan jumlah jam 43 jam per minggu. 
Sementara itu struktur kurikulum untuk sekolah kejuruan bervariasi disesuaikan 
dengan sifat dari sekolah kejuruan itu. Kelompok Pembinaan Jiwa Pancasila 
berlaku dalam struktur kurikulum sekolah kejuruan (Depdikbud, 1996:137-139). 
Kurikulum 1968 menjadi program nasional dan harus diajarkan di sekolah-
sekolah termasuk di SMA secara menyeluruh. Pengajaran diseragamkan di semua 
sekolah. Hal ini berakibat pada kurikulum dan materi sejarah Indonesia di SMA 
menjadi terstandarisasi. Secara umum, kurikulum sejarah tahun  1968 berisi 
materi tentang anti komunisme, anti Sukarno, anti Demokrasi Libral, dan anti 
terhadap Demokrasi Terpimpin. Di samping materi kuriklumnya anti terhadap 
yang berbau Orde Lama, materi kurikulum dan buku yang diterbitkan yang 
berstandar SNI sangat pro bahkan mengkultuskan perjuangan Suharto dalam 
perjuangan menjaga kemerdekaaan dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari 
konflik internal yang mengarah pada disintegrasi bangsa dan disintegrasi sosial. 
Materi sangat pro Pancasila, pro penguasa, dan program-program Orde Baru. 
Posisi mapel Sejarah dalam kurikulum 1968  ditempatkan pada skala 
prioritas pertama urutan pertama  dari Sembilan mata pelajaran yang diajarkan di 
sekolah yang meliputi: mapel Sejarah,mata pelajaran Geograpi,Ilmu 
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pasti,Fisika,kimia,Biologi,Ekonomi koprasi,Menggambar dan pelajaran bahas 
Inggris. Urutan tersebut menunjukkan bahwa Sejarah ditempatkan  dalam posisi 
yang sangat penting dan strategis di setiap jenjang studi.BIla dilihat dari jam 
pembelajaran Untuk setiap  Kelas mapel Sejarah diajarkan sebanyak 3 jam 
pelajaran,untuk kelas 2 diajarkan sebanyak 4 jam perminggu,sedangkan untuk 
kelas 3 diajarkan sebanayk 3 jam/minggu. 
Dari sisi materi pelajaran pada caturulan pertama,Mata pelajaran Sejarah 
Indonesia membahas materi tentang sejarah Indonesia dihubungkan dengan 
perkembangan sejarah dunia,Untuk Caturlan kedua,Ruang lingkup pembahasan 
yang diajarkan pada siswa di SMA meliputi  Indonesia raya dengan sub pokok 
bahasan meliputi: Massa kejayaaan sriwijaya,materi kejayaaan kerajaaan di Jawa 
Timur hinggga kejayaaan Majapahit,Sementara untuk pokok bahasan sejarah 
dunia kurikulum 1968 membahas materi materi yang berhubungan dengan sejarah 
eropa kuno sampai perkembangan eropa modern.Pada caturulan ke tiga, 
pembahasan materi kurikulum 1968 meliputi perkembangan agama Islam dan 
pwerjuangan mereka dalam menentang kolonialisme eropa,portugis dan 
Belanda.Sementara untuk Asia  pembahsannya terfokus pada pembahasan tentang 
Asia. 
Untuk Materi kelas 2 Caturulan 1  Sejarah Indonesia membahas materi 
perjuangan rakyat Indonesia abad 17-abad 18,mementang imprilaisme Portugis 
dan Belanda,Cagtrulan ke 2,Materi sejarah Indonesia membahas materi tentang 
perjuangan kemerdekaaan dalam mementang imprialisme Belanda 
(Mataram,Banten,Cirebon,Kalimantan,Patimura,Diponegoro,Imam Bonjol dan 
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tanam paksa,), Sedangkan untuk caturula ke 3 kelas II  Kurikulum 1968 
membahas  tentang Perjuangan rakyat di daerah daerah dalam menentang usaha 
usaha pembulata kekuasaan Belanda di seluruh Indonesia meliputi : 
Malluku,Sulawesi,Bali,Lombok,Tapanuli Korte Verkllaring dipaksakan sebagai 
alat colonial untuk menunujkkkan Pax Nederlandica,Ethnisch Politick. 
Mata Pelajaran Sejarah  Kelas III SMA Cawu 1 Kurikulum Sejarah 1968 
Meliputi Perjuangan menuju kemerdekaaan,Materi yang dibahas meliputi : 
Sejarah Pergerakan kebangsaaan Indonesia,Pendududkan Jepang Di 
Indonesia,Caturulan Ke-2 Membahas Massa perjuangan lkehidupan yang bebas 
adil dan makmur berdasarkan pancasila,Materi pembahasannya dalam kurikulum 
1968 meliputi Perjuangan mempertahankan Kemerdekaaan 1945-1949,1949 
sampai kembali ke UUD 1945,1959 sampai sekarang. 
Penekanan kurikulum 1968 terletak pada pembahasna materi sejarah 
Indonesia,karena materinya dibahas berulang ulang,materi yang sudah dibahas di 
kelas satu,kelas 2 diulang kembali pada kelas tiga SMa,sementara materi yang 
berhubungan dengan materi sejarah Dunia yang meliputi pembahasan tentang 
PBB,perebutan pengaruh negara negara besar dan kemajuan ilmu pengetahuaaan. 
Bila melihat struktur kurikulum 1968 dan perulangan penyampaiaaan 
materi yang berhubungan dengan sejarah Indonesia maka dapat dijelaskan bahwa 
kurikulum sejarah Indonesia dari waktu ke waktu disusun dan dirancang dalam 
rangka indoktrinasi dan melegitimasi kekuasaan. Kurikulum sejarah Indonesia 
tidak pernah lepas dari pengaruh ideologi negara dan kekuasaan,Hal ini terlihat 
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dari kebijakan pemerintah pada tanggal 1 April 1969 yang membuat standarisasi 
materi pelajaran sejarah. 
Kurikulum 1968 berjalan selama kurang lebih enam tahun, tetapi masih 
banyak kelemahan sehingga pemerintah menerapkan kembali kurikulum baru 
yang dikenal dengan kurikulum pendidikan nasional tahun 1975. Munculnya 
Kurikulum 1975 dikarenakan laju dan keberhasilan pemerintah Orde Baru yang 
sedemikian pesat. Oleh karenanya keberhasilan-keberhasilan tersebut perlu 
diajarkan pada peserta didik melalui perubahan kurikulum. Perubahan tersebut 
terjadi sejak 1969, seperti: Pelita I melahirkan gagasan baru tentang pelaksanaan 
sistem pendidikan nasional, adanya GBHN 1973 yang mengatur tentang 
pendidikan, adanya hasil analisis dan penilaian tentang pendidikan nasional oleh 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, adanya inovasi dalam sistem belajar 
mengajar, dan keluhan masyarakat tentang mutu lulusan pendidikan. Selain itu, 
kurikulum 1968 belum sesuai dengan tuntutan masyarakat (Depdiknas, 1975: 11; 
Sholeh Hidayat, 2013: 5). 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI pada waktu itu bernama Syarif 
Thayeb. Ruang lingkup dan materi pengajaran sejarah Indonesia dalam kurikulum 
1975 dikritik oleh Presiden Suharto karena tidak dapat menanamkan semangat 
perjuangan Bangsa Indonesia dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaaan. 
Suharto mengggap bahwa perlu ada pembenahan dalam kurikulum pelajaran 
sejarah Indonesia di sekolah sebagai alat untuk mewariskan nilai-nilai perjuangan 
Bangsa Indonesia yang tumbuh dan berkembang selama masa kemerdekaaan 
1945 sampai 1949. Pelaksanaan kurikulum 1975 dilakukan secara bertahap 
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meliputi: tahap pertama tahun ajaran 1976 dilaksanakan di kelas I; tahap kedua 
tahun ajaran 1977 dilaksanakan di kelas I dan II; tahap ketiga tahun ajaran 1978 
berlaku sepenuhnya dari kelas I sampai kelas III (Keputusan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan No 008-E/U/1975 Bab VI Pasal 11). 
 Mata pelajaran sejarah hanya diberikan pada progam IPS di kelas I dan II 
serta program bahasa di kelas III. Pada kelas I mata pelajaran sejarah diberikan 
pada semester 2 dengan 4 jam per minggu. Pada kelas II mata pelajaran sejarah 
diberikan selama dua semester dengan 3 jam per minggu, sedangkan untuk kelas 3 
mata pelajaran dihapuskan. Pada progam bahasa, mata pelajaran sejarah diberikan 
di kelas 3 selama dua semester dengan 7 jam pelajaran per minggu (Depdiknas, 
1995: 345). 
Untuk mengimplementasikan tujuan dari kurikulum 1975 yang 
menekankan agar lulusan SMA benar-benar berkualitas sehingga dalam 
kurikulum kemampuan (kecerdasan dan ketrampilan), pengetahuan, dan sikap 
dirumuskan dalam bentuk-bentuk tujuan pendidikan yang terbagi menjadi 
beberapa tingkatan, maka mata pelajaran sejarah juga mempunyai tujuan kurikuler 
(tujuan yang pencapaiannya dibebankan kepada program sesuatu bidang 
pelajaran); dan tujuan instruksional (tujuan yang pencapainnya dibebankan 
kepada suatu satuan program pengajaran sesuatu bidang pelajaran) (Depdiknas, 
1975: ii).  
Berdasarkan tujuan kurikuler dan tujuan instruksional mata pelajaran 
sejarah tahun 1975, sejarah mempunyai potensi dalam mewujudkan tujuan 
pendidikan nasional, terutama membentuk karakter peserta didik, tanpa 
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mengesampingkan pengetahuan sejarah. Oleh karena itu, peran guru diperlukan 
dalam mengarahkan peserta didik dalam memahami setiap hikmah dari setiap 
peristiwa sejarah terutama sejarah nasional. Berikut materi mata pelajaran sejarah 
yang diajarkan pada kurikulum 1975. Kurikulum ini potensial dalam mendidik 
peserta didik untuk mempunyai karakter yang siap menghadapi tantangan global. 
Kurikulum 1975 menjadikan pendidikan Moral pancasila sebai nomenklatur 
pelajaran yang mandiri yakni menjadi mata pelajaran PMP.Ruang lingkup 
pengajarannya  meliputi Civics Education dengan pengajaran sejarah dan Ilmu 
Bumi,Pengajaran sejarah menjadi bagian dari pelajaran IPS yang terdiri dari 
pengajaran Sejarah,Pengajaran geograpi dan mapel ekonomi. (Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaaan 1976:v-vi) 
Dari kajian dokument terhadap kurikulum 1975 ,Mata pelajaran sejarah 
merupakan mata pelajaran yang jam belajarnya paling sedikitl jika dibandingkan 
dengan mata pelajaran yang lain. Pada kelas 1 mata pelajaran sejarah merupakan 
bagian dari mata pelajaran IPS.Pelajaran sejarah  sebagai pelajaran yang mandiri 
hanya diajarkan pada semester II,III dan semester IV,akan tetapi mata pelajaran 
sejarah tidak diajarkan pada semester ke V dan semester ke VI.Materi pelajaran 
sejarah dalam kurikulum 1975 kecendrungannya adalah berbicara tentang sejarah 
politik. Dalam kurikulum 1975 terjadi karancuaaan karena materi yang sama 
dibahas berulang ulang salah satu contohnya adalah : materi sejarah Indonesia 
yang sudah dibahas pada semester II di ulang kembali pembahasannya pada 
semester ke 3 pada kelas II SMA Jurusan IPS. 
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Melihat banyaknya kerancuan materi dan porsi pembelajaran sejarah yang 
tidak signifikan membuat kurikulum sejarah 1975 tidak bertahan lama guna 
menjawab kritik dari presiden Suharto terhadap kelemahan kurikulum sejarah 
1975 yang dianggap belum mampu membentuk watak siswa yang 
pancasilais,tahun 1975 pemerintah dalam kementerian pendidiikan naional 
mengeluarkan kurikulum baru yakni kurikulum 1984 yang memberikan 
perhatiaaan khsusu pada proses penanaman nasionalisme dan kebangsaaan yang 
lebih dikenal dengan kulikulum PSPB. Mata pelajaran PSPB (Perjuangan Sejarah 
Perjuangan Bangsa). Periode ini dalam pandangannya menghasilkan nilai-nilai 
kebijakan yang harus diwariskan kepada generasi muda di sekolah. Nilai-nilai 
kebijakan yang dimaksudkan adalah pengorbanan terhadap kepentingan nasional, 
pembelaan terhadap kedaulatan dan harga diri bangsa dan negara, serta penguatan 
ikatan persatuan dan kesatuan antara tentara dengan rakyat. Gagasan Suharto 
akhirnya memperoleh dukungan politik dari seluruh fraksi yang ada di MPR, yang 
selama ini memang dikenal sebagai loyalis Suharto. Gagasan tersebut secara 
legalitas tertuang dalam GBHN 1983. Keputusan politik ini menjadi kewajiban 
bagi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang pada saaat itu dijabat oleh 
Nugroho Notosusanto. 
 Tujuan dari mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa 
menanamkan kepada peserta didik nilai-nilai rela berkorban, persatuan, 
kerjasama, saling menghargai, dan bangga sebagai bangsa dan tanah air Indonesia. 
Mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa ini merupakan mata 
pelajaran inti yang wajib diikuti para peserta didik. Jumlah jam pelajaran ini untuk 
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kelas 1 sejumlah 36 jam pelajaran, kelas II sebanyak 34 jam pelajaran, kelas III 
sejumlah 34 jam pelajaran. Metode yang digunakan seputar ceramah beragam, 
pemberian tugas, diskusi kelompok, sosiodrama (bermain peran), simulasi, 
peragaan gambar, bercerita dan tanya jawab, serta penelitian sederhana. Penilaian 
dari kelas I sampai kelas III hanya mengacu pada pengamatan dan laporan. 
(Depdiknas, 1984: 11-27 dan 13-16; Depdiknas, 1985: 5-11). 
Bahan pengajaran mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa 
tentang kurun waktu mulai dari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai 
dengan era pengisian kemerdekaan yang dibagi dalam tiga kelas. Bahan 
pengajaran kelas I seputar penjajahan Belanda sampai pembentukan kementerian 
negara. Kelas II bahan pengajaran seputar permulaan perundingan antara 
Indonesia dengan Belanda sampai dengan aksi-aksi sepihak PKI bertentangan 
dengan nilai-nilai 1945. Bahan pengajaran kelas III seputar perjuangan Kesatuan 
Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) sampai dengan pembangunan Nasional 
Berencana sebagai upaya mengisi kemerdekaan. (Depdiknas, 1984: 11-27 dan  
Depdiknas, 1985: 5-11). Sumber bacaan yang digunakan sebagai bahan 
pengajarannya terbagi menjadi empat yaitu: memoar, laporan kewartawanan 
seperti majalah dan surat kabar, buku-buku sastra, dan buku-buku riwayat hidup. 
(Depdiknas, 1984: 43-44).  
Mata pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa strategis 
dikembangkan kepada peserta didik agar menjadi generasi muda yang mempunyai 
semangat kebangsaan dan cinta tanah air, terutama dewasa ini generasi muda 
sudah banyak melupakan jati diri keindonesiaan. Namun, waktu pelajaran di kelas 
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II dan III berkurang dua jam, padahal mata pelajaran ini potensial dalam 
membentuk karakter generasi muda melalui keteladanan tokoh maupun hikmah 
dari peristiwa. Hal ini seiring dengan himbauan menteri pendidikan dan 
kebudayaan (Nugroho Notosusanto) bahwa pendekatan yang digunakan dalam 
proses belajar mengajar menggunakan pendidikan nilai-nilai dan peran aktif 
siswa. Pemerintah juga menargetkan kurikulum mata pelajaran pendidikan sejarah 
perjuangan bangsa mampu berdaya guna dan berhasil guna. Maka dilakukan 
usaha pengembangan dan pengadaan sarana dan sumber belajar, meliputi 
penulisan buku pelajaran dan buku bacaan untuk siswa, buku pegangan dan buku 
petunjuk untuk guru, serta drama sejarah, film sejarah, nyanyian kepahlawanan, 
museum, gambar dinding, situs sejarah, foto sejarah, dan monumen sejarah, 
sehingga dapat membina semangat perjuangan dan persatuan bangsa (Depdiknas, 
1984: iii). Oleh karena itu, mata pelajaran ini sinergis dengan mata pelajaran 
sejarah sehingga dalam kegiatan belajar mengajar perlu ada koordinasi agar tidak 
terjadi tumpang tindih materi. 
Mata pelajaran sejarah dalam kurikulum 1984 disebut sejarah nasional 
Indonesia dan sejarah dunia. Mata pelajaran ini diberikan untuk semua program 
dan termasuk pada pelajaran inti dengan jumlah beban belajar sama yaitu 14 
kredit. Sejarah diberikan menyeluruh dari semester 1 sampai semester 6. Kelas 1 
diberikan 4 jam per minggu, kelas II dan III diberikan 2 jam per minggu 
(Depdiknas, 1984: 3; Depdiknas, 1995: 348-351). Materi pelajaran kelas 1 sampai 
kelas III sama dengan kurikulum 1975. Namun, ada penambahan unsur-unsur 
baru yang harus diintegrasi dengan pokok-pokok materi yang sesuai seperti 
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pendidikan politik dan wawasan nusantara. Berikut beberapa perkembangan 
kurikulum 1984 untuk mata pelajaran sejarah. 
Kurikulum 1994 ini merupakan revisi terhadap kurikulum 1984 yang 
dirasakan muatan materi yang terdapat di dalam pokok bahasan terlalu padat 
sehingga kurang materi yang diberikan kepada peserta didik kurang mendalam. 
Disamping itu, ada tumpang tindih dalam mata pelajaran sejarah dengan 
pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Dasar pelaksanaan kurikulum 1994 adalah 
dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
Dasar penetapan kurikulum 1994 adalah Keputusan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan No.061/U/93 Tanggal 25 Febuari 1993 dan PP No.29/1990 Tentang 
Pendidikan Menengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, nama 
SMA berubah menjadi SMU. 
Mata pelajaran sejarah pun berubah menjadi Sejarah Nasional dan Sejarah 
Umum (dalam kurikulum 1984 disebut Sejarah Indonesia dan Sejarah Dunia). 
Begitu pula dalam jam pelajaran untuk kelas I berkurang satu jam dari yang 
awalnya 3 jam per minggu dalam kurikulum 1994 menjadi 2 jam per minggu. 
Selain itu, kurikulum 1994 menghapus mata pelajaran Pendidikan Sejarah 
Perjuangan Bangsa. Konten kurikulum yang berkenaan dengan masalah sosial dan 
sejarah semakin berkurang, sementara itu konten kurikulum yang berkenaan 
dengan IPA dan matematika semakin bertambah, meskipun mata pelajaran sejarah 
masih diberikan dalam kurikulum SMA jurusan IPA dengan waktu 2 jam per 
minggu. Dalam kurikulum 1994 media berfungsi sebagai sarana penyampai 
informasi/menarik perhatian siswa. Dari segi evaluasi, dalam kurikulum 1994 
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penilaian dilakukan untuk mencapai standar nasional, kriteria penilaian tidak 
dibedakan sehingga tidak menyentuh aspek kepribadian siswa. 
Kurikulum 1994 memberikan ruang mata pelajaran sejarah untuk 
menumbuhkan rasa bangga dan cinta tanah air, sehigga materi difokuskan pada 
perjalanan hidup masyarakat masa lampau sampai sekarang, nasional maupun 
dunia. Materi sejarah nasional dan sejarah umum terdapat sembilan ruang lingkup 
yang terbagi menjadi tiga kelas. Waktu pelajaran sejarah nasional dan sejarah 
umum untuk kelas 1 caturwulan 1 selama 24 jam pelajaran, caturwulan 2 selama 
24 jam, caturwulan 3 selama 20 jam; kelas II caturwulan 1 selama 24 jam 
pelajaran, caturwulan 2 selama 24 jam, caturwulan 3 selama 20 jam; dan kelas III 
caturwulan 1 selama 24 jam pelajaran, caturwulan 2 selama 24 jam, caturwulan 3 
selama 16 jam. (Depdiknas, 1995:1-10). Mata pelajaran sejarah nasional dan 
sejarah umum ini berfungsi sebagai sarana untuk memahami pengetahuan tentang 
sejarah sehingga dapat menumbuh kembangkan jati diri bangsa dan wawasan 
antar bangsa. Berikut tujuan pengajaran Mata Pelajaran Sejarah Nasional dan 
Sejarah Umum Kelas I, II dan II Kurikulum 1994 . 
Berdasarkan lampiran terlihat bahwa mata pelajaran sejarah nasional dan 
sejarah umum strategis sekali untuk membekali generasi muda berkarakter 
Indonesia melalui nilai-nilai di balik setiap peristiwa sejarah yang diperoleh di 
bangku SMU. materi sejarah nasional dan sejarah umum pada kurikulum 1994 
memperbaiki kurikulum sebelumnya yang mana pokok bahasan materi begitu 
mendalam dan tidak hanya membahas permukaannya saja, sehingga pengusaan 
materi wajib dimiliki oleh guru sejarah. Muatan materi tidak begitu banyak, 
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sehingga tidak menjadi beban peserta didik. Selain itu, kemampuan peserta didik 
memahami materi mendalam atau bahkan mendetail dapat teroptimalkan. Oleh 
karena itu, tujuan dari kurikulum 1994 yang mempersiapkan lulusan SMU 
melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi mudah terealisasikan karena 
lulusan sudah dipersiapkan secara kematangan berfikir. 
Kurikulum  Sejarah Indonesia 1994 merupakan kurikulum produk Orde 
Baru yang sudah tidak asing lagi,kurikulum ini banyak mendapat kritikan dari 
berbagai kalangan mulai dari pemerhati sejarah,ilmuaan maupun tokok tokoh 
masyarakat  dan NGO (non Goverment Organitation) karena kurikulum yang 
kemudian direpresentasikan dalam bentuk  buku teks sejarah, dianggap sarat 
dengan muatan politik  pemerintah sehingga banyak buku sejarah yang jauh dari 
fakta-fakta sejarah yang ada. (Joko Suryo : Wawancara,    2016). Materi-materi 
yang dianggap kontroversi dalam kurikulum 1994 dan banyak dikritik oleh 
berbagai pihak adalah  masalah Gerakan 30 September 1965 yang selalu 
diidentikan dengan PKI sebagai tokoh utama dalam peristiwa tersebut. Padahal 
berdasarkan fakta-fakta terbaru yang ditemukan bahwa peristiwa tersebut tidak 
hanya dilakukan oleh PKI, tetapi ada banyak dalang yang terlibat dalam peristiwa 
tersebut. Namun, fakta-fakta baru tersebut terbungkam selama Suharto berkuasa, 
kalaupun materi ini harus masuk dalam kurikulum sejarah Indonesia harusnya 
bisa disampaikan secara seimbang. 
Kurikulum 1994 dibuat oleh para ahli dengan melibatkan berbagai 
kalangan termasuk melibatkan para ilmuan, akademisi dan praktisi pendidikan 
sejarah, namun situasi yang tidak kondusuif membuat tim tidak berdaya, karena 
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situasi orde Baru yang otoriter  menyebabkan penulisan sejarahnya banyak yang 
jauh dari fakta fakta sejarah yang sesungguhnya sehingga terkesan materinya 
dimanipulasi.  
 
c. Posisi Mapel Sejarah Indonesia dalam kurikulum  Sejarah Indonesia 
masa Reformasi. 
 
Lahirnya kurikulum ini juga dipengaruhi oleh kondisi politik Indonesia, 
yaitu jatuhnya rezim Soeharto yang berkuasa hampir selama 32 tahun. Hal ini 
berpengaruh sekali pada mata pelajaran sejarah nasional dan sejarah umum karena 
ditemukan fakta-fakta sejarah baru yang selama ini tertutup oleh adanya rezim 
penguasa. Fakta-fakta tersebut meliputi Gerakan 30 September, Surat Perintah 
Sebelas Maret, awal Orde Baru, dan integrasi Timor-Timur. (Depdiknas, 1999: 1). 
Tumbangnya rezim Orde Baru menjadikan keterbukaan akan informasi semakin 
jelas, semua orang punya kebebasan untuk berbicara, begitu pula dengan para 
saksi sejarah dan para sejarawan yang secara terus menerus menemukan fakta-
fakta baru tentang peristiwa sejarah yang telah terjadi. Keadaan ini didukung oleh 
kebebasan pers untuk menyampaikan berita yang sebenarnya terjadi. Maka, 
Indonesia memasuki masa reformasi yang menyebabkan para guru sejarah 
kesulitan, karena pokok bahasan yang selama ini diajarkan ditemukan fakta-fakta 
sejarah baru yang berbeda dari informasi buku-buku pelajaran sebelumnya. 
Dengan alasan inilah, pemerintah melakukan peninjauan kembali dan 
penyempurnaan terhadap beberapa materi pelajaran sejarah, sehingga lahirlah 
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suplemen 1999 sebagai sarana mempermudah guru menyampaikan materi sejarah 
kepada peserta didik. 
Tujuan dari suplemen 1999 bagi mata pelajaran sejarah nasional dan 
sejarah umum adalah agar guru memiliki fakta yang lebih akurat tentang Gerakan 
30 September, Surat Perintah Sebelas Maret, awal Orde Baru, dan integrasi 
Timor-Timur. Sehingga peserta didik lebih yakin, guru dapat menjelaskan 
kerancuan antara fakta dan penafsiran yang terdapat dalam berbagai sumber 
informasi. Sehingga peserta didik tidak salah tafsir, guru dapat mengembangkan 
materi untuk sejarah kontemporer sesuai dengan fakta-fakta sejarah yang terbaru. 
(Depdiknas, 1999:2). Oleh karena perubahan materi dalam mata pelajaran sejarah 
nasional dan sejarah umum menyebabkan perubahan dalam proses evaluasi hasil 
belajar yang disesuaikan dengan sifat materi sejarah nasional dan sejarah umum 
tersebut. Evalusi hasil belajar tersebut dapat dilakukan melalui keaktifan peserta 
didik dalam kegiatan menyampaikan pendapatnya (diskusi, tanya jawab, kegiatan 
kelompok), penugasan karya tulis, laporan pengamatan terhadap suatu obyek 
sejarah (foto, replika, video, benda sejarah lainnya), dan tes (obyektif maupun 
uraian). Dengan kegiatan tersebut guru dapat mengamati berbagai aspek yang 
telah dikuasi peserta didik meliputi penugasan fakta sejarah, kemampuan 
bercerita, berfikir kronologis, kritis, kemampuan menarik informasi dari suatu 
sumber sejarah, kemampuan menulis, menghargai pelaku sejarah, kemampuan 
memecahkan masalah dengan menghindari pertanyaan yang bersifat menghafal, 
dan semangat nasionalisme secara tidak langsung tertanam dalam diri peserta 
didik. (Depdiknas, 1999:2,3). 
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Penyempurnaan mata pelajaran sejarah nasional dan sejarah umum yang 
terdapat di dalam kurikulum 1994 meliputi: struktur dan organisasi 
materi/substansi kurang jelas, cakupan materi tertentu terlalu meluas, beberapa 
pokok bahasan/PB kurang bermakna, dan beberapa kalimat kurang jelas. Oleh 
karena itu, mata pelajaran sejarah nasional dan sejarah umum dilakukan 
penyesuaian kurikulum yang tertuang dalam suplemen 1999 meliputi: 
pemindahan PB, pemindahan pembelajaran, penyederhanaan kalimat dan 
pengaturan kembali kalimat dalam GBPP (Garis-Garis Besar Program 
Pengajaran) karena dapat menimbulkan salah konsep, penghapusan pembelajaran 
karena terlalu sulit dan kurang bermakna, penyederhanaan pembelajaran dengan 
hanya diberi prinsip-prinsip saja, dan penggabungan, pengurangan, dan 
penambahan pembelajaran. Oleh karena itu, guru sejarah dalam membuat 
perencanaan pembelajaran dan penyusunan materi penilaian mengacu pada 
kurikulum 1994 GBPP mata pelajaran sejarah SMU/MA. (Depdiknas, 1999:1). 
Ruang lingkup mata pelajaran sejarah nasional dan sejarah umum dalam 
kurikulum suplemen 1999 berbeda dengan kurikulum 1994 yang mana mengalami 
pengurangan yang awalnya delapan materi menjadi tiga materi. Pengurangan 
ruang lingkup ini bertujuan agar peserta didik lebih memahami materi sejarah 
secara mendetail dan tidak begitu banyak beban materi yang diberikan kepada 
peserta didik. Berikut perbedaan ruang lingkup mata pelajaran nasional dan 
sejarah umum pada kurikulum 1994 dengan suplemen 1999 (terlampir). 
Selain itu, penambahan fakta-fakta baru sejarah juga diatur dalam buku 
pedoman yang berisi tentang materi-materi terbaru yang terdapat dalam suplemen 
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1999. Beberapa fakta-fakta baru diberikan kepada peserta didik agar mereka lebih 
kritis dalam menanggapi setiap peristiwa sejarah dan juga melatih siswa untuk 
memecahkan masalah. Berikut ini beberapa perbaikan mata pelajaran sejarah 
nasional dan sejarah umum dari kelas 1 sampai kelas 3 dalam kurikulum 
suplemen 1999  
Materi pelajaran sejarah nasional dan sejarah umum mengalami pemadatan 
materi, sehingga mempermudah peserta didik untuk belajar dan mempermudah 
guru dalam menyampaikan materi karena tidak terlalu banyak materi yang perlu 
diberikan. Maka, beban belajar peserta didik semakin ringan. Selain itu, juga 
terdapat tambahan materi terhadap materi yang bertanda bintang (*) karena 
adanya penemuan fakta sejarah baru yang selama ini terbungkam pada masa Orde 
Baru, sehingga guru mendapatkan buku pedoman bahan ajar sejarah SMU. 
Kurikulum suplemen 1999 melatih siswa untuk dapat memecahkan masalah dan 
belajar berfikir kritis terhadap sejarah terutama sejarah kontemporer yang sumber 
sejarah begitu dekat dengan mereka. 
 
d.    Posisi Mata pelajaran  Sejarah Indonesia dalam Kurikulum 2013 
Secara pedagogik dan akademik Pedoman ini dikembangkan mengingat 
Kurikulum 2013 mengandung banyak inovasi dalam pembelajaran Sejarah. 
Aspek-aspek inovasi itu ada yang perlu dielaborasi dalam bentuk petunjuk 
pelaksanaan bagi guru karena keberhasilan implementasi Kurikulum 2013 sangat 
ditentukan oleh keberhasilan guru dalam melaksanakan inovasi-inovasi tersebut di 
kelas. Hal itu disebabkan karena aspek inovasi yang ada dalam Kurikulum 2013 
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menjadi indikator keberhasilan Kurikulum 2013 dan pelaksanaannya di kelas 
adalah realisasi inovasi tersebut dalam bentuk Kurikulum Peserta Didik 
(learned/observed curriculum). 
Pentingnya pelajaran sejarah Indonesia di Sekolah Menengah Atas  dalam 
kurikulum sejarah Indonesia tahun 2013 dapat dilihat dalam    permendiknas nomor   59 
TAHUN 2014. Dalam Kepmen 59/2014 pasal 5 ayat.1 di jelaskan bahwa pelajaran 
sejarah Indonesia  termasuk dalam kelompok  mata pelajaran kelompok A  yakni 
kelompok pelajaran dalam katagori wajib pada semua jenjang kelas di SMA. Selain 
masuk dalam kelompok A. Mata pelajaran sejarah juga termasuk dalam kelompok  
Kelompok C yakni kelompok  mata pelajaran peminatan di jurusan IPS.  
Sebagai mata pelajaran inti atau wajib, mata pelajaran sejarah memiliki peranan 
strategis dalam membentuk warga negara yang baik yakni memiliki karakter 
keindonesiaan, semangat kebangsaan, nasionalisme, kesadaran sejarah, dan kesadaran 
bernegara. Di samping itu, mata pelajaran sejarah juga merupakan mata pelajaran 
kelompok C atau peminatan yang memiliki tujuan substantif sebagai pengembang 
pengetahuan sejarah sebagai disiplin ilmu. Pada intinya dalam kurikulum 2013 mata 
pelajaran sejarah merupakan core dari pengembangan pengetahuan yang tidak sekedar 
berorientasi hari ini, melainkan future oriented. Dengan kata lain sejarah kurikulum 2013 
benar-benar menempatkan sejarah pada tempat yang terhormat, yang tidak pernah 
dijumpai pada kurikulum-kurikulum sebelumnya. 
Berdasarkan hasil wawancara dan analisis dokumen seperti yang telah dipaparkan 
diatas  dapat dikatakan bahwa posisi kurikulum Sejarah Indonesia di SMA pada 
kurikulum 2013  menempati posisi penting dan  sangat strategis, mata pelajaran sejarah 
yang selama ini yang disepelekan banyak orang baik orang tua masyarakat dan siswa 
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karena dianggap sebagai  mata pelajaran hapalan dan tidak penting karena 
pembahasannya penuh dengan peristiwa peristiwa masaa lalu yang belum tentu sesuai 
dengan konteks kekiniaan. Pentingnya mata pelajaran sejarah tersebut pada dasarnya 
telah direspon pemerintah dalam kurikulum 2013.(Hamid Hasan : Wawancara   2016) 
Struktur pembagian jam pelajaran pada mata peelajaran sejarah Indonesia adalah 
2 jam per minggu mulai dari kelas X sampai kelas XII, sedangkan untuk pelajaran sejarah 
peminatan memiliki alokasi 3 jam per minggu untuk kelas X dan 4 jam per minggu untuk 
kelas XI dan XII dengan satu jam pelajaran alokasinya 45 menit. Dengan adanya 
kebijakan penambahan jam mata pelajaran sejarah maka mau tidak mau mata pelajaran 
ini mulai dipertimbangkan bagi kalangan peserta didik. Mengapa demikian?. Jika melihat 
dari sudut pandang peserta didik maka ketika terdapat mata pelajaran dengan jumlah jam 
yang memadai  maka peserta didik menganggap pelajaran tersebut memiliki tingkat 
prioritas yang tinggi.  Di tambah kemunculan mata pelajaran Sejarah Indonesia yang 
merupakan mata pelajaran wajib pada kelompok A dan setara dengan mata pelajaran 
bahasa Indonesia, Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, Matematika, Bahasa Inggris 
tentunya hal tersebut memberikan porsi tawar yang lebih terhadap prioritas siswa. 
Jika dianalisis secara mendalam  isi  Kepmen 59/2014 pasal 5 ayat1 maka terlihat 
jelas bahwa  mata pelajaran sejarah wajib lebih menekankan pada bagaimana anak belajar 
sejarah menjadi anak Indonesia.  
Oleh karena itu, pada mata pelajaran sejarah wajib dikembangkan konsep 
Indonesia sebagai ideologi atau nilai. Untuk mengembangkan konsep Indonesia sebagai 
ideologi atau nilai tersebut, pada mata pelajaran sejarah wajib ada legitimasi historis 
terhadap eksistensi Indonesia sebagai negara bangsa sehingga lahir konsep sejarah 
nasional. Dikembangkan pula konsep kesinambungan dan perubahan yang diarahkan 
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pada nilai-nilai keIndonesiaan. Terbentuknya Indonesia sekarang harus dilihat sebagai 
suatu kesinambungan dari proses sejarah yang berjalan sejak masa klasik, penjajahan, 
hingga masa kemerdekaan dan masa sekarang. Dari hal tersebut, Indonesia dapat dilihat 
sebagai suatu kawasan yang sudah terbentuk lama. Pembentukan Indonesia sebagai suatu 
kawasan dikarenakan adanya jaringan khusus perdagangan yang membentuk suatu 
struktur politik dan budaya. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikembangkan nilai-
nilai tentang nasionalisme sebagai suatu ideologi yang bersifat politik.(Agus 
Mulyana,2013 P.4-6) 
Pada mata pelajaran sejarah peminatan, peserta didik diharapkan dapat 
memahami materi sejarah yang memberikan dasar bagi persiapan siswa untuk belajar di 
perguruan tinggi. Pada mata pelajaran sejarah peminatan, materi sejarah dikembangkan 
sejarah sebagai ilmu pengetahuan dan kajian sejarahnya lebih bersifat kritis. Sejarah 
sebagai ilmu pengetahuan memiliki metodologi dan teori serta materi sejarahnya bisa 
dikembangkan dalam kosep-konsep, khususnya konsep-konsep yang ada dalam ilmu-ilmu 
sosial. Sebagai contoh, memahami materi zaman Hindu Budha dan Islam dapat 
menjelaskan teori tentang konsep kekuasaan, teori tentang patron client, teori tentang 
feodalisme, teori tentang ekonomi dalam hubungan munculnya dengan kekuasaan dan 
sebagainya. Pengembangan konsep pada masa penjajahan bisa menggunakan teori 
kolonialisme, kapitalisme, sosialisme, konflik, dan sebagainya. Agus Mulyana, hlm. 7-9). 
Kurikulum 2013 selain menempatkan mata pelajaran sejarah pada kelompok mata 
pelajaran wajib serta peminatan, bila dilihat dari porsi dan frekuensi pertemuan dan jam 
pelajaran,pelajaran sejarah diberikannya porsi lebih dibandingkan porsi pembelajaran 
pada kurikulum 2004. Jika sebelumnya guru guru sejarah mengeluhkan kurangnya jam 
pelajaran sejarah sehinggga guru kurang maksimal dalam menyampaikan materi 
pelajaran, maka dalam kurikulum sejarah Indonesia 2013 kita akan menemukan  hal yang 
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berbeda. Kurikulum sejarah  menjadikan pelajaran sejarah menjadi dua kelompok  yakni 
pelajaran sejarah  sebagai kelompok pelajaran wajib (untuk SMA/SMK) disemua kelas 
dan jurusan  dan  pembelajaran sejarah untuk kelompok  peminatan.  Berikut akan 
dijelaskan komposisi dan klasifikasi pembelajaran sejarah Indonesia dalam kurikulum 
sejarah Indonesia 2013. 
Penambahan jam belajar ini menjadikan guru harus memiliki keterampilan 
mengembangkan berbagai pendekatan dan metode pembelajaran yang memungkinkan 
peserta didik belajar dan membentuk kompetensi dirinya. Hal tersebut akan melahirkan 
kelas yang demokratis. Kelas sebagai salah satu elemen sekolah yang memiliki peran 
tersendiri dalam pendidikan. Kelas sebagai ruang kecil yang berisikan sejumlah anak 
didik memberikan porsi bagi pembentukan kepribadian, kecerdasan, emosi anak didik, 
dan lain sebagainya. Kelas merupakan ruang bagi mereka untuk mencurahkan banyak hal 
yang dapat dikerjakan. Kelas yang demokratis akan mengaktifkan anak didik untuk 
berpikir serta mengadu argumen, dan hal tersebut merupakan sarana untuk 
membangkitkan rasa ingin tahu terhadap apa yang terjadi di lingkungannya. Hal tersebut 
akan membangkitkan semangat belajar anak didik agar lebih rajin dan tekun. Mereka 
menjadi merasa memiliki tanggung jawab sosial untuk peka terhadap segala bentuk 
ketidakadilan sosial dengan segala faktor alasan pendukungnya. Dengan kata lain, kelas 
yang demokratis akan mampu memperkuat jati diri anak-anak didik yang berkarakter kuat 
dan siap menerima segala bentuk perubahan hidup. (Moh. Yamin,.,P.  208-216.) 
Sementara dari sisi guru selain uraiaan seperti telah di jelaskan diatas, 
penambahan jam mata pelajaran sejarah memberikan solusi bagi guru guru sejarah 
yang selama mengeluhkan kekuarangan jam pelajaran sehinggga tidak jarang 
mereka terbentur dengan masalah administrasi sekolah sehiggga gagal 
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memperoleh tunjangan professional guru kebijakan ini juga membuka  peluang 
bagi guru honorer ataupun lulusan prodi pendidikan sejarah untuk mendapt 
kesempatan yang lebih besar dalam mendapat pekerjaan di sekolah. Semula 
sejarah memang dianggap mata pelajaran yang kurag penting di sekolah dan tidak 
mendapat perhatian khusus seperti mata pelajaran yang di UAN-
kan.(Bangkit,Wawancara 8 Juni 2016) 
Dari kajian kebijakan  pendidikan maupun kebijakan akademik ditemukan 
beberapa hal yang dianggap menarik untuk dijadikan kajian dan pembahasan 
dalam kurikulum 2013, temuan temuan tersebut adalah Kurikulum sejarah 2013  
ini dikatakan spektakuler dan menarik dijadikan kajian dalam penelitian ini  
menurut peneliti mengingat selama ini oleh masyarakat dan juga peserta didik 
pada umumnya  memandang mata pelajaran Sejarah sebelah mata dan mata 
pelajaran sejarah dianggap sebagai mata pelajaran hapalan yang tidak penting, 
tidak bermanfaat dalam kehidupan keseharian karena materi yang diajarkan 
adalah materi hapalan berupa tahun tahun,nama nama pahlawan yang sebenarnya 
tidak bias  digunakan dalam menganalisis situasi politik dan ekonomi di era 
globalisasi yang cendrung memposisikan ekonomi sebagai panglim. Selain 
itu,menurut peneliti  inovasi dan perubahan mendasar dalam kurikulum 2013  
terjadi dalam banyak hal  diantaranya pendidikan Sejarah dirancang sebagai mata 
pelajaran yang sarat dengan keterampilan dan cara berpikir sejarah,pelajaran 
sejarah dikembangkan  dalam proses penanaman nilai-nilai kebangsaan, 
pengembangan inspirasi, dan mengkaitkan peristiwa sejarah nasional dengan 
peristiwa sejarah lokal dalam satu rangkaian Sejarah Indonesia.  
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Kelebihan lain dari kurikulum Sejarah Indonesia SMA 2013 yakni 
berusaha melakukan  pengenalan peserta didik terhadap lingkungan sekitarnya 
dengan harapan peserta didik  tidak tercabut dari akar budayanya,peserta didik 
menjadi pelopor kesadaran sejarah.  
Berdasarkan Permendikbud. No. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses, 
maka dalam melakukan pembelajaran, guru perlu memerhatikan prinsip-prinsip 
pembelajaran sebagai berikut: (1) dari peserta didik diberi tahu menuju peserta 
didik mencari tahu; (2) dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi 
belajar berbasis aneka sumber belajar; (3) dari pendekatan tekstual menuju 
pendekatan proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah; (4) dari 
pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi; (5) dari 
pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu; (6) dari pembelajaran yang 
menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang 
kebenarannya multi dimensi; (7) dari pembelajaran verbalisme menuju 
keterampilan aplikatif; (8) peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan 
fisikal (hardskills) dan keterampilan mental (softskills); (9) pembelajaran yang 
mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar 
sepanjang hayat; (10) pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi 
keteladanan (ing ngarso sung tulodo), membangun kemauan (ing madyo mangun 
karso), dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran 
(tut wuri handayani); (11) pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, 
dan di masyarakat; (12) pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja 
adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas; (13) 
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pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi 
dan efektivitas pembelajaran; dan (14) pengakuan atas perbedaan individual dan 
latar belakang budaya peserta didik (Depdikbud, 2016: 349; Abdullah Idi, 2014: 
27).. 
Pendekatan pembelajaran yang dikembangkan dalam Kurikulum 2013 
adalah pendekatan ilmiah (scientific) karena melatih peserta didik untuk aktif 
dalam pembelajaran sehingga sikap kritis dalam berfikir maupun bersikap dapat 
menjadi kebiasaan. Dalam pendekatan ilmiah ini peserta didik dibiasakan untuk 
berproses dalam belajar seperti untuk mengungkapkan suatu fakta sejarah peserta 
didik harus melakukan kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, 
menalar/ mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Hal ini senada dengan metode 
sejarah kritis yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Maka, 
setiap kegiatan dalam pendekatan ilmiah itu melatih peserta didik untuk mandiri, 
berfikir kritis, aktif, dan bersikap yang baik (Hamid Hasan, t.th: 15). Karena 
dalam kegiatan menanya apalagi dalam kaitannya dengan wawancara dengan 
orang lain peserta didik harus sopan. Oleh karena itu, pendekatan ilmiah ini 
potensial dalam mengembangkan peserta didik berfikir kritis dan aktif tanpa 
meninggalkan pendidikan karakter. 
Dari kajian document terhadap kurikulum sejarah Indonesia 2013, materi 
dan orientasinya lebih di fokuskan utamanya adalah pada penanaman nilai nilai 
karakter. Seperti yang tercantum dalam salah satu kompetensi inti dari kurikulum  
Sejarah Indonesia 2013 adalah ” Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, peduli  (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), 
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santun, responsif, dan  pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi 
atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia.” 
Inovasi yang ada dalam mata pelajaran Sejarah mengubah posisi 
pendidikan Sejarah dalam banyak hal. Pedoman ini dikembangkan sebagai 
panduan untuk melaksanakan berbagai inovasi yang perlu dikembangkan guru 
Sejarah dalam Kurikulum 2013 tersebut. Oleh karena itu, Pedoman Pembelajaran 
Sejarah Indonesia berkenaan dengan cara penggunaan buku teks pelajaran dan 
buku guru, mengkaitkan konten sejarah nasional dengan sejarah lokal dan sejarah 
dunia dalam suatu proses pembelajaran yang inovatif, mengembangkan proses 
pembelajaran yang didasarkan pada pendekatan saintifik dalam mengembangkan 
kemampuan berpikir dan keterampilan sejarah. Selain itu Panduan ini 
memberikan petunjuk yang lebih teknis dalam mengembangkan penilaian hasil 
belajar, pengembangan RPP dan memanfaatkan berbagai media belajar yang 
sesuai untuk mata pelajaran Sejarah Indonesia yang ada di masyarakat sekitar dan 
yang juga bersifat penerapan teknologi informasi. 
Dalam rangka  mengimplementasikan Kurikulum 2013 tersebut sudah barang 
tentu memerlukan keterlibatan berbagai  komponen.  
Menyadari pentingnya mata pelajaran sejarah dalam kurikulum 2013 maka 
materi pembelajaran  sejarah yang disampaikan kepada peerta didik  merupakan 
aspek yang tidak dapat dipisah dari setiap kehidupan manusia baik manusia 
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sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial (warga negara), Selain 
berorientasi pada penanaman karakter  
Keterampilan sejarah diperoleh melalui kegiatan mengamati, menanya, 
menalar, menyaji, dan mencipta, dari keterampilan tersebut harus mendorong 
siswa untuk melakukan proses pengamatan hingga penciptaan. Untuk 
mewujudkan keterampilan tersebut perlu melakukan pembelajaran yang 
menerapkan metode belajar yang berbasis penelitian dan pembelajaran yang 
menghasilkan karya dan pemecahan masalah. Dengan demikian maka 
pembelajaran sejah harus mampu untuk membuat suatu karya misalnya 
melakukan suatu penelitian di Museum mengenai perjuangan kemerdekaan 
kemudian siswa diarahkan untuk menganalisis mengenai hal tersebut mengapa 
bisa terjadi dan bagaimana terjadinya. 
Mengagat begitu pentingnya keterampilan dalam pembelajaran sejarah 
harus semakin ditingkatkan karena pemikiran masyarakat dan para siswa yang 
memandang bahwa sejarah merupakan pelajaran yang membuat ngantuk serta 
lebih fokus pada hafalan, pada kenyataannya hal tersebut tidak sepenuhnya benar. 
Pelajaran sejarah bukan hanya berbicara mengenai apa, dimana, kapan, akan tetapi 
harus mampu menjawab mengapa dan bagaimana. Untuk menjawab mengenai 
pertanyaan mengapa dan bagaimana maka diperlukan suatu pemikiran yang tinggi 
karena hal ini berhubungan dengan cara siswa menganalisis suatu peristiwa, dapat 
kita lihat dari KI dan KD dalam kurikulum 2013 untuk SMA/ SMK kelas XI 
Berhubungan dengan KI dan KD di atas maka seorang guru sejarah 
diharapkan dapat  memunculkan suatu pembahasan yang berkaitan dengan 
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bagaimana dan mengapa munculnya kebangkitan nasional sampai tercapainya 
kemerdekaan Indonesia bukan hanya terpaku pada kapan terjadinya saja. Dalam 
penyajiannya seorang guru sejarah bisa menggunakan media yang berkaitan 
dengan hal tersebut, contohnya menghadirkan pidato-pidato dari Sukarno dan 
Bung Tomo, dengan hal tersebut siswa akan mampu dibawa pada situasi saat itu 
dan sejarah tidak akan membosankan dengan penggunaan media pembelajaran 
yang variatif. 
Penggunaan Contextual Teaching and Learning merupakan suatu metode 
yang bisa digunakan dalam pembelajaran sejarah dengan membawa pembelajaran 
sejarah sesuai dengan yang dialami siswa, misalnya dari upacara bendera pada 
hari senin dapat menjadi refleksi dari perjuangan kemerdekaan Indonesia sehingga 
bendera merah putih bisa dengan bebas berkibar saat upacara, sedangkan hal 
tersebut pada masa penjajahan tidak dapat dilakukan. Maka hal tersebut 
merupakan tugas dari guru sejarah dalam mengemas pembelajaran sejarah yang 
mampu meneladani perilaku kerjasama, tanggung jawab, cinta damai seperti para 
pejuang dalam mewujudkan cita-cita mendirikan negara dan bangsa Indonesia. 
Mengenalkan siswa pada sejarah lokalitaspun sangat biperlukan agar siswa 
mampu mengimplementasikan perjuangan dari sekitar mereka. Terlihat bahwa 
menanamkan jiwa nasionalisme dan patriotik serta cinta tanah air menjadi fokus 
pembelajaran sejarah Indonesia.(Sardiman : Wawancara Kamis,   Mei  2016). 
Seorang pemerhati pendidikan yang dikenal dengan tokoh pembebasan 
pendidikan memberi perhatian khusus pada pelajaran sejarah,menurut  Paulo 
Freire dalam bukunya Politik Pendidikan menjelaskan bahwa pentingnya konsep 
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sejarah dalam setiap proses pembelajaran,Freire percaya bahwa sensibilitias yang 
kritis merupakan hasil perkembangan sensibilitas yang menyejarah,oleh 
karenanya para pendidik diharuskan menempatkan semua kontes pedagogis dalam 
konteks sejarah untuk melihat secara jelas asal mula dan perkembangan 
selanjutnya.sejarah menurut freire dapat memberikan makna dan legalitas yang 
menyembuyikan legalitas politiknya,sejarah juga dapat membantu 
mengungkapkan siapa jati diri kita yang sebenaranya sebagai mahluk sejarah dan 
sosial.atau dalam bahasa yang sangat sederhana dapat dikatakan bahwa sejarah 
ditancapkan dalam bentuk budaya yang memaknai 
pembicaraan,pemikiran,tindakan yang menjadi analisa sejarah. Sejarah bersifat 
dialektis karena digunakan untuk membedakan antara kondisi sekarang yang 
given yang masih menyisikan kemungkinan emansipasi (Paulo Priere,2007:25) 
Menyadari begitu pentingnya pelajaran sejarah,dalam kurikulum 2013 
mengarahkan pelajaran sejarah   
KI. I dalam kurikulum Sejarah Indonesia beriorientasi pada sejarah sebagai 
pendidikan dan proses penanaman  nilai kepahlawanan dan kebangsaan serta 
mengandung unsur  dan spiritualitas, ini mengandung pengertiaaan di dalam 
keluarga dan sekolah memang memerlukan berbagai inovasi guna mengatasi 
masalah yang kita hadapi saat ini dan mengantisipasi masalah yang mungkin 
muncul pada masa yang akan datang. Pentingnya kemitraan antara sekolah, 
keluarga dan masyarakat sebagai tripilar pendidikan yang menjadi lokomotif 
perubahan dan perbaikan moralitas dan spiritualitas bangsa perlu mendapat 
perhatian dari semua pihak.  Rasanya hanya omong kosong belaka apabila 
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pendidikan karakter di sekolah akan berhasil tanpa dibarengi oleh semangat 
masyarakat untuk mengadakan perbaikan dan perubahan. Mengingat 
permasalahan tersebut, maka kajian tentang model-model dan pemikiran tentang 
pendidikan karakter masih terus perlu dilakukan agar semakin banyak alternatif 
pemecahan masalah 
 “The historian works with documents…There is non substitute for 
documents: no documents, no history”, begitu ujar Charles-Victor Langlois dan 
Charles Seignobos.  
Dalam KI- 4  Kuriklum Sejarah Indonesia 2013  terlihat jelas bahwa  
Posisi Mata Pelajaran Sejarah dalam Kurikulum sejarah Indonesia diharapkan 
mampu mengembangan kecerdasan sejarah dan membangun karakter bangsa. 
Kecerdasan sejarah yang dimaksudkan dalam KI. 4 adalah upaya mencapai 
komptensi-kompetensi tersebut di atas, melalui pembelajaran Sejarah Indonesia 
diharapkan para peserta didik mampu mengembangkan kecerdasan sejarah 
melalui pola berpikir kritis, kreatif dan imajinatif.  
Selain posisi  Starategis kurikulum  2013 Sejarah Indonesia  terdapat beberapa 
kritik dan kelemahan diantaranya adalah: Seakan akan ingin mematahkan argumentasi 
yang dikemukakan oleh Hamid Hasan  bahwa kurikulum  bukan hanya berbicara untuk 
kepentingan ilmu ,kurikulum tidak bisa dilepas dari pedagogic dan bangsa,pendidikan 
sendiri dimaksudkan untuk membangun bagsa dan negara (Hamid Hasan, Mei 2016). 
Para ilmuan  dan peneliti sejarah menganggap bahwa Kurikulum 2013  mata pelajaran 
Sejarah Indonesia  terindikasi kuat ingin mengaburkan materi dan pemahaman terhadap 
fakta- sejarah,sejarah yang seharusnya disampaikan secara kronologik berdasarkan  dan 
berdasarkan fakta fakta  sejarah  justru dalam pembelajaran  di sekolah dikaburkan  dan 
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jauh dari peristiwa sejarah yang sesungguhnya sehinggga patut  diduga bahwa kurikulum 
2013 sejarah Indonesia syarat dengan kepentingan penguasa, lebih lebih orang orang 
yang ada di lingkaran kekuasaan adalah orang orang yang terindikasi kuat melakukan 
pelanggaran terhadap massa lalu. Peristiwa peristiwa seputur G.3/SPKI dalam proses 
pembelajaran lebih banyak diarahkan pada materi yang berorientasi pendidikan bukan 
menonjolkan sejarah sebagai ilmu, Materi sejarah sebagai pendidikan tidak dibenarkan  
menonjolkan perbedaaan-perbedaaan  yang mengarah pada konflikvertikeal maupun  
horizontal  padahal berbicara sejarah harusnya bicara fakta, tidak boleh menyembunyikan 
fakta yang kita ketahui,,harusnya materi materi yang kotroversi disampaikan secara 
terbuka , apa adanya dengan menggunakan sudut pandang yang berbeda dan beragam 
sehinggga anak didik mempuyai perspektif yan beragam terhadap materi pelajaran 
sejarah. 
Kelemahan Kurikulum 2013 sejarah Indonesia dari sisi materi, terdapat 
beberapa materi yang  over leving antara mata pelajaran sejarah Indonesia wajib  
dengan sejarah peminatan. Terdapat kesamaan materi antara dua mata pelajaran 
tersebut. Seperti contoh pada mata pelajaran sejarah Indonesia kelas X semester 
Gasal terdapat materi tentang teori masuknya agama Hindu-Budha ke Indonesia 
dan perkembangan kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Budha di Indonesia, hal ini 
sama dengan materi mata pelajaran sejarah peminatan untuk kelas XI semester 2. 
Tidak hanya itu, ketika peserta didik duduk di bangku kelas XII SMA maka akaan 
menemui hal unik dimana materi sejarah Indonesia dan sejarah peminatan 
memiliki 50% isi materi yang sama. Materi ini bermula dari peristiwa sekitar 
kemerdekaan Indonesia sampai Indonesia pada masa reformasi. Kebingunganpun 
tidak berhenti sampai disini, munculnya buku sejarah peminatan yang belum tentu 
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lolos seleksi kemendikbud ternyata membuat paradigma peserta didik cenderung 
menyamakan isi materi dari pelajaran sejarah Indonesia dan sejarah peminatan. 
Pada sisi lain hal ini ternyata membuat para guru lebih mudah dalam memberikan 
materi, tidak jarang pula guru mencampuradukkan antara isi materi pelajaran 
sejarah Indonesia   dengan sejarah pemintan.  
Sistem KURTILAS dengan memunculkan sejarah sebagai mata pelajaran 
wajib dan peminatan tentunya akan berdampak pada Rencana Pelaksanaan 
Pelajaran (RPP) masing-masing mata pelajaran tersebut. Berdasarkan tujuan dari 
masing-masing mapel yang sudah diuraikan diatas maka sangat jelaslah 
perbedaan antara dua mata pelajaran itu dan tentunya dalam penyusunan RPP 
memiliki karakteristik yang berbeda. Mata pelajaran sejarah Indonesia memiliki 
pemecahan KI 1 dan  KI 2 yang diturunkan menjadi Kompetensi Dasar (KD) 
sikap spiritual dan sikap sosial yan lebih variatif sehingga pada indikator KD 
sikap spiritual dan KD sikap sosial akan terdapat beberapa indikator yang harus 
tercapai ketika KBM. Bisa dikatakan bahwa untuk KI 1 dan KI 2 termasuk 
pembedahan menjadi KD dan selanjutnya menjadi indikator lebih banyak jika 
dibandingkan dengan mata pelajaran sejarah pemintan. Untuk sejarah peminatan 
sendiri rambu-rambu KI 3 yang kemudian diturunkan menjadi KD pengetahuan 
memiliki kecenderungan analisis terhadap materi, sehingga ketika diturunkan 
menjadi indikator pengetahuan maka indikator tersebut akan lebih banyak jika 
dibandingkan dengan mata pelajaran sejarah Indonesia. Namun keduanya tetap 
mengacu pada pembelajaran kontekstual yang menekankan pada penarikan nilai 
nilai masa lalu yang masih sering dijumpai dalam kehidupan saat ini (kekinian) 
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Sekarang kita lihat pada penerapannya di KBM di sekolahan, ternyata 
banyak juga terdapat salah presepsi tentang hal ini. Istilah yang lazim ditemui 
adalah “yang penting KBM berjalan dengan lancar dengan model saintifik”, 
tentunya hal ini mrupakan ungkapan cari aman seorang guru dalam memberikan 
dua mataa pelajaran yang “serupa tapi tak sama “ tersebut. Belum selesai sampai 
disini, ketika proses evaluasi entah itu ulangan blok, ujia tengah semester sampai 
ujian akhir semester ternyata masih dijumpai juga beberapa soal yang sama entah 
itu bentuk soal, isi soal bahkan bobot soal antara sejarah Indonesia dengan sejarah 
peminatan. Berdasarkan pengalaman pribadi seorang guru sejarah yang bekerja di 
bimbingan belajar terkemuka di Yogyakarta menemukan adanya beberapa 
kesamaan kisi kisi ujian akhir semester keals XII antara mata pelajaran sejarah 
Indonesia dengan sejarah peminatan di salah satu SMA di DIY. Hal tersebut 
menandakan bahwa guru sejarah di salah satu SMA itu tidak ambil pusing dalam 
penyusunan evaluasi, akan tetapi fenomena ini bukan murni kesalahn dari guru 
sejarah. Beberapa konten materi yang sama yang ada di dua mata pelajaran 
tersebut juga menjadi dasar seorang guru menyusun evaluasi. Dampaknya adalah 
peserta didik seolah tidak perlu mempelajari detail dari salah satu mapel 
kesejarahan tersebut, toh denga n belajar pada mata pelajaran sejarah peminatan 
otomatis hampir 70% lebih peserta ddik juga menguasai konten dari mata 
pelajaran sejarah peminatan. Contoh kasusnya seperti ini, pada mata pelajaran 
sejarah Indonesia dengan sejarah peminatan terdapat materi tentang orde baru, 
tidak mugkin ada jawaban yang berbeda ketika seorang guru memunculkan soal 
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isi trilogi pembangunan masa orde baru pada evaluasinya dan masih baanyak lagi 
ditemui kisi-kisi dan bentuk soal yang sama pada dua mata pelajaran tersebut.  
Berikut ini di sajikan perbandingan salah satu kurikulum masa Orde Lama 
yakni Kurikulum 1955, masa Orde Baru Kurikulum 1994, dan Kurikulum masa 
Reformasi yakni Kurikulum 2013. 
Tabel 1. Komparasi Kurikulum Masa Orla, Orba, dan Masa Reformasi 
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Dalam 1 tahun 
terdapat 3 catur 
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caturwulan 1, 
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dan catur mulan 
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Berdasarkan tebel di muka, tampak sekali perubahan secara dinamis baik 
menyangkut filosofi kebijakan, tujuan kurikulum, sistem pencapaian kompetensi, 
kompetensi lulusan, standar ini, standar proses, standar evaluasi atau penilaian, 
pendekatan kompetensi, struktur kurikulum, sampai pada kegiatan 
ekstrakurikuler. Sampel komparasi masa Orde Lama, Orde Baru, dan Masa 
Reformasi dengan kurikulum yang diilih adalah suatu pembuktian bahwa 
kurikulum sejarah terus berubah dan berbenah sesuai dengan perkembangan 
jaman. Sebagai contoh dalam standar proses penerapan kurikulum dari teacher 
centered learning, teacher centered learning dan student centered learning  
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secara seimbang, dan sekarang lebih pada kemandirian belajar student centered 
learning dengan scientific approach. Demikian pula aspek-aspek lain 
sebagaimana telah penulis bandingkan dalam bagan menunjukkan 



























Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Kebijakan 
Kurikulum Sejarah  di SMA diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 
1.  Sejarah perkembangan kurikulum mata pelajaran sejarah  di Sekolah 
Menengah Atas pada masa, orde lama, orde baru, dan masa reformasi 
adalah sebagai berikut. Kurikulum sejarah  tidak bisa hanya berbicara pada 
satu masa atau satu periodisasi.melainkan secara kronologik antara periode 
satu dengan periode berikutnya saling berkaitan. Selama kurun waktu 
1945-1951, kurikulum sejarah SMA masih menggunakan kurikulum AMS 
(Algemene Middelbare School) yang merupakan kurikulum warisan zaman 
Hindia Belanda, sedangkan kebijakan pemerintah terhadap kurikulum 
sejarah masa pemerintahan orde lama, orde baru lebih mengarah pada 
kebijakan sejarah politik, hal ini terlihat dengan jelas dari oreientasi materi  
yang  lebih banyak  mengarahkan  pada doktrin  politik,idiologi dan banyak 
membahas  peran dan kehebatan dari para tokoh- tokoh besar, yang 
mengarah pada  pembenaran sepihak terhadap perjuangan suatu peristiwa. 
Kebijakan kurikulum sejarah Indonesia di SMA pada massa orde lama  
harus berlandaskan Pancasila dan Manipol Usdek (Manifesto Politik UUD 
1945 yang terdiri dari sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, 
Ekonomi Terpimpin, dan kepribadian Indonesia). Hal yang sama juga 
dilakukan oleh pemerintah Orde Baru ketika kepemimpinan Sukarno 
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runtuh, maka pada masa awal Orde Baru terjadi perubahan kebijakan 
kurikulum, yakni dengan menerapkan kurikulum 1968. Kurikulum ini juga 
tidak terlepas dari muatan politik, Orde Baru ingin menghilangkan citra 
dari pemerintahan orde lama yang disimbolisasikan dengan Presiden 
Sukarno yang lebih dikenal dengan ajaran NASAKOM . 
    Pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto 
menyadari sepenuhnya bahwa begitu penting melakukan perubahan 
mainset generasi muda agar tidak terpengaruh terhadap ideologi pengajaran 
MANIPOL USDEK yang dikembangkan oleh pemerintahan orde 
sebelumnya. Oleh karenanya perubahan materi kurikulum dalam sejarah 
Indonesia menjadi sangat penting guna memperkuat legitimasi 
kekuasaannya dan menunjukkan keberhasilan orde baru selama di bawah 
kepemimpinanya. Pengalaman ini mendorong penguasa untuk merubah 
pola pikir ideologi masa lalu dalam pengajaran sejarah menjadi memori 
kolektif bangsa berdasarkan versi sejarah masa kini. Walaupun terkesan 
subyektif, namun terlihat jelas dalam kurikulum 1968 adanya kontroversi 
atau benturan materi pengajaran sejarah antara konsep sejarah yang 
dikembangkan pada masa orde lama dengan materi sejarah yang 
dikembangkan oleh orde baru. Perubahan mainset generasi muda melalui 
pembaharuan kurikulum 1968 membuahkan hasil yang signifikan. Hal ini 
berimplikasi postif, orde baru terkesan sebagai orde penyelamat bangsa dari 
serangan ideologi asing dan dapat mencegah terjadinya perpecahan dan 
keterpurukan anak bangsa. 
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    Kurikulum 1994 merupakan revisi terhadap kurikulum 1984 yang 
dirasakan muatan materi yang terdapat di dalam pokok bahasan terlalu 
padat sehingga materi yang diberikan kepada peserta didik kurang 
mendalam. Di samping itu, ada tumpang tindih dalam mata pelajaran 
sejarah dengan pendidikan sejarah perjuangan bangsa (PSPB). kurikulum 
1994 bersifat populis, yaitu diberlakukan satu sistem kurikulum untuk 
semua siswa di seluruh Indonesia. Mata pelajaran sejarah pun berubah 
menjadi Sejarah Nasional dan Sejarah Umum (dalam kurikulum 1984 
disebut Sejarah Indonesia dan Sejarah Dunia). 
Selain politisasi kurikulum  sejarah Indonesia, kurikulum 
pendidikan pada massa orde baru lebih  banyak menekankan pada praktek 
pendidikan, dimana pendidikan di sekolah dijadikan instrumen dalam 
proses pembangunan. Oleh karenanya, tidak mengherankan kalau seiring 
dengan semangat dan pelaksanaan pembangunan pendidikan lebih banyak 
menitikberatkan pada  materi materi kesejarahannya pada materi 
pembangunan ekonomi,.oleh karenanya di era reformasi muncullah ide, 
gagasan yang mengiginkan agar  politisasi kurikulum  sejarah segera 
dihentikan agar efek negatip sebuah kurikulum tidak terdistorsi dengan 
kepentingan penguasa atau kepentingan-kepentingan politik ke dalam 
pembelajaran sejarah di sekolah melalui kurikulum sejarah. Dengan 
demikian dibutuhkan  cara-cara berpikir baru dan terobosan-terobosan 
guna mencari selusi konstruktif untuk mengatasi permasalahan pendidikan 
pada masa sekarang dan masa yang akan datang. 
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2.   Filosofi Kebijakan kurikulum sejarah massa Orde Lama, Orde Baru, 
dan Reformasi adalah sebagai berikut: a) dasar kebijakan kurikulum 
masa Orde Lama adalah perlunya pendidikan kebangsaan sebagai 
pembebasan dari kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan menyeluruh 
yang dialami bangsa Indonesia sebagai akibat dari penjajahan kolonial. 
Kurikulum tahun 1955 dilandasi oleh semangat nasionalisme dan 
internasionalisme yang diwarnai oleh semangat gotong royong dan 
kekeluargaan. Desain kurikulum sejarah ditujukan untuk menangkal 
neoliberalisme dan anti kapitalisme; b) dasar kebijakan kurikulum masa 
Orde Baru didasarkan pada nilai-nilai budaya dan prinsip-prinsip 
demokrasi Pancasila. Kurikulum 1994 menjabarkan bahwa 
penyelenggaraan sistem pendidikan nasional adalah berlandaskan Pancasila 
dan UUD 1945. Kurikulum  sejarah pada kurun waktu itu juga umumnya 
dijadikan sebagai sumber legitimasi kebijakan untuk mempertahankan 
eksistensi negara bangsa yang berdaulat dan menangkal masuknya paham 
komunisme, sehingga pemberlakuan penataran P4 di semua jenjang 
pendidikan formal baik dasar, menengah, maupun di tingkat perguruan 
tinggi menjadi program utama dalam implementasi kurikulum; c) 
kurikulum masa reformasi berlandaskan pada akar budaya bangsa 
(Pancasila) yang bertujuan mendorong terjadinya proses pewarisan dan 
pengembangan karakter bangsa, memberikan dasar bagi keberlanjutan 
kehidupan bangsa dengan segala aspek kehidupan yang mencerminkan 
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karakter bangsa masa kini dan masa yang akan datang, eklektik antara 
perenialisme, esensialisme, humanism, progresivisme dan rekonstruksi 
sosial. Kurikulum  2013 merupakan  sebuah wahana pencerahan dalam 
mewujudkan innsan yang cakap spiritual, sosial, pengetahuan, dan 
keterampilan secara komprehensif. 
3. Posisi mata pelajaran sejarah pada kurikulum sejarah pada masa Orde 
Lama, Orde Baru, dan Reformasi adalah sebagai berikut. Kurikulum 
sejarah pada massa awal kemerdekaan  tepatnya pasca pengesahaaan 
undang undang pendidikan tahun  1950, materi sejarah yang ditampilkan 
dalam pembelajaran di sekolah-sekolah masih merupakan materi yang 
menampilkan  peran penjajah, sementara ketokohan bangsa masih 
merupakan pelengkap. Pada  saat kementerian PPK PPK di jabat 
Muh.Yamin.Pemerintah memberi perhatiaaan  serius pada pembelajara 
sejarah dimana sejarah dianggap sebagai salah satu sarana  membangun 
nasionalisme kebangsaan,sedangkan mata pelajaran  sejarah di tingkat 
sekolah umum (SMU) pada saat ini belum diajarkan secara khusus dalam 
bentuk mata pelajaran sejarah seperti saat ini.  
 
B. Implikasi 
Berdasarkan hasil kajian dan simpulan hasil penelitian ini, maka 
implikasi secara teoritis dan praktis dijelaskan sebagai berikut. 
1. Implikasi teoretis 
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a. Pengembangan kurikulum pada dasarnya adalah sebuah usaha 
untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui 
pendidikan. 
b. Pengembangan kurikulum sejarah didasari oleh beberapa kondisi 
yang menuntut dilakukannya sebuah perubahan yang sesuai degan 
perkembangan zaman. Di era global seperti saat ini dibutuhkan  
c. Kurikulum 2013 memberi ruang yang cukup luas bagi mata 
pelajaran Sejarah Indonesia. Bertambahnya jam pelajaran diikuti 
dengan tuntutan perubahan dalam proses pembelajaran yang 
menuntut guru untuk mengajar dengan pendekatan saintifik dengan 
menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif secara 
tidak langsung mewajibkan para guru sejarah untuk meningkatkan 
kualitas pembelajarannya.  
2. Implikasi praktis 
a. Pengembangan kurikulum sejarah Indonesia yang selama ini telah 
dilakukan merupakan sebuah usaha untuk memperbaiki kualitas 
pembelajaran sejarah itu sendiri.  
b. Permasalahan tentang pengembangan kurikulum sejarah di 
Indonesia menjadi menarik jika memperhatikan perjalanan 
kurikulum sejarah Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai 
dengan pasca reformasi. Kurikulum 2013 sebagai kurikulum 
terbaru saat ini dianggap telah mmemberikan ruang yang cukup 




C. Keterbatasan penelitian 
Penelitian ini telah dirancang dan dilaksanakan dengan sungguh-
sungguh. Namun, penelitian ini tidak dapat lepas dari keterbatasan-
keterbatasan, antara lain sebagai berikut. 
Pertama, sebagaimana dijelaskan pada bagian awal dari penelitian 
ini, fokus penelitian lebih menekankan pada Kebijakan Kurikulum Sejarah 
Indonesia di SMA dari massa Orde Lama sampai masa Penelitian lebih 
dititikberatkan pada pengkajian historis dan filosofis kurikulum sejarah 
Indonesia dari masa orde lama sampai dengan kurikulum 2013. Oleh 
karena itu, terbuka kesempatan yang luas bagi peneliti lain untuk mengkaji 
kurikulum mata pelajaran sejarah tersebut dalam tataran praktis di sekolah 
sampai dengan saat ini. 
Kedua, kajian penelitian ini dilakukan lewat dua perspektif, yaitu 
historis dan filosofis. Dengan demikian, tidak tertutup kajian kurikulum 
sejarah dijelaskan dari perspektif lain. Masih terbuka kesempatan bagi 
peneliti berikutnya untuk mengkaji dari perspektif lain dalam rangka 
memperkaya kajian tentang pengembangan kurikulum sejarah Indonesia 
Indonesia. 
Ketiga, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 
pendekatan historis sebagai metode utamanya. Untuk itu diadakan 
kunjungan ke berbagai tempat dan instansi terkait, seperti perpustakaan, 
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arsip nasional, museum, dan sebagainya. Peneliti menyadari, selama 
penelitian apabila data dari sumber primer terkait tidak dalam keadaan 
utuh, tidak lengkap, atau rusak, maka kesulitan itu akan diatasi dengan 
mencari data sekunder. 
D. Saran 
1. Saran umum 
Dengan memperhatikan sejarah pendidikan di Indonesia, 
khususnya yang berhubungan dengan pengembangan kurikulum 
sejarah Indonesia yang dilakukan sejak masa awal kemerdekaan 
hingga terbitnya kurikulum 2013, para pengambil keputusan di bidang 
pendidikan dapat menggunakan pengalaman masa lalu itu untuk 
merancang kurikulum sejarah Indonesia yang lebih baik. 
Pengembangan kurikulum sejarah Indonesia di sekolah harus 
memperhatikan dan menempatkan siswa sebagai subyek untuk 
dikembangkan menjadi seorang pribadi yang utuh, dari sisi intelektual 
maupun dari sisi spiritualnya, serta tetap memegang teguh kecintaan 
terhadap bangsa dan negaranya sesuai dengan filosofi pendidikan 
nasional. 
2. Saran khusus 
Berdasarkan analisis dan temuan hasil penelitian, tentang 
kebijakan kurikulum sejarah Indonesia sejak masa orde lama sampai 
dengan lahirnya kurikulum 2013, peneliti merekomendasikan, 
pengembangan kurikulum sejarah Indonesia ke depan yang ideal 
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adalah sebagai berikut: (1) sebaiknya dinamis, menyesuaikan dengan 
perkembangan zaman; (2) mengikuti perubahan sosial yang 
berkembang dalam masyarakat; (3) sesuai dengan filosofi dan ideologi 
pendidikan; (4) disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan 
siswa. 
Pengalaman masa lalu mengajarkan, bahwa kurikulum sejarah 
yang dikembangkan sejak masa Orde Lama sampai dengan Orde Baru 
lebih dominan dengan muatan politis. Hal ini menyebabkan kurang 
tersampaikannya pesan-pesan moral dari setiap materi sejarah, 
akibatnya pembelajaran sejarah hanya sekedar mengejar 
tersampaikannya muatan materi sejarah yang disesuaikan dengan 
kepentingan politis pemerintah.  
3. Saran bagi pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan karakter 
a. Bagi guru 
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan refleksi bagi 
para guru di semua jenjang pendidikan, agar dapat menerapkan 
pendidikan karakter yang mampu membangun jasmani dan 
rokhani, intelektual serta sipritualitas siswa secara berimbang, yang 
mampu mengantarkan siswa menjadi pribadi yang utuh. Bahwa 
untuk mencapai itu semua, diperlukan sebuah proses pendidikan 
yang menekankan pada prinsip keteladanan serta proses 
pembelajaran yang dialogis serta tahapan-tahapan sesuai tingkat 
usia, agar sampai pada tingkat penyadaran di kalangan siswa.  
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b. Bagi sekolah 
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi 
penyelenggaraan pembelajaran sejarah di sekolah, agar dapat 
melaksanakan pembelajaran sejarah Indonesia yang menyeluruh, 
menyentuh aspek penanaman nilai-nilai kebangsaan yang termuat 
dalam setiap kurikulum. 
c. Bagi pemerintah 
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi 
bagi pengambil kebijakan pada Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, agar mampu mengembangkan pendidikan karakter 
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